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Jabatan iubernur Bengkulu
Alamat Kantor : JL Pembangunan No. | adang  Harapan
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bertindak selaku dan atas nama Peme

rintah Provinsi Bengkulu selanjutnya
disebut Pihak Pertama.,

2 a. Nama : ITHSAN FAJRI, S.Sos, MM

Jabatan ¢ Ketua DPRD Provinsi Bengkulu
Alamat ¢ JL Asahan No 1 Padang Harapan Bengkulu
Kantor

b. Nama . SAMSU AMANAH, S.Sos
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Bengkulu
Alamat :JI. Asahan No 1 Padang Harapan Bengkulu
Kantor

c. Nama :  H. SUHARTO, SE, MBA
Jabatan . Wakil Ketua DPRD Provinsi Bengkulu
Alamat :JI. Asahan No 1 Padang Harapan Bengkulu
Kantor
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Alamat » JI. Asahan No 1 Padang Harapan Bengkulu
Kantor

bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
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Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan APBD Tahun
Anggaran 2023 perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
(PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah,
untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023.
Berdasarkan hal tersebut diatas dan mengacu pada kesepakatan antara
DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD Tahun
Anggaran 2023, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara Tahun Anggaran 2023 yang meliputi Rencana Pendapatan dan
Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023, Prioritas Belanja
Daerah, Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan
Dan Program/Kegiatan, Rencana Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023
Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran
2023 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak

terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam

penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun
Anggaran 2022.
Bengkulu, [ 9 September 2022
PIMPINAN
GUBERNUR BENGKULU DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
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I. PENDAHULUAN

enyusunan dokumen APBD berpedoman pada dokumen KUA dan PPAS yang
disusun berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Hal
tersebut sejalan dengan pasal 265 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur bahwa dalam penyusunan

Rancangan KUA dan Rancangan PPAS Kepala Daerah berpedoman pada RKPD.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023 merupakan
tahapan lanjutan dari penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun 2023 sebagaimana tertuang dalam pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor

12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang disusun dengan tahapan:
1. menentukan skala prioritas pembangunan daerah;

2. menentukan prioritas Program dan Kegiatan untuk masing-masing urusan yang
disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana

kerja Pemerintah Pusat setiap tahun; dan

3. menyusun capaian kinerja, sasaran dan plafon anggaran sementara untuk masing-

masing program dan kegiatan.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara adalah program prioritas dan batas
maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan
kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja

perangkat daerah.

Sebagai bagian dari dokumen penganggaran Tahun 2023, PPAS ini menjadi
gambaran umum dari kebutuhan akan ketersediaan dana untuk belanja daerah yang
diperoleh dari pendapatan daerah, yang tidak terlepas dari prospek perekonomian
Provinsi Bengkulu ke depan. Ketersediaan dana yang dirumuskan dalam APBD, nantinya
akan digunakan untuk mendukung jalannya fungsi pemerintahan dan fungsi pemberian
pelayanan kepada masyarakat sebagaimana yang selama ini terselenggara serta

penanganan dampak pandemi Covid-19 yang terjadi sejak semester pertama tahun 2020.

Tujuan disusunnya Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Provinsi Bengkulu

Tahun 2023 adalah untuk:

1. menghasilkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Bengkulu dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu tentang Prioritas Pembangunan
Daerah yang dijabarkan dalam prioritas program tiap urusan serta Plafon Anggaran

Sementara untuk masing-masing program /kegiatan;

2. sebagailandasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(RAPBD).

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara Provinsi Bengkulu Tahun 2023 meliputi :
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10.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan
Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang

Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repblik Indonesia Tahun 2022 Nomor

4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 10);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi

Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi,
dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 288);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023; (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2008 Nomor 4), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 15 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025

(Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2013 Nomor 15);
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21.

22.

23.

24.

25.

26.

Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2010 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun
2010 Nomor 6);

Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Tahun 2012

Nomor 2);

Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu

Tahun 2016 Nomor 8);

Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026
(Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021 Nomor 5);

Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 38 Tahun 2021 tentang Tata Cara
Penganggaran, Pelaksanaan dan Penataanusahaan, Pertanggungjawaban dan
Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah Uang/Barang (Berita Daerah

Provinsi Bengkulu Tahun 2021 Nomor 39);

Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2023;
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II. RENCANA PENERIMAAN

endapatan Daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok yaitu (i) Pendapatan Asli Daerah
(PAD), (ii) Pendapatan Transfer dan (iii) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.
Pendapatan Asli Daerah merupakan cerminan kemampuan dan Potensi Daerah,
sehingga besarnya penerimaan PAD dapat mempengaruhi kualitas Otonomi
Daerah. Semakin tinggi kualitas Otonomi Daerah, maka ketergantungan dengan

pemerintah pusat semakin berkurang.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi pajak daerah, retribusi
daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan

asli daerah (PAD) yang sah.

Pendapatan Transfer merupakan dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah Lainnya yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan
kewenangan Pemerintahan Daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada
daerah utamanya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin
baik.

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan pendapatan daerah selain
pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer yang meliputi pendapatan hibah, dana
darurat dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Berikut adalah uraian tentang rincian pendapatan dan penerimaan pembiayaan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bengkulu Tahun
Anggaran 2023:

Tabel 2.1

Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah
Tahun Anggaran 2023

Kode | Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan| Target Tahun Anggaran | Dasar Hukum

Daerah Berkenaan
4 PENDAPATAN DAERAH
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 967.957.037.971
4.1.01 | Pajak Daerah 787.761.103.931
4.1.02 | Retribusi Daerah 5.795.000.000
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
4103 . 18.400.000.000
Dinicahlran
4.1.04 | Lain-lain PAD yang Sah 156.000.934.040
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 1.561.422.716.000
4.2.01 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1.561.422.716.000
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Kode | Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan| Target Tahun Anggaran | Dasar Hukum
Daerah Berkenaan
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG 1.116.000.000
SAH
4.3.01 | Pendapatan Hibah 1.116.000.000
JUMLAH PENDAPATAN 2.530.495.753.971
6 PEMBIAYAAN
6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 80.013.028.628
6.1.01 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 80.013.028.628
Sebelumnya
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 80.013.028.628
JUMLAH PENERIMAAN DAERAH 2.610.508.782.599

A. Target Rencana Pendapatan Asli Daerah

Secara garis besar ataupun keseluruhan target rencana Pendapatan Asli Daerah
tahun 2023 naik sebesar Rp.1.337.317.250 dibanding tahun 2022 dimana
Pendapatan Asli Daerah tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp 967.957.037.971. Hal

ini dikarenakan adanya kenaikan target baik dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, namun dari lain-lain pendapatan asli

daerah yang Sah diproyeksikan menurun. Penurunan target ini dapat ditunjukkan

sebagai berikut :

1)

2)

3)

4)

Target Rencana Pajak Daerah

Target rencana pajak daerah naik sebesar Rp.1.726.434.805 dimana tahun 2022
sebesar  Rp.786.034.669.126 tahun 2023 naik  menjadi  sebesar
Rp.787.761.103.931.

Target Rencana Retribusi Daerah

Target rencana Retribusi Daerah naik sebesar Rp. 29.906.428 dimana tahun 2022
sebesar Rp.5.765.093.572 tahun 2023 naik menjadi sebesar Rp. 5.795.000.000.

Target Rencana Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Target rencana Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan naik sebesar
Rp.208.075.743 dimana tahun 2022 sebesar Rp.18.191.924.257 tahun 2023
menurun menjadi sebesar Rp.18.400.000.000.

Target Rencana Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Target rencana Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah menurun sebesar
Rp.627.099.726 dimana tahun 2022 sebesar Rp.156.628.033.766 tahun 2023
menurun menjadi sebesar Rp.156.000.934.040.

B. Target Rencana Penerimaan Pembiayaan
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Target rencana penerimaan pembiayaan berasal dari SILPA Tahun lalu dimana
penerimaan biaya tahun 2023 diproyeksikan menurun sebesar Rp.1.518.400.882
dibanding tahun 2022. Dimana Penerimaan Pembiayaan tahun 2022 sebesar
Rp.81.531.429.510 ditahun 2023 Penerimaan Pembiayaan menjadi Rp.
80.013.028.628.

Target Rencana Penerimaan SILPA

Target Rencana Penerimaan SILPA untuk tahun 2023 sebesar Rp.80.013.028.628

menurun dibanding tahun 2022.
. Target Rencana Penerimaan Daerah

Target rencana Penerimaan Daerah tahun 2023 diperkirakan sebesar
Rp.2.610.508.782.599 yang berasal dari akumulasi proyeksi Pendapatan Daerah
tahun 2023 sebesar Rp.2.530.495.753.971 dan Penerimaan Biaya tahun 2023 sebesar
Rp. 80.013.028.628.
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III. PRIORITAS BELANJA DAERAH

elanja Daerah diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi
pembangunan lima tahun ke depan ditambah satu tahun transisi. Sesuai
dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan, belanja daerah dapat
digunakan sebagai instrumen pencapaian visi tersebut. Pengelolaan belanja
sejak proses perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban harus
memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas.

Belanja Daerah, atau yang dikenal dengan pengeluaran pemerintah daerah dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), merupakan salah satu faktor
pendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Karena itu, belanja daerah dikenal sebagai
salah satu instrumen kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah (pemerintah
daerah), di samping pos pendapatan pemerintah daerah. Semakin besar belanja
daerah diharapkan akan makin meningkatkan kegiatan perekonomian daerah (terjadi
ekspansi perekonomian).

Selain itu belanja penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam PP
Nomor 12 Tahun 2019 diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas
kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan
dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan
fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Prioritas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 adalah :
1. Belanja Pegawai diarahkan untuk pembayaran gaji, tunjangan, TPP, uang makan ASN

dan pembayaran TPG Guru;

2. Belanja Hibah diarahkan untuk pemenuhan Hibah BOS, Hibah wajib kepada
organisasi yang sudah diatur oleh peraturan perundang — undangan dan hibah
kepada organisasi, yayasan dan rumah ibadah dengan tetap mempedomani Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018;

3. Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten/Kota diarahkan untuk pemenuhan kewajiban

pembayaran untuk 4 Triwulan;

4. Mengalokasikan kebutuhan belanja fixedcost, regularcost, dan variablecost secara

terukur dan terarah, yaitu:

a. Pemenuhan kebutuhan dasar dalam menjamin keberlangsungan operasional

kantor (biaya listrik, telepon, air bersih, BBM, internet, dan perawatan mobil);

b. Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang bersifat rutin sebagai
pelaksanaan tupoksi Perangkat Daerah, yang meliputi kegiatan koordinasi,
fasilitasi, konsultasi, sosialisasi, Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian

dan evaluasi;

c. Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang mendukung program-program

pembangunan yang menjadi prioritas dan unggulan Perangkat Daerah;
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d. Program/kegiatan yang telah menjadi komitmen Pemerintah Provinsi Bengkulu

(committed budget).

5. Belanja Tidak Terduga diarahkan keperluan darurat termasuk keperluan mendesak
yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, termasuk pengeluaran daerah yang berada
diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya serta

sebagai mitigasi terhadap resiko dan sensitivitas makrofiskal;

Secara spesifik, prioritas belanja Provinsi Bengkulu difokuskan pada upaya untuk
mendukung tema pembangunan yang akan menyesuaikan tema RKP Tahun 2023. Tema
RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2023 adalah “Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
melalui Akselerasi Pembangunan Ekonomi Yang Berkelanjutan, Pembangunan Manusia,
serta Pemenuhan Layanan Infrastruktur Dasar dan Pengembangan Infrastruktur
Strategis” Tema ini disusun dengan merujuk kepada Tema Pembangunan Nasional Tahun
2023, yang disesuaikan dengan arah kebijakan dan kebutuhan pembangunan daerah

Provinsi Bengkulu tahun 2023.

Tema tersebut memiliki beberapa penekanan dalam pembangunan Provinsi
Bengkulu tahun 2023 untuk pemulihan ekonomi Bengkulu yang saat ini masih tertekan
akibat pandemi Covid-19 yang berdampak pada perubahan tatanan kehidupan sosial,

melalui :

1. Peningkatan pelayanan dasar terutama sektor pelayanan kesehatan dan pendidikan

untuk mempercepat pemulihan ekonomi sosial;

2. Inkulsifitas ekonomi pada sektor-sektor riil dan peningkatan realisasi investasi, yang
akan menstimulus penciptaan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas dan

memperbaiki kesejahteraan masyarakat;

3. Peningkatan dan pembangunan infrastruktur strategis sebagai salah satu prioritas
untuk menggenjot pertumbuhan dan pemulihan ekonomi. walaupun sektor
pendanaan masih menjadi tantangan dalam kondisi pandemi ini, namun
infrastruktur menjadi kunci untuk mendorong aktivitas ekonomi. dalam kondisi
resesi, pembangunan infrastruktur menjadi motor penggerak ekonomi melalui
penciptaan lapangan kerja, peningkatan konsumsi, peningkatan kapasitas produksi

serta perbaikan arus barang dan jasa, sehingga tercipta efisiensi ekonomi.

4. Pelaksanaan Program Prioritas Daerah melalui Kegiatan-Kegiatan Unggulan pada

setiap OPD.
Fokus belanja daerah tahun 2023 adalah:

1. Mengupayakan alokasi anggaran untuk pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen
dari total belanja daerah setiap tahun sesuai dengan amanat UUD 1945 amandemen

IV dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2. Mengupayakan alokasi anggaran untuk kesehatan sebesar 10 persen dari total
belanja daerah untuk peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan dasar

kesehatan dalam rangka peningkatan Indeks Kesehatan Masyarakat sesuai dengan
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amanat Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, dengan upaya
peningkatan kesehatan masyarakat melalui pendekatan preventif dan kuratif, seperti
penyediaan alat kesehatan untuk faskes diseluruh desa, penyediaan jaminan
kesehatan masyarakat miskin melalui skema PBI BPJS Kesehatan melalui APBD,
hingga peningkatan pelayanan pemeriksaan kesehatan melalui Labkesda yang juga

unutk meningkatkan PAD.

Penguatan Sektor Kesehatan. Penguatan sistem kesehatan melalui peningkatan
upaya promotif dan preventif melalui Germas, kapasitas health security terutama
surveilans, jejaring dan kapasitas laboratorium, dan sistem informasi, serta
pemenuhan sumber daya Kesehatan seperti fasilitas, farmasi, alat kesehatan, serta
SDM kesehatan. Langkah ini diperlukan untuk memberikan keyakinan kepada
pelaku ekonomi untuk kembali melakukan aktivitas konsumsi/produksi dengan

normal.

Pembangunan SDM. Strategi pembangunan SDM sangat erat kaitannya dengan
upaya perluasan perlindungan sosial, penguatan sektor kesehatan, dan pengentasan
kemiskinan. Pembangunan SDM perlu diarahkan pada upaya peningkatan
produktivitas dan daya saing tenaga kerja, antara lain melalui penguatan pendidikan
dan pelatihan vokasi, serta pendidikan menengah dan tinggi umum. Strategi ini
diarahkan untuk meningkatkan kembali tingkat produktivitas tenaga kerja yang
turun di masa COVID19. Sementara itu, penguatan pembelajaran dalam kondisi
darurat, termasuk melalui media daring, akan dilakukan untuk meningkatkan

efektivitas pembelajaran.
Menarik investasi sebesar-besarnya untuk menggerakan ekonomi.

Penyelenggaraan event — event pariwisata yang mengutamakan pelaksanaan CSHE
Cleanliness (Kebersihan), Health (Kesehatan), Safety (Keamanan), dan Environment
Sustainability (Kelestarian Lingkungan); peningkatan frekuensi dan jalur
penerbangan; peningkatan pemasaran wisata ke originasi yang sudah pulih;
peningkatan event seni budaya dan MICE; peningkatan infrastruktur, dan standar

layanan;

Belanja daerah diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan
secara efisien dan efektif. Belanja daerah disusun atas dasar kebutuhan nyata
masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan
kesejahteraan masyarakat. Optimalisasi belanja daerah untuk pembangunan

infrastruktur publik dapat dikerjasamakan dengan pihak swasta.

Memprioritaskan alokasi anggaran belanja daerah pada sektor-sektor peningkatan
pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang
berkualitas, serta mengembangkan sistem jaminan sosial, sesuai amanat

undang-undang, serta visi, misi dan program kepala/wakil kepala daerah.

Meningkatkan anggaran belanja daerah untuk program-program penanggulangan

kemiskinan.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Mengarahkan alokasi anggaran belanja daerah pada pembangunan infrastruktur

yang mendukung pembangunan sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan.

Penerapan standar pelayanan minimal (SPM) kewenangan provinsi meliputi 19 jenis
pelayanan dasar yaitu: pendidikan menengah; pendidikan khusus; pelayanan
kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau
berpotensi bencana provinsi; pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi
kejadian luar biasa provinsi; pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas
kabupaten/kota; penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional
lintas kabupaten/kota; penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi
korban bencana provinsi; fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi
masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi; pelayanan
ketenteraman dan ketertiban umum provinsi; rehabilitasi sosial dasar penyandang
disabilitas telantar di dalam panti; rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam
panti; rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti; rehabilitasi sosial
dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti; dan
perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi

korban bencana provinsi.

Meningkatkan kepedulian terhadap penerapan prinsip-prinsip efisiensi belanja
dalam pelayanan publik yang meliputi manfaat ekonomi, faktor eksternalitas,
kesenjangan potensi ekonomi, dan kapasitas administrasi, kecenderungan
masyarakat terhadap pelayanan publik, serta pemeliharaan stabilitas ekonomi

makro.

Meningkatkan belanja pembangunan infrastruktur strategis yaitu jalan, jembatan

dan gedung strategis kewenangan provinsi dalam bentuk infrastruktur padat karya.

Dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan
lainnya untuk mendanai program-program perangkat daerah yang menjadi
kewenangan provinsi namun tidak menjadi prioritas serta merupakan program

pendukung penyelenggaraan perkantoran,;

Adaptasi Kebiasaan Baru yang terjadi seiring dengan proyeksi pemulihan pasca
pandemi COVID-19 yang masih berlangsung pada tahun 2023, diantaranya
memunculkan perubahan pola kerja pemerintahan yang ditunjukkan melalui efisiensi

belanja barang dan jasa;

Meningkatkan efektivitas kebijakan belanja daerah melalui penciptaan kerja sama
yang harmonis antara eksekutif, legislatif, serta partisipasi masyarakat dalam

pembahasan dan penetapan anggaran belanja daerah.

Setiap pengeluaran belanja, dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku, melalui publikasi masyarakat sehingga mudah
dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja.
Pertanggungjawaban belanja tidak hanya menyangkut aspek administrasi keuangan,

tetapi juga proses, keluaran dan hasil.
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Selain itu, Belanja Daerah juga diselaraskan dengan Visi dan Misi RPJMD Provinsi
Bengkulu Tahun 2021-2026. Adapun visi tersebut adalah : BENGKULU MAJU,
SEJAHTERA DAN HEBAT. Dengan 5 (lima) Misi yaitu:

Misi I : Membangun ekonomi dan infrastruktur secara merata dan
berkeadilan untuk mewujudkan pertumbuhan yang berkualitas dan

inklusif;

Pembangunan infrastruktur di Bengkulu kedepan akan dilanjutkan
dengan lebih cepat dan masif dengan pembangunan infrastruktur
strategis seperti Jalan Tol, Jalur Kereta Api, Pelabuhan, Bandara,
jalan dan jembatan yang menghubungkan kawasan produksi dengan
kawasan distribusi, membuka akses lebih luas terhadap kawasan
pariwisata, memantapkan pembangunan infrastruktur layanan
dasar masyarakat, memacu pertumbuhan lapangan kerja baru serta
mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian berbasis

potensi daerah.

Misi II . Mewuwjudkan pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
yang berkelanjutan dan bermanfaat yang sebesar-besarnya bagi

kesejahteraan;

Pembangunan Provinsi Bengkulu perlu memperhatikan daya
dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup,
kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pengelolaan dalam
pemanfaatan Sumber Daya Alam harus memperhatikan aspek
keberlanjutan, sehingga potensi Sumber Daya Alam yang dimiliki
Bengkulu akan tetap dapat dirasakan oleh generasi penerus. Selain
itu, pembangunan yang dilakukan harus tetap mengedepankan
aspek kesiapsiagaan terhadap bencana (disaster preparedness).
Semua pemanfaatan SDA Bengkulu dilakukan sebesar-besarnya

untuk kesejahteraan masyarakat

Misilll : Memperkuat kelembagaan pemerintahan, mewujudkan birokrasi
yang bersih, efektif dan profesional serta transformasi pelayanan

publik;

Kapasitas kelembagaan pemerintahan yang ada di Bengkulu
diperkuat sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing,
dengan tetap mengedepankan kerjasama antar instansi agar dapat
memberikan pelayanan yang efektif dan efisien. Reformasi birokrasi
Provinsi Bengkulu kedepan difokuskan adalah pada peningkatan
kualitas pelayanan publik, efektivitas dan efisiensi manajemen
pemerintahan, manajemen sumber daya manusia aparatur,
peningkatan akuntabilitas pemerintahan serta zero tolerance

terhadap praktik-praktik korupsi. Pelayanan publik yang dinamis,
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terbuka, dan responsif dilakukan dengan penerapan pelayanan yang
cepat, ramah, murah, mudah, berkualitas, serta didukung dengan

pemanfaatan inovasi dan teknologi informasi.

Misi IV :  Membangun Sumber Daya Manusia menjadi berkualitas, berdaya

saing dan berbudaya serta toleran dan religius;

Sumber Daya Manusia di Provinsi Bengkulu dibentuk dan dibangun
agar dapat menjadi manusia yang kuat, sehat, cerdas, adaptif,
inovatif, terampil, beradab-budaya, menguasai teknologi,
berkarakter, sejahtera sehingga mampu memiliki daya saing yang
tinggi. Kebijakan pembangunan manusia dilakukan berdasarkan
pendekatan siklus hidup mulai dari kandungan hingga tumbuh, dan
inklusif termasuk memperhatikan kebutuhan penduduk usia lanjut
maupun penduduk penyandang  disabilitas. Selanjutnya
pembangunan manusia dilakukan dalam kondisi lingkungan yang
aman, nyaman, dan mengimplementasi nilai-nilai religius dalam
kehidupan masyarakat. Membangun masyarakat yang religius dan
toleran dengan menciptakan interaksi antar umat beragama untuk
saling menghormati dan menghargai satu sama lain, mendorong
keberagaman, kebhinekaan, dan toleransi dalam kerangka

kesatuan.

Misi V . Memperkuat Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak

serta Kelompok Disabilitas secara Terpadu;

Perempuan di Provinsi Bengkulu diberikan akses dan kontrol yang
sama dalam setiap bidang pembangunan serta berhak memperoleh
manfaat tanpa terkecuali sehingga tujuan dari kesetaraan gender
dapat dicapai. Selain itu pembangunan yang dilakukan harus
memperhatikan dan memenuhi kebutuhan dan hak-hak anak untuk
memastikan anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.
Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak diperlukan untuk
meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Selain itu,
Pemerintah bersama dengan masyarakat secara terpadu akan hadir
untuk menjamin dan melindungi hak perempuan dan anak terhadap

diskriminasi, kekerasan dan eksploitasi dalam kehidupan.

alam mencapai Visi dan Misi Pembangunan RPJMD Tahun 2021-2026, melalui
pelaksanaan RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2023, maka dituangkan dalam
Prioritas Pembangunan Daerah dan Program Prioritas Daerah. Berdasarkan
permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah, maka RKPD Provinsi
Bengkulu Tahun 2023 menetapkan 5 (lima) Prioritas Daerah, ditambah dengan Prioritas

Pembangunan untuk Penanganan dan Pemulihan Dampak Covid-19.
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1. Prioritas Pembangunan 1 : Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan

Peningkatan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing

Kemiskinan saat ini masih menjadi isu strategis Provinsi Bengkulu. Kemiskinan
mengakibatkan lambatnya pembangunan manusia di Bengkulu. Akses masyarakat,
terutama masyarakat miskin dan rentan miskin terhadap pelayanan dasar pendidikan,
kesehatan dan sosial masih terbatas. Selain itu, kualitas tenaga kerja yang masih cukup
rendah, mengakibatkan produktivitas tenaga kerja menjadi terbatas yang berdampak

pada rendahnya pendapatan dan meningkatkan resiko kemiskinan.

Oleh karena itu, prioritas pembangunan pertama ini akan mengakselerasi
pengentasan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin dan
rentan miskin. Serta meningkatkan kualitas SDM melalui pelayanan dasar sektor
kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan dan sosial. Tujuan utama dari prioritas
pembangunan ini adalah menurunnya kemiskinan dan mewujudkan SDM Bengkulu yang
berdaya saing. Program prioritas daerah yang merupakan penjabaran pelaksanaan

Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut:

Kerangka Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu Pertama

Program Prioritas:
0 Rehabilitasi,
Perindungan, Banfuan
dan Jaminan
Kesejohteraan Sosial

Program Prioritas: A0

Peningkatan akses dan x
kualitas kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 1

Percepatan Pengentasan Kemiskinan
dan Peningkatan Kualitas SDM Yang

Berdaya Saing
' \ Program Prioritas: Program Prioritas: £ /8
'\ Peningkatan  kualitas Peningkatan v
dan produkfivitas Perlindungan dan -!
fenaga kerja serta Pemberdayaan
penciptaan lapangan Program Prioritas: Peningkatan Perempuan, anck dan
kerja akses dan kualifas pendidikan distabilitos serfa
parfisipasi pemuda dan
/ olahraga dalam
/ pembangunan

2. Prioritas Pembangunan 2 : Pengembangan Infrastruktur yang tangguh dan

berkelanjutan serta perluasan konektivitas untuk pemerataan

Infrastruktur di Provinsi Bengkulu belum sepenuhnya berdaya saing. Bengkulu
memiliki Pelabuhan Pulau Baali, yaitu pelabuhan besar yang berada di sisi barat Bengkulu
yang berpotensi menjadi gerbang keluar masuk komoditas baik Bengkulu maupun
wilayah sekitar. Selain itu, letak geografis Bengkulu yang berada pada sisi paling barat
Sumatera, membuat Bengkulu memerlukan infrastruktur strategis sebagai penunjang
konektivitas daerah. Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar juga perlu dilakukan
untuk mendukung percepatan pengurangan kemiskinan dari aspek pelayanan dasar
kepada masyarakat. Bengkulu juga memiliki potensi maritim yang sangat baik, yang

belum sepenuhnya memberikan kontribusi dalam perekonomian daerah.
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Pembangunan infrastruktur yang merata pada seluruh kabupaten/kota diperlukan
sebagai wujud dari pemerataan pembangunan untuk mengurangi ketimpangan dan
pengembangan wilayah. Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan
pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan harmonisasi rencana
pembangunan dan pemanfaatan ruang. Pembangunan infrastruktur juga perlu
memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dengan mempertimbangkan
daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, ketahanan terhadap resiko bencana

terutama gempa dan tsunami yang menjadi ancaman Bengkulu serta perubahan iklim.

Oleh karena itu, prioritas pembangunan kedua ini ditujukan untuk pengembangan
infrastruktur di Provinsi Bengkulu, baik infrastruktur strategis maupun infrastruktur
pelayanan dasar yang berkualitas dan produktif dengan tetap memperhatikan prinsip-
prinsip pembangunan berkelanjutan. Pembangunan infrastruktur berbasis potensi
daerah perlu dilakukan untuk meningkatkan perekonomian daerah. Selanjutnya,
konektivitas baik antar maupun intra wilayah Bengkulu perlu diperluas untuk
mewujudkan pemerataan pembangunan di Provinsi Bengkulu yang sejalan dengan

penataan ruang wilayah.

Program prioritas daerah yang merupakan penjabaran pelaksanaan Prioritas

Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut:

Kerangka Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu Kedua

Program Prioritas: Program Prioritas.
Pemenuhan  layanan Peningkatan  Kualitas
infrastrukiur dasar dan Lingkungan Hidup

infrastrukiur perkotaan

PRIORITAS PENBANGUNAN DAERAH 2

Pengembangan Infrastruktur yang Tangguh
dan Berkelanjutan serta Perluasan
Konekdivitas untuk Pemerataan

Program Prioritas: Program Prioritas:
Peningkatan Peningkatan Ketahanon '
konekdivitas dan dan Kesiapsiagaan ‘
Pengembangan terhadap resiko

infrastruktur sfrategis bencana dan
perubahan iklim

3. Prioritas Pembangunan 3 : Penguatan Ketahanan dan Transformasi Ekonomi

Bengkulu memiliki banyak sumber daya ekonomi yang memiliki potensi untuk
berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi agar inklusif dan berkualitas. Sumber
daya ekonomi tersebut terdiri dari sumber daya pertanian, perkebunan, peternakan,
kelautan dan energi. Pembangunan ekonomi Bengkulu perlu diarahkan untuk
memperkuat ketahanan ekonomi, terutama pada kondisi stabilitas ekonomi global yang
tidak menentu. Pemanfaatan SDA Bengkulu lebih banyak pada tingkatan barang mentah
dan barang setengah jadi. Proses hilirisasi SDA, terutama yang menjadi komoditas

unggulan belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Sehingga, ekonomi Bengkulu relatif
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rentan terhadap fluktuasi harga komoditas. Selain itu, terkait ketahanan pangan,
stagnasi produktivitas pangan dalam menjamin stabilitas ketersediaan, keterjangkauan
dan konsumsi pangan masih menjadi permasalahan pembangunan daerah. Alih fungsi
lahan pertanian pangan menjadi perkebunan atau permukiman telah mengancam
kemandirian pangan Provinsi Bengkulu. Oleh karenanya pembangunan ekonomi
diarahkan untuk memperkuat ketahanan ekonomi di tengah kondisi ekonomi global yang
berjalan lambat. Pemerintah Bengkulu perlu mendorong transformasi ekonomi dari
ketergantungan terhadap Sumber Daya Alam (SDA) menjadi daya saing manufaktur dan
jasa-jasa modern, yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kesejahteraan.
Pelaksanaannya ditopang oleh daya dukung dan ketersediaan SDA sebagai modal
pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, serta kemampuan untuk menciptakan nilai

tambah, penyerapan investasi serta meningkatkan ekspor dan daya saing perekonomian.

Prioritas Pembangunan ketiga ini, bertujuan agar pengembangan dan peningkatan
sektor unggulan dalam mengembangkan perekonomian menjadi produktif, efisien dan
mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan produktivitas
sektor unggulan, peningkatan nilai tambah sektor primer dengan hilirisasi produk

unggulan, investasi serta meningkatkan ketahanan dan kemandirian pangan.

Program prioritas daerah yang merupakan penjabaran pelaksanaan Prioritas

Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut:

Kerangka Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu Ketiga

b Program Prioritas:

. : Program Prioritas: A8
| Peningkafan  produksi R 9 or

¥ 4 iai fambah § e\ Peningkatan

y dan  niai famoa (V8§ kefersedioan dan

komoditas  Pertanian, "]
Perkebunan, ketahanan pangan

Pefemakan, Kelauton PRIONIAS PEVBANGUNAN DAERAH 3

Perikanan, kehutanan tan Ketah
dan pertambangan; Penguatan etg anan qan
Transformasi Ekonomi

Program Prioritas:

Program Prioritas:
g Peningkatan investasi

g Pemberdayaan
‘ koperasi, UMKM dan
IKM serta Digitalisasi
ekonomi;

i

4. Prioritas Pembangunan 4 : Inovasi dan Tata Kelola Pemerintahan

Tata kelola pemerintah yang baik dihadapkan pada isu strategis yang yang terkait
dengan: profesionalitas, integritas, kreativitas ASN; inovasi dalam layanan publik;

kelembagaan dan proses pelayanan yang sederhana, adaptif, responsif yang membuka
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ruang untuk peran publik dalam pemerintahan; serta akuntabilitas kinerja dan
pengawasan pemerintahan. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara
konsisten diharapkan dapat meningkatkan kualitas manajemen ASN, efektivitas tata
laksana, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta meningkatkan akuntabilitas

kinerja birokrasi seluruh instansi pemerintah.

Tata kelola pemerintahan perlu diarahkan agar partisipatif dan inklusif dengan
mengikutkan masyarakat sebagai sumber kebijakan. Birokrasi yang inovatif yang selalu
memperbaiki kinerja dan penciptaan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di
lingkungan Instansi Pemerintah akan dielaborasi dengan pendekatan pembangunan yang
partisipatif dan inklusif. Peningkatan partisipasi diwujudkan melalui perluasan ruang
bagi publik dan seluruh elemen masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan,
sedangkan di sisi lain karakter birokrasi yang inklusif akan menghapus sekat

diskriminasi pembangunan.

Prioritas pembangunan 4 bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan
yang baik, bersih dan inovatif yang membuka ruang publik untuk berpartisipasi dengan
meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan efektivitas dan efisiensi
manajemen pemerintahan, meningkatkan efisiensi kelembagaan dan sistem manajemen
sumber daya manusia aparatur yang baik. Reformasi birokrasi yang diharapkan kedepan
adalah pada tiga dimensi utama yaitu pelayanan publik yang semakin dinamis, efektivitas
dan efisiensi manajemen pemerintahan, serta efisiensi kelembagaan dan sistem
manajemen sumberdaya aparatur yang baik. Program prioritas daerah yang merupakan
penjabaran pelaksanaan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu adalah

sebagai berikut:

Kerangka Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu Keempat

/. Program Prioritas: Program Prioritas:
Peningkatan % Pengembangan
Akuntabilitas serta wawasan - kebangsaan ,
Penataan hukum dan serta penegakan
perafuran perundang- w demokrasi, keamanan
undangan; dan ketertiban

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 4

Inovasi dan Tata Kelola Pemerintahan

Program Prioritas: Program Prioritas:
Peningkatan Peningkatan  Kualitas
kompetensi SDM dan inovasi pelayanan ‘
aparatur dan publik

penataan birokrasi

5. Prioritas Pembangunan S : Natural Bengkulu (Pengembangan Pariwisata yang

Integratif dan Kompetitif) dan Ekonomi Kreatif)

Pariwisata merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan di Provinsi
Bengkulu sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, berkontribusi dalam
penyediaan lapangan kerja, mampu meningkatkan industri kreatif, serta berperan dalam

upaya pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan usaha mikro kecil menengah.
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Terlebih selama lima tahun sebelumnya, Bengkulu berhasil mengangkat derajat
pariwisata Bengkulu menjadi lebih baik dan lebih dikenal. Namun, kedepan
Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif juga masih perlu didorong untuk menjadi
kekuatan pertumbuhan ekonomi yang baru. Pariwisata sebagai salah satu penyumbang
ekonomi daerah dan pendapatan daerah, perlu didorong terutama bagaimana
menyiapkan prasarana dan sarana pariwisata pada destinasi wisata unggulan,
konektivitas antar destinasi wisata, promosi wisata, penyiapan sumberdaya manusia

serta kolaborasi antar pemerintahan.

Pengembangan pariwisata Bengkulu perlu mempertimbangkan potensi geografis dan
sosio-grafis yang dimiliki dan diharapkan dapat dikembangkan menjadi daya tarik yang
kuat. Pengembangan sektor pariwisata Bengkulu perlu ditekankan pada pengembangan
pariwisata berbasis masyarakat dan lingkungan hidup, dengan memperhatikan kekhasan
geografis dengan konteks zonasi serta melalui berbagai koridor sektoral dan budaya,
dengan kreativitas termasuk eduwisata. Terlebih Bengkulu memiliki potensi wisata
sejarah yang kuat serta memiliki Pulau Enggano yang ditetapkan sebagai Kawasan
Strategis Pariwisata Nasional. Pengembangan pariwisata juga diarahkan dengan dengan
menempatkan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan serta didukung
interkoneksi antar desa, pemerintah, swasta, perguruan tinggi, komunitas dan pelaku
wisata. Disamping itu, juga dikembangkan Daya Tarik Wisata untuk mendukung koridor
pariwisata Bengkulu, melalui pengembangan destinasi pariwisata dan pengembangan
pemasaran pariwisata. Pengembangan pariwisata perlu memperhatikan industri dan
ekonomi kreatif dengan mengembangkan pariwisata sebagai ruang temu budaya

masyarakat dan berdaya dukung hasil-hasil produksi masyarakat setempat.

Untuk mengakselerasi kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam
perekonomian daerah yang turut mendukung pengentasan kemiskinan dan penyerapan
tenaga kerja, maka dirumuskan Prioritas Pembangunan ke-5, yaitu Pengembangan
Pariwisata yang Integratif dan Kompetitif dan Ekonomi Kreatif. Tujuan dari prioritas
pembangunan ini adalah pengembangan kawasan potensial pariwisata, peningkatan
partisipasi event/promosi pariwisata, pencitraan pariwisata yang menarik, pemberdayaan
masyarakat dan SDM pariwisata, peningkatan kemampuan kewirausahaan di bidang
pariwisata, pengembangan pelaku ekonomi kreatif dan peningkatan kualitas produk

UMKM kreatif.

Program prioritas daerah yang merupakan penjabaran pelaksanaan Prioritas

Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut:

Kerangka Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu Kelima

5 Program Prioritas: Program Prioritas:
II B Pelestarian, Pemajuan Peningkatan Q

serfa inklusifitas Aksesibilitas,  Amenitas
budaya dan noturol dan Atraksi Pariwisata
pemahaman  sejarah bingkulu\J: daerah

daerah

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 5

Natural Bengkulu (Pengembangan Pariwisata
yang Integratif dan Kompetitif) dan Ekonomi

Kreatif Prioritas Belanja Daerah - 11
Program Prioritas: : Program Prioritas:
Pengembangan ekonomi Pengembangan Desa

= kreafif Wisata dan Desa Digital



6. Prioritas Pembangunan untuk Penanganan dan Pemulihan Dampak Covid-19

Pandemi Covid-19 yang terjadi di tahun 2020 memberikan dampak cukup signifikan
pada kondisi perekonomian daerah dan sosial ekonomi masyarakat Bengkulu. Secara
makro, kondisi perekonomian daerah akibat pandemi Covid-19 ditunjukkan dengan
menurunnya pertumbuhan ekonomi daerah terutama pada sektor-sektor yang selama ini
berkontribusi cukup besar pada ekonomi Bengkulu seperti industri pengolahan,
perdagangan, dan pariwisata. Secara mikro, dampak pandemi Covid-19 sangat dirasakan
oleh hampir seluruh lapisan masyarakat, dimana kondisi sosial ekonomi masyarakat
menjadi terpuruk. Secara umum, pandemi ini mengakibatkan penurunan pendapatan
hampir seluruh kelompok masyarakat yang berpotensi antara lain menurunkan daya beli
masyarakat, bahkan muncul penduduk miskin baru, dan pengangguran baru akibat
dimana mulai diindikasikan adanya peningkatan kasus-kasus kriminalitas di

masyarakat.

Hal tersebut mendorong pemerintah Provinsi Bengkulu untuk menyesuaikan
kebijakan pembangunan daerah yang berfokus kepada penanganan dan dampak akibat
Covid-19. Covid-19 diprediksi akan tetap menjadi hambatan dalam pembangunan dan
akan tetap memberikan kontraksi terhadap perekonomian. Progres vaksinasi yang terus
berlangsung diprediksikan akan mampu meningkatkan mobilitas, perekonomian daerah

dan diharapkan ekonomi Bengkulu akan pulih.

Pada tahun 2020 dan 2021, Pemerintah Provinsi Bengkulu telah mengeluarkan
beberapa kebijakan terkait dengan penanganan dampak kesehatan dan sosial akibat
Pandemi Covid-19. Dalam rangka mengatasi dampak yang lebih besar akibat COVID-19
baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi, Pemerintah Provinsi Bengkulu kedepannya
perlu memfokuskan kebijakan pembangunan untuk pemulihan sektor-sektor ekonomi
terdampak. Oleh karena itu, dibutuhkan program pemulihan ekonomi dan kehidupan
masyarakat yang mencakup berbagai aspek pembangunan, terutama untuk
menggerakkan kembali jasa, investasi, dan pariwisata serta mengaktifkan kembali mesin
penggerak ekonomi yang diperlukan untuk menyerap tenaga kerja yang kehilangan
pekerjaan dan menggerakkan usaha-usaha terkait lainnya. Untuk kepentingan tersebut
maka prioritas pembangunan Provinsi Bengkulu khusus untuk memulihkan kondisi yang
terdampak pandemi, diarahkan untuk pemulihan ekonomi dan reformasi sosial melalui
pemulihan sektor yang berkontribusi besar dalam PDRB serta melakukan reformasi pada

sistem kesehatan daerah dan sistem perlindungan sosial.
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Tabel 3.1.

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi Bengkulu

Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No Prioritas Pembangunan Program Indikator Kinerja SKPD pelaksana Keterangan
Nasional
1. | Memperkuat Ketahanan Ekonomi | Peningkatan produksi dan nilai | 1. Produksi padi DTPHP Provinsi
untuk Pertumbuhan yang Berkualitas | tambah komoditas Pertanian, | 2. Produksi Jagung Bengkulu
dan Berkeadilan (PN 1) Perkebunan, Peternakan, Kelautan | 3, Produksi Cabai Merah Dinas Peternakan dan
Perikanan, kehutanan dan | 4. Produksi Bawang Merah Efj\?il;llﬁa];len kuluHewan
pertambangan 5. Produksi Karet Dinas Kela%,ltan dan
6. Produksi Kopi Perikanan Provinsi
7. Produksi Kelapa Sawit Rakyat Bengkulu
8. Produksi daging ternak besar
9. Produksi daging ternak sedang
10. Produksi daging ternak kecil
11. Produksi perikanan budidaya
12. Produksi perikanan tangkap
Pemberdayaan koperasi, UMKM dan | 1. Nilai Produksi Industri Sedang Dinas Perindustrian
IKM serta Digitalisasi ekonomi Besar dan Perdagangan
2. Nilai Produksi Industri Kecil Provinsi Bengkulu
Meneneah Dinas Koperasi, Usaha
g -
3. Volume Usaha Koperasi KeCﬂ- f:lan Menengah
: Provinsi Bengkulu
4. Omzet UMKM
5. Nilai Ekspor
6. Persentase Peningkatan Nilai
Ekspor
7. Nilai Perdagangan Besar
8. Nilai Perdagangan Eceran
Peningkatan investasi 1. Nilai Penanaman Modal Dalam DPMPTSP Provinsi
Negeri (PMDN) Bengkulu
2. Nilai Penanaman Modal Asing

(PMA)
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No Prioritas Pembangunan Program Indikator Kinerja SKPD pelaksana Keterangan
Nasional
Peningkatan ketersediaan dan | 1. Produksi padi DTPHP Provinsi
ketahanan pangan 2. Produksi Jagung Bengkulu
3. Produksi Cabai Merah Dinas Peternakan dan
4. Produksi Bawang Merah Kese.hat.an Hewan
5. Produksi Karet PITOVIHSI Bengkulu
Dinas Kelautan dan
6. Produksi Kopi Perikanan Provinsi
7. Produksi Kelapa Sawit Rakyat Bengkulu
8. Produksi daging ternak besar
9. Produksi daging ternak sedang
10. Produksi daging ternak kecil
11. Produksi perikanan budidaya
12. Produksi perikanan tangkap
Pelestarian, Pemajuan serta | 1. Volume Usaha Koperasi Dinas Pariwisata
inklusifitas budaya dan pemahaman | 2. Omzet UMKM Provinsi Bengkulu
sejarah daerah 3. Jumlah wisatawan Dinas Koperasi, Usaha
. Kecil dan Menengah
Pengembangan ekonomi kreatif 4. Rata-rata lama tinggal Provinsi Bengkulu
5. Tingkat hunian hotel
Peningkatan Aksesibilitas, Amenitas
dan Atraksi Pariwisata daerah
2. | Mengembangkan Wilayah untuk | Pemenuhan layanan infrastruktur | 1. Persentase rumah tangga dengan Dinas PUPR Provinsi
Mengurangi Kesenjangan dan | dasar dan infrastruktur perkotaan akses air minum jaringan Bengkulu
Menjamin Pemerataan (PN 2) perpipaan Dinas Perumahan. dan
2. Persentase rumah tangga dengan Kawasan Permukiman
. L. &8 g dan Pertanahan Provinsi
akse§ air minum jaringan non Bengkulu
perpipaan Dinas ESDM Provinsi
3. Persentase rumah tangga yang Bengkulu
terakses MCK
4. Persentase Rumah Tangga yang
terakses Instalasi Pengolahan Air
Limbah (IPAL)
5. Persentase Rumah Tangga yang

terakses Instalasi Pengolahan
Lumpur Tinja (IPLT)
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No

Prioritas Pembangunan
Nasional

Program

Indikator Kinerja

SKPD pelaksana

Keterangan

6. Jumlah Rumah Layak Huni

Jumlah Rumah Tidak Layak Huni

8. Persentase pengurangan luas
kawasan permukiman kumuh

9. Persentase Peningkatan Jumlah
Kecamatan yang dibangun PSU

10. Persentase Rumah Tangga dengan
Sumber Penerangan PLN

11. Persentase Rumah Tangga dengan
Sumber Penerangan Non PLN

N

Meningkatkan Sumber Daya Manusia

yang Berkualitas dan Berdaya Saing

(PN 3)

Rehabilitasi, Perlindungan, Bantuan
dan Jaminan Kesejahteraan Sosial

1. Persentase Keluarga Penerima
Manfaat (KPM) yang memperoleh
bantuan dan jaminan
Kesejahteraan Sosial

2. Persentase PMKS yang
mendapatkan Rehabilitasi dalam
Panti dan Perlindungan Sosial

3. Dinas Sosial
Provinsi

Bengkulu

Revolusi Mental dan Pembangunan
Kebudayaan (PN 4)

dan
serta

Peningkatan kualitas
produktivitas tenaga kerja
penciptaan lapangan kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Dinas Ketenagakerjaan dan
Transmigrasi Provinsi
Bengkulu

Peningkatan akses dan kualitas

pendidikan

1. Persentase Tingkat Penyelesaian

Pendidikan SLTA

Persentase kelulusan SLTA

Angka Melek Huruf

Angka Putus Sekolah

Angka Partisipasi Murni (APM)

SLTA

Angka Partisipasi Kasar (APK)

SLTA

7. Angka Partisipasi Sekolah (APS)
SLTA

8. Angka Anak Tidak Sekolah (ATS)

kLN

o

dan
Provinsi

Dinas  Pendidikan
Kebudayaan
Bengkulu
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No Prioritas Pembangunan Program Indikator Kinerja SKPD pelaksana Keterangan
Nasional
Peningkatan akses dan kualitas Angka Kematian Kasar (AKK) Dinas Kesehatan Provinsi
kesehatan Angka Kematian Ibu (AKI) per Bengkulu
100.000 Kelahiran Hidup
Angka Kematian Bayi (AKB) per
1000 Kelahiran RSUD M.Yunus
Angka Kematian Balita (AKBa) per
1000 Kelahiran Hidup
Angka Kesakitan RSKJ Soeprapto
Prevalensi Stunting
Peningkatan Perlindungan dan Indeks perempuan sebagai tenaga | Dinas Pemberdayaan
Pemberdayaan Perempuan, anak dan profesional Perempuan, Perlindungan
distabilitas serta partisipasi pemuda Indeks keterwakilan perempuan di | Anak, Pengendalian
dan olahraga dalam pembangunan parlemen Penduduk dan keluarga
Indeks sumbangan pendapatan Berencana Provinsi
perempuan Bengkulu
Persentase penanganan kasus
kekerasan terhadap perempuan
Persentase penanganan kasus Dinas  Sosial  Provinsi
kekerasan terhadap anak Bengkulu
5. | Memperkuat Infrastruktur untuk | Peningkatan konektivitas dan Persentase pemenuhan fasilitas Dinas Perhubungan
Mendukung Pengembangan Ekonomi | Pengembangan infrastruktur perhubungan darat Provinsi Bengkulu
dan Pelayanan Dasar (PN 5) strategis Persentase pemenuhan fasilitas

perhubungan laut

Persentase Pemenuhan Pelayanan
Publik Sektor Perhubungan
Persentase Pemenuhan Dokumen
Transportasi

Persentase panjang Jalan Provinsi
dalam Kondisi Baik

Persentase panjang Jalan Provinsi
dalam Kondisi Sedang

Persentase panjang Jalan Provinsi
dalam Kondisi Rusak Ringan

Dinas PUPR Provinsi

Bengkulu
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No

Prioritas Pembangunan
Nasional

Program

Indikator Kinerja

SKPD pelaksana

Keterangan

Persentase panjang Jalan Provinsi
dalam Kondisi Rusak Berat

Membangun Lingkungan Hidup,
Meningkatkan Ketahanan Bencana,
dan Perubahan Iklim (PN 6)

dan
resiko

Peningkatan Ketahanan
Kesiapsiagaan terhadap
bencana dan perubahan iklim

Indeks Resiko Bencana

BPBD Provinsi Bengkulu

Peningkatan Kualitas
Hidup

Lingkungan

Persentase Limbah Industri yang
Tertangani

Persentase Limbah Domestik yang
Tertangani

Luas Tutupan Lahan

Persentase Penurunan Indeks
Pencemaran SO2

Persentase Penurunan Indeks
Pencemaran NO2

Persentase Luas Lahan Kritis
Laju Deforestasi

DLHK Provinsi Bengkulu

Memperkuat Stabilitas Polhukhankam
dan Transformasi Pelayanan Publik (PN
7)

Peningkatan  Akuntabilitas  serta
Penataan hukum dan peraturan
perundang-undangan

Nilai perencanaan kinerja

Nilai pengukuran kinerja

Nilai pencapaian kinerja

Nilai komponen pelaporan Kinerja
pada SAKIP Daerah

Nilai komponen evaluasi kinerja
pada SAKIP daerah

Persentase Jumlah Perangkat
Daerah yang telah mengelola BMD
dengan Baik

Persentase tingkat ketaatan
penyusunan LKPD

Persentase peningkatan jumlah
tindak lanjut hasil pemeriksaan

Bappeda Provinsi Bengkulu

Inspektorat Provinsi

Bengkulu

BPKD Provinsi Bengkulu

Biro Pemkesra Setda

Provinsi Bengkulu
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No

Prioritas Pembangunan
Nasional

Program

Indikator Kinerja

SKPD pelaksana

Keterangan

Biro Organisasi Setda

Provinsi Bengkulu

Peningkatan kompetensi SDM
aparatur dan penataan birokrasi

Persentase ASN yang memenuhi
syarat kompetensi dan kualifikasi
persentase ASN yang dijatuhi

BKD Provinsi Bengkulu

hukuman disiplin Biro Organisasi Setda
Persentase ASN yang Provinsi Bengkulu
mendapatkan peningkatan nilai
capaian sasaran kerja

Peningkatan Kualitas dan inovasi Persentase Regulasi yang disusun | Dinas Komunikasi,

pelayanan publik

dalam rangka pelaksanaan SPBE
Persentase Layanan Pemerintah
Berbasis Elektronik

Persentase Peningkatan Nilai
Evaluasi Pelayanan Publik
Pelayanan Perizinan dari
Kemenpan-RB

Persentase Peningkatan Nilai
Evaluasi Pelayanan Publik Samsat
dari Kemenpan-RB

Persentase Peningkatan Nilai
Evaluasi Pelayanan Publik
Pelayanan Kesehatan dari
Kemenpan-RB

Persentase peningkatan layanan
kependudukan dan catatan sipil

Informatika dan Statistik
Provinsi Bengkulu

DPMPTSP
Bengkulu

Provinsi

RSUD M.Yunus

RSKJ Soeprapto

Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Provinsi
Bengkulu

Pengembangan wawasan kebangsaan
serta penegakan demokrasi,
keamanan dan ketertiban

Indeks Demokrasi

Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik
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Tabel 3.2

Prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan Prioritas Daerah

No Prioritas Daerah Sasaran Prioritas Program Prioritas Indikator Kinera OPD Penanggung Jumlah (Rp)
Daerah Jawab
1 Percepatan Angka Harapan 1. Rehabilitasi, Persentase Keluarga Dinsos
Pengentasan Lama Sekolah Perlindungan, Penerima Manfaat (KPM)
Kemiskinan dan Angka rata-rata lama Bantuan dan yang memperoleh bantuan
Peningkatan sekolah Jaminan dan jaminan Kesejahteraan

Kualitas SDM yang
Berdaya Saing

Angka harapan
hidup

Kesejahteraan Sosial

Sosial
Persentase PMKS yang
mendapatkan Rehabilitasi
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Program Prioritas

OPD Penanggung Jumlah (Rp)

No Prioritas Daerah Sasaran Prioritas Indikator Kinera
Daerah Jawab
4. Pengeluaran per dalam Panti dan
Kapita Perlindungan Sosial
5. Angka Kemiskinan Peningkatan kualitas | 1. Tingkat Partisipasi Disnakertrans
6. Angka pengangguran dan produktivitas Angkatan Kerja
7. Peningkatan Indeks tenaga kerja serta
pemberdayaan penciptaan lapangan
gender kerja
8. Persentase Peningkatan  akses | 1. Persentase Tingkat Dikbud
penanganan dan kualitas Penyelesaian Pendidikan
pengaduan kasus pendidikan SLTA
kekerasan terhadap 2. Persentase kelulusan SLTA
perempuan dan anak 3. Angka Melek Huruf
4. Angka Putus Sekolah
5. Angka Partisipasi Murni
(APM) SLTA
6. Angka Partisipasi Kasar
(APK) SLTA
7. Angka Partisipasi Sekolah
(APS) SLTA
8. Angka Anak Tidak Sekolah
(ATS)

4. Peningkatan akses | 1. Angka Kematian Kasar Dinkes, RSUD DR.
dan kualitas (AKK) M. Yunus, RSJK
kesehatan 2. Angka Kematian Ibu (AKI) Soeprapto

per 100.000 Kelahiran
Hidup
3. Angka Kematian Bayi (AKB)

per 1000 Kelahiran
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Program Prioritas

OPD Penanggung Jumlah (Rp)

No Prioritas Daerah Sasaran Prioritas Indikator Kinera
Daerah Jawab
4. Angka Kematian Balita
(AKBa) per 1000 Kelahiran
Hidup
5. Angka Kesakitan
6. Prevalensi Stunting
Peningkatan 1. Indeks perempuan sebagai DP3APPKB, Dinsos
Perlindungan dan tenaga profesional
Pemberdayaan 2. Indeks keterwakilan
Perempuan, anak perempuan di parlemen
dan distabilitas serta | 3. Indeks sumbangan
partisipasi pemuda pendapatan perempuan
dan olahraga dalam | 4. Persentase penanganan
pembangunan kasus kekerasan terhadap
perempuan
5. Persentase penanganan
kasus kekerasan terhadap
anak
2 Pengembangan Persentase Pemenuhan layanan | 1. Persentase rumah tangga Dinas PUPR
Infrastruktur yang ketercapaian infrastruktur dasar dengan akses air minum . .
Tangguh dan . o . Dinas Perkim
ggu pemenuhan dan infrastruktur jaringan perpipaan
Berkelanjutan serta infrastruktur perkotaan 2. Persentase rumah tangga Dinas ESDM
Perluasan Strategis dengan akses air minum
Konektivitas untuk Persentase jaringan non perpipaan
Pemerataan ketercapaian 3. Persentase rumah tangga
pemenuhan yang terakses MCK
infrastruktur Dasar 4. Persentase Rumah Tangga

Angka Kemiskinan
Angka Pengangguran

yang terakses Instalasi
Pengolahan Air Limbah
(IPAL)
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No

Prioritas Daerah

Sasaran Prioritas

Program Prioritas
Daerah

Indikator Kinera

OPD Penanggung
Jawab

Jumlah (Rp)

5.

Indeks kualitas
lingkungan hidup

Peningkatan
konektivitas dan
Pengembangan
infrastruktur
strategis

10.

11.

Persentase Rumah Tangga
yang terakses Instalasi
Pengolahan Lumpur Tinja
(IPLT)

Jumlah Rumah Layak Huni

Jumlah Rumah Tidak Layak

Huni

Persentase pengurangan
luas kawasan permukiman
kumuh

Persentase Peningkatan
Jumlah Kecamatan yang
dibangun PSU

Persentase Rumah Tangga
dengan Sumber Penerangan
PLN

Persentase Rumah Tangga
dengan Sumber Penerangan
Non PLN

Persentase pemenuhan
fasilitas perhubungan darat
Persentase pemenuhan
fasilitas perhubungan laut
Persentase Pemenuhan
Pelayanan

Publik Sektor Perhubungan
Persentase Pemenuhan
Dokumen Transportasi
Persentase panjang Jalan
Provinsi dalam Kondisi Baik

Dinas Perhubungn

Dinas PUPR
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Program Prioritas OPD Penanggung Jumlah (Rp)

No Prioritas Daerah Sasaran Prioritas Indikator Kinera
Daerah Jawab
6. Persentase panjang Jalan
Provinsi dalam Kondisi
Sedang
7. Persentase panjang Jalan
Provinsi dalam Kondisi
Rusak Ringan
8. Persentase panjang Jalan
Provinsi dalam Kondisi
Rusak Berat
3. Peningkatan 1. Indeks Resiko Bencana BPBD
Ketahanan dan
Kesiapsiagaan
terhadap resiko
bencana dan
perubahan iklim
4. Peningkatan Kualitas | 1. Persentase Limbah Industri | DLHK
Lingkungan Hidup yang Tertangani
2. Persentase Limbah
Domestik yang Tertangani
3. Luas Tutupan Lahan
4. Persentase Penurunan
Indeks Pencemaran SO2
5. Persentase Penurunan
Indeks Pencemaran NO2
6. Persentase Luas Lahan
Kritis
7. Laju Deforestasi
3 Penguatan 1. Nilai Investasi 1. Peningkatan 1. Produksi padi DTPHP
Ketahanan dan 2. Persentase produksi dan nilai 2. Produksi Jagung )
. . . Disnakeswan
pertumbuhan sektor tambah komoditas 3. Produksi Cabai Merah
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Program Prioritas

OPD Penanggung Jumlah (Rp)

No Prioritas Daerah Sasaran Prioritas Indikator Kinera
Daerah Jawab
Transformasi Industri dan Sektor Pertanian, 4. Produksi Bawang Merah Dislautan
Ekonomi Perdagangan Perkebunan, 5. Produksi Karet DKP
terhadap PDRB Peternakan, 6. Produksi Kopi
Kelautan Perikanan, | 7. Produksi Kelapa Sawit
kehutanan dan Rakyat
pertambangan 8. Produksi daging ternak
besar
9. Produksi daging ternak
sedang
10. Produksi daging ternak kecil
11. Produksi perikanan
budidaya
12. Produksi perikanan tangkap
Pemberdayaan 1. Nilai Produksi Industri Disperindag
koperasi, UMKM dan Sedang Besar Diskop UKM
IKM serta Digitalisasi | 2. Nilai Produksi Industri Kecil
ekonomi Menengah
3. Volume Usaha Koperasi
4. Omzet UMKM
5. Nilai Ekspor
6. Persentase Peningkatan
Nilai Ekspor
7. Nilai Perdagangan Besar
8. Nilai Perdagangan Eceran
3. Peningkatan 1. Nilai Penanaman Modal DPMPTSP
investasi Dalam Negeri (PMDN)
2. Nilai Penanaman Modal

Asing (PMA)
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No

Prioritas Daerah

Sasaran Prioritas

Program Prioritas
Daerah

Indikator Kinera

OPD Penanggung
Jawab

Jumlah (Rp)

4

Inovasi dan Tata
Kelola Pemerintahan

—_

Nilai SAKIP Daerah
Opini atas Laporan
Keuangan

Peningkatan
ketersediaan dan
ketahanan pangan

Peningkatan
Akuntabilitas serta
Penataan hukum

NouhwN T

go

10.

11

Produksi padi

Produksi Jagung
Produksi Cabai Merah
Produksi Bawang Merah
Produksi Karet
Produksi Kopi
Produksi Kelapa Sawit
Rakyat

Produksi daging ternak
besar

Produksi daging ternak
sedang

Produksi daging ternak kecil
. Produksi perikanan

budidaya

. Produksi perikanan tangkap

Nilai perencanaan kinerja
Nilai pengukuran kinerja
Nilai pencapaian kinerja

DTPHP
Disnakeswan

Dislautan

DKP

Bappeda

Inspektorat

HON=

Pemerintah Daerah
3. Indeks

profesionalitas ASN
4. Nilai Indeks e-

Government (SPBE) 6.
5. Nilai Pelayanan

Publik

dan peraturan
perundang-
undangan

Nilai komponen pelaporan BPKD

Kinerja pada SAKIP Daerah .
o . Biro Pemksra
5. Nilai komponen evaluasi
kinerja pada SAKIP daerah
Persentase Jumlah
Perangkat Daerah yang
telah mengelola BMD

dengan Baik

Biro Organisasi

7. Persentase tingkat ketaatan
penyusunan LKPD
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No

Prioritas Daerah

Sasaran Prioritas

Program Prioritas
Daerah

Indikator Kinera

OPD Penanggung Jumlah (Rp)
Jawab

Peningkatan
kompetensi SDM
aparatur dan
penataan birokrasi

Peningkatan Kualitas
dan inovasi
pelayanan publik

Persentase peningkatan
jumlah tindak lanjut hasil
pemeriksaan

Persentase ASN yang
memenuhi syarat
kompetensi dan kualifikasi
persentase ASN yang
dijatuhi hukuman disiplin
Persentase ASN yang
mendapatkan peningkatan
nilai capaian sasaran kerja
Persentase Regulasi yang
disusun dalam rangka
pelaksanaan SPBE
Persentase Layanan
Pemerintah Berbasis
Elektronik

Persentase Peningkatan
Nilai Evaluasi Pelayanan
Publik Pelayanan Perizinan
dari Kemenpan-RB
Persentase Peningkatan
Nilai Evaluasi Pelayanan
Publik Samsat dari
Kemenpan-RB

Persentase Peningkatan
Nilai Evaluasi Pelayanan

Publik Pelayanan Kesehatan

dari Kemenpan-RB

BKD

Biro Organisasi

Diskominfotik
DPMTSP

BPKD

RSUD DR. M. Yunus
RSJK Soeprapto

Disdukcapil
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Program Prioritas OPD Penanggung Jumlah (Rp)

No Prioritas Daerah Sasaran Prioritas Indikator Kinera
Daerah Jawab
6. Persentase peningkatan
layanan kependudukan dan
catatan sipil
4. Pengembangan Indeks Demokrasi Badan Kesbangpol
wawasan
kebangsaan serta
penegakan
demokrasi,
keamanan dan
ketertiban
5 Natural Bengkulu Persentase Pertumbuhan | 1. Pelestarian, 1. Volume Usaha Koperasi Dispar
(Pengembangan sektor pertanian, Pemajuan serta 2. Omzet UMKM .
: xrd . - . Diskop UKM
pariwisata yang kehutanan dan inklusifitas budaya 3. Jumlah wisatawan
integratif dan perikanan; sektor dan pemahaman 4. Rata-rata lama tinggal
kompetitif) dan pariwisata; sektor sejarah daerah 5. Tingkat hunian hotel
ekonomi kreatif pertaml?angan dan 2. Pengembangan
penggalian terhadap ekonomi kreatif
PDRB

3. Peningkatan
Aksesibilitas,
Amenitas dan
Atraksi Pariwisata
daerah
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Tabel 3.3

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap
Prioritas Pembangunan Nasional

No Prioritas Program | Indikator SKPD Pelaksana Keterangan
Pembangunan Kinerja
Nasional
1 2 3 4 5 6

1 | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan

PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM

Persentase Pelayanan Perizinan USP Binaan Provinsi

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah
Provinsi Bengkulu

PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN

Persentase Koperasi Binaan Provinsi dan UMKM yang dididik dan
dilatih

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah
Provinsi Bengkulu

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Provinsi
Bengkulu

Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Provinsi
Bengkulu

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Persentase Dokumen Perencanaan , Penganggaran, Pelaporan dan
Evaluasi yang disusun

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
Bengkulu

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Persentase Dokumen Perencanaan , Penganggaran, Pelaporan dan
Evaluasi yang disusun

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
Bengkulu

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Persentase Layanan Administrasi Perkantoran (DKP)

III Prioritas Belanja Daerah - 29



No Prioritas Program | Indikator SKPD Pelaksana Keterangan
Pembangunan Kinerja
Nasional
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
Bengkulu
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Persentase Layanan Administrasi Perkantoran (DKP)

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
Bengkulu

PROGRAM

PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

Luas Vegetasi Pantai yang di Konservasi

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
Bengkulu

PROGRAM

PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

Luas Vegetasi Pantai yang di Konservasi

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
Bengkulu

PROGRAM

PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

Persentase biota laut yang telah dilakukan upaya pelestarian

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
Bengkulu

PROGRAM

PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

Persentase biota laut yang telah dilakukan upaya pelestarian

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
Bengkulu

PROGRAM

PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP

Persentase Kapal yang Mempunyai Alat Bantu Penangkapan lkan
Sesuai Standar

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
Bengkulu

PROGRAM

PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP

Persentase Kapal yang Mempunyai Alat Bantu Penangkapan lkan
Sesuai Standar

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
Bengkulu

PROGRAM

PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP

Persentase Kelompok Nelayan Tradisional yang Mempunyai Alat

Tangkap

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
Bengkulu

PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
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No Prioritas Program | Indikator SKPD Pelaksana Keterangan
Pembangunan Kinerja
Nasional

Persentase Kelompok Nelayan Tradisional yang Mempunyai Alat

Tangkap
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
Bengkulu

PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP

Persentase Pemilik Kapal yang belum Mempunyai Izin Usaha
Perikanan Tangkap

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
Bengkulu

PROGRAM

PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP

Persentase Pemilik Kapal yang belum Mempunyai Izin Usaha
Perikanan Tangkap

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
Bengkulu

PROGRAM

PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP

Persentase Peningkatan Jumlah Nelayan yang di Tingkatkan
Keterampilannya

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
Bengkulu

PROGRAM

PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP

Persentase Peningkatan Jumlah Nelayan yang di Tingkatkan
Keterampilannya

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
Bengkulu

PROGRAM

PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA

Persentase Pembudidaya lkan yang Memiliki Izin

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
Bengkulu

PROGRAM

PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA

Persentase Pembudidaya Ikan yang Memiliki Izin

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
Bengkulu

PROGRAM

PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA

Persentase Pembudidaya lkan yang Menggunakan Pakan dan Bibit
Ikan Unggul

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
Bengkulu

PROGRAM

PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA

Persentase Pembudidaya lkan yang Menggunakan Pakan dan Bibit
Ikan Unggul
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No Prioritas Program | Indikator SKPD Pelaksana Keterangan
Pembangunan Kinerja
Nasional
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
Bengkulu
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA

Persentase Peningkatan Luas Lahan Perikanan Budidaya

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
Bengkulu

PROGRAM

PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA

Persentase Peningkatan Luas Lahan Perikanan Budidaya

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
Bengkulu

PROGRAM

PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Persentase Pengawasan Sumber Daya kelautan dan Perikanan

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
Bengkulu

PROGRAM

PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Persentase Pengawasan Sumber Daya kelautan dan Perikanan

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
Bengkulu

PROGRAM

PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN

Jumlah Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
Bengkulu

PROGRAM

PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN

Jumlah Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
Bengkulu

PROGRAM

PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA

Persentase Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwista

Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu

PROGRAM

PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA

Persentase Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwista

Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu

PROGRAM

PEMASARAN PARIWISATA

Persentase Media Promosi Wisata

Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu
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No Prioritas Program | Indikator SKPD Pelaksana Keterangan
Pembangunan Kinerja
Nasional
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA

Persentase Media Promosi Wisata

Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu

PROGRAM

PEMASARAN PARIWISATA

Persentase Peningkatan Frekuensi Promosi Wisata

Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu

PROGRAM

PEMASARAN PARIWISATA

Persentase Peningkatan Frekuensi Promosi Wisata

Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu

PROGRAM
KREATIF

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI

Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang ditingkatkan
kompetensinya

Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu

PROGRAM
KREATIF

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI

Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang ditingkatkan
kompetensinya

Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu

PROGRAM

PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN

Persentase kerusakan puso tanaman bawang, cabai dan jeruk karena
OPT

Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan
Perkebunan Provinsi Bengkulu

PROGRAM

PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN

Persentase kerusakan puso tanaman bawang, cabai dan jeruk karena
OPT

Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan
Perkebunan Provinsi Bengkulu

PROGRAM

PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN

Persentase luas lahan sawah yang memiliki asuransi

Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan
Perkebunan Provinsi Bengkulu

PROGRAM

PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN

Persentase luas lahan sawah yang memiliki asuransi

Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan
Perkebunan Provinsi Bengkulu
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No Prioritas Program | Indikator SKPD Pelaksana Keterangan
Pembangunan Kinerja
Nasional
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Jumlah Jenis Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Dilaksanakan
(DLHK)

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

PROGRAM

PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Jumlah Jenis Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Dilaksanakan
(DLHK)

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

PROGRAM

PENGELOLAAN HUTAN

Luas Kawasan Deforestasi

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

PROGRAM

PENGELOLAAN HUTAN

Luas Kawasan Deforestasi

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Luas Kawasan Deforestrasi

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

PROGRAM

PENGELOLAAN HUTAN

Persentasi peningkatan volume Produksi hasil hutan

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

PROGRAM

PENGELOLAAN HUTAN

Persentasi peningkatan volume Produksi hasil hutan

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

PROGRAM

PENGELOLAAN HUTAN

Persentasi volume Produksi hasil hutan

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

PROGRAM

PENGELOLAAN HUTAN

Persentasi volume Produksi hasil hutan

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

PROGRAM

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN

Persentase Luas Kawasan Perhutanan Sosial

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

PROGRAM

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN
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No Prioritas Program | Indikator SKPD Pelaksana Keterangan
Pembangunan Kinerja
Nasional
Persentase Luas Kawasan Perhutanan Sosial
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)

Persentase tutupan lahan di wilayah DAS

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

PROGRAM

PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)

Persentase tutupan lahan di wilayah DAS

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

PROGRAM

PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Jumlah aparatur pengelola keuangan

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi
Bengkulu

PROGRAM

PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

jumlah ATK yang dibutuhkan

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi
Bengkulu

PROGRAM

PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

jumlah ATK yang dibutuhkan

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi
Bengkulu

PROGRAM

PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Jumlah barang cetakan dan pengandaan yang dibutuhkan

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi
Bengkulu

PROGRAM

PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Jumlah barang cetakan dan pengandaan yang dibutuhkan

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi
Bengkulu

PROGRAM

PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

jumlah dokumen perencanaan danpenganggaran yang dihasilkan

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi
Bengkulu
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No Prioritas Program | Indikator SKPD Pelaksana Keterangan
Pembangunan Kinerja
Nasional
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
jumlah jasa publikasi dan dokumentasi

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi
Bengkulu

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Jumlah kegiatan administrasi umum yang diselenggarakan

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi
Bengkulu

PROGRAM

PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Jumlah kegiatan administrasi umum yang diselenggarakan

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi
Bengkulu

PROGRAM

PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Jumlah kendaraan dinas yang dirawat/pajak selama 1 tahun dan
kebutuhan BBM pejabat eselon

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi
Bengkulu

PROGRAM

PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Jumlah kendaraan dinas yang dirawat/pajak selama 1 tahun dan
kebutuhan BBM pejabat eselon

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi
Bengkulu

PROGRAM

PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

jumlah konsumsi rapat/ pertemuan di Dinas ESDM

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi
Bengkulu

PROGRAM

PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

jumlah konsumsi rapat/ pertemuan di Dinas ESDM

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi
Bengkulu

PROGRAM

PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Jumlah koordinasi dan Konsultasi dalam menunjang kelancaran
tugas
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No Prioritas Program | Indikator SKPD Pelaksana Keterangan
Pembangunan Kinerja
Nasional
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi
Bengkulu
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Jumlah koordinasi dan Konsultasi dalam menunjang kelancaran
tugas

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi
Bengkulu

PROGRAM

PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

jumlah koordinasi monitoring dan evaluasi urusan ESDM

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi
Bengkulu

Jumlah Layanan administrasi yang dilaksanakan

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi
Bengkulu

PROGRAM

PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Jumlah Layanan administrasi yang dilaksanakan

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi
Bengkulu

PROGRAM

PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Jumlah pembayaran bahan bacaan

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi
Bengkulu

PROGRAM

PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Jumlah pembayaran bahan bacaan

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi
Bengkulu

Jumlah Pembayaran gaji dan tunjangan

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi
Bengkulu

Jumlah pembayaran sarana telekomonikasi air PAM dan Listrik PLN

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi
Bengkulu
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Prioritas Program | Indikator SKPD Pelaksana Keterangan
Pembangunan Kinerja
Nasional

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi
Bengkulu

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi
Bengkulu

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Jumlah Peralatan laboratorium yang di rawat/ kalibrasi

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi
Bengkulu

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

JUmlah surat yang diterima dan dikirim

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi
Bengkulu

Jumlah tenaga keamanan , kebersihan kantor dan sopir

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi
Bengkulu

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Jumlah website yang dikelola

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi
Bengkulu

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Persentase ASN Yang Ditingkatkan Kompentensinya

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi
Bengkulu

Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi
Bengkulu

Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan
Evaluasi Yang disusun
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No Prioritas Program | Indikator SKPD Pelaksana Keterangan
Pembangunan Kinerja
Nasional

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi
Bengkulu

Persentase Layanan Administrasi Perkantoran
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi
Bengkulu

Persentase Proses Akrediditasi Laboratorium Analisa Batu Bara
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi
Bengkulu

Persentase Proses Akreditasi Laboratorium analisa Batubara
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi
Bengkulu

Persentase Proses Akreditasi Laboratorium Analisa Batubara
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi
Bengkulu

Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi
Bengkulu

Persentase Sarana dan Prasarana Perkantoran dalam Kondisi Baik
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi
Bengkulu

Persentase Sarana dan Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi
Bengkulu

PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN

Jumlah penetapan prosedur dan persyaratan izin pengeboran, izin

panggalian

, izin pemakaian, dan izin

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi
Bengkulu

Pengendali

an dan pengawasan pemanfaatan air tanah

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi
Bengkulu

PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN
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No Prioritas Program | Indikator SKPD Pelaksana Keterangan
Pembangunan Kinerja
Nasional
Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan air tanah
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi
Bengkulu
Persentase Kepatuhan terhadap regulasi Perizinan Air Tanah
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi
Bengkulu
Persentase Kepatuhan Terhadap Regulasi Perizinan Air Tanah
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi
Bengkulu
PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA
Jumlah IUJP yang Aktif di Provinsi yang di bina yang memenuhi
kewajiban
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi
Bengkulu
PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA
Jumlah Pemegang IUP Mineral Bukan Logam danina Batuan yang
Dib
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi
Bengkulu
Jumlah perusahaan pemegang IUP Meneral Bukan Logam dan
Batuan Yang Berizin
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi
Bengkulu
PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA

Jumlah Perusahaan Pertambangan Yang Menerapkan Good Mining
Practice

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi
Bengkulu

Jumlah Perusahaan Pertambangan Yang Menerapkan Good Mining
Praktice

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi
Bengkulu

Persentase Peningkatan Nilai Dana Bagi Hasil
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No Prioritas Program | Indikator SKPD Pelaksana Keterangan
Pembangunan Kinerja
Nasional
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi
Bengkulu
PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN

Jumlah badan usaha penyediaan tenaga listrik kepentingan sendiri

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi
Bengkulu

PROGRAM

PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN

Jumlah badan usaha yang patuh terhadap aspek perizinan

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi
Bengkulu

Jumlah badan usaha yang patuh terhadap aspek perizinan dan
keselatan ketenagalistrikan

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi
Bengkulu

Jumlah rumah Tangga Miskin Yang mendapat bantuan sambungan
listrik

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi
Bengkulu

PROGRAM

PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Jumlah Teknis Pelayanan Admnistrasi Umum yang Dilaksanakan
(Disperindag)

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Jumlah Teknis Pelayanan Admnistrasi Umum yang Dilaksanakan
(Disperindag)

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang
bidang Perindustrian dan Perdagangan yang di laksanakan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN

Persentase Sarana Distribusi Perdagangan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN

Persentase Sarana Distribusi Perdagangan
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No Prioritas Program | Indikator SKPD Pelaksana Keterangan
Pembangunan Kinerja
Nasional
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR
Jumlah Komuditi Ekspor
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
Indeks Kepuasan Pelanggan atas Pelayanan pengujian, sertifikasi
produk, komoditi unggulan dan Pengawasan Mutu Barang
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI
Nilai Realisasi Investasi Industri
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI
Nilai Realisasi Investasi Industri
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2 | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan
3 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing

PROGRAM

PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan
Evaluasi yang disusun

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi
Bengkulu

PROGRAM

PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Persentase Guru SLB Bersertifikasi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi
Bengkulu

Persentase Guru SMK Bersertifikasi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi
Bengkulu

Persentase SLB Terakreditasi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi
Bengkulu

Persentase SMK Terakreditasi
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No Prioritas Program | Indikator SKPD Pelaksana Keterangan
Pembangunan Kinerja
Nasional

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Provinsi

Bengkulu

Rasio Guru Terhadap siswa Pendidikan Menengah

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Provinsi

Bengkulu

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat
Daerah dilaksanakan
(Dinkes)

Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu

PROGRAM

PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat
Daerah dilaksanakan
(Dinkes)

Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu

PROGRAM

PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Persentase ASN yang ditingkatkan Kompetensinya (dinkes)

Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu

PROGRAM

PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Persentase ASN yang ditingkatkan Kompetensinya (dinkes)

Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu

PROGRAM

PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Persentase barang milik darah penunjang urusan pemerintahan
daerah dimanfaatkan dengan baik

Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu

PROGRAM

PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Persentase barang milik darah penunjang urusan pemerintahan
daerah dimanfaatkan dengan baik

Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu

PROGRAM

PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan
Evaluasi yang disusun
(Dinkes)

Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu

PROGRAM

PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
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No Prioritas Program | Indikator SKPD Pelaksana Keterangan
Pembangunan Kinerja
Nasional
Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan
Evaluasi yang disusun
(Dinkes)
Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Persentase jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat
daerah yang disusun

Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu

PROGRAM

PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Persentase jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat
daerah yang disusun

Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu

PROGRAM

PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Persentase Layanan Umum perangkat umum yang dilaksanakan
(Dinkes)

Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu

PROGRAM

PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Persentase Layanan Umum perangkat umum yang dilaksanakan
(Dinkes)

Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu

PROGRAM

PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA

KESEHATAN MASYARAKAT

OPersentase pemenuhan fasilitas dan layanan kesehatan

Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu

PROGRAM

PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA

KESEHATAN MASYARAKAT

OPersentase pemenuhan fasilitas dan layanan kesehatan

Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu

PROGRAM

PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA

KESEHATAN MASYARAKAT

Jumlah BMHP perlengkapan dan operasional UPT, Labkesda Provinsi
Bengkulu yang disediakan

Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu

PROGRAM

PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA

KESEHATAN MASYARAKAT

Jumlah BMHP perlengkapan dan operasional UPT, Labkesda Provinsi
Bengkulu yang disediakan

Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu
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Pembangunan Kinerja
Nasional

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

Jumlah Kab/Kota yang alat kesehatan, obat, vaksin, makanan dan
minuman didistribusi obat, v

Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

Jumlah Kab/Kota yang alat kesehatan, obat, vaksin, makanan dan
minuman didistribusi obat, v

Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

Jumlah pelaksanaan pelayanan kesehatan bergerak di DPTK

Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

Jumlah pelaksanaan pelayanan kesehatan bergerak di DPTK

Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

Jumlah rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas kesehatan
dilingkungan Dinas Kesehatan

Provinsi Bengkulu dan UPT Bapelkes dan UPT Labkesda yang
dilaksanakan

Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

Jumlah rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas kesehatan
dilingkungan Dinas Kesehatan

Provinsi Bengkulu dan UPT Bapelkes dan UPT Labkesda yang
dilaksanakan

Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

Jumlah RS yang melaksanakan tatakelola sesuai standart

Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

Jumlah RS yang melaksanakan tatakelola sesuai standart

Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu
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Pembangunan Kinerja
Nasional

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

Persentase pemenuhan fasilitas dan layanan kesehatan

Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

Persentase pemenuhan fasilitas dan layanan kesehatan

Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

Persentase Pemenuhan Fasilitas Layanan Kesehatan

Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

Persentase Pemenuhan Fasilitas Layanan Kesehatan

Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Persentase pemenuhan tenaga kesehatan berkualitas

Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Persentase pemenuhan tenaga kesehatan berkualitas

Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu

PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN

ketersediaan obat esensial

Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu

PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN

ketersediaan obat esensial

Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN

Persentase Unit Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) aktif per
2254 UKBM

Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN

Persentase Unit Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) aktif per
2254 UKBM
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Pembangunan Kinerja
Nasional
Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA

Persentase Tenaga Kerja Yang Di Tempatkan

Dinas Ketenagakerjaan dan Trasmigrasi

PROGRAM

PENEMPATAN TENAGA KERJA

Persentase Tenaga Kerja Yang Di Tempatkan

Dinas Ketenagakerjaan dan Trasmigrasi

PROGRAM

HUBUNGAN INDUSTRIAL

Persentase Pencegahan Dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial

Dinas Ketenagakerjaan dan Trasmigrasi

PROGRAM

HUBUNGAN INDUSTRIAL

Persentase Pencegahan Dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial

Dinas Ketenagakerjaan dan Trasmigrasi

PROGRAM

PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Persentase keterwakilan perempuan di bidang politik

Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

PROGRAM

PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Persentase keterwakilan perempuan di bidang politik

Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

PROGRAM

PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Persentase keterwakilan perempuan di bidang profesional

Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

PROGRAM

PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Persentase keterwakilan perempuan di bidang profesional

Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

PROGRAM

PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Persentase Sumbangan pendapatan perempuan
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Pembangunan Kinerja
Nasional

Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Persentase Sumbangan pendapatan perempuan

Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Persentase Kasus Korban Kekerasan Perempuan yang Mendapatkan
layanan pendampingan

Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Persentase Kasus Korban Kekerasan Perempuan yang Mendapatkan
layanan pendampingan

Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)

Persentase Kasus Korban Kekerasan Anak yang Mendapatkan
layanan pendampingan

Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)

Persentase Kasus Korban Kekerasan Anak yang Mendapatkan
layanan pendampingan

Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)

Persentase Kasus Korban Kekerasan Anak yang Mendapatkan
Layanan Pendampingan

Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)

Persentase Kasus Korban Kekerasan Anak yang Mendapatkan
Layanan Pendampingan
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Pembangunan Kinerja
Nasional

Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

Persentase Kasus Korban Kekerasan Anak yang Mendapatkan
layanan pendampingan

Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

Persentase Kasus Korban Kekerasan Anak yang Mendapatkan
layanan pendampingan

Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Provinsi Bengkulu
(DPMD)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
Provinsi Bengkulu

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Provinsi Bengkulu
(DPMD)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
Provinsi Bengkulu

PROGRAM PENATAAN DESA

Persentase Penanganan Penataan Desa

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
Provinsi Bengkulu

PROGRAM PENATAAN DESA

Persentase Penanganan Penataan Desa

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
Provinsi Bengkulu

PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA

Persentase kerjasama desa yang dilaksanakan yang menjadi
kewenangan provinsi
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Pembangunan Kinerja
Nasional

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
Provinsi Bengkulu

PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA

Persentase kerjasama desa yang dilaksanakan yang menjadi
kewenangan provinsi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
Provinsi Bengkulu

PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

Persentase desa tertib administrasi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
Provinsi Bengkulu

PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

Persentase desa tertib administrasi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
Provinsi Bengkulu

PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT
DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Persentase lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
Provinsi Bengkulu

PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT
DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Persentase lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
Provinsi Bengkulu

PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK

Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)

Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK

Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)

Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
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Prioritas
Pembangunan
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Program

Indikator
Kinerja

SKPD Pelaksana

Keterangan

PROGRAM

PENGENDALIAN PENDUDUK

unmeed need

Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

PROGRAM

PENGENDALIAN PENDUDUK

unmeed need

Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

PROGRAM

PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN

Persentase kegiatan pengembangan daya saing keolahragaan yang
dilaksanakan

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi
Bengkulu

PROGRAM

PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA

Practice

Jumlah Perusahaan Pertambangan Yang Menerapkan Good Mining

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi
Bengkulu

Jumlah Pro

duksi Mineral Bukan Logam Dan Batuan

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi
Bengkulu

Persentase

Peningkatan Nilai Dana Bagi Hasil

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi
Bengkulu

PROGRAM

PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan dan
evaluasi yang disusun

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi
Bengkulu

Persentase

layanan asministrasi perkantotan

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi
Bengkulu

Persentase

sarana prasarana perkantoran dalam kondisi baik

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi
Bengkulu
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No Prioritas Program | Indikator SKPD Pelaksana Keterangan
Pembangunan Kinerja
Nasional

Persentase Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik

Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia

Provinsi Bengkulu

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya

Inspektorat Provinsi Bengkulu

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya

Inspektorat Provinsi Bengkulu

Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya

Inspektorat Provinsi Bengkulu

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan dan
evaluasi yang disusun

Inspektorat Provinsi Bengkulu

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan dan
evaluasi yang disusun

Inspektorat Provinsi Bengkulu

Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan
Evaluasi yang disusun

Inspektorat Provinsi Bengkulu

PROGRAM

PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

persentase layanan administrasi perkantoran

Inspektorat Provinsi Bengkulu

PROGRAM

PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

persentase layanan administrasi perkantoran

Inspektorat Provinsi Bengkulu

Persentase Layanan Administrasi Perkantoran

Inspektorat Provinsi Bengkulu

PROGRAM

PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Persentase OPD yang dilakukan evaluasi kinerja

Inspektorat Provinsi Bengkulu
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No Prioritas Program | Indikator SKPD Pelaksana Keterangan
Pembangunan Kinerja
Nasional
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Persentase OPD yang dilakukan evaluasi kinerja

Inspektorat Provinsi Bengkulu

Persentase OPD yang memperoleh nilai SAKIP minimal BB

Inspektorat Provinsi Bengkulu

PROGRAM

PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik

Inspektorat Provinsi Bengkulu

PROGRAM

PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik

Inspektorat Provinsi Bengkulu

Persentase Sarana dan Prasarana Perkantoran dalam Kondisi Baik

Inspektorat Provinsi Bengkulu

PROGRAM

PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

Persentase OPD yang dilakukan pemeriksaan, reviu, monitoring, dan
evaluasi

Inspektorat Provinsi Bengkulu

PROGRAM

PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

Persentase OPD yang dilakukan pemeriksaan, reviu, monitoring, dan
evaluasi

Inspektorat Provinsi Bengkulu

PROGRAM

PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

Persentase pengaduan masyarakat/laporan/ limpahan dari
Pemerintah Pusat yang dilakukan pemeriksaan

Inspektorat Provinsi Bengkulu

PROGRAM

PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

Persentase pengaduan masyarakat/laporan/ limpahan dari
Pemerintah Pusat yang dilakukan pemeriksaan

Inspektorat Provinsi Bengkulu

PROGRAM

PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI

Nilai Monitoring Center of Prevention (MCP)

Inspektorat Provinsi Bengkulu

Nilai Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Satranas PK)

Inspektorat Provinsi Bengkulu
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No

Prioritas Program | Indikator SKPD Pelaksana Keterangan
Pembangunan Kinerja
Nasional

Tingkat kapabilitas Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP)

Inspektorat Provinsi Bengkulu

Tingkat kapatuhan ASN/Penyelenggara Negara

Inspektorat Provinsi Bengkulu

Tingkat maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Inspektorat Provinsi Bengkulu

Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

Persentase kebutuhan upaya kesehatan Peroranag dan upaya
kesehatan masyarakat
(RSKJ))

RSKJ Soeprapto Provinsi Bengkulu

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

Persentase kebutuhan upaya kesehatan Peroranag dan upaya
kesehatan masyarakat
(RSKJ))

RSKJ Soeprapto Provinsi Bengkulu

PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)

Dokumen

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Persentase Penanganan normalisasi sungai

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN

Jumlah panjang jalan provinsi dalam kondisi rusak berat

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

jumlah panjang jalan provinsi dalam Kondisi Sedang

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Jumlah panjang provinsi dalam kondisi baik

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Jumlah panjang provinsi dalam kondisi rusak ringan

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Panjang jalan yang dibangun
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No Prioritas Program | Indikator SKPD Pelaksana Keterangan
Pembangunan Kinerja
Nasional

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Panjang jalan yang ditingkatkan
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Persentase Panjang Jalan Provinsi Dalam Kondisi Baik
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN

Persentase Panjang Jalan Provinsi Dalam Kondisi Baik

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

PROGRAM

PENYELENGGARAAN JALAN

Persentase Panjang Jalan Provinsi Dalam Kondisi Rusak Berat

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

PROGRAM

PENYELENGGARAAN JALAN

Persentase Panjang Jalan Provinsi Dalam Kondisi Rusak Berat

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

PROGRAM

PENYELENGGARAAN JALAN

Persentase Panjang Jalan Provinsi Dalam Kondisi Rusak Ringan

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

PROGRAM

PENYELENGGARAAN JALAN

Persentase Panjang Jalan Provinsi Dalam Kondisi Rusak Ringan

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

PROGRAM

PENYELENGGARAAN JALAN

Persentase Panjang Jalan Provinsi Dalam Kondisi Sedang

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

PROGRAM

PENYELENGGARAAN JALAN

Persentase Panjang Jalan Provinsi Dalam Kondisi Sedang

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

PROGRAM

PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Persentase Dokumen Perancanaan, Penganggaran, Pelaporan dan
Evaluasi yang disusun

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman
dan
Pertanahan

Persentase Layanan Administrasi Perkantoran
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No Prioritas Program | Indikator SKPD Pelaksana Keterangan
Pembangunan Kinerja
Nasional

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman

dan

Pertanahan

Persentase Sarana, Prasarana Perkantoran dalam Kondisi Baik

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman

dan

Pertanahan

PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

Persentase Rumah terkena dampak bencana/relokasi program
pemerintah yang dibangun/direhabilitasi

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman
dan
Pertanahan

Persentase Rumah Terkena Dampak Bencana/Relokasi Program
Pemerintah yang dibangun/direhabilitasi

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman
dan
Pertanahan

PROGRAM

KAWASAN PERMUKIMAN

Luas Kawasan Kumuh yang ditangani

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman
dan
Pertanahan

PROGRAM

PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Nilai Evaluasi SAKIP

Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

PROGRAM

PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Nilai Evaluasi SAKIP

Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

PROGRAM

PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Persentase administrasi perkantoran yang dilakukan (DP3APPKB)

Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

PROGRAM

PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Persentase administrasi perkantoran yang dilakukan (DP3APPKB)
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No Prioritas Program | Indikator SKPD Pelaksana Keterangan
Pembangunan Kinerja
Nasional
Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Jumlah jenis pelayanan administrasi perkantoran yang dilaksanakan

(Kominfotik)

Dinas Komunikasi Informatika dan
Statistik
Provinsi Bengkulu

PROGRAM

PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Jumlah jenis pelayanan administrasi perkantoran yang dilaksanakan

(Kominfotik)

Dinas Komunikasi Informatika dan
Statistik
Provinsi Bengkulu

PROGRAM

PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA

Persentase aplikasi layanan publik terintegrasi

Dinas Komunikasi Informatika dan
Statistik
Provinsi Bengkulu

PROGRAM

PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA

Persentase aplikasi layanan publik terintegrasi

Dinas Komunikasi Informatika dan
Statistik
Provinsi Bengkulu

PROGRAM

PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA

Persentase ketersediaan infrastruktur TIK.

Dinas Komunikasi Informatika dan
Statistik
Provinsi Bengkulu

PROGRAM

PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA

Persentase ketersediaan infrastruktur TIK.

Dinas Komunikasi Informatika dan
Statistik
Provinsi Bengkulu

PROGRAM

PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Persentase administrasi yg dilaksanakan (DPMPTSP)

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu
Satu Pintu Provinsi Bengkulu

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
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No Prioritas Program | Indikator SKPD Pelaksana Keterangan
Pembangunan Kinerja
Nasional

Persentase administrasi yg dilaksanakan (DPMPTSP)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu
Satu Pintu Provinsi Bengkulu

PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL

Indek Kepuasan Masyarakat dalam pelayanan penanaman modalara
elektronik

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu
Satu Pintu Provinsi Bengkulu

PROGRAM

PELAYANAN PENANAMAN MODAL

Indek Kepuasan Masyarakat dalam pelayanan penanaman modalara
elektronik

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu
Satu Pintu Provinsi Bengkulu

PROGRAM

PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Persentae ASN yang ditingkatkan kompetensinya

Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan
Perkebunan Provinsi Bengkulu

PROGRAM

PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Persentae ASN yang ditingkatkan kompetensinya

Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan
Perkebunan Provinsi Bengkulu

PROGRAM

PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Persentae dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan
yang disusun

Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan
Perkebunan Provinsi Bengkulu

PROGRAM

PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Persentae dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan
yang disusun

Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan
Perkebunan Provinsi Bengkulu

PROGRAM

PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Persentase pelakanaan layanan administrasi perkantoran

Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan
Perkebunan Provinsi Bengkulu

PROGRAM

PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
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No Prioritas Program | Indikator SKPD Pelaksana Keterangan
Pembangunan Kinerja
Nasional
Persentase pelakanaan layanan administrasi perkantoran
Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan
Perkebunan Provinsi Bengkulu
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Persentase Pelaksanaan Layanan Administrasi Perkantoran

Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan
Perkebunan Provinsi Bengkulu

PROGRAM

PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Persentase Pelaksanaan Layanan Administrasi Perkantoran

Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan
Perkebunan Provinsi Bengkulu

PROGRAM

PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Persentase sarana dan praarana kantor dalam kondisi baik

Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan
Perkebunan Provinsi Bengkulu

PROGRAM

PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Persentase sarana dan praarana kantor dalam kondisi baik

Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan
Perkebunan Provinsi Bengkulu

PROGRAM

PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik

Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan
Perkebunan Provinsi Bengkulu

PROGRAM

PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik

Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan
Perkebunan Provinsi Bengkulu

PROGRAM

PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya

Badan Penghubung Provinsi Bengkulu

PROGRAM

PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya

Badan Penghubung Provinsi Bengkulu

Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan

yang tersedia

Badan Penghubung Provinsi Bengkulu
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No Prioritas Program | Indikator SKPD Pelaksana Keterangan
Pembangunan Kinerja
Nasional
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan dan
evaluasi yang disusun

Badan Penghubung Provinsi Bengkulu

persentase layanan administrasi perkantoran

Badan Penghubung Provinsi Bengkulu

PROGRAM

PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Persentase Layanan Administrasi Perkantoran

Badan Penghubung Provinsi Bengkulu

PROGRAM

PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik

Badan Penghubung Provinsi Bengkulu

PROGRAM

PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik

Badan Penghubung Provinsi Bengkulu

PROGRAM

PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap layanan Badan
Penghubung

Badan Penghubung Provinsi Bengkulu

PROGRAM

PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Tingkat Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Layanan Badan
Penghubung Provinsi
Bengkulu

Badan Penghubung Provinsi Bengkulu

PROGRAM

PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Tingkat kepuasan kepala daerah/wakil kepala daerah dan unsur
Muspida terhadap layanan Badan Penghubung

Badan Penghubung Provinsi Bengkulu

PROGRAM

PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Tingkat Kepuasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Unsur
Muspida yang dilayani

Badan Penghubung Provinsi Bengkulu

Tingkat Kepuasan Pengunjung Penginapan terhadap Layanan Badan
Penghubung

Badan Penghubung Provinsi Bengkulu

III Prioritas Belanja Daerah - 60



Prioritas Program | Indikator SKPD Pelaksana Keterangan
Pembangunan Kinerja
Nasional

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Tingkat kepuasan pengunjung penginapan yang puas terhadap
layanan penginapan

Badan Penghubung Provinsi Bengkulu

Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim

PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

Meningkatnya indeks kapasitas

Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Bengkulu

PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

Meningkatnya indeks kapasitas

Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Bengkulu

PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

Menurunnya indeks ancaman

Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Bengkulu

PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

Menurunnya indeks ancaman

Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Bengkulu

PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

Menurunnya indeks jiwa terpapar

Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Bengkulu

PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

Menurunnya indeks jiwa terpapar

Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Bengkulu

PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

Menurunnya indeks kerugian

Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Bengkulu

PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

Menurunnya indeks kerugian

Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Bengkulu
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No Prioritas Program | Indikator SKPD Pelaksana Keterangan
Pembangunan Kinerja
Nasional
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP
Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup dilaksanakan
terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
7 | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

evaluasi yang disusun

Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Pelaporan dan

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi
Bengkulu

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

evaluasi yang disusun

Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Pelaporan dan

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi
Bengkulu

PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Persentase kasus trantibum dan trantibmas yang ditindak lanjuti

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi
Bengkulu

PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Persentase kasus trantibum dan trantibmas yang ditindak lanjuti

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi
Bengkulu

PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

Persentase Penanggulangan Bencana

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi
Bengkulu

PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

Persentase Penanggulangan Bencana

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi
Bengkulu

PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN

DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN

dan penyelamatan non kebakaran

Persentase pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi
Bengkulu
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No

Prioritas
Pembangunan
Nasional

Program

Indikator SKPD Pelaksana Keterangan
Kinerja

PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN
DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN

Persentase pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran
dan penyelamatan non kebakaran

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi
Bengkulu

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Provinsi

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah
Provinsi Bengkulu

Persentase ASN yang ditingkatan kompetensinya

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah
Provinsi Bengkulu

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah
Provinsi Bengkulu

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah
Provinsi Bengkulu

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan dan
evaluasi yang disusun

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah
Provinsi Bengkulu

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan dan
evaluasi yang disusun

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah
Provinsi Bengkulu

PROGRAM

PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

persentase layanan administrasi perkantoran

III Prioritas Belanja Daerah - 63




Prioritas Program | Indikator SKPD Pelaksana Keterangan
Pembangunan Kinerja
Nasional

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah
Provinsi Bengkulu

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

persentase layanan administrasi perkantoran

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah
Provinsi Bengkulu

persentase layanan admistrasi perkantoran

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah
Provinsi Bengkulu

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah
Provinsi Bengkulu

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah
Provinsi Bengkulu

Persentase sarana dan prsarana perkantoran dalam kondisi baik

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah
Provinsi Bengkulu

PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD

Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah
Provinsi Bengkulu

PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD

Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah
Provinsi Bengkulu

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat
Daerah dilaksanakan
(Bappeda)

III Prioritas Belanja Daerah - 64



No

Prioritas
Pembangunan
Nasional

Program

Indikator SKPD Pelaksana Keterangan
Kinerja

Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Provinsi
Bengkulu

PROGRAM

PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat
Daerah dilaksanakan
(Bappeda)

Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Provinsi
Bengkulu

PROGRAM

PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Persentase ASN Yang ditingkatkan kompetensinya (Bappeda)

Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Provinsi
Bengkulu

PROGRAM

PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Persentase ASN Yang ditingkatkan kompetensinya (Bappeda)

Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Provinsi
Bengkulu

PROGRAM

PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan
evaluasi yang disusun
(Bappeda)

Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Provinsi
Bengkulu

PROGRAM

PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan
evaluasi yang disusun
(Bappeda)

Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Provinsi
Bengkulu

PROGRAM

PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Persentase indikator kinerja program dalam PK yang berorientasi
hasil (Bappeda)

Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Provinsi
Bengkulu

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
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Pembangunan Kinerja
Nasional

Persentase indikator kinerja program dalam PK yang berorientasi

hasil (Bappeda)
Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Provinsi
Bengkulu

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Persentase indikator kinerja tujuan dan sasaran dalam PK dan IKU
yang berorientasi hasil
(Bappeda)

Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Provinsi
Bengkulu

PROGRAM

PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Persentase indikator kinerja tujuan dan sasaran dalam PK dan IKU
yang berorientasi hasil
(Bappeda)

Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Provinsi
Bengkulu

PROGRAM

PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Persentase jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat
daerah yang disusun
(Bappeda)

Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Provinsi
Bengkulu

PROGRAM

PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Persentase jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat
daerah yang disusun
(Bappeda)

Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Provinsi
Bengkulu

PROGRAM

PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Persentase Layanan Umum perangkat umum yang dilaksanakan
(Bappeda)

Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Provinsi
Bengkulu

PROGRAM

PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Persentase Layanan Umum perangkat umum yang dilaksanakan
(Bappeda)
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No Prioritas Program | Indikator SKPD Pelaksana Keterangan
Pembangunan Kinerja
Nasional
Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Provinsi
Bengkulu
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Persentase OPD yang menyusun dokumen PK, IKU, Rencana Aksi
(Bappeda)

Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Provinsi
Bengkulu

PROGRAM

PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Persentase OPD yang menyusun dokumen PK, IKU, Rencana Aksi
(Bappeda)

Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Provinsi
Bengkulu

PROGRAM

PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Persentase tujuan dan sasaran dalam RPJMD Bappeda yang
berorientasi hasil (Bappeda)

Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Provinsi
Bengkulu

PROGRAM

PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Persentase tujuan dan sasaran dalam RPJMD Bappeda yang
berorientasi hasil (Bappeda)

Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Provinsi
Bengkulu

PROGRAM
DAERAH

PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN

Persentase indikator kinerja program dalam Renja yang berorientasi
hasil

Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Provinsi

Bengkulu
PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN
DAERAH
Persentase indikator kinerja program dalam Renja yang berorientasi
hasil
Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Provinsi
Bengkulu
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN
DAERAH
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No

Prioritas
Pembangunan
Nasional

Program

Indikator SKPD Pelaksana Keterangan
Kinerja

Persentase indikator kinerja program yang mendukung capaian
indikator kinerja sasaran dan tujuan

Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Provinsi
Bengkulu

PROGRAM
DAERAH

PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN

Persentase indikator kinerja program yang mendukung capaian
indikator kinerja sasaran dan tujuan

Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Provinsi
Bengkulu

PROGRAM
DAERAH

PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN

Persentase indikator kinerja tujuan dan sasaran dalam Renja yang
berorientasi hasil

Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Provinsi
Bengkulu

PROGRAM
DAERAH

PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN

Persentase indikator kinerja tujuan dan sasaran dalam Renja yang
berorientasi hasil

Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Provinsi
Bengkulu

PROGRAM
DAERAH

PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN

Persentase keselarasan program antara RPJMD dengan RKPD

Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Provinsi
Bengkulu

PROGRAM
DAERAH

PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN

Persentase keselarasan program antara RPJMD dengan RKPD

Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Provinsi
Bengkulu

PROGRAM
DAERAH

PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN

Persentase Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah
berbasis Tl
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Prioritas Program | Indikator SKPD Pelaksana Keterangan
Pembangunan Kinerja
Nasional

Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Provinsi
Bengkulu

PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN
DAERAH

Persentase Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah
berbasis Tl

Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Provinsi
Bengkulu

PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN
DAERAH

Persentase target indikator tujuan dan sasaran dalam RPJMD yang
tercapai

Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Provinsi
Bengkulu

PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN
DAERAH

Persentase target indikator tujuan dan sasaran dalam RPJMD yang
tercapai

Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Provinsi
Bengkulu

PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH

Persentase target indikator tujuan dan sasaran dalam RPJMD yang
tercapai

Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Provinsi
Bengkulu

PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH

Persentase target indikator tujuan dan sasaran dalam RPJMD yang
tercapai

Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Provinsi
Bengkulu

PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Persentase OPD dengan kategori inovatif

Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Provinsi
Bengkulu
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Tabel 3.4

Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
1.01.01 PROGRAM | Persentase Dokumen 1.01.01.1.01 Jumlah Dokumen Perencanaan, 1.01.01.1.01.01 Penyusunan Jumlah Dokumen Perencanaan
PENUNJANG Perencanaan, 100 % Perencanaan, 6 Dokumen Dokumen Perencanaan 1
URUSAN Penganggaran, Pelaporan dan Penganggaran, Penganggaran dan Pelaporan yang | Perangkat Daerah Perangkat Daerah
PEMERINTAHAN Evaluasi dan Evaluasi dibuat Jumlah Operator DAPODIK

DAERAH PROVINSI

yang disusun

Kinerja Perangkat
Daerah

2

SMA/SMK/SLB

Jumlah SMA, SMK dan SLB
Penerima 1

DAK

1.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

Jumlah Informasi yang disediakan
Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi
yang dilaksanakan

Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

1.01.01.1.02
Administrasi
Keuangan
Perangkat Daerah

Jumlah Administrasi Keuangan
14 bulan yang
Dilaksanakan

daerah

1.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji
dan
Tunjangan ASN

Jumlah Orang yang Menerima Gaji
dan
Tunjangan ASN
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
1.01.01.1.02.03 Pelaksanaan Tersedianya Jasa Pengelola
Penatausahaan dan Kegiatan
Pengujian/Verifikasi Keuangan
SKPD
1.01.01.1.02.06 Pengelolaan dan
Penyiapan Bahan Tanggapan
Pemeriksaan
1.01.01.1.03 Jumlah Pengamanan Aset yang 1.01.01.1.03.02 Pengamanan Jumlah Aset/Barang milik daerah
Administrasi 12 Bulan Barang yang didata, diamankan dan
Barang Milik Dilaksanakan Milik Daerah SKPD diiventarisir

Daerah pada
Perangkat Daerah

1.01.01.1.05
Administrasi
Kepegawaian
Perangkat Daerah

Jumlah Administrasi Kepegawaian
12 Bulan
Perangkat Daerah

1.01.01.1.05.05 Monitoring,
Evaluasi, dan Penilaian Kinerja
Pegawai

Jumlah Dokumen Monitoring,
Evaluasi, dan Penilaian Kinerja
Pegawai

Jumlah Kinerja Pegawai yang
dinilai dan dievaluasi

1.01.01.1.06
Administrasi
Umum

Perangkat Daerah

Jumlah Adminstrasi Umum
Perangkat 12 Bulan
Daerah yang dilaksanakan

1.01.01.1.06.01 Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor

Jumlah alat listrik yang dibutuhkan
jumlah Komponen Instalasi Listrik
yang

dibutuhkan

1.01.01.1.06.03 Penyediaan
Peralatan
Rumah Tangga

Jumlah Peralatan rumah tangga
dan peralatan kebersihan yang
dibutuhkan
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Program Kegiatan Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan

1.01.01.1.06.04 Penyediaan Jumlah Alat tulis kantor yang

Bahan dibutuhkan

Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik
Kantor yang
Disediakan

1.01.01.1.06.05 Penyediaan Jumlah Cetak dan Penggandaan

Barang yang dibutuhkan

Cetakan dan Penggandaan

1.01.01.1.06.06 Penyediaan Jumlah Bahan bacaan dan
Bahan Bacaan dan Peraturan peraturan perundangan yang
Perundang- Undangan dibutuhkan

1.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan | Jumlah Laporan Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan Konsultasi | Rapat

SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Jumlah rapat koordinasi dan
konsultasi yang dilaksanakan

1.01.01.1.07 Jumlah Pengadaan yang 1.01.01.1.07.01 Pengadaan Jumlah Pengadaan Kendaraan
Pengadaan Barang | dilaksanakan 5 Jenis Kendaraan Perorangan Dinas Dinas
Milik Daerah atau Kendaraan Dinas Jabatan Operasional

Penunjang Urusan
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Program Kegiatan Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
Pemerintah
Daerah
1.01.01.1.07.06 Pengadaan Jumlah Pengadaan Peralatan
Peralatan dan Mesin Lainnya Kantor

Jumlah Unit Peralatan dan Mesin
Lainnya yang Disediakan

1.01.01.1.08 Jumlah jasa urusan Penunjang 1.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa | Jumlah surat yang didistribusikan
Penyediaan Jasa Pemerintah 12 Bulan daerah yang | Surat

Penunjang Urusan | disediakan Menyurat

Pemerintahan

Daerah

1.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa | Jumlah Biaya Telepom, air, listrik
Komunikasi, Sumber Daya Air dan internet

dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik yang Disediakan

1.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor yang
Disediaka

Jumlah Pengelola administrasi
keuangan, jumlah pejabat
pengadaan, jumlah pjphp jumlah
THL, Jumlah tenaga kependidikan
dan Jumlah tenaga kesehatan

III Prioritas Belanja Daerah - 74



Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan

Jumlah Sewa kantor yang
dibutuhkan

1.01.01.1.09 Jumlah Pemeliharaan Barang Milik | 1.01.01.1.09.01 Penyediaan Jasa | Jumlah gedung kantor yang

Pemeliharaan Daerah 12 Bulan yang Pemeliharaan, Biaya dipelihara

Barang Milik dilaksanakan Pemeliharaan dan Pajak Jumlah Kendaraan

Daerah Penunjang Kendaraan Perorangan Dinas dinas/operasional yan dipelihara

Urusan
Pemerintahan
Daerah

atau Kendaraan Dinas Jabatan

1.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa | Jumlah Kendaraan

Pemeliharaan, Biaya dinas/operasional yan dipelihara

Pemeliharaan, Pajak dan
Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan
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Program Kegiatan Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
1.01.01.1.09.06 Pemeliharaan Jumlah Peralatan dan
Peralatan dan Mesin Lainnya Perlengkapan

Gedung Kantor yang dipelihara

1.01.02 PROGRAM | Persentase Guru SMA 1.01.02.1.01 Persentase Guru yang belum 1.01.02.1.01.01 Pembangunan Jumlah Sekolah Yang dibangun
PENGELOLAAN Bersertifikasi 51 % Persentase Pengelolaan bersertifikasi 40 % USB (Unit Sekolah Baru)
PENDIDIKAN Siswa SLTA yang Putus 0,44 % Pendidikan yang difasilitasi sertifikasinya

Sekolah Sekolah Persentase Sekolah yang belum

Persentase SLTA dalam Kondisi Menengah Atas memiliki 40 %

87,96 % Bangunan Baik ruang Penunjang

Persentase SMA Terakreditasi Rata-rata kompetensi Literasi SMA

97 % 1 Unit berdasarkan Asesmen

Rasio Guru Terhadap siswa Nasional

1:14 Indeks Rata-rata kompetensi Numerasi

Pendidikan Menengah SMA 1 Unit berdasarkan

Rasio Ketersedian Ruang Kelas Asesmen Nasional

SLTA 1:1 Indeks terhadap
rombongan Belajar

Rasio Ketersedian Sekolah
Terhadap 1:692 Indeks penduduk
usia sekolah pendidikan

menengah
1.01.02.1.01.14 Pembangunan Jumlah Sarana, Prasarana dan
Sarana, Prasarana dan Utilitas Utilitas Sek yang Telah Dibangun
Sekolah Jumlah Sarana Utilias yng

dibangun

1.01.02.1.01.36 Pengadaan Jumlah Mebel Sekolah yang
Mebel Tersedia
Sekolah
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program

Indikator Kinerja

Hasil Program Target
Capaian

Kegiatan

Indikator Kinerja

Keluaran Kegiatan

Target
Capaian

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja

Keluaran Sub Targe
Kegiatan

1.01.02.1.01.38 Pengadaan
Perlengkapan Sekolah

Jumlah Perlengkapan Sekolah
yang Terse

1.01.02.1.01.39 Pengadaan
Perlengkapan Peserta Didik

Jumlah Perlengkapan Peserta Didik

yang
Tersedia

1.01.02.1.01.41 Pengadaaan Alat
Praktik dan Peraga Peserta Didik

1.01.02.1.01.47 Penyelenggaraan
Proses Belajar dan Ujian bagi
Peserta Didik

Jumlah Penyelenggaraan sekolah
yang dilaksanakan

1.01.02.1.01.49 Pembinaan
Minat, Bakat dan Kreativitas
Siswa

Jumlah Lomba yang dilaksanakan
Jumlah Siswa yang Mengikuti
Ajang Kompetisi/Lomba Akademik
dan Non Akademik

1.01.02.1.01.51 Pengembangan
Karir Pendidik dan Tenaga
Kependidikan Pada Satuan
Pendidikan Sekolah Menengah
Atas

Jumlah Guru yang difasilitasi
sertifikasiny

Jumlah Pendidik dan Tenaga
Kependidika yang Mendapatkan
Fasilitasi Kenaikan
Pangkat/Golongan, Pemberian
Promosi, Peningkatan Kompetensi
dan Kualifikasi

1.01.02.1.01.52 Pembinaan
Kelembagaan dan Manajemen
Sekolah Menengah Atas

Jumlah Sekolah Menengah Atas
yang Dilakukan Pembinaan
Kelembagaan dan Manajemen
Jumlah Sekolah yang
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
melaksanakan
PPDB
1.01.02.1.01.53 Pengelolaan Jumlah Sekolah Menengah Atas
Dana yang mendapatkan BOS
BOS Sekolah Menengah Atas
1.01.02.1.01.54 Peningkatan Jumlah Monitoring dan Pembinaan
Kapasitas Pengelolaan Dana BOS | dan
Sekolah Menengah Atas BOS
1.01.02.1.02 Persentase Sekolah yang belum 1.01.02.1.02.01 Pembangunan jumlah USB yang dibangun
Pengelolaan memiliki 40 % USB (Unit Sekolah Baru)
Pendidikan ruang Penunjang
Sekolah Rata-rata kompetensi Literasi SMK
Menengah 1 Unit berdasarkan Asesmen
Kejuruan Nasional
Rata-rata kompetensi Numerasi
SMK 1 Unit berdasarkan

Asesmen Nasional

Tingkat Kepuasan dunia kerja
terhadap 35%

budaya kerja lulusan SMK
Tingkat Penyerapan Lulusan SMK
35%

1.01.02.1.02.10 Pembangunan
Sarana, Prasarana dan Utilitas
Sekolah

Jumlah Sarana, Prasarana dan
Utilitas Sek yang Telah Dibangun

III Prioritas Belanja Daerah - 78




Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program

Indikator Kinerja

Hasil Program Target
Capaian

Kegiatan

Indikator Kinerja

Keluaran Kegiatan

Target
Capaian

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja

Keluaran Sub Targe
Kegiatan

1.01.02.1.02.28 Pengadaan
Mebel
Sekolah

Jumlah Mebel Sekolah yang
Tersedia

Jumlah Sekolah penerima
meubeler

1.01.02.1.02.33 Pengadaaan Alat
Praktik dan Peraga Peserta Didik

jumlah alat praktek peraga siswa
yang diadakan

Jumlah Alat Praktik dan Peraga
Peserta

Didik yang Tersedia

1.01.02.1.02.39 Penyelengaraan
Proses Belajar dan Ujian bagi
Peserta Didik

Jumlah Penyelenggaraan Sekolah
yang dilaksanakan

1.01.02.1.02.41 Pembinaan
Minat, Bakat dan Kreativitas
Siswa

Jumlah Lomba yang dilaksanakan

1.01.02.1.02.43 Pengembangan
Karir Pendidik dan Tenaga
Kependidikan pada Satuan
Pendidikan Sekolah Menengah
Kejuruan

jumlah guru smk yang
ditingkatkan kualitasnya
Jumlah Guru yang difasilitasi
sertifikasiny

1.01.02.1.02.45 Pembinaan
Kelembagaan dan Manajemen
Sekolah Menengah Kejuruan

Jumlah Sekolah SMK Pusat
Keunggulan
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan

1.01.02.1.02.46 Pengelolaan Jumlah SMK yang mendapatakan
Dana dana bos
BOS Sekolah Menengah
Kejuruan
1.01.02.1.02.47 Peningkatan Jumlah Monitoring dan Pembinaan
Kapasitas Pengelolaan Dana BOS | Dana BOS
Sekolah Menengah Kejuruan

1.01.02.1.03 Jumlah Kebutuhan ruang kelas 1.01.02.1.03.46 Penyelenggaraan | Jumlah Penyelenggaraan Sekolah

Pengelolaan sekolah 1 Unit Proses Belajar dan Ujian bagi yang dilaksanakan

Pendidikan Khusus

Persentase Guru yang belum
bersertifikasi 11 %

yang difasilitasi sertifikasinya
Persentase Sekolah yang belum
memiliki 30 %

ruang Penunjang

Peserta Didik

1.01.02.1.03.48 Pembinaan
Minat, Bakat dan Kreativitas
Siswa

Jumlah Lomba yang dilaksanakan

1.01.02.1.03.50 Pengembangan
Karir Pendidik dan Tenaga
Kependidikan pada Satuan
Pendidikan Khusus

Jumlah Guru yang difasilitasi
sertifikasiny

Jumlah Pendidik dan Tenaga
Kependidika yang Mendapatkan
Fasilitasi Kenaikan
Pangkat/Golongan, Pemberian
Promosi, Peningkatan Kompetensi
dan Kualifikasi
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
1.01.02.1.03.52 Pengelolaan
Dana
BOS Sekolah Pendidikan Khusus
1.01.02.1.03.53 Peningkatan Jumlah Monitoring dan Pembinaan
Kapasitas Pengelolaan Dana BOS | Dana
Sekolah Pendidikan Khusus BOS
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.02.01 PROGRAM | Persentase Dokumen 1.02.01.1.01 Persentase Dokumen Perencanaan, | 1.02.01.1.01.01 Penyusunan Jumlah Dokumen Perencanaan
PENUNJANG Perencanaan, 100 % Perencanaan, 100 % Penganggaran, Pelaporan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
URUSAN Penganggaran, Pelaporan dan Penganggaran, dan evaluasi yang Perangkat Daerah
PEMERINTAHAN Evaluasi dan Evaluasi disusun
DAERAH PROVINSI | yang disusun (Dinkes) Kinerja Perangkat | Tercapainya Koordinasi dan
Terpenuhinya Urusan Daerah Penyusunan 1 Tahun

Pemerintahan 1 Tahun

Daerah Provinsi

Dokumen RKA-SKPD dan
Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.02.01.1.01.02 Koordinasi dan
Penyusunan Dokumen RKA-
SKPD

Jumlah Dokumen RKA-SKPD

1.02.01.1.01.06 Koordinasi dan
Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja
dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Laporan Capaian Kinerja
dan lkhtisar Realisasi Kinerja SKPD
dan Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan Capaian
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
1.02.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
1.02.01.1.02 persentase jumlah dokumen 1.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji Jumlah Orang yang Menerima Gaji
Administrasi administrasi 100 % dan dan
Keuangan keuangan perangkat daerah yang Tunjangan ASN Tunjangan ASN

Perangkat Daerah

disusun

Tersedianya Gaji dan Tunjangan
Bagi ASN 1 Tahun

RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu

Jumlah Orang yang Menerima Gaji
dan

Tunjangan ASN

Jumlah Orang yang Menerima Gaji
dan

Tunjangan ASN

Terpenuhinya Pembayaran Gaji
dan

Tunjangan ASN

Terpenuhinya Tambahan
Penghasilan untuk Dokter Spesialis
dan seluruh ASN

1.02.01.1.02.03 Pelaksanaan
Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi Keuangan
SKPD

Jumlah Dokumen Penatausahaan
dan 1

Pengujian/Verifikasi Keuangan
SKPD
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
1.02.01.1.02.05 Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Akhir
Penyusunan Laporan Keuangan Tahun SKPD dan Laporan Hasil
Akhir Tahun SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD
1.02.01.1.02.07 Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan
Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran
Bulanan/ Triwulanan/Semesteran | SKPD dan Laporan Koordinasi
SKPD Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD
1.02.01.1.03 Persentase Administrasi Barang 1.02.01.1.03.06 Penatausahaan Jumlah Laporan Penatausahaan
Administrasi Milik Daerah 100 % Barang Milik Daerah pada SKPD | Barang
Barang Milik pada Perangkat Daerah Milik Daerah pada SKPD

Daerah pada
Perangkat Daerah

dilaksanakan

1.02.01.1.05
Administrasi
Kepegawaian
Perangkat Daerah

Persentase ASN Yang ditingkatkan
10 %
kompetensinya

1.02.01.1.05.05 Monitoring,
Evaluasi, dan Penilaian Kinerja
Pegawai

Jumlah Dokumen Monitoring,
Evaluasi, dan Penilaian Kinerja
Pegawai

1.02.01.1.05.09 Pendidikan dan
Pelatihan Pegawai Berdasarkan
Tugas dan Fungsi

Jumlah Pegawai Berdasarkan
Tugas dan Fungsi yang Mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan

Jumlah Pegawai Berdasarkan
Tugas dan Fungsi yang Mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
1.02.01.1.06 Persentase Layanan Umum 1.02.01.1.06.01 Penyediaan Jumlah Paket Komponen Instalasi
Administrasi perangkat 100 % umum Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Umum yang dilaksanakan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yan Disediakan

Perangkat Daerah

Tersedianya Administrasi Umum
RSUD Dr. 1 Tahun M. Yunus
Bengkulu

Kantor

1.02.01.1.06.02 Penyediaan
Peralatan dan Perlengkapan
Kantor

Jumlah Paket Peralatan dan
Perlengkapa

Kantor yang Disediakan
Jumlah Paket Peralatan dan
Perlengkapa

Kantor yang Disediakan

1.02.01.1.06.03 Penyediaan
Peralatan
Rumah Tangga

Jumlah Paket Peralatan Rumah
Tangga yang Disediakan

1.02.01.1.06.04 Penyediaan
Bahan
Logistik Kantor

Jumlah Paket Bahan Logistik
Kantor yang

Disediakan

Terpenuhinya Bahan Logistik
Kantor yang disediakan

1.02.01.1.06.05 Penyediaan
Barang
Cetakan dan Penggandaan

Jumlah Paket Barang Cetakan dan
Penggandaan yang Disediakan
Terpenuhinya Barang Cetakan dan
Penggandaan yang disediakan

III Prioritas Belanja Daerah - 84




Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
1.02.01.1.06.06 Penyediaan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan
Bahan Bacaan dan Peraturan dan 1
Perundang- Undangan Peraturan Perundang-Undangan
yang
Disediakan
1.02.01.1.06.08 Fasilitasi Jumlah Laporan Fasilitasi
Kunjungan Kunjungan
Tamu Tamu
1.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan | Jumlah Laporan Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan Konsultasi | Rapat
SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.02.01.1.06.10 Penatausahaan Jumlah Dokumen Penatausahaan
Arsip Dinamis pada SKPD Arsip 1 Dinamis pada SKPD
1.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 1.02.01.1.07.02 Pengadaan Terpenuhinya Unit Kendaraan
Pengadaan Barang | yang 11 Unit diadakan Kendaraan Dinas
Milik Daerah Tersedianya Barang Milik Daerah Dinas Operasional atau Operasional atau Lapangan yang
Penunjang Urusan | Penunjang 1 Tahun Lapangan disedia
Pemerintah Urusan RSUD Dr. M. Yunus
Daerah Bengkulu

1.02.01.1.07.06 Pengadaan
Peralatan dan Mesin Lainnya

Jumlah Unit Peralatan dan Mesin
Lainnya yang Disediakan

1.02.01.1.07.09 Pengadaan
Gedung
Kantor atau Bangunan Lainnya

Jumlah Unit Gedung Kantor atau
Bangun

Lainnya yang Disediakan
Terpenuhinya Gedung Kantor atau
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Program Kegiatan Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan

Bangunan Lainnya yang

Disediakan
1.02.01.1.07.10 Pengadaan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana
Sarana dan Prasarana Gedung Gedun Kantor atau Bangunan
Kantor atau Bangunan Lainnya Lainnya yang Disediakan
1.02.01.1.07.11 Pengadaan Terpenuhinya Sarana dan
Sarana dan Prasarana Prasarana Pendukung Gedung
Pendukung Gedung Kantor atau | Kantor atau Bangun Lainnya yang
Bangunan Lainnya Disediakan
1.02.01.1.08 Persentase Jasa Penunjang Urusan 1.02.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Penyediaan Jasa 100 % Pemerintahan Daerah Surat Surat
Penunjang Urusan Menyurat Menyurat

Pemerintahan
Daerah

1.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya Air Komunikasi, Sumber Daya Air dan

dan Listrik Listrik yang Disediakan

1.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa

Pelayanan Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor yang
Disediakan

Jumlah Petugas ( THL ) yang
menerima jasa pelayanan umum
kantor
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Program Kegiatan Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
1.02.01.1.09 Persentase Barang Milik Daerah 1.02.01.1.09.01 Penyediaan Jasa | Jumlah Kendaraan Perorangan
Pemeliharaan Penunjang 82 % Urusan Pemeliharaan, Biaya Dinas ata Kendaraan Dinas Jabatan
Barang Milik Pemerintahan Daerah Pemeliharaan dan Pajak yang Dipelihara dan Dibayarkan
Daerah Penunjang | dimnafaatkan dengan baik Kendaraan Perorangan Dinas Pajaknya
Urusan Terpeliharanya Barang Milik Daerah | atau Kendaraan Dinas Jabatan
Pemerintahan 1 Tahun
Daerah Penunjang Urusan RSUD Dr. M.
Yunus
Bengkulu
1.02.01.1.09.02 Penyediaan Jasa | Jumlah Kendaraan Dinas
Pemeliharaan, Biaya Operasional ata Lapangan yang
Pemeliharaan, Pajak dan Dipelihara dan Dibayarka Pajak
Perizinan Kendaraan Dinas dan Perizinannya

Operasional atau Lapangan

1.02.01.1.09.06 Pemeliharaan Jumlah Peralatan dan Mesin
Peralatan dan Mesin Lainnya Lainnya yan

Dipelihara

Jumlah Peralatan dan Mesin
Lainnya yan

Dipelihara

III Prioritas Belanja Daerah - 87



Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
1.02.01.1.09.09 Tersedianya Gedung Kantor dan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Banguna
Gedung Lainnya yang
Kantor dan Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
1.02.01.1.09.11 Jumlah Sarana dan Prasarana
Pemeliharaan/Rehabilitasi Pendukung Gedung Kantor atau
Sarana dan Prasarana Bangunan Lainnya y
Pendukung Gedung Kantor atau | Dipelihara/Direhabilitasi
Bangunan Lainnya
1.02.01.1.10 Tersedianya Pelayanan dan 1.02.01.1.10.01 Pelayanan dan Peningkatan Pelayanan dan

Peningkatan
Pelayanan BLUD

Pendukung 1 Tahun

Pelayanan BLUD

Penunjang Pelayanan BLUD

Pendukung
Pelayanan BLUD

1.02.02 PROGRAM
PEMENUHAN
UPAYA
KESEHATAN
PERORANGAN
DAN UPAYA
KESEHATAN
MASYARAKAT

OPersentase pemenuhan fasilitas
97.5 0%

dan layanan kesehatan

Jumlah BMHP perlengkapan dan
1 Paket operasional UPT,
Labkesda Provinsi

Bengkulu yang disediakan
Jumlah Kab/Kota yang alat

10 Kab/Kota kesehatan, obat,
vaksin, makanan

dan minuman didistribusi obat, v
Jumlah pelaksanaan pelayanan

1 Paket kesehatan bergerak di
DPTK

Jumlah rehabilitasi dan

1 Unit pemeliharaan fasilitas

1.02.02.1.01
Penyediaan
Fasilitas
Pelayanan, Sarana,
Prasarana dan Alat
Kesehatan untuk
UKP Rujukan, UKM
dan UKM Rujukan
Tingkat Daerah
Provinsi

Persentase Fasilitas Pelayanan,
Sarana, 90 % Prasarana dan
Alat Kesehatan untuk UKP
Rujukan, UKM dan UKM Rujukan
Tingkat

Daerah Provinsi yang memenuhi
standar

Tersedianya Fasilitas Pelayanan,
Sarana, 1 Tahun

Prasarana dan Alat Kesehatan
untuk UKP Rujukan, UKM Rujukan
Tingkat Daerah

1.02.02.1.01.01 Pembangunan
Rumah Sakit Beserta Sarana dan
Prasarana Pendukungnya

Terpenuhinya Rumah Sakit yang
Memen Rasio Tempat Tidur
Terhadap Jumlah Penduduk
Minimal 1:1000
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program

Indikator Kinerja

Hasil Program Target
Capaian

Kegiatan

Indikator Kinerja

Keluaran Kegiatan

Target
Capaian

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja

Keluaran Sub Targe
Kegiatan

kesehatan dilingkungan Dinas
Kesehatan

Provinsi Bengkulu dan UPT
Bapelkes dan UPT Labkesda yang
dilaksanakan

Pemenuhan Upaya Kesehatan

1 Tahun

Perorangan dan Upaya Kesehatan
Masyarakat

Persentase kebutuhan upaya
86.75 %

kesehatan Peroranag dan upaya
kesehatan masyarakat (RSKJ))

1.02.02.1.01.02 Pembangunan Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya

Fasilitas Kesehatan Lainnya

yang
Dibangun

1.02.02.1.01.06 Pengembangan Jumlah Pelayanan Kesehatan Di
Pendekatan Pelayanan
Kesehatan di DTPK (Pelayanan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan

Kesehatan Bergerak, Gugus
Pulau, Pelayanan Kesehatan
Berbasis Telemedicine, dll)

DTPK (Pelayanan Kesehatan

Kesehatan Berbasis Telemedicine,
dll) yang Dilakukan
Pengembangan

1.02.02.1.01.08 Rehabilitasi dan Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya
Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan | yang Dilakukan Rehabilitasi dan

Lainnya

Pemeliharaan Sarana, Prasarana
dan Alat Kesehatan

Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya
yang Dilakukan Rehabilitasi dan
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program

Indikator Kinerja

Hasil Program Target
Capaian

Kegiatan

Indikator Kinerja

Keluaran Kegiatan

Target
Capaian

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja

Keluaran Sub Targe
Kegiatan

Pemeliharaan Sarana, Prasarana
dan Alat Kesehatan

1.02.02.1.01.09 Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Rumah Sakit

Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat
Keseh yang Dilakukan Rehabilitasi
dan Pemeliha oleh Rumah Sakit

1.02.02.1.01.10 Pengadaan Alat
Kesehatan/Alat Penunjang
Medik Fasilitas Layanan
Kesehatan

Jumlah Alat Kesehatan/Alat
Penunjang Medik Fasilitas Layanan
Kesehatan yang Disediakan

1.02.02.1.01.11 Pengadaan
Sarana di
Fasilitas Layanan Kesehatan

Jumlah Sarana di Fasilitas Layanan
Keseh yang Disediakan
Jumlah Sarana di Fasilitas Layanan
Keseh yang Disediakan

1.02.02.1.01.12 Pengadaaaan
Prasarana Fasilitas Layanan
Kesehatan

Jumlah Prasarana dan alkes di RS
sesuai standar

Terpenuhinya Prasarana Fasilitas
Layanan

Kesehatan yang Disediakan

1.02.02.1.01.13 Pengadaan dan
Pemeliharaan Alat Kalibrasi

Tersedianya Alat Uji dan Kalibrasi
pada U Pemeliharaan Fasilitas
Kesehatan Regional/Regional
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program

Indikator Kinerja

Hasil Program Target
Capaian

Kegiatan

Indikator Kinerja

Keluaran Kegiatan

Target
Capaian

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja

Keluaran Sub Targe
Kegiatan

Maintainance Center yang
Disediakan dan Dipelihara

1.02.02.1.01.14 Pengadaan
Bahan Habis Pakai Lainnya
(Sprei, Handuk dan Habis Pakai
Lainnya)

Jumlah Bahan Habis Pakai Lainnya
(Sprei, Handuk dan Habis Pakai
Lainnya) yang Disediakan

1.02.02.1.01.15 Pengadaan dan
Pemeliharaan Alat-Alat
Kesehatan/Peralatan
Laboratorium Kesehatan

Jumlah Alat-Alat
Kesehatan/Peralatan Laboratorium
Kesehatan yang Disediakan dan
Dipelihara

1.02.02.1.01.16 Pengadaan
Barang

Penunjang Operasional Rumah
Sakit

Jumlah Barang Penunjang
Operasional
Rumah Sakit yang Disediakan

1.02.02.1.01.17 Pemeliharaan
Alat Kesehatan/Alat Penunjang
Medik Fasilitas Layanan
Kesehatan

Terpenuhinya Alat Kesehatan/Alat
Penunjang Medik Fasilitas Layanan
Kesehatan yang Terpelihara Sesuai
Stand

1.02.02.1.01.18 Pemeliharaan
Sarana
Fasilitas Layanan Kesehatan

Jumlah sarana fasilitas pelayanan
keseha yang dipelihara

1.02.02.1.01.21 Distribusi Alat
Kesehatan, Obat, Vaksin,

Jumlah Dokumen Distribusi Alat
Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
Makanan dan Minuman serta dan Minuman serta Fasilitas
Fasilitas Kesehatan Lainnya Kesehatan Lainnya
1.02.02.1.01.22 Pengadaan Obat, | Terpenuhinya Obat, Vaksin,
Vaksin, Makanan dan Minuman Makanan dan Minuman serta
serta Fasilitas Kesehatan Lainnya | Fasilitas Kesehatan Lainny yang
Disediakan

1.02.02.1.02 Pelayanan Kesehatan dan Rujukan 1.02.02.1.02.01 Pengelolaan Jumlah Penduduk yang

Penyediaan untuk 1 Tahun Pelayanan Kesehatan bagi 203

Layanan UKP Rujukan Tingkat Daerah Penduduk Terdampak Krisis Mendapatkan Layanan Kesehatan

Kesehatan untuk
UKP Rujukan, UKM
dan UKM Rujukan
Tingkat Daerah
Provinsi

Provinsi

Peresentase Layanan Kesehatan
untuk UKP 100 % Rujukan, UKM
dan UKM Rujukan Tingkat

Daerah Provinsi dalam
meningkatkan derajad kesehatan
masyarakat

Peresentase Layanan Kesehatan
untuk UKP 100 % Rujukan, UKM
dan UKM Rujukan Tingkat

Daerah Provinsi untuk pencegahan
dan pengendalian penyakit serta
kedaruratan kesehatan masyarakat

Kesehatan Akibat Bencana
dan/atau Berpotensi Bencana

yang Terdampak Krisis Kesehatan
Akibat Bencana dan/Atau
Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai
Standar

1.02.02.1.02.02 Pengelolaan
Pelayanan Kesehatan bagi
Penduduk pada Kondisi Kejadian
Luar Biasa (KLB)

Jumlah Penduduk yang

0 O Mendapatkan Layanan
Kesehatan

pada Kondisi Kejadian Luar Biasa
Provinsi yang Mendapatkan
Pelayanan Kesehatan Sesuai
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
Standar
Jumlah Penduduk yang

203

Mendapatkan Layanan Kesehatan
pada Kondisi Kejadian Luar Biasa
Provinsi yang Mendapatkan
Pelayanan Kesehatan Sesuai
Standar

1.02.02.1.02.03 Pengelolaan
Pelayanan Kesehatan lbu dan
Anak

Jumlah Dokumen Hasil
Pengelolaan 3
Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak

1.02.02.1.02.04 Pengelolaan
Pelayanan Kesehatan Usia
Produktif

Jumlah Dokumen Hasil
Pengelolaan

Pelayanan Kesehatan Usia
Produktif

1.02.02.1.02.05 Pengelolaan
Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut

Jumlah Dokumen Hasil
Pengelolaan
Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut

1.02.02.1.02.06 Pengelolaan
Pelayanan Kesehatan Gizi
Masyarakat

Jumlah Dokumen Hasil
Pengelolaan 1
Pelayanan Kesehatan Gizi
Masyarakat

1.02.02.1.02.07 Pengelolaan
Pelayanan Kesehatan Kerja dan
Olahraga

Jumlah Dokumen Hasil
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
Kerja dan Olahraga
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program

Indikator Kinerja

Hasil Program Target
Capaian

Kegiatan

Indikator Kinerja

Keluaran Kegiatan

Target
Capaian

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja

Keluaran Sub Targe
Kegiatan

1.02.02.1.02.08 Pengelolaan
Pelayanan Kesehatan
Lingkungan

Jumlah Dokumen Hasil
Pengelolaan

Pelayanan Kesehatan Lingkungan
Jumlah Dokumen Hasil
Pengelolaan

Pelayanan Kesehatan Lingkungan
Terciptanya Pengelolaan
Lingkungan Sehat (Pemeriksaan uji
sampel kualitas air bersih, air
limbah medis dan kebisingan)

1.02.02.1.02.09 Pengelolaan
Pelayanan Promosi Kesehatan

Jumlah Dokumen Hasil
Pengelolaan

Pelayanan Promosi Kesehatan
Persentase kegiatan promosi
kesehatan

1.02.02.1.02.11 Pengelolaan
Pelayanan Kesehatan Penyakit
Menular dan Tidak Menular

Jumlah Dokumen Hasil
Pengelolaan 1

Pelayanan Kesehatan Penyakit
Menular dan Tidak Menular

1.02.02.1.02.13 Pengelolaan
Pelayanan Kesehatan Orang
dengan Masalah Kesehatan Jiwa
(ODMK)

Jumlah Dokumen Hasil
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
Orang dengan Masalah Kesehatan
Jiwa (ODMK)
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program

Indikator Kinerja

Hasil Program Target
Capaian

Kegiatan

Indikator Kinerja

Keluaran Kegiatan

Target
Capaian

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja

Keluaran Sub Targe
Kegiatan

1.02.02.1.02.14 Pengelolaan
Pelayanan Kesehatan Orang
dengan Kecanduan NAPZA

Jumlah Penyalahguna NAPZA yang
Mendapakan Rehabilitasi Medis

1.02.02.1.02.16 Pengelolaan
Jaminan
Kesehatan Masyarakat

Jumlah Dokumen Hasil
Pengelolaan

Jaminan Kesehatan Masyarakat
Jumlah Dokumen Hasil
Pengelolaan

Jaminan Kesehatan Masyarakat

1.02.02.1.02.17 Pengelolaan
Surveilans Kesehatan

Jumlah Dokumen Hasil
Pengelolaan
Surveilans Kesehatan
Jumlah Dokumen Hasil
Pengelolaan
Surveilans Kesehatan

1.02.02.1.02.18 Koordinasi dan
Sinkronisasi Penerapan SPM
Bidang Kesehatan Lintas
Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi
dan Sinkronisasi Penerapan SPM
Bidang Kesehatan Lintas
Kabupaten/Kota

1.02.02.1.02.19 Pembinaan
Pelaksanaan Upaya Pelayanan
Kesehatan

Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan
Pelaksanaan Upaya Pelayanan
Kesehatan

1.02.02.1.02.21 Investigasi
Lanjutan Kejadian lkutan Pasca

Jumlah Dokumen Hasil Investigasi
Lanjutan Kejadian lkutan Pasca
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
Imunisasi dan Pemberian Obat Imunisasi dan Pemberian Obat
Massal oleh Kabupaten/Kota Massal oleh Kabupaten/Kota
1.02.02.1.02.22 Operasional Dokumen Operasional Pelayanan
Pelayanan Rumah Sakit Rumah Sakit
Jumlah Dokumen Operasional
Pelayanan Rumah Sakit
1.02.02.1.02.24 Pengelolaan Terpenuhinya Pelayanan
Rujukan dan Rujuk Balik Kesehatan dan
Rujukan untuk Masyarakat
Terlantar
1.02.02.1.02.25 Pengambilan dan | Jumlah Paket Spesimen Penyakit
Pengiriman Spesimen Penyakit Potensia KLB ke Lab
Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang
Rujukan/Nasional Didistribusikan
Jumlah Paket Spesimen Penyakit
Potensia KLB ke Lab
Rujukan/Nasional yang
Didistribusikan
1.02.02.1.02.26 Upaya Jumlah Dokumen Hasil Upaya
Pengurangan Pengurangan Risiko Krisis
Risiko Krisis Kesehatan Kesehatan
1.02.02.1.03 Persentase Kab/kota 1.02.02.1.03.01 Pengelolaan Data | Jumlah Dokumen Hasil
Penyelenggaraan menyelenggarakan 100 % dan Pengelolaan

Sistem Informasi

Sistem Informasi Kesehatan secara
Terintegrasi

Informasi Kesehatan

Data dan Informasi Kesehatan
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program

Indikator Kinerja

Hasil Program Target

Capaian

Kegiatan

Indikator Kinerja

Keluaran Kegiatan Target

Capaian

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja

Keluaran Sub
Kegiatan

Targe

Kesehatan Secara
Terintegrasi

1.02.02.1.03.02 Pengelolaan
Sistem
Informasi Kesehatan

Jumlah Dokumen Hasil
Pengelolaan
Sistem Informasi Kesehatan

1.02.02.1.04
Penerbitan Izin
Rumah Sakit Kelas
B dan Fasilitas
Pelayanan
Kesehatan Tingkat
Daerah Provinsi

Jumlah Rs yang melaksanakan tata
kelola 5RS

sesuai standar

Persentase RS Kelas B yang

100 %

direkomendasikan untuk memiliki
izin operasional

Terpenuhinya Penerbitan lIzin
Rumah Sakit 1 Tahun

Kelas B dan Fasilitas Kesehatan
Tingkat

Daerah Provinsi

1.02.02.1.04.02 Peningkatan Tata
Kelola Rumah Sakit

Jumlah Rumah Sakit yang
Melakukan

Peningkatan Tata Kelola Sesuai
Standar

1.02.02.1.04.03 Peningkatan
Mutu
Pelayanan Fasilitas Kesehatan

Terpenuhinya Fasilitas Kesehatan
yang Dilakukan Pengukuran
Indikator Nasiona Mutu (INM)
Pelayanan Kesehatan
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
1.02.03 PROGRAM | Persentase pemenuhan tenaga 1.02.03.1.01 Persentase pemenuhan tenaga 1.02.03.1.01.01 Pemenuhan Jumlah dokter spesialis ASN yang
PENINGKATAN 74.14 % Perencanaan kesehatan  74.14 % Kebutuhan Sumber Daya mendapatkan tunjangan khusus
KAPASITAS kesehatan berkualitas Kebutuhan yang terstandar Manusia Kesehatan dan Jumlah Dokter Spsesialis Non
SUMBER DAYA Terpenuhinya Peningkatan Sumber Daya Terpenuhinya Jasa Tenaga ASN,THL, ( MOU ) yang
MANUSIA Kapasitas 1 Tahun Manusia Laboratorium 1 Tahun mendapatkan Jasa
KESEHATAN Sumber Daya Manusia Kesehatan | Kesehatan untuk Covid-19 dan Tenaga Harian Lepas Jumlah Sumber Daya Manusia
UKM dan UKP Laboratorium Covid-19 Kesehatan yang Memenuhi
Provinsi Standar di Fasilitas Pelayanan
Kesehatan (Fasyankes)
Jumlah Sumber Daya Manusia
Kesehatan yang Memenuhi
Standar di Fasilitas Pelayanan
Kesehatan (Fasyankes)
Terpenuhinya Sumber Daya
Manusia
Kesehatan yang terstandar
1.02.03.1.01.02 Distribusi dan Jumlah Sumber Daya Manusia
Pemerataan Sumber Daya Kesehatan yang Terdistribusi
Manusia Kesehatan Jumlah Sumber Daya Manusia
Kesehatan yang Terdistribusi
1.02.03.1.02 jumlah nakes yang sesuai standar 1.02.03.1.02.01 Peningkatan Jumlah Sumber Daya Manusia
Pengembangan 74.14 % Terpenuhinya Kompetensi dan Kualifikasi Kesehatan
Mutu dan Pengembangan Mutu dan 1 Sumber Daya Manusia Kompetensi dan Kualifikasi
Peningkatan Tahun Kesehatan Meningkat

Kompetensi Teknis
Sumber Daya
Manusia

Peningkatan Kompetensi Teknis
SDM
Kesehatan

Jumlah Sumber Daya Manusia
Kesehatan
Kompetensi dan Kualifikasi
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
Kesehatan Tingkat Meningkat

Daerah Provinsi

Peningkatan Sumber Daya
Manusia Kesehatan yang
berkompetensi dan berkualifikasi

1.02.03.1.02.02 Pembinaan dan
Pengawasan Sumber Daya
Manusia Kesehatan

Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan
dan Pengawasan Sumber Daya
Manusia Kesehatan

1.02.04 PROGRAM
SEDIAAN
FARMASI, ALAT
KESEHATAN DAN
MAKANAN
MINUMAN

ketersediaan obat esensial
100 %

1.02.04.1.01
Penerbitan
Pengakuan
Pedagang Besar
Farmasi (PBF)
Cabang dan
Cabang Penyalur
Alat Kesehatan
(PAK)

Persentase Pedangan Besar
Farmasi (PBF) dan 100 % PAK yang
memiliki izin

1.02.04.1.01.01 Pengendalian
dan Pengawasan serta Tindak
Lanjut Penerbitan Pengakuan
PBF Cabang dan Cabang PAK

Jumlah PBF Cabang dan Cabang
PAK yang Dikendalikan dan
Diawasi dalam rangka Penerbitan
dan Tindaklanjut Penerbitan
Perizinan

1.02.04.1.02
Penerbitan Izin
Usaha Kecil Obat
Tradisional (UKOT)

Persentase Usaha Kecil Obat
100 % (UKOT)
Yang Memenuhi Ketentuan
Perizinan

Tradisional

1.02.04.1.02.01 Pengendalian
dan Pengawasan serta Tindak
Lanjut Penerbitan Izin Usaha

Kecil Obat Tradisional

Jumlah Usaha Kecil Obat
Tradisional yang Dikendalikan dan
Diawasi dalam rangka Penerbitan
dan Tindaklanjut Penerbitan Izin
Usaha Kecil Obat Tradisional
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan

1.02.05 PROGRAM | Persentase Unit Kesehatan 1.02.05.1.01 Jumlah Kabupaten / Kota Yang 1.02.05.1.01.01 Peningkatan Jumlah Dokumen Hasil Advokasi
PEMBERDAYAAN Berbasis 86 % Masyarakat | Advokasi, Memiliki 7 Kab/Kota Upaya Advokasi Kesehatan, Kesehatan, Pemberdayaan,
MASYARAKAT (UKBM) aktif per 2254 UKBM Pemberdayaan, UKBM Aktif Pemberdayaan, Penggalangan Penggalangan Kemitraan, Peran
BIDANG Kemitraan, Kemitraan, Peran serta serta Masyarakat dan Lintas Sektor
KESEHATAN Peningkatan Peran Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi

Serta Masyarakat
dan Lintas Sektor
Tingkat Daerah
Provinsi

Tingkat Daerah Provinsi

1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMU

M DAN PENATAAN RUANG

1.03.01 PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH PROVINSI

Persentase Dokumen
perencanaan, 100 persen
penganggaran, pelaporan dan
evaluasi yang disusun

1.03.01.1.01
Perencanaan,
Penganggaran,
dan Evaluasi
Kinerja Perangkat
Daerah

Jumlah dokumen perencanaan,
24 dokumen penganggaran dan
pelaporan yang

disusun

1.03.01.1.01.01 Penyusunan
Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah

1.03.01.1.01.06 Koordinasi dan
Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja
dan lkhtisar Realisasi Kinerja SKPD
dan Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD

1.03.01.1.02
Administrasi
Keuangan
Perangkat Daerah

Jumlah Jenis Administrasi
Keuangan 5 jenis
Perangkat Daerah

1.03.01.1.02.01 Penyediaan Gaji
dan
Tunjangan ASN

Jumlah Orang yang Menerima Gaji
2 dan Tunjangan ASN
B
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
1.03.01.1.02.03 Pelaksanaan Jumlah Dokumen Penatausahaan
Penatausahaan dan dan
Pengujian/Verifikasi Keuangan Pengujian/Verifikasi Keuangan
SKPD SKPD
1.03.01.1.02.05 Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Akhir
Penyusunan Laporan Keuangan Tahun SKPD dan Laporan Hasil
Akhir Tahun SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD
1.03.01.1.02.07 Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan
Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran
Bulanan/ Triwulanan/Semesteran | SKPD dan Laporan Koordinasi
SKPD Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD
1.03.01.1.02.08 Penyusunan Jumlah Dokumen Pelaporan dan
Pelaporan dan Analisis Prognosis | Analisis Prognosis Realisasi
Realisasi Anggaran Anggaran
1.03.01.1.03 Jumlah Jenis Barang Milik Daerah 1.03.01.1.03.01 Penyusunan Jumlah Rencana Kebutuhan
Administrasi pada 2 jenis Perencanaan Kebutuhan Barang | Barang
Barang Milik Perangkat Daerah yang disusun Milik Daerah SKPD Milik Daerah SKPD

Daerah pada
Perangkat Daerah

1.03.01.1.03.05 Rekonsiliasi dan
Penyusunan Laporan Barang
Milik Daerah pada SKPD

Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan
Penyusunan Laporan Barang Milik
Daera pada SKPD
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
1.03.01.1.05 Jumlah ASN yang ditingkatkan 1.03.01.1.05.09 Pendidikan dan Jumlah Pegawai Berdasarkan
Administrasi 12 orang kapasitasnya Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti

Kepegawaian
Perangkat Daerah

Jumlah Pegawai UPTD yang
mengikuti dan 12 OK
mendapatkan pendidikan sesuai
keahlian

Jumlah Pegawai UPTD yang
mengikuti 6 OK Pelatihan
Surat Izin Operator

Tugas dan Fungsi

Pendidikan dan Pelatihan

Jumlah Pegawai Berdasarkan
Tugas dan Fungsi yang Mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan

Jumlah Pegawai Berdasarkan
Tugas dan Fungsi yang Mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan

Jumlah Pegawai Berdasarkan
Tugas dan Fungsi yang Mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan

1.03.01.1.06
Administrasi
Umum

Perangkat Daerah

Jumlah jenis Administrasi Umum
Perangkat 4 jenis

Daerah yang diadakan

Jumlah jenis Administrasi Umum
perangkat 1 jenis

Daerah yang tersedia

1.03.01.1.06.04 Penyediaan
Bahan
Logistik Kantor

Jumlah Paket Bahan Logistik
Kantor yang
Disediakan

1.03.01.1.06.06 Penyediaan
Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang- Undangan

Jumlah Dokumen Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang-
Undangan yang Disediakan

1.03.01.1.06.09 Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan Konsultasi
SKPD

Jumlah Laporan Penyelenggaraan
Rapat
Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1.03.01.1.06.10 Penatausahaan
Arsip
Dinamis pada SKPD

Jumlah Dokumen Penatausahaan
Arsip
Dinamis pada SKPD
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan

1.03.01.1.07 jumlah Barang Milik Daerah 1.03.01.1.07.02 Pengadaan Jumlah Unit Kendaraan Dinas

Pengadaan Barang | Penunjang 25 unit Kendaraan Operasiona atau Lapangan yang

Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah yang Dinas Operasional atau Disediakan

Penunjang Urusan | diadakan Lapangan

Pemerintah Persentase Alat Laboratorium dan

Daerah alat 83 persen bantu yang

dipelihara

1.03.01.1.07.05 Pengadaan Jumlah Paket Mebel yang
Mebel Disediakan
1.03.01.1.07.06 Pengadaan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin
Peralatan dan Mesin Lainnya Lainnya yang Disediakan
1.03.01.1.07.10 Pengadaan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana
Sarana dan Prasarana Gedung Gedun Kantor atau Bangunan
Kantor atau Bangunan Lainnya Lainnya yang Disediakan

1.03.01.1.08 Jumlah Alat Berat dan Alat Bantu 1.03.01.1.08.01 Penyediaan Jasa | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa

Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintahan
Daerah

yang 6 unit memiliki surat
izin laik operasi

Jumlah jenis Jasa Penunjang
Urusan 3 jenis
Pemerintahan Daerah

Jumlah Jenis Jasa Penunjang
Urusan
Pemerintahan Daerah

1 jenis

Surat
Menyurat

Surat
Menyurat

1.03.01.1.08.02 Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik yang Disediakan

III Prioritas Belanja Daerah - 103



Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
1.03.01.1.08.03 Penyediaan Jasa | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Peralatan dan Perlengkapan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor Kantor yang Disediakan
1.03.01.1.08.04 Penyediaan Jasa | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor yang
Disediaka

1.03.01.1.09 Persentase Alat Berat dan Alat 1.03.01.1.09.02 Penyediaan Jasa | Jumlah Kendaraan Dinas

Pemeliharaan Bantu 82 persen yang Pemeliharaan, Biaya Operasional ata Lapangan yang

Barang Milik dipelihara Pemeliharaan, Pajak dan Dipelihara dan Dibayarka Pajak

Daerah Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah

Persentase Alat Laboratorium dan
alat 83 persen bantu yang
dipelihara

PersentasePersentase Pemeliharaan
75.5 persen rutin/berkala
Pemeliharaan Barang Milik

Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan

Daerah

Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan

dan Perizinannya

1.03.01.1.09.03 Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Perizinan Alat
Besar

Jumlah Alat Besar yang Dipelihara
dan
Dibayarkan Perizinannya

1.03.01.1.09.06 Pemeliharaan
Peralatan dan Mesin Lainnya

Jumlah Peralatan dan Mesin
Lainnya yan

Dipelihara

Jumlah Peralatan dan Mesin
Lainnya yan
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
Dipelihara
Jumlah Peralatan dan Mesin
Lainnya yan
Dipelihara
1.03.01.1.09.10 Jumlah Sarana dan Prasarana
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Ka atau Bangunan Lainnya
Sarana dan Prasarana Gedung yang Dipelihara/Direhabilitasi
Kantor atau Bangunan Lainnya
1.03.01.1.09.11 Jumlah Sarana dan Prasarana
Pemeliharaan/Rehabilitasi Pendukung Gedung Kantor atau
Sarana dan Prasarana Bangunan Lainnya y
Pendukung Gedung Kantor atau | Dipelihara/Direhabilitasi
Bangunan Lainnya
1.03.02 PROGRAM | Dokumen 1.03.02.1.01 panjang sungai yang di 1.03.02.1.01.03 Penyusunan Jumlah Rencana Teknis dan
PENGELOLAAN 1 Dokumen Pengelolaan SDA 5.08 km normalisasi/restorasi Rencana Teknis dan Dokumen Dokumen Lingkungan Hidup untuk

SUMBER DAYA AIR
(SDA)

Persentase Penanganan

normalisasi  0.46 persen sungai

dan Bangunan
Pengaman Pantai
pada Wilayah
Sungai Lintas
Daerah
Kabupaten/Kota

Lingkungan Hidup untuk
Konstruksi Pengendali Banjir,
Lahar, Drainase Utama
Perkotaan dan Pengaman Pantai

Konstruksi Pengendali Banjir,
Lahar, Drainase Kawasan dan
Pengaman Pantai

1.03.02.1.01.04 Penyusunan Pola
dan Rencana Pengelolaan SDA
WS Kewenangan Provinsi

Jumlah Pola dan Rencana
Pengelolaan SDA WS Kewenangan
Provinsi yang Disusun
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan

1.03.02.1.01.53 Operasi dan Panjang Tanggul dan Tebing
Pemeliharaan Tanggul dan Sungai yang
Tebing Sungai Dipelihara
1.03.02.1.01.61 Pembinaan dan Jumlah Kelembagaan Pengelolaan
Pemberdayaan Kelembagaan SDA Kewenangan Provinsi yang
Pengelolaan SDA Kewenangan Dibina dan Diberdayakan
Provinsi
1.03.02.1.01.63 Koordinasi dan Jumlah Kelembagaan Pengelolaan
Sinkronisasi Peningkatan SDA Kewenangan Provinsi yang
Kapasitas Kelembagaan Ditingkatkan Kapasitasnya
Pengelolaan SDA Kewenangan
Provinsi

1.03.02.1.02 Persentase penanganan jaringan 1.03.02.1.02.01 Penyusunan Jumlah Rencana Teknis dan

Pengembangan irigasi 0.5 persen dalam kondisi Rencana Teknis dan Dokumen Dokumen Lingkungan Hidup untuk

dan Pengelolaan
Sistem Irigasi
Primer dan
Sekunder pada
Daerah Irigasi
yang Luasnya
1000 Ha-

3000 Ha dan
Daerah Irigasi
Lintas Daerah
Kabupaten/Kota

baik dan sedang

Persentase penanganan jaringan
irigasi 0.5 persen dalam kondisi
rusak

Lingkungan Hidup untuk
Konstruksi Irigasi dan Rawa

Konstruksi Irigasi dan Rawa yang
Tersusun
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
1.03.02.1.02.14 Rehabilitasi Panjang Jaringan Irigasi
Jaringan Permukaan yang
Irigasi Permukaan Direhabilitasi
1.03.02.1.02.21 Operasi dan Panjang Jaringan Irigasi
Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan yang
Permukaan Dioperasikan dan Dipelihara
1.03.02.1.02.23 Operasi dan Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang
Pemeliharaan Jaringan Irigasi Dioperasikan dan Dipelihara
Rawa
1.03.02.1.02.27 Operasional Unit | Jumlah Unit Pengelola Irigasi yang
Pengelola Irigasi Difungsikan
1.03.03 PROGRAM | Presentase rumah tangga dengan | 1.03.03.1.01 Cakupan Rumah Tangga yang 1.03.03.1.01.01 Penyusunan Jumlah Kebijakan dan Strategi
PENGELOLAAN akses 0 persen air minum Pengelolaan dan dilayani SPAM 0 SR Rencana, Kebijakan, Strategi dan | Penyelenggaraan SPAM
DAN jaringan perpipaan lintas Pengembangan regional Teknis SPAM
PENGEMBANGAN | Kabupaten/Kota Sistem Penyediaan
SISTEM TEst Air Minum (SPAM)
PENYEDIAAN AIR TEst TEst Lintas

MINUM

Kabupaten/Kota

1.03.03.1.01.03 Pembangunan
Baru
SPAM Jaringan Perpipaan

Kapasitas Pembangunan SPAM
40
Regional

1.03.03.1.01.07 Fasilitasi Kerja
Sama Pengelolaan SPAM
Regional Lintas Kabupaten/Kota

Jumlah Kabupaten/Kota yang
mendapatkan fasilitasi kerjasama
penyelenggaraan SPAM
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
1.03.03.1.01.09 Operasi dan terpeliharanya 1 unit air baku
Pemeliharaan SPAM Lintas bendung in
Kabupaten/Kota
1.03.07 PROGRAM | Presentase rumah tangga dengan | 1.03.07.1.01 Jumlah rumah tangga dengan 1.03.07.1.01.03 Pengawasan dan | Jumlah Sistem Jaringan Prasarana

PENGEMBANGAN
PERMUKIMAN

25,81 persen akses air minum
jaringan perpipaan
Kabupaten/Kota

Penyelenggaraan
Infrastruktur pada
Permukiman di
Kawasan Strategis
Daerah Provinsi

akses 135519 rumah air minum
layak jaringan non tangga
perpipaan

Pengendalian Infrastruktur
Kawasan Permukiman di
Kawasan Strategis Daerah
Provinsi

dan Sarana Permukiman di
Kawasan Strategi Daerah Provinsi
yang Dilakukan Pengawasan dan
Pengendalian

1.03.08 PROGRAM
PENATAAN
BANGUNAN
GEDUNG

Persentase bangunan gedung
0.57 persen strategis yang
ditingkatkan

kualitasnya

1.03.08.1.01
Penetapan dan
Penyelenggaraan
Bangunan Gedung
untuk
Kepentingan
Strategis Daerah
Provinsi

Jumlah bangunan gedung strategis
yang 2 unit ditingkatkan
kualitasnya

1.03.08.1.01.01 Perencanaan,
Pembangunan, Pengawasan dan
Pemanfaatan Bangunan Gedung
untuk Kepentingan Strategis
Daerah Provinsi

Jumlah Dokumen Perencanaan,
Pembangunan, Pengawasan dan
Pemanfaatan Bangunan Gedung
untuk Kepentingan Strategis
Daerah Provinsi

1.03.08.1.01.02 Rehabilitasi,
Renovasi dan Ubahsuai
Bangunan Gedung untuk
Kepentingan Strategis Daerah
Provinsi

Jumlah Bangunan Gedung untuk
Kepentingan Strategis Daerah
Provinsi ya Dilakukan Rehabilitasi,
Renovasi dan Ubahsuai

1.03.09 PROGRAM
PENATAAN
BANGUNAN DAN
LINGKUNGANNYA

Persentase bangunan gedung
0,045 persen strategis dan
lingkungaanya yang
ditingkatkan kualitasnya

1.03.09.1.01
Penyelenggaraan
Penataan
Bangunan dan
Lingkungan di
Kawasan Strategis

Jumlah bangunan gedung strategis
1 unit lingkungannya
yang ditingkatkan kualitasnya

dan

1.03.09.1.01.01 Penyusunan
Rencana, Kebijakan, Strategi dan
Teknis Sistem Penataan
Bangunan dan Lingkungan di
Kawasan Strategis Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan
yang disusun

III Prioritas Belanja Daerah - 108




Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program

Indikator Kinerja

Target
Capaian

Hasil Program

Kegiatan

Indikator Kinerja

Keluaran Kegiatan

Target
Capaian

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja

Keluaran Sub
Kegiatan

Targe

Daerah Provinsi

Provinsi dan Lintas Daerah

dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
1.03.09.1.01.02 Supervisi Jumlah Supervisi
Penataan/Pemeliharaan Penataan/Pemeliharaan Bangunan
Bangunan dan Lingkungan dan Lingkungan di Kawasan Cagar
Budaya dan Tradisional Bersejarah,
Kawasan Pariwisata, Kawasan
Sistem Perkotaan Nasional dan
Kawasan Strategis Lainnya
1.03.09.1.01.03 Penataan Jumlah Penataan Bangunan dan
Bangunan dan Lingkungan Lingkungan di Kawasan Cagar
Budaya dan Tradisional Bersejarah,
Kawasan Pariwisata, Kawasan
Sistem Perkotaan Nasional dan
Kawasan Strategis Lainnya
1.03.10 PROGRAM | Persentase Panjang Jalan Provinsi | 1.03.10.1.01 jumlah panjang jalan 1.03.10.1.01.01 Penyusunan Jumlah Dokumen Hasil

PENYELENGGARAA
N JALAN

70,07

Dalam Kondisi Baik

persen

Persentase Panjang Jalan Provinsi
13,77 persen

Dalam Kondisi Rusak Berat
Persentase Panjang Jalan Provinsi
6,40 persen

Dalam Kondisi Rusak Ringan
Persentase Panjang Jalan Provinsi

Penyelenggaraan
Jalan Provinsi

150 km

Rencana, Kebijakan, Strategi
Pengembangan Jaringan Jalan
serta Perencanaan Teknis
Penyelenggaraan Jalan dan
Jembatan

Pelaksanaan Advis dan Layanan
Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan
Teknis, Bimbingan Teknis,
Pengelolaan Pengendalian
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program

Indikator Kinerja

Hasil Program

Target
Capaian

Kegiatan

Indikator Kinerja

Keluaran Kegiatan

Target
Capaian

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja

Keluaran Sub Targe
Kegiatan

9,64 persen

Dalam Kondisi Sedang

1.03.10.1.01.04 Survey Kondisi
Jalan/Jembatan

Jumlah Data dan Informasi Terkait
Kondisi Jalan/Jembatan

1.03.10.1.01.05 Pembangunan
Jalan

Panjang Jalan yang Dibangun
Panjang Jalan yang Dibangun

1.03.10.1.01.08 Rekonstruksi
Jalan

Panjang Jalan yang Dilakukan
Rekonstruk
Jalan

1.03.10.1.01.11 Pemeliharaan
Rutin
Jalan

Panjang Jalan yang Dilakukan
Pemelihara
Secara Rutin

1.03.10.1.01.12 Pembangunan
Jembatan

Panjang Jembatan yang Dibangun

1.03.10.1.01.18 Rehabilitasi
Jembatan

Panjang Jembatan yang Dilakukan
Rehab

1.03.10.1.01.19 Pemeliharaan
Rutin
Jembatan

Panjang Jembatan yang Dilakukan
Pemeliharaan Secara Rutin
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
1.03.10.1.01.21 Penanggulangan | Panjang Jalan dan Jembatan yang
Bencana/Tanggap Darurat Terehabilitasi/Terekonstruksi
Akibat Benc
1.03.10.1.01.23 Pengawasan Jumlah Dokumen Teknis
Teknis Pengawasan
Penyelenggaraan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan
Jalan/Jembatan
1.03.11 PROGRAM | Persentase peserta yang 1.03.11.1.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga | 1.03.11.1.01.04 Pelaksanaan Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi

PENGEMBANGAN
JASA KONSTRUKSI

100 persen bersertifikat/terlatih

Penyelenggaraan
Pelatihan Tenaga
Ahli Konstruksi

Ahli
Konstruksi

1 kali

Pelatihan
Tenaga Ahli Konstruksi

Kualifikas
Jabatan Ahli yang Mengikuti
Pelatihan

1.03.11.1.01.07 Pembinaan dan
Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan Konstruksi

Jumlah Peserta yang Mengikuti
Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan Konstruksi

1.03.11.1.02
Penyelenggaraan
Sistem Informasi
Jasa Konstruksi
(SIPJAKI) Cakupan
Daerah Provinsi

Jumlah layanan informasi jasa
konstruksi 1 layanan

1.03.11.1.02.03 Penyelenggaraan
Pelatihan untuk Peningkatan
Kapasitas Administrator SIPJAKI

Jumlah Orang yang Mengikuti
Pembinaa
Pengelolaan SIPJAKI

1.03.12 PROGRAM
PENYELENGGARAA
N PENATAAN
RUANG

Jumlah Laporan, Penyelenggaraan
4 laporan
Penataan Ruang

1.03.12.1.02
Koordinasi dan
Sinkronisasi
Perencanaan Tata
Ruang

Jumlah dokumen Koordinasi dan
1 dokumen sinkronisasi
Perencanaan Tata Ruang

1.03.12.1.02.03 Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah
tentang RTRW dan RRTR
Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah
Tentang RTRW dan RRTR
Kabupaten/Kota
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Program Kegiatan Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan

1.03.12.1.04 Jumlah Laporan Koordinasi dan 1.03.12.1.04.04 Koordinasi Jumlah Laporan Penyelenggaraan
Koordinasi dan 1 laporan Pelaksanaan Penataan Ruang Penataan Ruang
Sinkronisasi Sinkronisasi Pengendalian
Pengendalian Pemanfaatan
Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi
Ruang Daerah
Provinsi

1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

1.04.01 PROGRAM | Persentase Dokumen 1.04.01.1.01 Jumlah Dokumen Perancanaan, 1.04.01.1.01.01 Penyusunan Jumlah Dokumen Perencanaan
PENUNJANG Perancanaan, 100 % Perencanaan, 32 Dokumen Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
URUSAN Penganggaran, Pelaporan dan Penganggaran, Penganggaran, Pelaporan dan Perangkat Daerah
PEMERINTAHAN Evaluasi dan Evaluasi Evaluasi yang dibuat
DAERAH PROVINSI | yang disusun Kinerja Perangkat
Daerah

1.04.01.1.01.04 Koordinasi dan Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan
Penyusunan DPA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen DPA-SKPD

1.04.01.1.01.06 Koordinasi dan Jumlah Laporan Capaian Kinerja

Penyusunan Laporan Capaian dan lkhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi dan Laporan Hasil Koordinasi
Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD

1.04.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
1.04.01.1.02 Jumlah Dokumen Administrasi 1.04.01.1.02.01 Penyediaan Gaji Jumlah Orang yang Menerima Gaji
Administrasi 4 Dokumen dan dan
Keuangan Perkantoran Tunjangan ASN Tunjangan ASN

Perangkat Daerah

1.04.01.1.02.05 Koordinasi dan
Penyusunan Laporan Keuangan
Akhir Tahun SKPD

Jumlah dokumen Koordinasi dan
Penyusunan Laporan Keuangan
Akhir Tahun SKPD

1.04.01.1.02.08 Penyusunan
Pelaporan dan Analisis Prognosis
Realisasi Anggaran

Jumlah Dokumen Pelaporan dan
Analisis Prognosis Realisasi
Anggaran

1.04.01.1.03
Administrasi
Barang Milik
Daerah pada
Perangkat Daerah

Jumlah Laporan Administrasi
Barang Milik 1 Laporan
Daerah

1.04.01.1.03.06 Penatausahaan
Barang Milik Daerah pada SKPD

Jumlah Laporan Penatausahaan
Barang
Milik Daerah pada SKPD

1.04.01.1.06
Administrasi
Umum

Perangkat Daerah

Jumlah Laporan Administasi Umum
67 Paket
Perangkat Daerah yang disusun

1.04.01.1.06.01 Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor

Jumlah Paket Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor yan Disediakan

1.04.01.1.06.02 Penyediaan
Peralatan dan Perlengkapan
Kantor

Jumlah Paket Peralatan dan
Perlengkapa
Kantor yang Disediakan

1.04.01.1.06.04 Penyediaan
Bahan
Logistik Kantor

Jumlah Bahan Logistik Kantor yang
terse
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
1.04.01.1.06.05 Penyediaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan
Barang Penggandaan yang Disediakan
Cetakan dan Penggandaan
1.04.01.1.06.06 Penyediaan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan
Bahan Bacaan dan Peraturan dan 2
Perundang- Undangan Peraturan Perundang-Undangan
yang
Disediakan

1.04.01.1.06.09 Penyelenggaraan | Jumlah Laporan Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan Konsultasi | Rapat
SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1.04.01.1.07 Jumlah Unit Barang Milik Daerah 1.04.01.1.07.06 Pengadaan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin

Pengadaan Barang | yang 5 Unit diadakan Peralatan dan Mesin Lainnya Lainnya yang Disediakan

Milik Daerah

Penunjang Urusan

Pemerintah

Daerah

1.04.01.1.08 Jumlah Laporan Jasa Penunjang 1.04.01.1.08.01 Penyediaan Jasa | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa

Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintahan
Daerah

Urusan 63 Laporan
Pemerintah Daerah yang
dilaksanakan

Surat
Menyurat

Surat
Menyurat

1.04.01.1.08.02 Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik yang Disediakan
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
1.04.01.1.08.03 Penyediaan Jasa | Jumlah Peralatan dan
Peralatan dan Perlengkapan Penengkapan kant yang
Kantor disediakan
1.04.01.1.08.04 Penyediaan Jasa | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor yang
Disediakan
1.04.01.1.09 Jumlah Unit Barang Milik Daerah 1.04.01.1.09.02 Penyediaan Jasa | Jumlah Kendaraan Peorangan
Pemeliharaan Yang 34 Unit dipelihara Pemeliharaan, Biaya Dinas dan Kendaraan Dinas
Barang Milik Pemeliharaan, Pajak dan Jabatan yang dipelihara

Daerah Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah

Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan

dibayarkan Pajaknya
Jumlah pemeliharaan rutin/berkala
kend dinas/operasional

1.04.01.1.09.06 Pemeliharaan
Peralatan dan Mesin Lainnya

Jumlah Peralatan dan Mesin
Lainnya yan
Dipelihara

1.04.01.1.09.11
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
Pendukung Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya

Jumlah Sarana dan Prasarana
Pendukung Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya y
Dipelihara/Direhabilitasi
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
1.04.02 PROGRAM | Persentase Rumah Terkena 1.04.02.1.01 Jumlah Dokumen Rehabilitasi 1.04.02.1.01.01 Identifikasi Jumlah Identifikasi Lahan-lahan
PENGEMBANGAN | Dampak 1,35% Pendataan Rumah 0 Dokumen Perumahan di Lokasi Rawan Potensial sebagai Lokasi Relokasi
PERUMAHAN Bencana/Relokasi Program Penyediaan dan Korban Bencana atau Relokasi Bencana atau Terkena Relokasi Perumahan
Pemerintah Rehabilitasi Program Program Provinsi Jumlah Identifikasi Perumahan di

yang dibangun/direhabilitasi

Rumah Korban
Bencana atau
Relokasi Program
Provinsi

Pemerintah yang
dibangun/direhabilitasi yang
disediakan

Lokasi Rawan Bencana atau
Terkena Relokasi Program Provinsi
yang dilakukan

1.04.02.1.01.04 Pendataan
Tingkat
Kerusakan Rumah Akibat
Bencana

Jumlah Dokumen Data Rumah
yang Terkena Bencana
Berdasarkan Tingkat Kerusakan
Rumah

1.04.02.1.01.05 Pendataan dan
Verifikasi Penerima Rumah bagi
Korban Bencana Alam atau
Terkena Relokasi Program
Provinsi

Jumlah Penerima Rumah bagi
Korban Bencana Alam atau
Terkena Relokasi Program Provinsi

1.04.02.1.01.06 Pendataan
Rumah Sewa Milik Masyarakat,
Rumah Susun dan Rumah
Khusus

Jumlah Dokumen Data Rumah
Sewa Milik Masyarakat, Rumah
Susun, dan Rumah Khusus
Jumlah Rumah Sewa Milik
Masyarakat, Rumah Susun dan
Rumah Khusus yang terdata

1.04.02.1.02
Sosialisasi dan
Persiapan
Penyediaan dan
Rehabilitasi

Jumlah Orang yang mengikuti
60 Orang dan
persiapan penyediaan dan
rehabilitasi

rumah korban bencana/relokasi

sosialisasi

1.04.02.1.02.03 Sosialisasi
Pengembangan Perumahan Baru
dan Mekanisame Akses
Perumahan KPR- FLPP

Jumlah Orang yang Mengikuti
Sosialisasi Pengembangan
Perumahan Baru dan Mekanisme
Akses Perumahan KPR-FLPP
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan

Rumah Korban program provinsi yang
Bencana atau dilaksanakan
Relokasi Program
Provinsi
1.04.02.1.03 Jumlah Rumah Yang 1.04.02.1.03.01 Rehabilitasi Jumlah Rumah Korban Bencana
Pembangunan dibangun/Rehabilitasi 8 Unit Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terehabilitasi

dan Rehabilitasi
Rumah Korban
Bencana atau
Relokasi Program
Provinsi

akibat bencana atau relokasi
Program
Provinsi

1.04.02.1.03.02 Penyusunan Site
Plan dan/atau Detail Engineering
Design (DED) bagi Rumah
Korban Bencana atau Relokasi
Program Provinsi

Jumlah Site Plan dan/atau Detail
Engineering Design (DED) bagi
Rumah Korban Bencana atau
Relokasi Program Provinsi yang
disusun

Jumlah Site Plan dan/atau Detail
Engineering Design (DED) bagi
Rumah Korban Bencana Provinsi
atau yang Terkena Relokasi
Program Provinsi

1.04.02.1.03.04 Pembangunan
Rumah bagi Korban Bencana

Jumlah Rumah bagi Korban
Bencana
Provinsi yang Terbangun
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
1.04.03 PROGRAM | Luas Kawasan Kumuh yang 1.04.03.1.01 Jumlah Luasan Permukiman Kumuh | 1.04.03.1.01.01 Pembinaan Jumlah Pembinaan Kelompok
KAWASAN ditangani 20 Ha Penataan Kawasan | dengan 1 Ha Kelompok Swadaya Masyarakat | Swadaya
PERMUKIMAN Persentase Penanganan Rumah Permukiman Luas 10 Ha s.d dibawah 15 Ha yang | di Permukiman Kumuh Masyarakat di Permukiman Kumuh

Tidak 1,35 % Layak Huni

Kumuh dengan
Luas

10 (Sepuluh) Ha
sampai dengan di
Bawah 15 (Lima
Belas) Ha

ditata

1.04.03.1.01.02 Penyadaran
Publik Pencegahan Tumbuh dan
Berkembangnya Permukiman
kumuh

Jumlah Penyadaran Publik
Pencegahan Tumbuh dan
Berkembangnya Permukima
kumuh

1.04.03.1.01.03 Koordinasi dan
Sinkronisasi Pengendalian
Penataan
Pemugaran/Peremajaan/Pemuki
man Kembali Permukiman
kumuh

Jumlah Pengendalian Penataan
Pemugaran/Peremajaan/Pemukim
an Kembali Permukiman kumuh
yang terkoordinasi

1.04.03.1.01.08
Penyusunan/Review/Legalisasi
Kebijakan Bidang PKP

Jumlah Dokumen Kebijakan
Bidang PKP

yang Tersusun/Tereview/
Terlegalisasi

1.04.03.1.01.09 Koordinasi dan
Sinkronisasi Penyelenggaraan
Urusan Perumahan dan Kawasan
Permukiman

Jumlah Laporan Hasil Koordinasi
dan Sinkronisasi Penyelenggaraan
Urusan Perumahan dan Kawasan
Permukiman
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
1.04.03.1.02 Jumlah Kawasan Permukiman 1.04.03.1.02.01 Penyusunan Jumlah Rencana Tapak (Site Plan)

Peningkatan
Kualitas Kawasan
Permukiman
Kumuh dengan
Luas

10 (Sepuluh) Ha
sampai dengan di
Bawah 15 (Lima
Belas) Ha

Kumuh dengan 1 Ha
Luas 10 Ha s.d dibawah 15 Ha yang
ditingkatkan Kualitasnya

Rencana Tapak (Site Plan) dan
Detail Engineering Design (DED)
Peremajaan/Pemugaran
Permukiman Kumuh dengan
Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai
dengan di Bawah 15 (Lima Belas)
Ha

dan Detail Engineering Design
(DED) Peremajaan/Pemugaran
Permukiman Kumuh dengan Luas
10 Ha s.d 15 Ha yang disusun

1.04.03.1.02.02 Koordinasi dan
Sinkronisasi Pengendalian
Penyelenggaraan Pemugaran/
Peremajaan/ Pemukiman
Kembali Permukiman Kumuh
dan Rumah Tidak Layak Huni
untuk Pencegahan Terhadap
Tumbuh dan Berkembangnya
Permukiman Kumuh dengan
Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai
dengan di Bawah 15 (Lima Belas)
Ha

Jumlah Laporan Hasil Koordinasi
dan Sinkronisasi Pengendalian
Penataan
Pemugaran/Peremajaan/Pemukim
an Kembali Permukiman Kumuh
dan Terhadap Tumbuh dan
Berkembangnya Rumah Tidak
Layak Huni untuk Pencegahan
Permukiman Kumuh dengan Luas
10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di
Bawah 15 (Lima Belas) Ha

1.04.03.1.02.03 Perbaikan Rumah
Tidak Layak Huni dalam Kawasan
Permukiman dengan Luas 10
(Sepuluh) Ha sampai dengan di
Bawah 15 (Lima Belas) Ha

Jumlah Rumah Tidak Layak Huni
dalam Kawasan Permukiman
dengan Luas 10 H s.d 15 Ha yang
diperbaiki

Jumlah Rumah Tidak Layak Huni
dalam Kawasan Permukiman
dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan

sampai dengan di Bawah 1 (Lima
Belas) Ha yang Diperbaiki

1.04.03.1.02.05 Koordinasi dan Jumlah Pengendalian

Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan

Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/

Pemugaran/Peremajaan/Pemuki | Pemukiman Kembali Permukiman

man Kembali Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha s.d 15

Kumuh dengan Luas 10 Ha yang terkoordinasi dan

(Sepuluh) Ha sampai dengan di tersinkronisasiJumlah

Bawah 15 (Lima Belas) Ha Pengendalian Penyelenggaraan
Pemugaran/Peremajaan/
Pemukiman Kembali Permukiman
Kumuh dengan Luas 10 Ha s.d 15
Ha yang terkoordinasi dan
tersinkronisasi

1.04.03.1.02.07 Pelaksanaan Luas Permukiman Kumuh Dengan

Pembangunan Pemugaran/ Luas 1 (Sepuluh) Ha sampai

Peremajaan Permukiman Kumuh | dengan di Bawah 1 (Lima Belas) Ha

dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha yang Diremajakan/Dipug

sampai dengan di Bawah 15

(Lima Belas) Ha

1.04.05 PROGRAM | Persentase Penanganan 1.04.05.1.01 Jumlah Kecamatan Yang dibangun | 1.04.05.1.01.01 Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan
PENINGKATAN Kecamatan yang 3% Urusan PSU 2 Kecamatan Penyediaan PSU Permukiman Penyediaan PSU Permukiman

PRASARANA,
SARANA DAN

dibangun PSU

Penyelenggaraan
PSU Permukiman
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program

Indikator Kinerja

Kegiatan

Hasil Program Target

Capaian

Indikator Kinerja

Keluaran Kegiatan Target

Capaian

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja

Keluaran Sub
Kegiatan

Targe

UTILITAS UMUM
(PSU)

1.04.05.1.01.02 Penyediaan
Prasarana, Sarana, dan Utilitas
Umum di Permukiman untuk
Menunjang

Fungsi Permukiman

Jumlah Lokasi Permukiman yang
Disediakan Prasarana, Sarana, dan
Utilita Umum yang Menunjang
Fungsi Permukiman

1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN

DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

1.05.01 PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH PROVINSI

Persentase ASN BPBD yang

65 Persen ditingkatkan
kompetensinya

Persentase dokumen
perencanaan, 100 Persen
penganggaran, pelaporan dan
evaluasi BPBD yang disusun
Persentase Dokumen Perencanaan
100 Persen

Penganggaran, Pelaporan dan
evaluasi yang disusun
Persentase layanan administrasi
100 Persen perkantoran BPBD
Persentase sarana dan prasarana
80 Persen perkantoran BPBD
dalam kondisi baik

1.05.01.1.01
Perencanaan,
Penganggaran,
dan Evaluasi
Kinerja Perangkat
Daerah

Jumlah dokumen, jumlah kab/kota,
10 dok dan jumlah laporan

Jumlah Dokumen Perencanaan

3 jenis

Penganggaran, evaluasi kinerja
perangkat daerah

Jumlah Perencanaan,
Penganggaran, 26 Dokumen dan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Kegiatan

1.05.01.1.01.01 Penyusunan
Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan
1

Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan
2

Perangkat Daerah

1.05.01.1.01.04 Koordinasi dan
Penyusunan DPA-SKPD

Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan
1
Laporan Hasil Koordinasi
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
Penyusunan
Dokumen DPA-SKPD
1.05.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
1.05.01.1.02 Jumlah administrasi keuangan 1.05.01.1.02.01 Penyediaan Gaji Jumlah Orang yang Menerima Gaji
Administrasi perangkat 2 Jenis daerah dan dan
Keuangan Jumlah Administrasi Keuangan Tunjangan ASN Tunjangan ASN
Perangkat Daerah | Perangkat 2 jenis Jumlah Orang yang Menerima Gaji
Daerah dan

Tunjangan ASN

1.05.01.1.02.02 Penyediaan
Administrasi Pelaksanaan Tugas
ASN

Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan
1

Administrasi Pelaksanaan Tugas
ASN

1.05.01.1.02.03 Pelaksanaan
Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi Keuangan
SKPD

Jumlah Dokumen Penatausahaan
dan

Pengujian/Verifikasi Keuangan
SKPD

1.05.01.1.02.04 Koordinasi dan
Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi
dan
Pelaksanaan Akuntansi SKPD

1.05.01.1.03
Administrasi
Barang Milik
Daerah pada
Perangkat Daerah

Jumlah Administrasi Barang Milik
1 Dokumen

Daerah pada Perangkat Daerah
Persentase Layanan Administrasi

1.05.01.1.03.06 Penatausahaan
Barang Milik Daerah pada SKPD

Jumlah Laporan Penatausahaan
Barang

Milik Daerah pada SKPD
Jumlah Laporan Penatausahaan
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
100 persen Barang
Perkantoran Milik Daerah pada SKPD
1.05.01.1.05 Persentase ASN yang ditingkatkan 1.05.01.1.05.02 Pengadaan Jumlah Paket Pakaian Dinas
Administrasi 14 persen kompetensinya Pakaian Dinas Beserta Atribut Beserta Atrib

Kepegawaian
Perangkat Daerah

Kelengkapannya

Kelengkapan

1.05.01.1.05.09 Pendidikan dan
Pelatihan Pegawai Berdasarkan
Tugas dan Fungsi

Jumlah Pegawai Berdasarkan
Tugas dan Fungsi yang Mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan

1.05.01.1.06
Administrasi
Umum

Perangkat Daerah

Jumlah administrasi umum

perangkat 6 Jenis daerah
Persentase Layanan Administrasi
100 persen

Perkantoran

1.05.01.1.06.01 Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor

Jumlah Paket Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor yan Disediakan

1.05.01.1.06.02 Penyediaan
Peralatan dan Perlengkapan
Kantor

Jumlah Paket Peralatan dan
Perlengkapa
Kantor yang Disediakan

1.05.01.1.06.03 Penyediaan
Peralatan
Rumah Tangga

Jumlah Paket Peralatan Rumah
Tangga yang Disediakan
Jumlah Paket Peralatan Rumah
Tangga yang Disediakan

1.05.01.1.06.04 Penyediaan
Bahan
Logistik Kantor

Jumlah Paket Bahan Logistik
Kantor yang
Disediakan
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
1.05.01.1.06.05 Penyediaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan
Barang Penggandaan yang Disediakan
Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan
Penggandaan yang Disediakan
1.05.01.1.06.06 Penyediaan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan
Bahan Bacaan dan Peraturan dan 1
Perundang- Undangan Peraturan Perundang-Undangan
yang
Disediakan
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan
dan 1
Peraturan Perundang-Undangan
yang
Disediakan
1.05.01.1.06.08 Fasilitasi Jumlah Laporan Fasilitasi
Kunjungan Kunjungan
Tamu Tamu
1.05.01.1.06.09 Penyelenggaraan | Jumlah Laporan Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan Konsultasi | Rapat
SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Jumlah Laporan Penyelenggaraan
Rapat
Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.05.01.1.07 Jumlah Pengadaan Barang Milik 1.05.01.1.07.01 Pengadaan Jumlah Unit Kendaraan
Pengadaan Barang | Daerah 1 Unit Kendaraan Perorangan Dinas Perorangan Dina atau Kendaraan
Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah atau Kendaraan Dinas Jabatan Dinas Jabatan yang Disediakan

Penunjang Urusan

Daerah
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan

Pemerintah

Daerah
1.05.01.1.07.06 Pengadaan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin
Peralatan dan Mesin Lainnya Lainnya yang Disediakan
1.05.01.1.07.10 Pengadaan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana
Sarana dan Prasarana Gedung Gedun Kantor atau Bangunan
Kantor atau Bangunan Lainnya Lainnya yang Disediakan

1.05.01.1.08 Jenis Penyediaan Jasa Penunjang 1.05.01.1.08.01 Penyediaan Jasa | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa

Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintahan
Daerah

Urusan 2 jenis

Pemerintah Daerah

Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan 3 Jenis

Pemerintahan Daerah

Surat
Menyurat

1

Surat Menyurat

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
1

Surat Menyurat

1.05.01.1.08.02 Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik yang Disediakan

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik yang Disediakan

1.05.01.1.08.04 Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum Kantor

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum Kantor yang
Disediakan

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum Kantor yang
Disediakan
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Program Kegiatan Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
1.05.01.1.09 Jumlah Pemeliharaan Barang Milik | 1.05.01.1.09.01 Penyediaan Jasa | Jumlah Kendaraan Perorangan
Pemeliharaan 3 Jenis Pemeliharaan, Biaya Dinas ata Kendaraan Dinas Jabatan
Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeliharaan dan Pajak yang Dipelihara dan Dibayarkan
Daerah Penunjang | Pemerintahan Kendaraan Perorangan Dinas Pajaknya
Urusan Daerah atau Kendaraan Dinas Jabatan
Pemerintahan Persentase sarana prasarana
Daerah perkantoran 100 persen dalam
kondisi baik

1.05.01.1.09.02 Penyediaan Jasa | Jumlah Kendaraan Dinas

Pemeliharaan, Biaya Operasional ata Lapangan yang
Pemeliharaan, Pajak dan Dipelihara dan Dibayarka Pajak
Perizinan Kendaraan Dinas dan Perizinannya

Operasional atau Lapangan

1.05.01.1.09.06 Pemeliharaan Jumlah Peralatan dan Mesin
Peralatan dan Mesin Lainnya Lainnya yan

Dipelihara
1.05.01.1.09.09 Jumlah Gedung Kantor dan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Bangunan
Gedung Lainnya yang
Kantor dan Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan

1.05.01.1.09.10 Jumlah Sarana dan Prasarana
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan
Sarana dan Prasarana Gedung Lainnya yang
Kantor atau Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi

1.05.02 PROGRAM | Persentase kasus trantibum dan 1.05.02.1.01 Persentase kasus trantibum dan 1.05.02.1.01.01 Pencegahan Jumlah Kasus Gangguan

PENINGKATAN 100 Persen trantibmas yang Penanganan trantibmas 8 jenis yang Gangguan Ketenteraman dan Ketenteraman dan Ketertiban

KETENTERAMAN ditindak lanjuti Gangguan tertangani Ketertiban Umum Melalui Umum yang Dicegah Melalui

DAN KETERTIBAN
UMUM

Ketenteraman dan
Ketertiban Umum
Lintas Daerah
Kabupaten/Kota
dalam 1 (Satu)
Daerah Provinsi

Deteksi Dini dan Cegah Dini,
Pembinaan dan Penyuluhan,
Pelaksanaan Patroli,
Pengamanan, dan Pengawalan

Deteksi Dini dan Cegah Dini,
Pembinaan dan Penyuluhan,
Patroli, Pengamanan dan
Pengawalan

1.05.02.1.01.03 Koordinasi
Penyelenggaraan Ketenteraman,
Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat
Tingkat Provinsi

Jumlah Dokumen Hasil
Pelaksanaan Koordinasi
Penyelenggaraan Ketenteraman,
Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat Tingkat
Provinsi

1.05.02.1.01.05 Peningkatan
Kapasitas SDM Satuan Polisi
Pamongpraja dan Satuan
Perlindungan Masyarakat
termasuk dalam Pelaksanaan
Tugas yang Bernuansa Hak Asasi
Manusia

Jumlah SDM Satuan Polisi
Pamongpraja dan Satuan
Perlindungan Masyarakat yan
Ditingkatkan Kapasitasanya
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
1.05.02.1.01.06 Kerja Sama Antar | Jumlah Dokumen Hasil
Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Kerja Sama Antar
Teknik Pencegahan Kejahatan Lembaga dan Kemitraan dalam
Teknik Pencegahan Kejahatan
1.05.02.1.01.09 Penyediaan Jumlah Laporan Layanan Dampak
Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada
Penegakan Peraturan Daerah yang Terlayani
dan Peraturan Kepala Daerah
1.05.02.1.02 Jumlah kasus Perda dan Pergub 1.05.02.1.02.01 Sosialisasi Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan
Penegakan yang 2 Laporan ditindaklanjuti | Penegakan Peraturan Daerah Sosialisasi Penegakan Peraturan
Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Daerah dan Peraturan Gubernur
Provinsi dan
Peraturan
Gubernur
1.05.02.1.02.02 Pengawasan atas | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan
Kepatuhan Terhadap pengawasan yang dilakukan atas
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kepatuhan terhadap Pelaksanaan
dan Peraturan Gubernur Peraturan Daerah dan Peraturan
Gubernur
1.05.02.1.02.03 Penanganan atas | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan
Pelanggaran Peraturan Daerah Penanganan atas Pelanggaran
dan Peraturan Gubernur Peraturan Daerah dan Peraturan
Gubernur Sesuai SOP
1.05.02.1.03 Persentase kasus trantibum dan 1.05.02.1.03.01 Pengembangan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan
Pembinaan trantibmas 8 jenis yang Kapasitas dan Karier PPNS Peningkatan Kapasitas Pejabat
Penyidik Pegawai | tertangani PPNS dalam Mendukung

Penyelenggaraan Ketertiban
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
Negeri Sipil Umum dan Ketenteraman

(PPNS) Provinsi

Masyarakat serta Penegakan Perda

1.05.02.1.03.02 Pemberkasan
Administrasi Penyidikan oleh
PPNS Penegak Peraturan
Daerah, Dukungan Pelaksanaan
Sidang Ditempat, Penguatan
Sekretariat Bersama PPNS

Jumlah Dokumen Pemberkasan
Administrasi Hasil Penyidikan atas
Pelanggaran Perda, Jumlah Perkara
yang dapat disidangkan di tempat,
dan penerapan secara aktif
operasional Sekretariat Bersama
PPNS oleh Dinas Satpol PP

1.05.03 PROGRAM
PENANGGULANGA
N BENCANA

Meningkatnya indeks kapasitas
1,49 Angka Menurunnya indeks
ancaman 10,3 Angka
Menurunnya indeks jiwa terpapar
10,8 Angka Menurunnya indeks
kerugian 12,86 Angka

1.05.03.1.01
Pelayanan
Informasi Rawan
Bencana Provinsi

Jumlah Informasi Rawan Bencana

yang 1 Dokumen tersedia

1.05.03.1.01.02 Sosialisasi,
Komunikasi, Informasi dan
Edukasi (KIE) Rawan Bencana
Provinsi (Per Jenis Bencana)

Jumlah Orang yang Tersedia untuk
Melaksanakan Sosialisasi KIE
Rawan Bencana (Per Jenis
Bencana) Lintas Kabupaten/Kota

1.05.03.1.02
Pelayanan
Pencegahan dan
Kesiapsiagaan
Terhadap Bencana

Jumlah laporan pelayanan
informasi 1 Laporan rawan
bencana

Jumlah pelayanan pencegahan dan
8 Laporan kesiapsiagaan terhadap
bencana

1.05.03.1.02.01 Penyusunan
Rencana
Penanggulangan Bencana

Jumlah Dokumen Rencana
Penanggulangan Bencana yang
Dilegalkan

1.05.03.1.02.03 Pengendalian
Operasi dan Penyediaan Sarana
Prasarana Kesiapsiagaan
Terhadap Bencana

Jumlah Dokumen Hasil
Pengendalian Operasi dan
Penyediaan Sarana Prasarana
Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
1.05.03.1.02.04 Penyediaan Jumlah Peralatan Pelindung Diri
Peralatan Perlindungan dan Terhadap
Kesiapsiagaan Bencana Bencana
Jumlah Peralatan Pelindung Diri
Terhadap
Bencana
1.05.03.1.02.06 Penguatan Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan
Kapasitas Kawasan untuk Kapasitasnya dalam Pencegahan
Pencegahan dan Kesiapsiagaan dan Kesiapsiagaan Bencana
Bencana
1.05.03.1.02.08 Pengembangan Jumlah Personil TRC Tingkat
Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) | Provinsi yan Dikembangkan
Bencana Kapasitas Teknis dan
Manajerialnya Dalam
Melaksanakan Penanganan Awal
Darurat Bencana
1.05.03.1.02.09 Penyusunan Jumlah Dokumen Rencana
Rencana Kontinjensi
Kontijensi
1.05.03.1.03 Jumlah laporan pelayanan 1.05.03.1.03.02 Respon Cepat Jumlah Laporan Pelaksanaan
Pelayanan informasi 1 Laporan rawan Penanganan Darurat Bencana Respon
Penyelamatan dan | bencana Cepat Penanganan Darurat

Evakuasi Korban
Bencana

Jumlah Penyelamatan dan Evakuasi
10 Lokasi
Korban

Bencana
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
1.05.03.1.03.03 Pencarian, Jumlah Laporan Pelaksanaan
Pertolongan dan Evakuasi Pencarian, Pertolongan dan
Korban Bencana Evakuasi Korban Bencana
1.05.03.1.03.04 Penyediaan Jumlah Korban Bencana yang
Logistik Penyelamatan dan Mendapatkan Distribusi Logistik
Evakuasi Korban Bencana Penyelamatan dan Evakuasi
Korban Bencana
1.05.03.1.04 Jumlah Layanan Sistem Dasar 1.05.03.1.04.03 Kerja Sama Antar | Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar

Penataan Sistem
Dasar
Penanggulangan
Bencana

3 Dokumen
Penanggulangan Bencana

Lembaga dan Kemitraan dalam
Penanggulangan Bencana

Lembaga dan Kemitraan dalam
Penanggulangan Bencana

1.05.03.1.04.04 Pengelolaan dan
Pemanfaatan Sistem Informasi
Kebencanaan

Jumlah Data dan Informasi
Kebencanaan

1.05.03.1.04.06 Pelatihan
Keluarga
Tanggap Bencana Alam

Jumlah Keluarga yang Mengikuti
Pelatihan Keluarga Tanggap
Bencana Alam

1.05.03.1.04.07 Penanganan
Pasca
Bencana Provinsi

Jumlah Dokumen Pengkajian
Kebutuhan Pasca Bencana (JITU
PASNA) dan Rencana Rehabilitasi
dan Rekonstruksi Pasca Bencana
(R3P) yang Disusun
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
1.05.04 PROGRAM | Persentase pencegahan, 1.05.04.1.01 Kegiatan Pemetaan rawan bencana | 1.05.04.1.01.01 Penyediaan dan Jumlah Dokumen Informasi Daerah

PENCEGAHAN, 100 Persen penanggulangan, Penyelenggaraan 6 kegiatan kebakaran Pemutakhiran Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan

PENANGGULANGA | penyelamatan Pemetaan Rawan Rawan Kebakaran dan Peta Kebakaran dan Peta Rawan

N, kebakaran dan penyelamatan non | Bencana Rawan Kebakaran Kebakaran yang Sah dan Legal

PENYELAMATAN kebakaran Kebakaran

KEBAKARAN DAN

PENYELAMATAN

NON KEBAKARAN
1.05.04.1.01.09 Bimbingan Teknis | Jumlah Aparatur Kebakaran yang
Terkait Pencegahan, Mengikuti Bimbingan Teknis
Penanggulangan, Penyelamatan | Pencegahan Penanggulangan,
Kebakaran dan Penyelamatan Penyelamatan Kebakaran dan
Non Kebakaran Provinsi dan Penyelamatan Non Kebakaran
Kabupaten/Kota Provinsi dan Kabupaten/Kota)

1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

1.06.01 PROGRAM 1.06.01.1.01 1.06.01.1.01.01 Penyusunan Jumlah Dokumen Perencanaan

PENUNJANG Perencanaan, Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

URUSAN Penganggaran, Perangkat Daerah

PEMERINTAHAN dan Evaluasi

DAERAH PROVINSI

Kinerja Perangkat
Daerah

1.06.01.1.01.06 Koordinasi dan
Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja
dan lkhtisar Realisasi Kinerja SKPD
dan Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
1.06.01.1.02 1.06.01.1.02.01 Penyediaan Gaji Jumlah Orang yang Menerima Gaji
Administrasi dan dan
Keuangan Tunjangan ASN Tunjangan ASN

Perangkat Daerah

1.06.01.1.02.02 Penyediaan
Administrasi Pelaksanaan Tugas
ASN

Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan
Administrasi Pelaksanaan Tugas
ASN

1.06.01.1.02.03 Pelaksanaan
Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi Keuangan
SKPD

Jumlah Dokumen Penatausahaan
dan

Pengujian/Verifikasi Keuangan
SKPD

1.06.01.1.06
Administrasi
Umum

Perangkat Daerah

1.06.01.1.06.01 Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor

Jumlah Paket Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor yan Disediakan

1.06.01.1.06.02 Penyediaan
Peralatan dan Perlengkapan
Kantor

Jumlah peralatan dan
perlengkapan kant yang
disediakan

1.06.01.1.06.03 Penyediaan
Peralatan
Rumah Tangga

Jumlah Paket Peralatan Rumah
Tangga ya
Disediakan

1.06.01.1.06.04 Penyediaan
Bahan
Logistik Kantor

Jumlah Paket Bahan Logistik
Kantor yang
Disediakan
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Program Kegiatan Sub Kegiatan
Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
1.06.01.1.06.05 Penyediaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan
Barang Penggandaan yang Disediakan
Cetakan dan Penggandaan
1.06.01.1.06.06 Penyediaan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan
Bahan Bacaan dan Peraturan dan Peraturan Perundang-
Perundang- Undangan Undangan yang Disediakan
1.06.01.1.06.08 Fasilitasi Jumlah Laporan Fasilitasi
Kunjungan Kunjungan Tam
Tamu
1.06.01.1.06.09 Penyelenggaraan | Jumlah Laporan Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan Konsultasi | Rapat
SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.06.01.1.07 1.06.01.1.07.06 Pengadaan JJumlah Unit Peralatan dan Mesin
Pengadaan Barang Peralatan dan Mesin Lainnya Lainny yang Disediakan
Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintah
Daerah
1.06.01.1.08 1.06.01.1.08.01 Penyediaan Jasa | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Penyediaan Jasa Surat Surat
Penunjang Urusan Menyurat Menyurat
Pemerintahan
Daerah
1.06.01.1.08.02 Penyediaan Jasa | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air Komunikasi, Sumber Daya Air dan
dan Listrik Listrik yang Disediakan
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
1.06.01.1.08.04 Penyediaan Jasa | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor yang
Disediaka
1.06.01.1.09 1.06.01.1.09.01 Penyediaan Jasa | Jumlah Kendaraan Perorangan
Pemeliharaan Pemeliharaan, Biaya Dinas ata Kendaraan Dinas Jabatan
Barang Milik Pemeliharaan dan Pajak yang Dipelihara dan Dibayarkan

Daerah Penunjang
Urusan
Pemerintahan

Kendaraan Perorangan Dinas
atau Kendaraan Dinas Jabatan

Pajaknya

Daerah

1.06.01.1.09.06 Pemeliharaan Jumlah peralatan dan mesin
Peralatan dan Mesin Lainnya lainnya yang dipelihara
1.06.01.1.09.07 Pemeliharaan
Aset
Tetap Lainnya
1.06.01.1.09.09 Jumlah Gedung Kantor dan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Bangunan
Gedung Lainnya yang
Kantor dan Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi

1.06.02 PROGRAM 1.06.02.1.01 1.06.02.1.01.01 Koordinasi dan Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi

PEMBERDAYAAN
SOSIAL

Penerbitan Izin
Pengumpulan
Sumbangan Lintas
Daerah
Kabupaten/Kota

Sinkronisasi Penerbitan Izin
Undian Gratis Berhadiah dan

Pengumpulan Uang atau Barang

Penertiban Izin Undian Gratis
Berhadiah dan Pengumpulan Uang
atau Barang yang dilaksanakan
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Program Kegiatan Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan

dalam 1 (Satu)
Daerah Provinsi

1.06.02.1.02 1.06.02.1.02.01 Peningkatan Jumlah Potensi Pekerja Sosial
Pemberdayaan Kemampuan Potensi Pekerja Masyarakat Kewenangan Provinsi
Potensi Sumber Sosial Masyarakat Kewenangan yang ditingkatkan kemampuan
Kesejahteraan Provinsi kompetensinya

Sosial Provinsi

1.06.02.1.02.02 Peningkatan Jumlah Tenaga Kesejahteraan
Kemampuan Potensi Tenaga Sosial Kecamatan Kewenangan
Kesejahteraan Sosial Kecamatan | Provinsi yang ditingkatkan
Kewenangan Provinsi kemampuan kompetensinya
1.06.02.1.02.03 Peningkatan Jumlah sumber kesejahteraan
Kemampuan Potensi Sumber sosial keluarga Kewenangan
Kesejahteraan Sosial Keluarga Provinsi yang ditingkatkan
Kewenangan Provinsi kemampuan kompetensinya
1.06.02.1.02.04 Peningkatan Jumlah Lembaga Kesejahteraan
Kemampuan Potensi Sumber Sosial yang Meningkat
Kesejahteraan Sosial Kapasitasnya Kewenangan Provinsi

Kelembagaan Masyarakat
Kewenangan Provinsi

1.06.04 PROGRAM 1.06.04.1.01 1.06.04.1.01.01 Penyediaan Jumlah permakanan yang
REHABILITASI Rehabilitasi Sosial Permakanan disediakan
SOSIAL Dasar Penyandang

Disabilitas
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program

Indikator Kinerja

Hasil Program

Target
Capaian

Kegiatan

Indikator Kinerja

Keluaran Kegiatan

Target
Capaian

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja

Keluaran Sub Targe
Kegiatan

TerlAntar di dalam
Panti

1.06.04.1.01.02 Penyediaan
Sandang

Jumlah sandang yang disediakan

1.06.04.1.01.03 Penyediaan
Asrama yang Mudah Diakses

Jumlah asrama yang mudah
diakses yang disediakan

1.06.04.1.01.04 Penyediaan Alat
Bantu

Jumlah alat bantu yang disediakan

1.06.04.1.01.05 Penyediaan
Perbekalan Kesehatan di dalam
Panti

Jumlah perbekalan kesehatan
didalam panti yang disediakan

1.06.04.1.01.06 Pemberian
Bimbingan
Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial

Jumlah bimbingan
fisik, mental,spiritual d sosial yang
disediakan

1.06.04.1.01.07 Pemberian
Bimbingan
Aktivitas Hidup Sehari-Hari

Jumlah bimbingan aktivitas hidup
sehari yang disediakan

1.06.04.1.01.08 Fasilitasi
Pembuatan Nomor Induk
Kependudukan bagi
Penyandang Disabilitas

Jumlah pembuatan akta kelahiran
nomor induk kependudukan bagi
penyandang disabilitas yang
difasilitasi

1.06.04.1.01.09 Akses ke Layanan
Pendidikan dan Kesehatan Dasar

Jumlah Layanan Pendidikan dan
Kesehat
Dasar yang dilaksankan
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Program Kegiatan Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan

1.06.04.1.01.10 Pemberian
Pelayanan
Penelusuran Keluarga

1.06.04.1.01.11 Pemberian Jumlah pelayanan reunifikasi
Pelayanan keluarga ya diberikan
Reunifikasi Keluarga

1.06.04.1.02 1.06.04.1.02.02 Penyediaan Jumlah Orang yang Mendapatkan
Rehabilitasi Sosial Makanan Pemenuhan Kebutuhan
Dasar Anak Permakanan sesuai dengan
TerlAntar di dalam Standar Gizi Minimal Kewenangan
Panti Provinsi
1.06.04.1.02.03 Penyediaan Jumlah Orang yang Menerima
Sandang Pakaian d

Kelengkapan Lainnya yang
Tersedia dala
1 Tahun Kewenangan Provinsi

1.06.04.1.02.04 Penyediaan Jumlah Orang yang Terakses
Asrama yang Mudah Diakses Asrama Lay

Huni Kewenangan Provinsi
1.06.04.1.02.05 Penyediaan Jumlah Orang yang Mendapatkan
Perbekalan Kesehatan di dalam Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan
Panti Kesehatan di dalam Panti

Kewenangan Provinsi

1.06.04.1.02.06 Pemberian Jumlah Peserta Bimbingan Fisik,
Bimbingan Mental, Spiritual dan Sosial
Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial | Kewenangan Provinsi
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan

1.06.04.1.02.08 Fasilitasi Jumlah Orang yang Terpenuhi

Pembuatan Akta Kelahiran, Kebutuhan Pembuatan Nomor

Nomor Induk Kependudukan, Induk Kependudukan dan Kartu

dan Kartu Identitas Anak Identitas Anak bagi Anak Terlantar
Kewenangan Provinsi

1.06.04.1.02.09 Akses ke Layanan | Jumlah Orang yang Mendapatkan

Pendidikan dan Kesehatan Dasar | Akses ke Layanan Pendidikan dan
Kesehatan Dasar Kewenangan
Provinsi

1.06.04.1.02.10 Pemberian Jumlah Orang yang Mendapatkan

Pelayanan Pelayanan Penelusuran Keluarga

Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi

1.06.04.1.02.12 Akses Layanan Jumlah layanan pengasuhan

Pengasuhan kepada Keluarga kepada keluarga pengganti yang

Penganti dilaksanakan

1.06.04.1.03 1.06.04.1.03.01 Penyediaan Jumlah permakanan yang

Rehabilitasi Sosial
Dasar Lanjut Usia
Terlantar di dalam
Panti

Permakanan

disediakan

1.06.04.1.03.02 Penyediaan
Sandang

Jumlah Orang yang Menerima
Pakaian d

Kelengkapan Lainnya yang
Tersedia dala

1 Tahun Kewenangan Provinsi
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Program Kegiatan Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
1.06.04.1.03.03 Penyediaan Jumlah asrama yang mudah
Asrama yang Mudah Diakses diakses yang disediakan

1.06.04.1.03.04 Penyediaan Alat | Jumlah alat bantu yang disediakan

Bantu

1.06.04.1.03.05 Penyediaan Jumlah perbekalan kesehatan
Perbekalan Kesehatan di dalam didalam panti yang disediakan
Panti Sosial

1.06.04.1.03.06 Pemberian Jumlah Peserta Bimbingan Fisik,
Bimbingan Mental, Spiritual dan Sosial

Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi

1.06.04.1.03.07 Pemberian Jumlah bimbingan aktivitas sehari

Bimbingan hari ya disediakan

Aktivitas Hidup Sehari-Hari

1.06.04.1.03.08 Fasilitasi Jumlah Orang yang Terpenuhi

Pembuatan Nomor Induk Kebutuhan Pembuatan Nomor

Kependudukan bagi Induk Kependudukan bagi Lanjut

Penyandang Disabilitas Usia Terlantar Kewenangan
Provinsi

1.06.04.1.03.09 Akses ke Layanan | Jumlah layanan pendidikan dan
Pendidikan dan Kesehatan Dasar | kesehata dasar yang dilaksanakan

1.06.04.1.03.10 Pemberian Jumlah Orang yang Mendapatkan
Pelayanan Pelayanan Penelusuran Keluarga
Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
1.06.04.1.03.11 Pemberian jumlah pelayanan reunifikasi
Pelayanan keluarga ya diberikan
Reunifikasi Keluarga
1.06.04.1.03.12 Pemulasaraan Jumlah Pemulasaraan Kewenangan
Provinsi
1.06.04.1.04 1.06.04.1.04.01 Penyediaan Jumlah permakanan yang

Rehabilitasi Sosial
Dasar
Gelandangan dan
Pengemis di
dalam Panti

Permakanan

disediakan

1.06.04.1.04.02 Penyediaan
Sandang

Jumlah sandang yang disediakan

1.06.04.1.04.04 Penyediaan
Perbekalan Kesehatan di dalam
Panti

Jumlah perbekalan kesehatan
didalam panti yang disediakan

1.06.04.1.04.06 Pemberian
Bimbingan
Aktivitas Hidup Sehari-Hari

Jumlah bimbingan aktivitas sehari
hari ya disediakan

1.06.04.1.04.07 Pemberian
Bimbingan
Keterampilan Dasar

Jumlah bimbingan keterampilan
dasar ya diberikan

1.06.04.1.04.10 Pemulangan ke
Daerah Asal

Jumlah pemulangan ke daerah asal
yang dilaksanakan
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
1.06.04.1.05 1.06.04.1.05.01 Penyediaan

Rehabilitasi Sosial
bagi Penyandang
Masalah
Kesejahteraan
Sosial (PMKS)
Lainnya di Luar
HIV/AIDS dan
NAPZA di dalam
Panti

Permakanan

1.06.04.1.05.07 Pemberian
Bimbingan
Keterampilan Dasar

Jumlah bimbingan keterampilan
dasar 1yang diberikan

1.06.04.1.05.10 Pemulangan ke
Daerah Asal

Jumlah pemulangan ke daerah asal
yang dilaksanakan

1.06.05 PROGRAM 1.06.05.1.01 1.06.05.1.01.01 Pengangkatan Jumlah Anak yang Mendapatkan
PERLINDUNGAN Pengangkatan Anak antar WNI Orang Tua Asuh/Orang Tua
DAN JAMINAN Anak antar WNI Angkat Sesuai Ketentuan yang
SOSIAL dan Pengangkatan Berlaku Kewenangan Provinsi

Anak oleh Orang

Tua Tunggal

1.06.05.1.02 1.06.05.1.02.01 Fasilitasi Bantuan | Jumlah Keluarga Penerima

Pengelolaan Data Sosial Kesejahteraan Keluarga Manfaat 21 (KPM) yang

Fakir Miskin Mendapatkan Bantuan

Cakupan Daerah
Provinsi

Sosial Kesejahteraan Keluarga
Kewenangan Provinsi
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
1.06.05.1.02.02 Pengelolaan Fakir | Jumlah pengelolaan fakir miskin
Miskin Lintas Daerah lintas 1 daerah kab/kota yang
Kabupaten/Kota dilaksanakan
1.06.05.1.02.03 Fasilitasi Bantuan | Jumlah Keluarga yang
Pengembangan Ekonomi mendapatkan ban
Masyarakat Pengembangan Ekonomi
Masyarakat
1.06.06 PROGRAM 1.06.06.1.01 1.06.06.1.01.01 Penyediaan Jumlah Pengungsi yang

PENANGANAN
BENCANA

Perlindungan
Sosial Korban
Bencana Alam dan
Sosial Provinsi

Permakanan

Mendapatkan Permakanan 3x1
Hari dalam Masa Tanggap Darurat
Kewenangan Provinsi

1.06.06.1.01.02 Penyediaan
Sandang

Jumlah sandang yang disediakan
bagi korban bencana alam dan
sosial

1.06.06.1.01.03 Penyediaan
Tempat
Penampungan Pengungsi

Jumlah paket penyediaan tempat
penampungan yang disediakan
bagi korban bencana alam dan
sosial

1.06.06.1.01.04 Penanganan
Khusus bagi Kelompok Rentan

Jumlah Orang yang Mendapatkan
Penanganan Khusus bagi
Kelompok Rentan Kewenangan
Provinsi

1.06.06.1.01.05 Pelayanan
Dukungan
Psikososial

Jumlah Korban Bencana yang
Mendapatkan Layanan Dukungan
Psikososial Kewenangan Provinsi
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
1.06.07 PROGRAM 1.06.07.1.01 1.06.07.1.01.02 Pemeliharaan Jumlah Makam yang Terpenuhi
PENGELOLAAN Pengelolaan Taman Pemeliharannya pada Taman
TAMAN MAKAM Taman Makam Makam Pahlawan Nasional Makam Pahlawan Nasional
PAHLAWAN Pahlawan Nasional Provinsi Provinsi

Provinsi

2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA

2.07.01 PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH PROVINSI

Persentase Jenis Kegiatan
Pelaksanaan 100 %
Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah

DISNAKER

2.07.01.1.01
Perencanaan,
Penganggaran,
dan Evaluasi
Kinerja Perangkat
Daerah

tersedianya jumlah dokumen

7 Dokumen perencanaan,
penganggaran dan

evaluasi kinerja perangkat daerah

2.07.01.1.01.01 Penyusunan
Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan
yang disusun

2.07.01.1.01.06 Koordinasi dan
Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
dan Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD

2.07.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Evaluasi kinerja
OPD Jumlah Laporan Evaluasi
Kinerja

Perangkat Daerah

2.07.01.1.02
Administrasi
Keuangan
Perangkat Daerah

tersedianya pelaksanaan kegiatan
1 Tahun administrasi keuangan

2.07.01.1.02.01 Penyediaan Gaji
dan
Tunjangan ASN

Jumlah Orang yang Menerima Gaji
dan 2

Tunjangan ASN

B
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
tersedianya pembayaran gaji dan
1 tunjang ASN Dinas
2.07.01.1.02.03 Pelaksanaan Jumlah Dokumen Penatausahaan
Penatausahaan dan dan
Pengujian/Verifikasi Keuangan Pengujian/Verifikasi Keuangan
SKPD SKPD Terlaksananya kegiatan
administrasi
keuangan
2.07.01.1.02.07 Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan
Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran
Bulanan/ Triwulanan/Semesteran | SKPD dan Laporan Koordinasi
SKPD Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD
jumlah penyusunan laporan
keuangan/Bulanan/triwulan/semes
teran SKPD
2.07.01.1.03 Terlaksananya pelaksanaan 2.07.01.1.03.06 Penatausahaan Jumlah Laporan Penatausahaan
Administrasi administrasi 1 tahun Barang Milik Daerah pada SKPD | Barang
Barang Milik Barang milik daerah Milik Daerah pada SKPD

Daerah pada
Perangkat Daerah

2.07.01.1.05
Administrasi
Kepegawaian
Perangkat Daerah

terlaksananya pelaksanaan
administrasi 1 tahun

kepegawaian

2.07.01.1.05.03 Pendataan dan
Pengolahan Administrasi
Kepegawaian

Jumlah Dokumen Pendataan dan
Pengolahan Administrasi
Kepegawaian
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
2.07.01.1.05.05 Monitoring, jumlah dokumen evaluasi penilaian
Evaluasi, dan Penilaian Kinerja kinerja pegawai
Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring,
Evaluasi, dan Penilaian Kinerja
Pegawai
2.07.01.1.05.09 Pendidikan dan Jumlah Pegawai Berdasarkan
Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas danJumlah Pegawai
Tugas dan Fungsi Berdasarkan Tugas d Fungsi yang
Mengikuti Pendidikan dan
Pelatihan
2.07.01.1.06 Terlaksananya pelaksanaan 2.07.01.1.06.01 Penyediaan Jumlah Paket Komponen Instalasi
Administrasi administrasi 1 Tahun umum Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Umum perangkat daerah Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yan Disediakan

Perangkat Daerah

Kantor

Jumlah penyediaan komponen alat
listrik

2.07.01.1.06.02 Penyediaan
Peralatan dan Perlengkapan
Kantor

Jumlah Paket Peralatan dan
Perlengkapa

Kantor yang Disediakan

jumlah penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor

2.07.01.1.06.03 Penyediaan
Peralatan
Rumah Tangga

Jumlah Paket Peralatan Rumah
Tangga ya

Disediakan

jumlah penyediaan peralatan
rumah tang
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program

Indikator Kinerja

Hasil Program Target
Capaian

Kegiatan

Indikator Kinerja

Keluaran Kegiatan

Target
Capaian

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja

Keluaran Sub Targe
Kegiatan

2.07.01.1.06.04 Penyediaan
Bahan
Logistik Kantor

Jumlah Paket Bahan Logistik
Kantor yang

Disediakan

Jumlah penyedian bahan logistik
kantor

2.07.01.1.06.05 Penyediaan
Barang
Cetakan dan Penggandaan

Jumlah Paket Barang Cetakan dan
Penggandaan yang Disediakan
Jumlah Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan

2.07.01.1.06.06 Penyediaan
Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang- Undangan

Jumlah Dokumen Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang-
Undangan yang Disediakan
Jumlah Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundang
undangan

2.07.01.1.06.08 Fasilitasi
Kunjungan
Tamu

Jumlah Laporan Fasilitasi
Kunjungan Tam

Jumlah Penyediaan makan dan
minum

2.07.01.1.06.09 Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan Konsultasi
SKPD

Jumlah Laporan Penyelenggaraan
Rapat

Koordinasi dan Konsultasi SKPD
jumlah pelaksanaan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi SKPD
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
2.07.01.1.07 tersedianya pengadaan barang 2.07.01.1.07.01 Pengadaan Jumlah Unit Kendaraan
Pengadaan Barang | milik daerah 2 paket Kendaraan Perorangan Dinas Perorangan Dina atau Kendaraan
Milik Daerah atau Kendaraan Dinas Jabatan Dinas Jabatan yang Disediakan
Penunjang Urusan
Pemerintah
Daerah
2.07.01.1.07.05 Pengadaan Jumlah Paket Mebel yang
Mebel Disediakan
2.07.01.1.07.06 Pengadaan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin
Peralatan dan Mesin Lainnya Lainnya yang Disediakan
2.07.01.1.08 terlaksananya penyediaan jasa 2.07.01.1.08.01 Penyediaan Jasa | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa

Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintahan
Daerah

penunjang 1 Tahun urusan
pemerintah daerah

Surat
Menyurat

Surat

Menyurat

Jumlah penyediaan jasa surat
menyurat

2.07.01.1.08.02 Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik yang Disediakan

Jumlah Penyediaan jasa
Komunikasi sumber daya air listrik

2.07.01.1.08.03 Penyediaan Jasa
Peralatan dan Perlengkapan
Kantor

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Peralatan dan Perlengkapan
Kantor yang Disediakan

2.07.01.1.08.04 Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum Kantor

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum Kantor yang
Disediakan
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan

Jumlah Penyediaan jasa pelayanan
umum

2.07.01.1.09 Terlaksananya Pemeliharaan 2.07.01.1.09.01 Penyediaan Jasa | Jumlah Kendaraan dinas yang

Pemeliharaan Barang milik 1 Tahun daerah Pemeliharaan, Biaya dipelihara

Barang Milik Pemeliharaan dan Pajak Jumlah Kendaraan Perorangan

Daerah Penunjang
Urusan
Pemerintahan

Kendaraan Perorangan Dinas
atau Kendaraan Dinas Jabatan

Dinas ata Kendaraan Dinas Jabatan
yang Dipelihara dan Dibayarkan
Pajaknya

Daerah
2.07.01.1.09.06 Pemeliharaan Jumlah Peralatan dan Mesin
Peralatan dan Mesin Lainnya Lainnya yan
Dipelihara
2.07.01.1.09.09 Jumlah Gedung Kantor dan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Bangunan
Gedung Lainnya yang
Kantor dan Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
2.07.02 PROGRAM | Persentase Dokumen Perencanaan | 2.07.02.1.01 Terlaksananya Pelaksanaan 2.07.02.1.01.02 Penyusunan Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang
PERENCANAAN Yang 60 % Tersedia Penyusunan Kegiatan 2 kegiatan Rencana Mengikuti Pelatihan Penyusunan
TENAGA KERJA Rencana Penyusunan Rencana Tenaga Kerja | Tenaga Kerja Mikro RTK Mikro

Tenaga Kerja (RTK)

2.07.03 PROGRAM
PELATIHAN KERJA
DAN
PRODUKTIVITAS
TENAGA KERJA

Persentase Pencari Kerja Yang
Dilatih 90,75 % Persentase
Pencari Kerja Yang Memilihi
59,97 %

Sertifikat Kompetensi

2.07.03.1.01

Pelaksanaan
Latihan Kerja
Berdasarkan

Jumlah paket pelatihan
3 paket

Jumlah peserta Pelatihan
2040 Orang

2.07.03.1.01.01 Proses
Pelaksanaan Pendidikan dan
Pelatihan Keterampilan bagi
Pencari Kerja Berdasarkan
Klaster Kompetensi

Jumlah paket pelatihan
Jumlah paket pelatihan
Jumlah Tenaga Kerja yang
Mendapat Pelatihan Berbasis
kompetensi Pada Tahu n
Jumlah Tenaga Kerja yang
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
Klaster Mendapat Pelatihan Berbasis
Kompetensi kompetensi Pada Tahu n
2.07.03.1.01.02 Koordinasi Lintas | Jumlah Kesepakatan/Koordinasi
Lembaga dan Kerja Sama dalam rangka Optimalisasi
Dengan Sektor Swasta untuk Kapasitas Instruktur dan
Penyediaan Instruktur serta Peningkatan Sarana Prasarana
Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
Pelatihan Kerja pada Tahun n
2.07.03.1.01.03 Pengadaan Jumlah Pengadaan dan
Sarana Pemeliharaan Sar
Pelatihan Kerja Pelatihan kerja
Jumlah Pengadaan dan
Pemeliharaan Sar
Pelatihan kerja
Jumlah Pengadaan Peralatan
pelatihan ke
2.07.03.1.02 Persentase Lembaga pelatihan 2.07.03.1.02.01 Survey dan Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja
Pelaksanaan kerjayang  35.89 % Penilaian Akreditasi Kepada yang
Akreditasi terakreditas Lembaga Pelatihan Kerja Terakreditasi
Lembaga

Pelatihan Kerja

2.07.03.1.03
Konsultansi
Produktivitas pada

Jumlah UMKM yang mendapatkan
10 Usaha Kecil pembinaan

2.07.03.1.03.01 Pelaksanaan
Konsultasi Produktivitas kepada
Perusahaan Menengah

Jumlah Perusahaan Menengah
yang 20
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan

Perusahaan produktifitas Mendapatkan Konsultasi
Menengah Menengah Peningkatan Produktivitas
2.07.03.1.04 Nilai Pengukuran Kompetensi dan 2.07.03.1.04.01 Pengukuran Jumlah Dokumen Hasil
Pengukuran 2.98 % Kompetensi dan Produktivitas Pengukuran Produktivitas dan
Produktivitas produktifitas tenaga kerja provinsi Tenaga Kerja daya saing Tenaga Kerja di Tingkat

Tingkat Daerah
Provinsi

daerah

2.07.04 PROGRAM

Persentase Tenaga Kerja Yang Di

2.07.04.1.01

Terlaksananya pelaksanaan

2.07.04.1.01.02 Pelayanan Antar

Jumlah Tenaga Kerja yang

PENEMPATAN 65,09 % Tempatkan Pelayanan Antar pelayanan 3 kegiatan antar Kerja ditempatkan
TENAGA KERJA Kerja Lintas kerja Melalui layanan AKAD, AKL dan
Daerah ULD
Kabupaten/Kota
2.07.04.1.01.03 Penyuluhan dan Jumlah Pencari kerja yang
Bimbingan Jabatan bagi Pencari | Mendapatkan
Kerja Penyuluhan dan Bimbingan
Jabatan
2.07.04.1.01.05 Perluasan Jumlah Tenaga Kerja yang
Kesempatan Kerja Diberdayakan Melalui Program
Perluasan Kesempatan Kerja
2.07.04.1.03 jumlah pelaksanaan pengelolaan 2.07.04.1.03.01 Pemeliharaan Jumlah Data dan Informasi yang
Pengelolaan 3 kegiatan informasi pasar kerja dan Operasional Aplikasi Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar

Informasi Pasar
Kerja

Informasi Pasar Kerja Online

Kerja Online
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
2.07.04.1.03.02 Pelayanan dan Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja
Penyediaan Informasi Pasar Kerja | Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja
Online Melalui Sistem Online (KarirHub)
2.07.04.1.03.03 Job Fair/Bursa Jumlah Pelaksanaan Job Fair
Kerja Jumlah Pencari Kerja yang
Mendapatkan
Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa
Kerja
2.07.04.1.04 Terlaksananya kegiatan 2.07.04.1.04.01 Peningkatan Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi

Pelindungan PMI
(Pra dan Purna
Penempatan) di
Daerah Provinsi

perlindungan PMI 3 kegiatan

Pelindungan dan Kompetensi
Calon Pekerja Migran Indonesia
(PMI)/Pekerja Migran Indonesia
(PMI)

dan
Ditingkatkan Kompetensinya

2.07.04.1.04.02 Fasilitasi
Pemenuhan Komitmen Izin
Cabang Perusahaan Penempatan
Pekerja Migran Indonesia (PMI)
terintegrasi secara elektronik

Jumlah cabang Perusahaan

5

Penempatan Pekerja Migran
Indonesia (PMI) yang Diverifikasi
dan Diberi Izin secara online

2.07.04.1.04.03 Penyediaan
Layanan

Terpadu pada Calon Pekerja
Migran

Jumlah CPMI yang Terlayani Sesuai
Prosedur dalam LTSA

jumlah Layanan Terpadu calon
Pekerja migran

2.07.04.1.05
Pengesahan
RPTKA
Perpanjangan
yang Tidak

Jumlah Dokumen RPTKA yang
1 dokumen disahkan/perpanjangan
RPTKA

2.07.04.1.05.01 Koordinasi dan
Sinkronisasi Pengesahan RPTKA
yang tidak Mengandung
Perubahan Jabatan, Jumlah TKA,
dan Lokasi

Jumlah Dokumen Pelaksanaan
Koordinasi RPTKA yang
disahkan/perpanjangan RPTKA
Jumlah TKA yang telah
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
Mengandung Kerja dalam 1 (satu) Daerah Mendapatkan
Perubahan Provinsi Pengesahan RPTKA

Jabatan, Jumlah
TKA, dan Lokasi
Kerja dalam 1
(satu) Daerah

Provinsi
2.07.05 PROGRAM | Persentase Pencegahan Dan 2.07.05.1.01 Persentase Perusahaan yang 2.07.05.1.01.01 Pengesahan Jumlah Perusahaan yang
HUBUNGAN Penyelesaian 100 % Perselisihan | Pengesahan memiliki 46.97 % Peraturan Perusahaan yang Menyusun 10
INDUSTRIAL Hubungan Industrial Peraturan peraturan perusahaan. terkait dengan Hubungan Peraturan Perusahaan dan
Perusahaan dan Industrial Terdaftar di WLKP Online
Pendaftaran

Perjanjian Kerja
Bersama untuk
yang Mempunyai
Wilayah Kerja
lebih dari 1 (satu)
Kabupaten/Kota

2.07.05.1.01.02 Pendaftaran
Perjanjian Kerja Bersama yang
terkait dengan Hubungan
Industrial

Jumlah Perusahaan yang
Menyusun 10

Perjanjian Kerja Bersama dan
Terdaftar Di WLKP Online

2.07.05.1.01.03 Penyelenggaraan
Pendataan dan Informasi Sarana
Hubungan Industrial dan
Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Jumlah Data dan Informasi Sarana
HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah,
dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang
Terdaftar Sebagai Peserta
Jamsostek
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
2.07.05.1.02 Jumlah kasus yang diselesaikan 2.07.05.1.02.02 Penyelesaian Jumlah Perkara Perselisihan yang

Pencegahan dan
Penyelesaian
Perselisihan
Hubungan
Industrial, Mogok
Kerja, dan
Penutupan
Perusahaan yang
Berakibat/Berdam
pak pada
Kepentingan di

1 (satu) Daerah
Provinsi

diluar 10 kasus pengadilan Hl

Perselisihan Hubungan
Industrial, Mogok Kerja, dan
Penutupan Perusahaan yang
Berakibat/Berdampak pada
Kepentingan di 1 (satu) Daerah
Provinsi

Terselesaikan

2.07.05.1.02.05 Pembinaan
Pengupahan Skala Provinsi

Jumlah Perusahaan yang
30

Mendapatkan Pembinaan
Pengupahan Skala Provinsi

2.07.05.1.03
Penetapan Upah
Minimum Provinsi
(UMP), Upah
Minimum Sektoral
Provinsi (UMSP),
Upah Minimum
Kabupaten/Kota
(UMK), dan Upah
Minimum Sektoral

Tersedianya dokumen penetapan
UMK 2 Dokumen dan UMP

2.07.05.1.03.01 Penetapan Upah
Minimum Provinsi (UMP)

Jumlah Penetapan UMP 1
Surat Ke
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Program Kegiatan Sub Kegiatan
Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
Kabupaten/Kota
(UMSK)
2.07.05.1.03.03 Penetapan Upah | Jumlah penetapan UMK 1
Minimum Kabupaten/Kota Surat Ke
(UMK)
2.07.06 PROGRAM | Persentase Perusahaan Taat NSPK | 2.07.06.1.01 Jumlah perusahaan yang taat 2.07.06.1.01.01 Pengawasan Jumlah Perusahaan yang
PENGAWASAN 70 % Penyelenggaraan norma 25 Perusahaan kerja Pelaksanaan Norma Kerja di 25
KETENAGAKERJAA Pengawasan wilayah | Perusahaan Menerapkan Norma
N Ketenagakerjaan Jumlah perusahaan yang taat Ketenagakerjaan di Perusahaan

norma 25 Perusahaan kerja
wilayah II

Jumlah perusahaan yang taat
norma 25 Perusahaan kerja
wilayah Il

Persentase Perusahaan yang

57.23 %

menerapkan peraturan perundang
undangan ketenagakerjaan

(Termasuk Perusahaan yang
Mempekerjakan TKA)

Jumlah perusahaan yang taat
norma 25 kerja

Jumlah perusahaan yang taat
norma 25 kerja wilayah Ill

2.07.06.1.01.02 Penegakan
Hukum
Ketenagakerjaan di Perusahaan

Jumlah Kasus Permasalahan
Hukum yang
Diselesaikan
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program

Indikator Kinerja

Hasil Program Target

Capaian

Kegiatan

Indikator Kinerja

Keluaran Kegiatan Target

Capaian

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja

Keluaran Sub
Kegiatan

Targe

2.07.06.1.01.03 Pelayanan
Keselamatan dan Kesehatan
Kerja di Perusahaan

Jumlah Perusahaan yang
30

Menerapkan K3

Jumlah Perusahaan yang
30 menerapkan norma K3

2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN DAN PE

RLINDUNGAN ANAK

2.08.01 PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH PROVINSI

Nilai Evaluasi SAKIP
100 %

2.08.01.1.01
Perencanaan,
Penganggaran,
dan Evaluasi
Kinerja Perangkat
Daerah

Persentase dokumen perencanaan,
100 %
penganggaran dan Evaluasi

2.08.01.1.01.01 Penyusunan
Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Petencanaan
13

2.08.01.1.01.02 Koordinasi dan
Penyusunan Dokumen RKA-
SKPD

Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan
Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

2.08.01.1.01.03 Koordinasi dan
Penyusunan Dokumen
Perubahan RKA-SKPD

Jumlah Dokumen Perubahan RKA-
SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen Perubahan
RKA- SKPD

2.08.01.1.01.04 Koordinasi dan
Penyusunan DPA-SKPD

Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan
Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen DPA-SKPD

2.08.01.1.01.05 Koordinasi dan
Penyusunan Perubahan DPA-
SKPD

Jumlah Dokumen Perubahan DPA-
SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen Perubahan
DPA- SKPD
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
2.08.01.1.01.06 Koordinasi dan Jumlah Laporan Capaian Kinerja
Penyusunan Laporan Capaian dan lkhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi dan Laporan Hasil Koordinasi
Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
2.08.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
2.08.01.1.02 Persentase Administrasi Keuangan | 2.08.01.1.02.01 Penyediaan Gaji Jumlah Orang yang Menerima Gaji
Administrasi Perangkat 100 % Daerah yang dan dan
Keuangan Terlaksana Tunjangan ASN Tunjangan ASN

Perangkat Daerah

2.08.01.1.02.03 Pelaksanaan
Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi Keuangan
SKPD

Jumlah Dokumen Penatausahaan
dan 3

Pengujian/Verifikasi Keuangan
SKPD

2.08.01.1.05
Administrasi
Kepegawaian
Perangkat Daerah

Persentase Administrasi
100 %
Perangkat Daerah yang terlaksana

Kepegawaian

2.08.01.1.05.09 Pendidikan dan
Pelatihan Pegawai Berdasarkan
Tugas dan Fungsi

Jumlah Pegawai Berdasarkan
Tugas dan Fungsi yang Mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan

2.08.01.1.06
Administrasi
Umum

Perangkat Daerah

Persentase Kegiatan Administrasi
100 % Perangkat
Daerah Yang Terlaksana

Umum

2.08.01.1.06.01 Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor

Jumlah Paket Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor yan Disediakan
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
2.08.01.1.06.02 Penyediaan Jumlah Paket Peralatan dan
Peralatan dan Perlengkapan Perlengkapa
Kantor Kantor yang Disediakan
2.08.01.1.06.03 Penyediaan Jumlah Paket Peralatan Rumah
Peralatan Tangga ya
Rumah Tangga Disediakan
2.08.01.1.06.04 Penyediaan Jumlah Paket Bahan Logistik
Bahan Kantor yang
Logistik Kantor Disediakan
2.08.01.1.06.05 Penyediaan Jumlah dokumen yang dicetak dan
Barang digandakan
Cetakan dan Penggandaan
2.08.01.1.06.06 Penyediaan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan
Bahan Bacaan dan Peraturan dan 1
Perundang- Undangan Peraturan Perundang-Undangan
yang
Disediakan

2.08.01.1.06.09 Penyelenggaraan | Jumlah Laporan Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan Konsultasi | Rapat
SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD

2.08.01.1.07 Jumlah penggadaan barang Milik 2.08.01.1.07.06 Pengadaan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin

Pengadaan Barang | daerah 4 Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Lainnya yang Disediakan

Milik Daerah

Penunjang Urusan

Pemerintah

Daerah
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
2.08.01.1.08 Persentase penyediaan jasa 2.08.01.1.08.01 Penyediaan Jasa | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa

Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintahan

penunjang 100 %
urusan pemerintahan daerah yang
terlaksana

Surat
Menyurat

Surat
Menyurat

Daerah
2.08.01.1.08.02 Penyediaan Jasa | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air Komunikasi, Sumber Daya Air dan
dan Listrik Listrik yang Disediakan
2.08.01.1.08.03 Penyediaan Jasa | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Peralatan dan Perlengkapan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor Kantor yang Disediakan
2.08.01.1.08.04 Penyediaan Jasa | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor yang

Disediakan

2.08.01.1.09 Persentase pemeliharaan barang 2.08.01.1.09.01 Penyediaan Jasa | Jumlah Kendaraan Perorangan

Pemeliharaan milik daerah 100 % Pemeliharaan, Biaya Dinas ata Kendaraan Dinas Jabatan

Barang Milik Pemeliharaan dan Pajak yang Dipelihara Dibayarkan

Daerah Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah

Kendaraan Perorangan Dinas
atau Kendaraan Dinas Jabatan

Pajaknya
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
2.08.01.1.09.02 Penyediaan Jasa | Jumlah Kendaraan Dinas
Pemeliharaan, Biaya Operasional ata Lapangan yang
Pemeliharaan, Pajak dan Dipelihara dan Dibayarka Pajak
Perizinan Kendaraan Dinas dan Perizinannya
Operasional atau Lapangan
2.08.01.1.09.06 Pemeliharaan Jumlah Peralatan dan Mesin
Peralatan dan Mesin Lainnya Lainnya yan
Dipelihara
2.08.01.1.09.09 Jumlah Gedung Kantor dan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Bangunan
Gedung Lainnya yang
Kantor dan Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
2.08.02 PROGRAM | Persentase keterwakilan 2.08.02.1.01 Persentase stake holder yang 2.08.02.1.01.01 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi
PENGARUSUTAMA | perempuan di 522 % Pelembagaan diberikan 100 % Sinkronisasi Perumusan dan Sinkronisasi Perumusan
AN GENDER DAN bidang politik Pengarusutamaan | pemahaman PUG Kebijakan Pelaksanaan PUG Kebijakan Pelaksanaan
PEMBERDAYAAN Persentase keterwakilan Gender (PUG) Kewenangan Provinsi Pengarustamaan Gender (PUG)
PEREMPUAN perempuan di 522 % pada Lembaga Kewenangan Provinsi
bidang profesional Pemerintah
Persentase Sumbangan Kewenangan
pendapatan 35,54 Provinsi
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
perempuan
%
2.08.02.1.01.03 Advokasi Jumlah Perangkat Daerah yang
Kebijakan dan Pendampingan 2
Pelaksanaan PUG termasuk Mendapat Advokasi Kebijakan dan
PPRG Kewenangan Provinsi D Pendampingan Pelaksanaan
Pengarustamaan Gender (PUG)
termasukPerencaan Pembangunan
Responsif Gender (PPRG)
Kewenangan Provinsi
2.08.02.1.01.04 Sosialisasi Jumlah Perangkat Daerah yang
Kebijakan Pelaksanaan PUG 2
termasuk PPRG Kewenangan Mendapat Sosialisasi kebijakan
Provinsi D Pelaksanaan Pengarustamaan
Gender (PUG) termasuk Perencaan
Pembangunan Responsif Gender
(PPRG)
2.08.02.1.02 2.08.02.1.02.01 Sosialisasi Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi
Pemberdayaan Peningkatan Partisipasi Peningkatan Partisipasi Perempuan
Perempuan Perempuan di Bidang Politik, di Bidang Politik, Hukum, Sosial
Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi dan Ekonomi Kewenangan Provinsi

Hukum, Sosial,
dan Ekonomi pada
Organisasi
KeMasyarakatan

Kewenangan Provinsi
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
Kewenangan
Provinsi
2.08.02.1.02.02 Advokasi Jumlah Organisasi Masyarakat
Kebijakan dan Pendampingan yang 1
Peningkatan Partisipasi Mendapat Advokasi dan
Perempuan dalam Politik, Pendampingan Kebijakan
Hukum, Sosial, dan Ekonomi Peningkatan Partisipasi Perempuan
Kewenangan Provinsi Di Bidang Politik, Hukum, Sosial
dan Ekonomi Kewenangan Provinsi
Kepada Organisasi Masyarakat di
Kabuputaen/Kota
2.08.02.1.03 Persentase lembaga penyedia 2.08.02.1.03.02 Peningkatan Jumlah Sumberdaya Lembaga
Penguatan dan layanan 100 % Kapasitas Sumberdaya Lembaga | Penyedia Layanan Pemberdayaan
Pengembangan pemberdayaan perempuan yang Penyedia Layanan Perempuan Kewenangan Provinsi
Lembaga diberikan pemahaman Pemberdayaan Perempuan yang Mendapat Peningkatan
Penyedia Layanan | Persentase stake holder yang Kewenangan Provinsi Kapasitas
Pemberdayaan diberikan 100 %
Perempuan penguatan dan pengembangan
Kewenangan lembaga penyerdiaan layanan
Provinsi peningkatan
2.08.03 PROGRAM | Persentase Kasus Korban 2.08.03.1.01 Jumlah pertemuan para pihak 2.08.03.1.01.01 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi
PERLINDUNGAN Kekerasan 92,5 % Pencegahan lingkup daerah 2 kali provinsi dan | Sinkronisasi Pelaksanaan dan Sinkronisasi Pelaksanaan
PEREMPUAN Perempuan yang Mendapatkan Kekerasan lintas daerah kab/kota dalam Kebijakan, Program dan Kebijakan, Program dan Kegiatan
layanan pendampingan terhadap pencegahan kekerasan terhadap Kegiatan Pencegahan Kekerasan | Pencegahan Kekerasan terhadap

Perempuan yang
melibatkan para

perempuan

Perempuan Kewenangan Provinsi
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Program Kegiatan Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan

Pihak Lingkup terhadap Perempuan

Daerah Provinsi Kewenangan Provinsi

dan Lintas Daerah

Kabupaten/Kota
2.08.03.1.01.02 Advokasi Jumlah Perangkat Daerah yang
Kebijakan dan Pendampingan 1
Layanan Perlindungan Mendapat Advokasi dan
Perempuan Kewenangan D Pendampingan Layanan
Provinsi Perlindungan Perempuan

Kewenangan Provinsi

2.08.03.1.02 Persentase Penanganan Pengaduan | 2.08.03.1.02.01 Penyediaan Jumlah Perempuan Korban
Penyediaan 82.5 % Masyarakat bagi Layanan Pengaduan Masyarakat | Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi
Layanan Rujukan perempuan korban bagi Perempuan Korban dan Lintas Daera Kabupaten/Kota
Lanjutan bagi kekerasan tingkat daerah provinsi Kekerasan Tingkat Daerah yang Mendapatkan Layanan
Perempuan dan lintas daerah kabupaten/kota Provinsi dan Lintas Daerah Pengaduan Masyarakat

Korban Kekerasan Kabupaten/Kota

yang memerlukan
Koordinasi Tingkat
Daerah Provinsi
dan Lintas Daerah
Kabupaten/Kota

2.08.03.1.02.02 Koordinasi dan Jumlah Layanan Tindak Lanjut

Sinkronisasi Pelaksanaan Pengaduan yang Memerlukan
Penyediaan Layanan Rujukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi
Lanjutan bagi Perempuan Perempuan Korban Kekerasan

Korban Kekerasan Kewenangan Kewenangan Provinsi
Provinsi
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
2.08.03.1.03 Persentase stake holder yang 2.08.03.1.03.01 Advokasi Jumlah Dokumen Hasil Advokasi
Penguatan dan diberikan 100 % Kebijakan dan Pendampingan Kebijakan dan Pendampingan
Pengembangan penguatan dan pengembangan Penyediaan Sarana Prasarana Penyediaan Sarana Prasarana
Lembaga lembaga penyerdiaan layanan Layanan bagi Perempuan Layanan bagi Perempuan Korban

Penyedia Layanan
Perlindungan
Perempuan
Kewenangan
Provinsi

peningkatan

Korban Kekerasan Kewenangan
Provinsi

Kekerasan Kewenangan Provinsi

2.08.03.1.03.02 Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Lembaga Penyedia Layanan
Penanganan bagi

Perempuan Korban Kekerasan
Kewenangan Provinsi

Jumlah Sumberdaya Lembaga
Penyedia Layanan Penanganan
bagi Perempuan Korban Kekerasan
Kewenangan Provinsi yang

Mendapat Peningkatan Kapasitas

2.08.03.1.03.03 Penyediaan
Kebutuhan Spesifik bagi
Perempuan dalam Situasi
Darurat dan Kondisi Khusus
Kewenangan Provinsi

Jumlah Perempuan dalam Situasi
Darurat dan Kondisi Khusus
kewenangan provins yang
Mendapatkan pemenuhan
Kebutuhan Spesifik

2.08.03.1.03.04 Penguatan
Jejaring Antar Lembaga
Penyedia Layanan Perlindungan
Perempuan Kewenangan
Provinsi dan Lintas Daerah
Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Hasil Penguatan
Jejaring Antar Lembaga Penyedia
Layanan Perlindungan Perempuan
Kewenangan Provinsi dan Lintas
Daerah Kabupaten/Kota
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
2.08.04 PROGRAM | Persentase Kabupaten/kota yang 2.08.04.1.01 Persentase kab/kota yang diberikan | 2.08.04.1.01.03 Pengembangan Jumlah Dokumen Hasil

PENINGKATAN

100 %

Peningkatan

100 %

Kegiatan Masyarakat untuk

Pengembangan Kegiatan

KUALITAS melaksanakan kebijakan Kualitas Keluarga pemahaman kualitas keluarga Peningkatan Kualitas Keluarga Masyarakat untuk Peningkatan
KELUARGA peningkatan kapasitas keluarga dalam Kewenangan Provinsi kualitas Keluarga Kewenangan
Mewujudkan Provinsi
Kesetaraan
Gender (KG) dan
Hak Anak
Kewenangan
Provinsi
2.08.05 PROGRAM | Persentase tersedianya data 2.08.05.1.01 Jumlah dokumen data gender dan | 2.08.05.1.01.01 Penyediaan Data | Jumlah Dokumen Data Gender dan
PENGELOLAAN genderdan 100 % Pengumpulan, anak 2 buku dalam Gender dan Anak Provinsi Anak Provinsi yang Tersedia
SISTEM DATA anak yang akurat dan Pengolahan kelembagaan data di tingkat
GENDER DAN berkesinambungan Analisis dan daerah
ANAK Penyajian Data provinsi

Gender dan Anak
dalam
Kelembagaan
Data di Tingkat
Daerah Provinsi

2.08.06 PROGRAM
PEMENUHAN HAK
ANAK (PHA)

Persentase Kasus Korban
Kekerasan Anak 85 %
yang Mendapatkan Layanan
Pendampingan

2.08.06.1.01
Pelembagaan PHA
pada Lembaga
Pemerintah, Non
Pemerintah, dan
Dunia Usaha
Kewenangan
Provinsi

Jumlah stake holder yang diberikan
2 kali penguatan dan
pengembangan PHA

2.08.06.1.01.02 Koordinasi dan
Sinkronisasi Pelembagaan
Pemenuhan Hak Anak
Kewenangan Provinsi

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi
dan Sinkronisasi Pelembagaan
Pemenuhan Hak Anak
Kewenangan Provinsi
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
2.08.06.1.02 2.08.06.1.02.02 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi
Penguatan dan Sinkronisasi Pelaksanaan dan Sinkronisasi Pelaksanaan
Pengembangan Pendampingan Peningkatan Peningkatan Kualitas Hidup Anak
Lembaga Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi

Penyedia Layanan
Peningkatan
Kualitas Hidup
Anak Kewenangan
Provinsi

Kewenangan Provinsi

2.08.07 PROGRAM
PERLINDUNGAN
KHUSUS ANAK

Persentase Kasus Korban
Kekerasan Anak 85 %
yang Mendapatkan layanan
pendampingan

2.08.07.1.01
Pencegahan
Kekerasan
terhadap Anak
yang Melibatkan
para

Pihak Lingkup
Daerah Provinsi
dan Lintas Daerah

2.08.07.1.01.02 Koordinasi dan
Sinkronisasi Pencegahan
Kekerasan terhadap Anak
Kewenangan Provinsi

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi
dan Sinkronisasi Pencegahan

Kekerasan terhadap Anak
Kewenangan Provinsi

Kabupaten/Kota
2.08.07.1.02 2.08.07.1.02.01 Penyediaan Jumlah Anak yang Memerlukan
Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan | Perlindungan Khusus

Layanan bagi Anak
yang Memerlukan
Perlindungan
Khusus yang
Memerlukan
Koordinasi Tingkat
Daerah Provinsi

Perlindungan Khusus
Kewenangan Provinsi

Mendapatkan layanan pengaduan
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
2.08.07.1.03 2.08.07.1.03.03 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi
Penguatan dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring dan Sinkronisasi Penguatan
Pengembangan Antar Lembaga Penyedia Jejaring Antar Lembaga Penyedia
Lembaga Layanan Anak yang Memerlukan | Layanan Anak yang Memerlukan

Penyedia Layanan
bagi Anak yang
Memerlukan
Perlindungan
Khusus Tingkat
Daerah Provinsi
dan Lintas Daerah

Perlindungan Khusus
Kewenangan Provinsi

Perlindungan Khusus Kewenangan
Provinsi

Kabupaten/Kota
2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
2.09.01 PROGRAM | Persentase Dokumen 2.09.01.1.01 Jumlah Dokumen Perencanaan, 2.09.01.1.01.01 Penyusunan Jumlah Dokumen Perencanaan
PENUNJANG Perencanaan, 100 Persen Perencanaan, 10 Dokumen Dokumen Perencanaan 1
URUSAN Penganggaran, Pelaporan dan Penganggaran, Penganggaran, Pelaporan dan Perangkat Daerah Perangkat Daerah
PEMERINTAHAN Evaluasi yang disusun dan Evaluasi Evaluasi

DAERAH PROVINSI

Kinerja Perangkat
Daerah

Persentase Dokumen Perencanaan,
100 Persen

Penganggaran, Pelaporan dan
Evaluasi yang disusun

2.09.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

Jumlah dokumen evaluasi kinerja
perangkat daerah

Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
2.09.01.1.02 Gaji dan Tunjangan ASN, serta jasa | 2.09.01.1.02.01 Penyediaan Gaji Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN
Administrasi 12 Bulan dan yang dibayarkan
Keuangan Penatausahaan dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji

Perangkat Daerah

Pengajuan/Verifikasi

Keuangan OPD

Jumlah Pelaksnaan Administrasi
Keuangan 12 Bulan

Perangkat Daerah yang
mendukung

Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD

dan
Tunjangan ASN

2.09.01.1.02.03 Pelaksanaan
Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi Keuangan
SKPD

Jumlah Dokumen Penatausahaan
dan

Pengujian/Verifikasi Keuangan
SKPD Jumlah jasa penatausahaan
dan

pengajuan/verifikasi keuangan
SKPD

yang dibayarkan

2.09.01.1.02.05 Koordinasi dan
Penyusunan Laporan Keuangan
Akhir Tahun SKPD

Jumlah Laporan Keuangan Akhir
Tahun SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD

2.09.01.1.02.07 Koordinasi dan
Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/ Triwulanan/Semesteran
SKPD

Jumlah Laporan Keuangan
Bulanan/ Triwulanan/Semesteran
SKPD dan Laporan Koordinasi
Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
2.09.01.1.02.08 Penyusunan Jumlah Dokumen Pelaporan dan
Pelaporan dan Analisis Prognosis | Analisis Prognosis Realisasi
Realisasi Anggaran Anggaran
Jumlah laporan dan analisis
prognosis realisasi anggaran
2.09.01.1.03 Jumlah Pelaksanaan Administrasi 2.09.01.1.03.06 Penatausahaan Jumlah Jasa Penatausahaan Barang
Administrasi 1 Dokumen Barang Milik Daerah pada SKPD | Milik
Barang Milik Barang Milik Daerah pada Daerah SKPD

Daerah pada
Perangkat Daerah

Perangkat

Daerah

Persentase Sarana dan Prasarana
80 Persen

Perkantoran dalam kondisi baik

Jumlah Laporan Penatausahaan
Barang
Milik Daerah pada SKPD

2.09.01.1.05
Administrasi
Kepegawaian
Perangkat Daerah

Jumlah pendidikan dan pelatihan
yang 1 Jenis diikuti
Terlaksananya Pendidikan dan
Pelatihan 2 Orang

Pegawai Berdasarkan Tugas dan
Fungsi

2.09.01.1.05.09 Pendidikan dan
Pelatihan Pegawai Berdasarkan
Tugas dan Fungsi

Jumlah Pegawai Berdasarkan
Tugas dan Fungsi yang Mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan

2.09.01.1.06
Administrasi
Umum

Perangkat Daerah

Jumlah Administrasi Perkantoran
yang 6 Jenis dilaksanakan
Jumlah Pelaksanaan Administrasi
Umum 6 Jenis

Perangkat Daerah

2.09.01.1.06.02 Penyediaan
Peralatan dan Perlengkapan
Kantor

Jumlah Paket Peralatan dan
Perlengkapa
Kantor yang Disediakan

2.09.01.1.06.03 Penyediaan
Peralatan
Rumah Tangga

Jumlah Paket Peralatan Rumah
Tangga yang Disediakan
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Program Kegiatan Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan

2.09.01.1.06.04 Penyediaan Jumlah Paket Bahan Logistik
Bahan Kantor yang
Logistik Kantor Disediakan
2.09.01.1.06.05 Penyediaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan
Barang Penggandaan yang Disediakan

Cetakan dan Penggandaan

2.09.01.1.06.06 Penyediaan jumlah bahan bacaan yang
Bahan Bacaan dan Peraturan disediakan
Perundang- Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan

dan Peraturan Perundang-
Undangan yang Disediakan

2.09.01.1.06.09 Penyelenggaraan | Jumlah Laporan Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan Konsultasi | Rapat

SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Jumlah perjalanan ke dalam dan
luar

daerah dalam rangka koordinasi
dan

konsultasi SKPD

2.09.01.1.07 Tersedianya Peralatan dan Mesin 2.09.01.1.07.06 Pengadaan Jumlah peralatan dan perlenkapan
Pengadaan Barang | Lainnya 1 Unit Peralatan dan Mesin Lainnya kanto yang disediakan

Milik Daerah Jumlah Unit Peralatan dan Mesin
Penunjang Urusan Lainnya yang Disediakan
Pemerintah

Daerah
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
2.09.01.1.08 Jumlah Pelaksanaan penyediaan 2.09.01.1.08.01 Penyediaan Jasa | Jumlah administrasi surat

Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintahan

jasa 3 Jenis penunjang
urusan Pemerintah Daerah

Surat
Menyurat

menyurat
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Surat

Daerah Menyurat
2.09.01.1.08.02 Penyediaan Jasa | Jumlah jasa komunikasi, sumber
Komunikasi, Sumber Daya Air daya air dan listrik yang
dan Listrik dibayarkan
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik yang Disediakan
2.09.01.1.08.04 Penyediaan Jasa | Jumlah jasa tenaga pelayanan
Pelayanan Umum Kantor umum kantor yang dibayarkan
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum Kantor yang
Disediakan
2.09.01.1.09 Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan 2.09.01.1.09.01 Penyediaan Jasa | Jumlah Kendaraan Perorangan
Pemeliharaan barang 12 Bulan milik Daerah Pemeliharaan, Biaya Dinas ata Kendaraan Dinas Jabatan
Barang Milik penunjang urusan pemerintah Pemeliharaan dan Pajak yang Dipelihara dan Dibayarkan

Daerah Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah

Kendaraan Perorangan Dinas
atau Kendaraan Dinas Jabatan

Pajaknya

2.09.01.1.09.06 Pemeliharaan
Peralatan dan Mesin Lainnya

Jumlah Pemeliharaan peralatan
dan mesi lainnya
Jumlah Peralatan dan Mesin
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
Lainnya yan
Dipelihara
2.09.01.1.09.09 Jumlah Gedung Kantor dan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Bangunan
Gedung Lainnya yang
Kantor dan Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
2.09.02 PROGRAM | Persentase Penyediaan 2.09.02.1.01 Jumlah Pembangunan Infrastruktur | 2.09.02.1.01.01 Penyediaan Jumlah Lumbung Pangan yang
PENGELOLAAN Infrastruktur 10 Persen Penyediaan 4 Unit Infrastruktur Lumbung Pangan Tersedia

SUMBER DAYA
EKONOMI UNTUK
KEDAULATAN
DAN
KEMANDIRIAN
PANGAN

Daerah Rentan Rawan Pangan

Infrastruktur dan
Seluruh
Pendukung
Kemandirian
Pangan pada
berbagai Sektor
sesuai
Kewenangan
Daerah Provinsi

Kemandirian Pangan
Pembngunan Lumbung Pangan
dan Lantai 2 Unit

Jemur

2.09.02.1.01.02 Penyediaan
Infrastruktur Lantai Jemur

Jumlah Lantai Jemur yang Tersedia

2.09.03 PROGRAM
PENINGKATAN
DIVERSIFIKASI
DAN KETAHANAN
PANGAN
MASYARAKAT

Angka Stabilitas Harga Pangan

5 Persen

Persentase Angka Kecukupan Gizi
104 Persen

(AKG)

2.09.03.1.01
Penyediaan dan
Penyaluran
Pangan Pokok
atau Pangan
Lainnya sesuai
dengan

Kebutuhan Daerah

Jumlah Ketersediaan Pangan
2400 Kkal/Kap/Hari

JUmlah Ketersediaan Pangan di
63 Ton

TTIC (Toko Tani Indonessia
Center)

2.09.03.1.01.01 Penyediaan
Informasi Harga Pangan dan
Neraca Bahan Makanan

Informasi Harga Pangan dan
Neraca

Bahan Makanan

Jumlah Dokumen Neraca Bahan
Makanan (NBM)
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program

Indikator Kinerja

Hasil Program Target
Capaian

Kegiatan

Indikator Kinerja

Keluaran Kegiatan

Target
Capaian

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja

Keluaran Sub Targe
Kegiatan

Provinsi dalam
rangka Stabilisasi
Pasokan dan
Harga Pangan

2.09.03.1.01.04 Koordinasi dan
Sinkronisasi Pemantauan Stok,
Pasokan dan Harga Pangan

Jumlah dokumen pemantauan
stok, pasokan dan harga pangan
(Dok)

Pemantauan Stok, Pasokan dan
Harga

Pangan

2.09.03.1.01.05 Pengembangan
Kelembagaan dan Jaringan
Distribusi Pangan

Fasilitasi Ditribusi Pangan melalui
Toko Ta

Indonesia Center (TTIC) yang
diberikan

Jumlah Kelembagaan dan Jaringan
Distri

Pangan yang Dikembangkan

2.09.03.1.01.06 Peningkatan
Ketahanan Pangan Keluarga

Jumlah Dokumen Hasil
Peningkatan 0

Ketahanan Pangan Keluarga
Jumlah Dokumen Hasil
Peningkatan 1

Ketahanan Pangan Keluarga
Jumlah kelompok pemanfaatan
8 pekarangan Tahap
Pengembangan
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
Jumlah kelompok pemanfaatan
4 pekarangan Tahap Penumbuhan
2.09.03.1.04 Jumlah konsumsi pangan (kalori/ 2.09.03.1.04.01 Promosi Jumlah Promosi
Promosi 2100 kalori/ Penganekaragaman Konsumsi Penganekaragaman Konsumsi

Pencapaian Target
Konsumsi Pangan
Perkapita/Tahun
sesuai dengan
Angka Kecukupan
Gizi Melalui Media
Provinsi

kapita/hari)

kapita/hari

Terlaksananya Promosi Pencapaian
1 Kali

Target Konsumsi Pangan sesuai
dengan

Angka Kecukupan Gizi

Pangan Berbasis Sumber Daya
Lokal

Pangan Berbasis Sumber Daya
Lokal

Jumlah promosi
penganekaragaman konsumsi
pangan berbasis sumber daya
lokal yang dilaksanakan (Kali)

2.09.03.1.04.02 Koordinasi dan
Sinkronisasi Pelaksanaan
Advokasi, Edukasi, dan
Sosialisasi Konsumsi Pangan
Beragam, Bergizi, Seimbang dan
Aman (B2SA)

Jumlah advokasi, edukasi,
sosialisasi konsumsi pangan B2SA
yang dilaksanakan (Kali)

Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi
Pelaksanaan Advokasi, Edukasi,
dan Sosialisasi Konsumsi Pangan
Beragam, Bergizi, Seimbang dan
Aman (B2SA)

2.09.03.1.04.03 Koordinasi dan
Sinkronisasi Pemantauan dan
Evaluasi Konsumsi per Kapita per
Tahun

Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi
Pemantauan dan Evaluasi
Konsumsi Per Kapita Per Tahun
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
2.09.04 PROGRAM | Persentase Penanganan Daerah 2.09.04.1.01 Peta ketahanan dan kerentanan 2.09.04.1.01.01 Penyusunan, Peta dan Analisis Ketahanan dan

PENANGANAN Rentan 5 Persen Penyusunan Peta pangan 1 Dokumen Pemutakhiran dan Analisis Peta Kerentanan Pangan Provinsi yang
KERAWANAN Rawan Pangan Kerentanan dan Tersedianya Cadangan Pangan Ketahanan dan Kerentanan Dimutakhirkan
PANGAN Ketahanan Pangan | 9.5 Ton Pangan Provinsi dan
kewenangan Kabupaten/Kota
Provinsi
2.09.04.1.02 Persentase pemenuhan cadangan 2.09.04.1.02.01 Koordinasi dan Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi
Penanganan pangan 10 Persen Sinkronisasi Penanganan Penanganan Kerawanan Pangan
Kerawanan Kerawanan Pangan Provinsi Provinsi
Pangan
Kewenangan
Provinsi
2.09.04.1.02.02 Pelaksanaan Jumlah cadangan pangan yang
Pengadaan, Pengelolaan, dan diadakan (Ton)
Penyaluran Cadangan Pangan Jumlah Pengadaan, Pengelolaan,
pada Kerawanan Pangan yang dan Penyaluran Cadangan Pangan
Mencakup lebih dari 1 (satu) Pada Kerawanan Pangan yang
Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 | Mencakup Lebih Dari 1 (Satu)
(satu) Daerah Provinsi Daerah Kabupaten/Kota dalam 1
(Satu) Daerah Provinsi
2.09.05 PROGRAM | Jumlah komoditi yang disertifikasi, | 2.09.05.1.01 Jumlah pengawasan peredaran 2.09.05.1.01.01 Penguatan Jumlah pelatihan peningkatan
PENGAWASAN 7 Komoditi diregistrasi dan Pelaksanaan pangan 10 Kab/Kota segar asal Kelembagaan Keamanan Pangan | SDM
KEAMANAN dilakukan Pengawasan tumbuhan Segar Provinsi keamanan pangan (kali)
PANGAN pengawasan (surveylent) Keamanan Pangan Kelembagaan Keamanan Pangan

Segar Distribusi
Lintas Daerah
Kabupaten/Kota

Segar
Provinsi Yang Dibina
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program

Indikator Kinerja

Hasil Program Target

Capaian

Kegiatan

Indikator Kinerja

Keluaran Kegiatan

Target
Capaian

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja

Keluaran Sub Targe
Kegiatan

2.09.05.1.01.02 Sertifikasi
Keamanan Pangan Segar Asal
Tumbuhan Lintas Daerah
Kabupaten/Kota

Jumlah Sertifikasi Keamanan
Pangan Segar Asal Tumbuhan
Lintas Daerah Kabupaten/Kota

2.09.05.1.01.03 Registrasi
Keamanan Pangan Segar Asal
Tumbuhan Lintas Daerah
Kabupaten/Kota

Jumlah Registrasi Keamanan
Pangan Segar Asal Tumbuhan
Lintas Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah registrasi PSAT (Pangan
Segar Asal Tumbuhan) yang
dikeluarkan (Komoditi)

2.09.05.1.01.04 Rekomendasi
Keamanan Pangan Segar Asal
Tumbuhan Lintas Daerah
Kabupaten/Kota

Jumlah rekomendasi keamanan
pangan segar (Dok)

2.09.05.1.01.05 Penyediaan
Sarana dan Prasarana Pengujian
Mutu dan Keamanan Pangan
Segar Asal Tumbuhan

Jumlah Sarana dan Prasarana
Pengujian

Mutu Dan Keamanan Pangan
Segar

Asal Tumbuhan

Jumlah sarana dan prasarana
pengujian mutu dan keamanan
pangan yang disediakan (Unit)

2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
2.10.06 PROGRAM | Persentase Penggunaan Lahan 2.10.06.1.01 Jumlah Dokumen Penetapan 2.10.06.1.01.01 Inventarisasi Jumlah Dokumen Koordinasi dan
REDISTRIBUSI 12,38 % Permukiman Penetapan Subyek | Subyek 2 Dokumen Subjek dan Objek Redistribusi Sinkronisasi Tanah Permukiman
TANAH DAN dan Obyek Tanah Tanah Kewenanagan Provinsi
GANTI KERUGIAN Redistribusi Tanah
TANAH Lintas Daerah
KELEBIHAN Kabupaten/Kota

MAKSIMUM DAN
TANAH ABSENTEE

dalam 1 (satu)
Daerah Provinsi

2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

2.11.02 PROGRAM
Perencanaan
LINGKUNGAN
HIDUP

Jumlah Dokumen Perencanaan

1 Dokumen
Pengelolaan Lingkun

gan hidup

2.11.02.1.01
Rencana
Perlindungan dan
Pengelolaan
Lingkungan Hidup
(RPPLH) Provinsi

Jumlah dokumen perencanaan
upaya 1 Dokumen perlindungan
dan pengelolaan

lingkungan hidup sesuai dengan
kemampuan Daya Dukung dan
Daya Tampung Lingkungan Hidup

2.11.02.1.01.02 Pengendalian
Pelaksanaan RPPLH Provinsi

Jumlah dokumen telaahan
kebijakan yang telah
mengakomodir RPPLH Provinsi

2.11.02.1.02
Penyelenggaraan
Kajian Lingkungan
Hidup Strategis
(KLHS) Provinsi

2.11.02.1.02.02 Pembuatan dan
Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD

Jumlah Dokumen KLHS
RPJPD/RPJMD Provinsi yang
Disusun

2.11.03 PROGRAM
PENGENDALIAN
PENCEMARAN
DAN/ATAU
KERUSAKAN
LINGKUNGAN
HIDUP

Jumlah Dokumen Uji
1 Dokumen
Lingkungan Hidup di

terhadap Media Tanah, Air, Udara

dan Laut

Kualitas

laksanakan

2.11.03.1.01
Pencegahan
Pencemaran
dan/atau
Kerusakan
Lingkugan Hidup

Jumlah Dokumen Pelaksanaan
Kegiatan 1 Dokumen
Jumlah laporan pelaksanaan

kegiatan 1 Dokumen

2.11.03.1.01.01 Koordinasi,
Sinkronisasi dan Pelaksanaan
Pencegahan Pencemaran
Lingkungan Hidup Dilaksanakan
terhadap Media Tanah, Air,
Udara, dan Laut

Jumlah Dokumen Uji Kualitas
Lingkungan Hidup Dilaksanakan
terhadap Media Tanah, Air, Udara,
dan Laut
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
2.11.03.1.01.02 Koordinasi, Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi
Sinkronisasi dan Pelaksanaan dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK
Pengendalian Emisi Gas Rumah dari sektor lingkungan hidup yang
Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Dilaksanakan
Perubahan Iklim
2.11.03.1.01.03 Pengelolaan Jumlah Pengambilan Contoh Uji,
Laboratorium Lingkungan Hidup | 5
Provinsi Pengujian Parameter Kualitas
Lingkungan dan Dokumen Mutu
yang Dilaksanakan
2.11.04 PROGRAM | Jumlah dokumen Pengelolaan 2.11.04.1.01 Jumlah kawasan pengelolaan 2.11.04.1.01.01 Penyusunan dan | Jumlah Dokumen Rencana Induk
PENGELOLAAN 1 Dokumen Pengelolaan KEHATI 1 Kawasan Penetapan Rencana Pengelolaan | Pengelolaan Kehati yang Disusun
KEANEKARAGAMA | KEHATI Keanekaragaman Keanekaragaman Hayati

N HAYATI (KEHATI)

Hayati Provinsi

2.11.05 PROGRAM
PENGENDALIAN
BAHAN
BERBAHAYA DAN
BERACUN (B3)
DAN LIMBAH
BAHAN
BERBAHAYA DAN
BERACUN (LIMBAH
B3)

Persentase Limbah industri dan
domestik 77 %
yang tertangani

2.11.05.1.01
Pengumpulan
Limbah B3 Lintas
Daerah
Kabupaten/Kota
dalam 1 (satu)
Daerah Provinsi

Jumlah limbah B3 yang dihasilkan
dan 14999 Ton dikelola oleh
pelaku usaha / kegiatan

2.11.05.1.01.02 Koordinasi dan
Sinkronisasi Pengelolaan Limbah
B3 dengan Pemerintah Pusat
dalam rangka Pengangkutan,
Pemanfaatan, Pengolahan,
dan/atau Penimbunan

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi
dan Sinkronisasi Pengelolaan
Limbah B3 dengan Pemerintah
dalam rangka Pengangkutan,
Pemanfaatan, Pengolahan,
dan/atau Penimbunan Yang Bukan
Kewenangan Provinsi Serta
Pelaksanaan Pengumpulan Limbah
B3

Lintas Daerah Kabupaten/Kota
dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
yang Sesuai Kewenangannya

III Prioritas Belanja Daerah - 178




Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
2.11.06 PROGRAM | Jumlah Izin Lingkungan yang 2.11.06.1.01 Jumlah perusahaan pemegang izin | 2.11.06.1.01.01 Fasilitasi Jumlah Rekomendasi dan/atau

PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN
TERHADAP IZIN
LINGKUNGAN
DAN IZIN
PERLINDUNGAN
DAN
PENGELOLAAN
LINGKUNGAN
HIDUP (PPLH)

28 Dokumen diawasi

Pembinaan dan
Pengawasan lzin
Lingkungan dan
Izin PPLH yang
diterbitkan oleh
Pemerintah
Daerah Provinsi

27 unit lingkungan yang
melakukan kewajiban
pengelolaan lingkungan hidup

Pemenuhan Ketentuan dan
Kewajiban Izin Lingkungan
dan/atau Izin PPLH

Persetujuan teknis, Persetujuan
Lingkungan, dan Surat Kelayakan
operasi yang diberikan

2.11.06.1.01.03 Pengawasan
Usaha dan/atau Kegiatan yang
Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH
yang diterbitkan oleh
Pemerintah Daerah Provinsi

Jumlah Laporan dari Usaha
dan/atau Kegiatan yang Diawasi
Izin Lingkungan, Persetujuan
Lingkungan, surat Kelayakan
Operasi oleh Pemerintah Daerah
Provinsi

2.11.06.1.01.04 Koordinasi dan
Sinkronisasi Pengawasan dan
Penerapan Sanksi Upaya dan
Rencana PPLH

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi
dan Sinkronisasi Pengawasan dan
Penerapan Sanksi Upaya dan
Rencana Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup

2.11.07 PROGRAM
PENGAKUAN
KEBERADAAN
Masyarakat
HUKUM ADAT
(MHA), KEARIFAN

Jumlah MHA yang dibina
2 Kelompok

2.11.07.1.01
Pengakuan MHA
dan Kearifan
Lokal,
Pengetahuan
Tradisional dan

Data informasi MHA di Provinsi
1 Dokumen
Bengkulu

2.11.07.1.01.01 Koordinasi,
Sinkronisasi, Penyediaan Data
dan Informasi Pengakuan
Keberadaan MHA Kearifan Lokal
atau Pengetahuan Tradisional
dan Hak Kearifan Lokal atau

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,
Sinkronisasi, Penyediaan Data dan
Informasi Pengakuan Keberadaan
MHA Kearifan Lokal atau
Pengetahuan Tradisional dan Hak
Kearifan Lokal atau Pengetahuan
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
LOKAL Hak MHA yang Pengetahuan Tradisional dan Tradisional dan Hak MHA terkait
DAN HAK MHA terkait dengan Hak MHA terkait dengan PPLH dengan PPLH

YANG TERKAIT
DENGAN PPLH

PPLH

2.11.09 PROGRAM
PENGHARGAAN
LINGKUNGAN
HIDUP UNTUK
MASYARAKAT

Jumlah Penghargaan Lingkungan
1 Dokumen
Hidup

2.11.09.1.01
Pemberian
Penghargaan
Lingkungan Hidup
Tingkat Daerah
Provinsi

Jumlah penghargaan lingkungan
hidup 1 Dokumen

2.11.09.1.01.01 Penilaian Kinerja
Masyarakat/Lembaga
Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia
Pendidikan/ Filantropi dalam
Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup

Jumlah Masyarakat/Lembaga
Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia
Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai
Kinerjanya dalam rangka PPLH

2.11.10 PROGRAM
PENANGANAN
PENGADUAN
LINGKUNGAN
HIDUP

Jumlah Pengaduan Masyarakat

yang 6 Laporan ditangani

2.11.10.1.01
Penyelesaian
Pengaduan
Masyarakat di
Bidang
Perlindungan dan
Pengelolaan
Lingkungan Hidup
(PPLH) Provinsi

Jumlah pengaduan masyarakat di
Bidang 1 Laporan

Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup di Provinsi
Bengkulu yang dapat diselesaikan

2.11.10.1.01.01 Pengelolaan
Pengaduan Masyarakat terhadap
PPLH Provinsi

Jumlah Pengaduan Masyarakat
terhadap PPLH Provinsi yang
Ditindaklanjuti/Diitangani

2.11.11 PROGRAM
PENGELOLAAN
PERSAMPAHAN

Persentase pengurangan sampah
rumah 27 %

tangga

2.11.11.1.01
Penanganan
Sampah di
TPA/TPST
Regional

Jumlah Pengurangan Sampah
107374 Ton/Tahun yang ditangani
(Ton/tahun)

2.11.11.1.01.01 Penyusunan
Rencana, Kebijakan dan Teknis
Penanganan Sampah Regional

Jumlah Dokumen Rencana,
Kebijakan dan Teknis Penanganan
Sampah Regional yang Disusun
dan Ditetapkan

2.11.11.1.01.05 Koordinasi dan
Sinkronisasi Penyediaan
Prasarana dan Sarana

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi
dan Sinkronisasi Penyediaan
Prasarana dan Sarana Penanganan
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Kegiatan

Sub Kegiatan

Program

Indikator Kinerja

Hasil Program Target

Capaian

Kegiatan

Indikator Kinerja

Keluaran Kegiatan Target

Capaian

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja

Keluaran Sub
Kegiatan

Targe

Penanganan Sampah di
TPA/TPST Regional

Sampah di TPA/TPST Regional
yang Dilaksanakan

2.11.11.1.01.07 Penyediaan
Sarana dan Prasarana
Penanganan Sampah di
TPA/TPST Regional

Jumlah Sarana dan Prasarana
Penangana sampah di TPA/TPST
Regional yang Terse

2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN

PENCATATAN SIPIL

2.12.01 PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH PROVINSI

Persentase ASN yang ditingkatkan
20 %

kompetensinya (CAPIL)
Persentase dokumen
penganggaran, 100 %
pelaporan dan evaluasi yang
disusun

persentase layanan administrasi
100 %

perkantoran (CAPIL)

Persentase sarana prasarana
perkantoran 100 %

dalam kondisi baik (CAPIL)

2.12.01.1.01
Perencanaan,
Penganggaran,
dan Evaluasi
Kinerja Perangkat
Daerah

jumlah dokumen perencanaan,
8 Dokumen penganggaran dan
pelaporan

2.12.01.1.01.01 Penyusunan
Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah

2.12.01.1.02
Administrasi
Keuangan
Perangkat Daerah

Jumlah Laporan administrasi
keuangan 1 Laporan perangkat
daerah

2.12.01.1.02.01 Penyediaan Gaji
dan
Tunjangan ASN

Jumlah Orang yang Menerima Gaji
dan
Tunjangan ASN
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Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
2.12.01.1.02.02 Penyediaan Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan
Administrasi Pelaksanaan Tugas | 1
ASN Administrasi Pelaksanaan Tugas
ASN

2.12.01.1.03 Jumlah Laporan administrasi 2.12.01.1.03.06 Penatausahaan Jumlah Laporan Penatausahaan

Administrasi Barang Milik 1 Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Barang

Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Milik Daerah pada SKPD

Daerah pada
Perangkat Daerah

2.12.01.1.05
Administrasi
Kepegawaian
Perangkat Daerah

Jumlah Laporan administrasi
Barang Milik 1 Laporan

Daerah pada Perangkat Daerah
Jumlah Laporan Administrasi

1 Laporan

Kepegawaian Perangkat Daerah

2.12.01.1.05.03 Pendataan dan
Pengolahan Administrasi
Kepegawaian

Jumlah Dokumen Pendataan dan
Pengolahan Administrasi
Kepegawaian

2.12.01.1.05.09 Pendidikan dan
Pelatihan Pegawai Berdasarkan
Tugas dan Fungsi

Jumlah Pegawai Berdasarkan
Tugas dan Fungsi yang Mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan

2.12.01.1.06
Administrasi
Umum

Perangkat Daerah

Jumlah Laporan Administrasi
Umum 1 Laporan

Perangkat Daerah

2.12.01.1.06.01 Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor

Jumlah Paket Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor yan Disediakan

2.12.01.1.06.02 Penyediaan
Peralatan dan Perlengkapan
Kantor

Jumlah Paket Peralatan dan
Perlengkapa
Kantor yang Disediakan
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Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
2.12.01.1.06.03 Penyediaan Jumlah Paket Peralatan Rumah
Peralatan Tangga ya
Rumah Tangga Disediakan
2.12.01.1.06.04 Penyediaan Jumlah Paket Bahan Logistik
Bahan Kantor yang
Logistik Kantor Disediakan
2.12.01.1.06.05 Penyediaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan
Barang Penggandaan yang Disediakan
Cetakan dan Penggandaan
2.12.01.1.06.06 Penyediaan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan
Bahan Bacaan dan Peraturan dan Peraturan Perundang-
Perundang- Undangan Undangan yang Disediakan
2.12.01.1.06.08 Fasilitasi Jumlah Laporan Fasilitasi
Kunjungan Kunjungan Tam
Tamu
2.12.01.1.06.09 Penyelenggaraan | Jumlah Laporan Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan Konsultasi | Rapat
SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2.12.01.1.08 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 2.12.01.1.08.01 Penyediaan Jasa | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa

Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintahan
Daerah

1 Laporan
Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah

Surat
Menyurat

Surat
Menyurat
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Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
2.12.01.1.08.02 Penyediaan Jasa | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air Komunikasi, Sumber Daya Air dan
dan Listrik Listrik yang Disediakan
2.12.01.1.08.04 Penyediaan Jasa | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor yang
Disediaka
2.12.01.1.09 Jumlah Laporan Pemeliharaan 2.12.01.1.09.01 Penyediaan Jasa | Jumlah Kendaraan Perorangan
Pemeliharaan Barang 1 Laporan Pemeliharaan, Biaya Dinas ata Kendaraan Dinas Jabatan
Barang Milik Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeliharaan dan Pajak yang Dipelihara Dibayarkan

Daerah Penunjang
Urusan
Pemerintahan

Pemerintahan Daerah

Kendaraan Perorangan Dinas
atau Kendaraan Dinas Jabatan

Pajaknya

Daerah
2.12.01.1.09.06 Pemeliharaan Jumlah Peralatan dan Mesin
Peralatan dan Mesin Lainnya Lainnya yan
Dipelihara

2.12.01.1.09.09 Jumlah Gedung Kantor dan

Pemeliharaan/Rehabilitasi Bangunan

Gedung Lainnya yang

Kantor dan Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
2.12.02 PROGRAM | Persentase kepemilikan KIA bagi 2.12.02.1.01 Jumlah laporan Pelayanan 2.12.02.1.01.02 Pendataan Jumlah Dokumen Pendataan
PENDAFTARAN anak usia 60 % Pelayanan Pendaftaran 1 Laporan Penduduk Non Permanen dan Penduduk Non Permanen dan
PENDUDUK 0-16 tahun di Provinsi Bengkulu Pendaftaran Kependudukan Rentan Administrasi Rentan Administrasi

Persentase wajib KTP yang telah Kependudukan Kependudukan Lintas Kependudukan Lintas

melakukan 99 %

Kabupaten/Kota dalam Satu
Provinsi

Kabupaten/Kota dalam Satu
Provinsi
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Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
perekaman KTP-el di Provinsi
Bengkulu
2.12.02.1.01.03 Penataan Tata Jumlah Dokumen Hasil tata kelola
Kelola Pelaksanaan Pendaftaran | Pelaksanaan Pendaftaran
Penduduk Skala Provinsi Penduduk Skala Provinsi
2.12.02.1.01.05 Penyusunan Tata | Jumlah Dokumen Tata Cara
Cara Perencanaan, Pelaksanaan, | Perencanaan, Pelaksanaan,
Pemantauan, Evaluasi, Pemantauan, Evaluasi,
Pengendalian dan Penyusunan Pengendalian dan Penyusunan
Pelaporan Pelaporan Adminduk terkait
Adminduk terkait Pendaftaran Pendaftaran Penduduk yang
Penduduk Disusun
2.12.02.1.02 Jumlah Laporan Penyelenggaraan 2.12.02.1.02.01 Fasilitasi Terkait Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi
Penyelenggaraan 1 Laporan Pendaftaran Penduduk Pendaftaran Penduduk
Pendaftaran Pendaftaran Kependudukan
Kependudukan

2.12.02.1.02.02 Sosialisasi Terkait
Pendaftaran Penduduk

Jumlah Laporan Hasil sosialisasi
Pendaftaran Penduduk

2.12.02.1.02.03 Komunikasi,
Informasi dan Edukasi Kepada
Pemangku Kepentingan dan
Masyarakat terkait Pendaftaran
Penduduk

Jumlah Dokumen Hasil
Komunikasi, Informasi, dan Edukasi
terkait Pendaftaran Penduduk

2.12.02.1.02.04 Koordinasi
Berkala Antar Lembaga
Pemerintah dan Lembaga Non

Jumlah Laporan Hasil Koordinasi
berkala Antar Lembaga
Pemerintah dan Lembag Non

III Prioritas Belanja Daerah - 185




Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
Pemerintah Kewenangan Pemerintah Kewenangan Provinsi
Provinsi terkait Pendaftaran Terkait Pendaftaran Penduduk
Penduduk
2.12.02.1.02.05 Pemberian Jumlah Laporan Hasil konsultasi
Konsultasi Penyelenggaraan Penyelenggaraan Pendaftaran
Pendaftaran Penduduk Penduduk
Jumlah Masyarakat yang
Mendapatkan Layanan Konsultasi
dan fasilitasi terkait Pendaftaran
Penduduk
2.12.02.1.03 Jumlah Laporan Pembinaan dan 2.12.02.1.03.01 Pembinaan dan Jumlah Laporan Hasil Pembinaan
Pembinaan dan 1 Laporan Pengawasaan terkait dan Pengawasan terkait
Pengawasan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Pendaftaran Penduduk
Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan
Pendaftaran
Kependudukan
2.12.02.1.03.02 Bimbingan Teknis | Jumlah Laporan Hasil Bimbingan
terkait Pendaftaran Penduduk Teknis
Terkait Pendaftaran Penduduk
2.12.03 PROGRAM | Persentase Kepemilikan akta 2.12.03.1.01 Jumlah laporan pelayanan 2.12.03.1.01.01 Penetapan Jumlah Dokumen kebijakan Teknis
PENCATATAN kelahiran 98 % Pelayanan pencatatan 1 Laporan sipil Kebijakan di Bidang Pencatatan Sipil yang
SIPIL anak usia 0-17 Tahun Pencatatan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil | Ditetapkan
Persentase Kepemilikan akta Sipil

kematian 100 % pada semua
penduduk meninggal yang
dilaporkan

Persentase Kepemilikan akta
perceraian 100 %
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan

pada semua individu bercerai

yang dilaporkan

Persentase kepemilikan akta

perkawinan 100 %

pada semua pasangan menikah

yang dilaporkan
2.12.03.1.01.03 Pemanfaatan Jumlah Dokumen Hasil
Data atas Peristiwa Penting Pemanfaatan

Data atas Peristiwa Penting
2.12.03.1.01.04 Fasilitasi Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi
Pelayanan Bidang Pencatatan Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil
Sipil di Kabupaten/Kota di Kabupaten/Kota
2.12.03.1.01.05 Penyusunan Tata | Jumlah Dokumen Tata Cara
Cara Perencanaan, Pelaksanaan, | Perencanaan, Pelaksanaan,
Pemantauan, Evaluasi, Pemantauan, Evaluasi,
Pengendalian dan Penyusunan Pengendalian dan Penyusunan
Pelaporan Pelaporan Adminduk terkait
Adminduk terkait Pencatatan Pencatatan Sipil yang Disusun
Sipil
2.12.03.1.02 Jumlah Laporan Penyelenggaraan 2.12.03.1.02.02 Sosialisasi terkait | Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi

Penyelenggaraan
Pencatatan Sipil di
Provinsi

1 Laporan
Pencatatan Sipil di Provinsi

Pencatatan Sipil

terkait
Pencatatan Sipil

2.12.03.1.02.03 Komunikasi,
Informasi dan Edukasi kepada
Pemangku Kepentingan dan

Jumlah Dokumen Komunikasi,
Informasi, dan Edukasi Kepada
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
Masyarakat terkait Pencatatan Pemangku Kepentingan dan
Sipil Masyarakat terkait Pencatatan Sipil
2.12.03.1.02.04 Koordinasi Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi
Berkala Antar lembaga Berkala Antar lembaga Pemerintah
Pemerintah dan Lembaga Non dan Lembaga Non Pemerintah
Pemerintah Kewenangan Kewenangan Provinsi terkait
Provinsi terkait Pencatatan Sipil Pencatatan Sipil
2.12.03.1.03 Jumlah Laporan Pemberian 2.12.03.1.03.01 Pembinaan dan Jumlah Laporan Pembinaan dan
Pemberian Konsultasi 1 Laporan Pengawasaan terkait Pencatatan | Pengawasan Terkait Pencatatan
Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Sipil Sipil

Penyelenggaraan
Pencatatan Sipil

2.12.03.1.03.02 Bimbingan Teknis
terkait Pencatatan Sipil

Jumlah Laporan Hasil Bimbingan
Teknis
Terkait Pencatatan Sipil

2.12.04 PROGRAM
PENGELOLAAN
INFORMASI
ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN

Persentase perangkat daerah yang
50 %
mendapatkan layanan PIAK

2.12.04.1.02
Penyelenggaraan
Pengelolaan
Informasi
Administrasi
Kependudukan
Provinsi

Jumlah Laporan Penataan

Pengelolaan 1 Laporan
Informasi Administrasi
Kependudukan

2.12.04.1.02.03 Komunikasi,
Informasi dan Edukasi Kepada
Pemangku Kepentingan dan
Masyarakat

Jumlah Dokumen Hasil
Komunikasi, Informasi, dan Edukasi
kepada Pemangku Kepentingan
dan Masyarakat

Jumlah perangkat daerah
Kabupaten/Kota yang dibina
terkait pelayanan adminitrasi
kependudukan

2.12.04.1.02.05 Penyelenggaraan
Pemanfaatan Data
Kependudukan

Jumlah Dokumen Hasil
pemanfaatan data kependudukan
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan

2.12.04.1.03 Laporan Pembinaan dan 2.12.04.1.03.01 Pembinaan dan Jumlah Laporan Hasil Pembinaan
Pembinaan dan Pengawasan 1 Laporan Pengawasan tekait Pengelolaan dan Pengawasan terkait
Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi | Informasi Administrasi Pengelolaan Informasi Administrasi
Pengelolaan Kependudukan Provinsi Kependudukan Kependudukan
Informasi
Administrasi
Kependudukan
Provinsi

2.12.05 PROGRAM | Persentase pengelolaan Profil 2.12.05.1.01 Jumlah dokumen data 2.12.05.1.01.01 Penyediaan Data | Jumlah Dokumen data

PENGELOLAAN 100 % Kependudukan Penyediaan Profil Kependudukan 2 Dokumen Kependudukan Provinsi kependudukan

PROFIL Kependudukan Provinsi yang tersedia

KEPENDUDUKAN

2.12.05.1.01.02 Penyusunan
Profil Data Perkembangan dan
Proyeksi kependudukan serta
Kebutuhan yang lain

Jumlah Dokumen Profil Data
Perkembangan dan Proyeksi
Kependudukan Serta Kebutuhan
Lain yang tersusun

2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN DESA

2.13.01 PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH PROVINSI

Persentase Pelaksanaan
Penunjang Urusan 100 %
Pemerintah Daerah Provinsi
Bengkulu

(DPMD)

2.13.01.1.01
Perencanaan,
Penganggaran,
dan Evaluasi
Kinerja Perangkat
Daerah

Jumlah terlaksananya Perencanaan,
1 tahun

Penganggaran dan Pelaporan yang
dilaksanakan dalam 1 tahun

2.13.01.1.01.01 Penyusunan
Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah

2.13.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
2.13.01.1.02 Jumlah administrasi keuangan 2.13.01.1.02.01 Penyediaan Gaji Jumlah Orang yang Menerima Gaji
Administrasi perangkat 1 tahun daerah yang | dan dan
Keuangan terlaksana Tunjangan ASN Tunjangan ASN

Perangkat Daerah

2.13.01.1.02.03 Pelaksanaan
Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi Keuangan
SKPD

Jumlah Dokumen Penatausahaan
dan

Pengujian/Verifikasi Keuangan
SKPD

2.13.01.1.03
Administrasi
Barang Milik
Daerah pada
Perangkat Daerah

Jumlah Tersedianya Barang Milik
Daerah 1 Tahun pada
Perangkat Daerah

2.13.01.1.03.06 Penatausahaan
Barang Milik Daerah pada SKPD

Jumlah Laporan Penatausahaan
Barang
Milik Daerah pada SKPD

2.13.01.1.05
Administrasi
Kepegawaian
Perangkat Daerah

Terlaksananya administrasi
kepegawaian 1 Tahun
perangkat daerah

2.13.01.1.05.02 Pengadaan
Pakaian Dinas Beserta Atribut
Kelengkapannya

Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas
Beserta
Atribut Kelengkapan

2.13.01.1.05.09 Pendidikan dan
Pelatihan Pegawai Berdasarkan
Tugas dan Fungsi

Jumlah Pegawai Berdasarkan
Tugas dan Fungsi yang Mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan

2.13.01.1.06
Administrasi
Umum

Perangkat Daerah

Terlaksananya Administrasi Umum
1 Tahun
Perangkat Daerah

2.13.01.1.06.01 Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor

Jumlah Paket Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor yan Disediakan
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
2.13.01.1.06.02 Penyediaan Jumlah Paket Peralatan dan
Peralatan dan Perlengkapan Perlengkapa
Kantor Kantor yang Disediakan
2.13.01.1.06.03 Penyediaan Jumlah Peralatan Rumah Tangga
Peralatan yang disediakan
Rumah Tangga
2.13.01.1.06.04 Penyediaan Jumlah Paket Bahan Logistik
Bahan Kantor yang
Logistik Kantor Disediakan
2.13.01.1.06.05 Penyediaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan
Barang Penggandaan yang Disediakan
Cetakan dan Penggandaan
2.13.01.1.06.06 Penyediaan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan
Bahan Bacaan dan Peraturan dan Peraturan Perundang-
Perundang- Undangan Undangan yang Disediakan
2.13.01.1.06.09 Penyelenggaraan | Jumlah Laporan Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan Konsultasi | Rapat
SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2.13.01.1.07 Terlaksananya Pengadaan Barang 2.13.01.1.07.01 Pengadaan Jumlah Unit Kendaraan
Pengadaan Barang | Milik 1 Tahun Kendaraan Perorangan Dinas Perorangan Dina atau Kendaraan
Milik Daerah Daerah Penunjang Urusan atau Kendaraan Dinas Jabatan Dinas Jabatan yang Disediakan
Penunjang Urusan | Pemerintah
Pemerintah
Daerah
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan

2.13.01.1.07.05 Pengadaan Jumlah Paket Mebel yang
Mebel Disediakan
2.13.01.1.07.06 Pengadaan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin
Peralatan dan Mesin Lainnya Lainnya yang Disediakan

2.13.01.1.08 Tersedianya Penyediaan Jasa 2.13.01.1.08.01 Penyediaan Jasa | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa

Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintahan

1 Tahun
Urusan Pemerintah Daerah

Penunjang

Surat
Menyurat

Surat
Menyurat

Daerah
2.13.01.1.08.02 Penyediaan Jasa | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air Komunikasi, Sumber Daya Air dan
dan Listrik Listrik yang Disediakan
2.13.01.1.08.04 Penyediaan Jasa | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor yang
Disediaka
2.13.01.1.09 Terlaksananya Pemeliharaan 2.13.01.1.09.01 Penyediaan Jasa | Jumlah Kendaraan Perorangan
Pemeliharaan Barang Milik 1 Tahun Pemeliharaan, Biaya Dinas ata Kendaraan Dinas Jabatan
Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeliharaan dan Pajak yang Dipelihara dan Dibayarkan

Daerah Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah

Pemerintah

Kendaraan Perorangan Dinas
atau Kendaraan Dinas Jabatan

Pajaknya
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
2.13.01.1.09.02 Penyediaan Jasa | Jumlah Kendaraan Dinas
Pemeliharaan, Biaya Operasional ata Lapangan yang
Pemeliharaan, Pajak dan Dipelihara dan Dibayarka Pajak
Perizinan Kendaraan Dinas dan Perizinannya
Operasional atau Lapangan
2.13.01.1.09.06 Pemeliharaan Jumlah Peralatan dan Mesin
Peralatan dan Mesin Lainnya Lainnya yan
Dipelihara
2.13.01.1.09.09 Jumlah Gedung Kantor dan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Bangunan
Gedung Lainnya yang
Kantor dan Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
2.13.02 PROGRAM | Persentase Penanganan Penataan | 2.13.02.1.01 jumlah penatausahaan penetapan 2.13.02.1.01.03 Fasilitasi Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi
PENATAAN DESA Desa 100 % Penatausahaan susunan 1 Tahun kelembagaan, Kabupaten/Kota dan Desa dalam | Kabupaten/Kota dan Desa dalam
Penetapan pengisian jabatan, dan masa rangka Penataan Desa rangka Penataan Desa
Susunan jabatan kepala desa dan desa adat

Kelembagaan,
Pengisian Jabatan,
dan Masa Jabatan

yang menjadi kewenangan provinsi
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program

Indikator Kinerja

Hasil Program Target

Capaian

Kegiatan

Indikator Kinerja

Keluaran Kegiatan Target

Capaian

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja

Keluaran Sub
Kegiatan

Targe

Kepala Desa dan

Desa Adat
2.13.02.1.01.04 Penyediaan jumlah Prasarana dan Sarana
Prasarana dan Sarana Pelayanan | Pelayanan
Pemerintahan Desa Pemerintahan Desa
2.13.03 PROGRAM | Persentase kerjasama desa yang 2.13.03.1.01 jumlah fasilitasi kerja sama antar 2.13.03.1.01.01 Fasilitasi Kerja Jumlah Dokumen Kerja Sama antar

PENINGKATAN
KERJA SAMA DESA

100 %
dilaksanakan yang menjadi
kewenangan provinsi

Fasilitasi Kerja
Sama antar desa
yang Menjadi

desayang 100 %
menjadi kewenangan provinsi

Sama antar Desa Lintas
Kabupaten/Kota

Desa Lintas Kabupaten/Kota

Kewenangan
Provinsi
2.13.03.1.01.02 Fasilitasi Kerja Jumlah Dokumen Kerja Sama
Sama dengan pihak ketiga yang
Desa dengan Pihak Ketiga Dilaksanakan
2.13.03.1.01.03 Fasilitasi jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi
Pembangunan Kawasan Pembangunan Kawasan Perdesaan
Perdesaan
2.13.04 PROGRAM | Persentase desa tertib 2.13.04.1.01 Tersedianya Laporan Pembinaan 2.13.04.1.01.05 Fasilitasi Jumlah Dokumen Hasil
ADMINISTRASI administrasi 100 % Pembinaan dan dan 10 Kab/Kota Pengelolaan Terlaksananya
PEMERINTAHAN Pengawasan Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Desa Fasilitasi Pengelolaan Keuangan

DESA

Penyelenggaraan
Pemerintahan
Desa

Pemerintah Desa oleh Provinsi

Desa
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan

2.13.04.1.01.08 Fasilitasi Evaluasi | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi
Perkembangan Desa serta Perkembangan Desa serta Lomba
Lomba Desa dan Kelurahan Desa dan Kelurahan
2.13.04.1.01.10 Pembinaan jumlah Aparatur Pemerintah Desa
Aparatur yang
Pemerintah Desa Dibina
2.13.04.1.01.20 Fasilitasi Jumlah Desa yang melakukan
Pengembangan Inovasi Desa Pengembangan Inovasi

2.13.05 PROGRAM | Persentase lembaga 2.13.05.1.01 Jumlah Lembaga Kemasyrakatan 2.13.05.1.01.02 Fasilitasi Jumlah Dokumen Hasil Penataan,

PEMBERDAYAAN kemasyarakatan yang 100 % Pemberdayaan yang 1 Tahun diberdayakan Penataan, Pemberdayaan dan Pemberdayaan dan

LEMBAGA diberdayakan Lembaga Pendayagunaan Kelembagaan Pendayagunaan Kelembagaan

KEMASYARAKATA keMasyarakatan Lembaga KeMasyarakatan Lembaga Kemasyarakatan

N, LEMBAGA ADAT yang Bergerak di Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK,

DAN Bidang Posyandu, LPM, dan Karang Posyandu, LPM, dan Karang

MASYARAKAT Pemberdayaan Taruna), Lembaga Adat Taruna), Lembaga Adat

HUKUM ADAT Desa dan Desa/Kelurahan dan Masyarakat | Desa/Kelurahan dan Masyarakat

Lembaga Adat Hukum Adat Hukum Adat

Tingkat Daerah
Provinsi serta
Pemberdayaan
Masyarakat
Hukum Adat yang
Masyarakat
Pelakunya Hukum
Adat yang Sama
Berada di Lintas
Daerah
Kabupaten/Kota
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program

Indikator Kinerja

Hasil Program Target

Capaian

Kegiatan

Indikator Kinerja

Keluaran Kegiatan Target

Capaian

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja

Keluaran Sub
Kegiatan

Targe

2.13.05.1.01.05 Fasilitasi
Pengembangan Usaha Ekonomi
Masyarakat dan Pemerintah
Desa dalam Meningkatkan
Pendapatan Asli Desa

Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi
Pengembangan Usaha Ekonomi
Masyarakat dan Pemerintah Desa
dalam Meningkatkan Pendapatan
Asli Desa

2.13.05.1.01.06 Fasilitasi
Pemerintah Desa dalam
Pemanfaatan Teknologi Tepat
Guna

Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi
Pemerintah Desa dalam
Pemanfaatan Teknologi Tepat
Guna

2.13.05.1.01.07 Fasilitasi Bulan
Bhakti
Gotong Royong Masyarakat

Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi
Bulan
Bhakti Gotong Royong Masyarakat

2.13.05.1.01.09 Fasilitasi Tim
Penggerak PKK dalam
Penyelenggaraan Gerakan
Pemberdayaan Masyarakat dan
Kesejahteraan Keluarga

Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim
Penggerak PKK dalam
Penyelenggaraan Gerakan
Pemberdayaan Masyarakat dan
Kesejahteraan Keluarga

2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

2.14.01 PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH PROVINSI

Nilai Evaluasi SAKIP

100 % Persentase administrasi
perkantoran yang 100 %
dilakukan (DP3APPKB)

2.14.01.1.07
Pengadaan Barang
Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintah
Daerah

Jumlah penggadaan barang Milik
daerah 4 Unit

2.14.01.1.07.01 Pengadaan
Kendaraan Perorangan Dinas
atau Kendaraan Dinas Jabatan

Jumlah Unit Kendaraan
Perorangan Dina atau Kendaraan
Dinas Jabatan yang Disediakan

III Prioritas Belanja Daerah - 196




Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
2.14.02 PROGRAM | Contraceptive Prevalence Rate 2.14.02.1.01 2.14.02.1.01.01 Penyerasian Jumlah Dokumen Hasil
PENGENDALIAN 66,30 Angka Pemaduan dan Kebijakan Pembangunan Daerah | Penyerasian Kebijakan
PENDUDUK (mCPR) Sinkronisasi Provinsi terhadap Pembangunan Daerah Provinsi
unmeed need Kebijakan Kependudukan, Keluarga terhadap Pembangunan Keluarga,
6,67 angka Pemerintah Pusat Berencana dan Pembangunan Kependudukan, dan Keluarga
dengan Keluarga (KKBPK) Berencana (Bangga Kencana)
Pemerintah
Daerah Provinsi
dalam
rangka
Pengendalian
Kuantitas
Penduduk
2.14.04 PROGRAM | Persentase kehamilan tidak 2.14.04.1.01 Persentase pengelolaan 2.14.04.1.01.05 Pembinaan Jumlah Laporan Hasil Pembinaan
PEMBERDAYAAN diinginkan 45,69 % Pengelolaan pelaksanaan desain 100 % Peningkatan Akses dan Kualitas | Peningkatan Akses dan Kualitas
DAN (KTD)/Wanita Usia Subur (WUS)1 Pelaksanaan program pembangunan keluarga Ketahanan Keluarga dan Remaja | Ketahanan Keluarga dan Remaja
PENINGKATAN Desain Program melalui pembinaan ketahanan dan
KELUARGA Pembangunan kesejahteraan keluarga
SEJAHTERA (KS) Keluarga Melalui
Pembinaan
Ketahanan dan
Kesejahteraan
Keluarga
2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
2.15.01 PROGRAM | Persentase Layanan Administrasi 2.15.01.1.01 Persentase Dokumen perencanaan, | 2.15.01.1.01.01 Penyusunan Jumlah Dokumen Perencanaan
PENUNJANG 100 % Perkantoran Perencanaan, 100 % Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
URUSAN Penganggaran, penganggaran, pelaporan dan Perangkat Daerah
dan Evaluasi evaluasi yang disusun
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program

Indikator Kinerja

Hasil Program Target

Capaian

Kegiatan

Indikator Kinerja

Keluaran Kegiatan Target

Capaian

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja

Keluaran Sub
Kegiatan

Targe

PEMERINTAHAN
DAERAH PROVINSI

Kinerja Perangkat
Daerah

2.15.01.1.01.06 Koordinasi dan
Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja
dan lkhtisar Realisasi Kinerja SKPD
dan Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD

2.15.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

2.15.01.1.02
Administrasi
Keuangan
Perangkat Daerah

Persentase Layanan Administrasi
Perkantoran 40 %

2.15.01.1.02.01 Penyediaan Gaji
dan
Tunjangan ASN

Jumlah Orang yang Menerima Gaji
dan 8

Tunjangan ASN

B

2.15.01.1.02.03 Pelaksanaan
Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi Keuangan
SKPD

Jumlah Dokumen Penatausahaan
dan

Pengujian/Verifikasi Keuangan
SKPD

2.15.01.1.03
Administrasi
Barang Milik
Daerah pada
Perangkat Daerah

Jumlah jenis Barang Milik Daerah
yang 40 Jenis dikelola

2.15.01.1.03.06 Penatausahaan
Barang Milik Daerah pada SKPD

Jumlah Laporan Penatausahaan
Barang
Milik Daerah pada SKPD
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
2.15.01.1.05 Persentase ASN yang ditingkatkan | 2.15.01.1.05.09 Pendidikan dan Jumlah Pegawai Berdasarkan
Administrasi 25 % Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti

Kepegawaian
Perangkat Daerah

kompetensinya

Tugas dan Fungsi

Pendidikan dan Pelatihan

Jumlah Pegawai Berdasarkan
Tugas dan Fungsi yang Mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan

2.15.01.1.06
Administrasi
Umum

Perangkat Daerah

Jumlah jenis pelayanan perangkat
daerah 40 Jenis

2.15.01.1.06.02 Penyediaan
Peralatan dan Perlengkapan
Kantor

Jumlah Paket Peralatan dan
Perlengkapa
Kantor yang Disediakan

2.15.01.1.06.04 Penyediaan
Bahan
Logistik Kantor

Jumlah Paket Bahan Logistik
Kantor yang
Disediakan

2.15.01.1.06.05 Penyediaan
Barang
Cetakan dan Penggandaan

Jumlah Paket Barang Cetakan dan
Penggandaan yang Disediakan

2.15.01.1.06.06 Penyediaan
Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang- Undangan

Jumlah Dokumen Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang-
Undangan yang Disediakan

2.15.01.1.06.09 Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan Konsultasi
SKPD

Jumlah Laporan Penyelenggaraan
Rapat
Koordinasi dan Konsultasi SKPD

2.15.01.1.08
Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan

Jumlah Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan 3 Jenis
Daerah

2.15.01.1.08.01 Penyediaan Jasa
Surat
Menyurat

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Surat
Menyurat

III Prioritas Belanja Daerah - 199




Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program

Indikator Kinerja

Hasil Program Target

Capaian

Kegiatan

Indikator Kinerja

Keluaran Kegiatan Target

Capaian

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja

Keluaran Sub
Kegiatan

Targe

Pemerintahan

Daerah
2.15.01.1.08.02 Penyediaan Jasa | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air Komunikasi, Sumber Daya Air dan
dan Listrik Listrik yang Disediakan
2.15.01.1.08.04 Penyediaan Jasa | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor yang
Disediaka
2.15.01.1.09 Jumlah jenis pemeliharaan Barang 2.15.01.1.09.01 Penyediaan Jasa | Jumlah Kendaraan Perorangan
Pemeliharaan Milik 4 Jenis Pemeliharaan, Biaya Dinas ata Kendaraan Dinas Jabatan
Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeliharaan dan Pajak yang Dipelihara dan Dibayarkan

Daerah Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah

Pemerintahan
Daerah

Kendaraan Perorangan Dinas
atau Kendaraan Dinas Jabatan

Pajaknya

2.15.01.1.09.02 Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan
Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan

Jumlah Kendaraan Dinas
Operasional ata Lapangan yang
Dipelihara dan Dibayarka Pajak
dan Perizinannya
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
2.15.01.1.09.06 Pemeliharaan Jumlah Peralatan dan Mesin
Peralatan dan Mesin Lainnya Lainnya yan
Dipelihara
2.15.01.1.09.09 Jumlah Gedung Kantor dan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Bangunan
Gedung Lainnya yang
Kantor dan Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
2.15.02 PROGRAM | Persentase pemenuhan dokumen | 2.15.02.1.01 Persentase Pemenuhan Rencana 2.15.02.1.01.01 Pelaksanaan Jumlah Dokumen Penyusunan
PENYELENGGARAA | 83,3 % Penetapan Induk 100 % Jaringan LLAJ Penyusunan Rencana Induk Rencana
N LALU LINTAS transportasi darat Rencana Induk Provinsi Jaringan LLAJ Provinsi Induk Jaringan LLAJ Provinsi

DAN ANGKUTAN

Jaringan LLAJ

JALAN (LLAJ) Provinsi
2.15.02.1.02 Jumlah Jenis Faskes Jalan yang 2.15.02.1.02.02 Penyediaan Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan
Penyediaan diadakan 5 Jenis Perlengkapan Jalan di Jalan Provi yang Tersedia

Perlengkapan
Jalan di Jalan

Provinsi

Provinsi

2.15.02.1.03 Persentase pemenuhan fasilitas 2.15.02.1.03.03 Pengembangan Jumlah Sarana dan Prasarana
Pengelolaan Terminal 5% Sarana dan Prasarana Terminal Terminal ya dilakukan
Terminal Pengembangan

Penumpang Tipe
B

2.15.02.1.03.04 Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Terminal (Fasilitas
Utama dan Pendukung)

Jumlah Terminal (Fasilitas Utama
dan Pendukung) yang
Terehabilitasi dan Terpelihara
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
2.15.02.1.05 Persentase penurunan frekuensi 2.15.02.1.05.02 Pengadaan, Jumlah Perlengkapan Jalan dalam

Pelaksanaan
Manajemen dan
Rekayasa Lalu
Lintas untuk
Jaringan Jalan
Provinsi

angka 8%
kecelakaan

Pemasangan, Perbaikan dan
Pemeliharaan Perlengkapan
Jalan dalam rangka Manajemen
dan Rekayasa Lalu Lintas

rangka Manajemen dan Rekayasa
Lalu Lintas yan Dilaksanakan
Pemasangan, Perbaikan da
Pemeliharaan

2.15.02.1.07 Audit
dan Inspeksi
Keselamatan LLAJ
diJalan

Jumlah Jenis pelaksanaan Audit
dan Inspeksi 2 Jenis
Keselamatan LLAJ di Jalan

2.15.02.1.07.04 Pelaksanaan
Inspeksi, Audit dan Pemantauan
Pemenuhan Persyaratan
Penyelenggaraan Kompetensi
Pengemudi Kendaraan Bermotor
Provinsi

Jumlah Laporan Inspeksi, Audit
dan Pemantauan Pemenuhan
Persyaratan Penyelenggaraan
Kompetensi Pengemud Kendaraan
Bermotor Provinsi

2.15.02.1.07.05 Pelaksanaan
Inspeksi, Audit dan Pemantauan
Sistem Manajemen Keselamatan
Perusahaan Angkutan Umum

Jumlah Laporan Inspeksi, Audit
dan Pemantauan Sistem
Manajemen Keselamatan
Perusahaan Angkutan Umum

2.15.02.1.08
Penyediaan
Angkutan Umum
untuk Jasa
Angkutan Orang
dan/atau Barang
Antar Kota dalam
1 (satu) Daerah
Provinsi

Persentase Pemenuhan Angkutan
Umum untuk 20 % Jasa Angkutan
Orang dan/atau Barang Antar

Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

2.15.02.1.08.01 Penyediaan
Angkutan Umum untuk Jasa
Angkutan Orang dan/atau
Barang Antar Kota dalam 1
(satu) Daerah Provinsi

Jumlah Angkutan Umum untuk
Jasa Angkutan Orang dan/atau
Barang Antar dalam 1 (Satu)
Daerah Provinsi
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
2.15.02.1.13 Persentase Penyelenggaraan 2.15.02.1.13.02 Koordinasi dan Jumlah Laporan Koordinasi dan

Penerbitan Izin
Penyelenggaraan
Angkutan Orang
dalam Trayek
Lintas Daerah
Kabupaten/Kota
dalam 1 (satu)
Daerah Provinsi

Angkutan 33.33 % Orang
dalam Trayek Lintas Daerah
Kabupaten/Kota dalam 1 (satu)
Daerah

Provinsi

Sinkronisasi Pengawasan
Pelaksanaan Izin
Penyelenggaraan Angkutan
Orang dalam Trayek
Kewenangan

Provinsi

Sinkronisasi Pengawasan
Pelaksanaan Izi Penyelenggaraan
Angkutan Orang dalam Trayek
Kewenangan Provinsi

2.15.02.1.15
Penetapan Tarif
Kelas Ekonomi
untuk Angkutan
Orang

yang Melayani
Trayek antar Kota
dalam Daerah
Provinsi serta
Angkutan
Perkotaan dan
Perdesaan yang
Melampaui 1
(satu) Daerah
Kabupaten/Kota
dalam 1 (satu)
Daerah Provinsi

Persentase tersedianya ketetapan
tarif 100 %

2.15.02.1.15.01 Analisis Tarif
Kelas Ekonomi Angkutan Orang
dan Angkutan Perkotaan dan
Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah
Provinsi

Jumlah Dokumen Hasil Analisis
Tarif Kelas Ekonomi Angkutan
Orang dan Angkutan Perkotaan
dan Perdesaan dalam 1 (Satu)
Daerah Provinsi
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
2.15.03 PROGRAM | Persentase Pemenuhan Pelayanan | 2.15.03.1.02 Persentase Izin Usaha Angkutan 2.15.03.1.02.02 Koordinasi dan Jumlah Laporan Koordinasi dan

PENGELOLAAN
PELAYARAN

Publik 74 % Bidang Pelayaran

Penerbitan Izin
Usaha Angkutan
Laut Pelayaran
Rakyat

bagi Orang
Perorangan atau
Badan Usaha yang
Berdomisili dan
yang Beroperasi
pada Lintas
Pelabuhan antar
Daerah
Kabupaten/Kota
dalam Daerah
Provinsi,
Pelabuhan antar
Daerah

Provinsi, dan
Pelabuhan
Internasional

Laut Pelayaran 5 % Rakyat bagi
Orang Perorangan atau Badan
Usaha yang Berdomisili dan yang
Beroperasi pada Lintas Pelabuhan
antar Daerah Kabupaten/Kota
dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan
antar Daerah Provinsi, dan
Pelabuhan Internasional

Sinkronisasi Pengawasan
Pelaksanaan Izin Usaha
Angkutan Laut Pelayaran Rakyat
Kewenangan Provinsi

Sinkronisasi Pengawasan
Pelaksanaan Izi Usaha Angkutan
Laut Pelayaran Rakyat
Kewenangan Provinsi

2.15.03.1.05
Penetapan Lintas
Penyeberangan
dan Persetujuan
Pengoperasian
untuk Kapal yang
Melayani
Penyeberangan
Lintas Pelabuhan

Persentase Pengoperasian untuk
Kapal yang 100 % Melayani
Penyeberangan Lintas Pelabuhan
antar Daerah Kabupaten/Kota
dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

2.15.03.1.05.02 Pengendalian
dan Pengawasan Jaringan Lintas
Penyeberangan dan Persetujuan
Pengoperasian Kapal
Penyeberangan Lintas
Pelabuhan antar Daerah
Kabupaten/Kota dalam Daerah
Provinsi

Jumlah Laporan pengendalian dan
Pengawasan Jaringan Lintas
Penyeberangan dan Disetujuinya
Pengoperasian Kapal
Penyeberangan Lintas Pelabuhan
antar Daerah Kabupaten/Kota
dalam Daerah Provinsi
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program

Indikator Kinerja

Hasil Program Target

Capaian

Kegiatan

Indikator Kinerja

Keluaran Kegiatan Target

Capaian

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja

Keluaran Sub
Kegiatan

Targe

antar Daerah
Kabupaten/Kota
dalam 1 (satu)
Daerah Provinsi

2.15.03.1.06
Penerbitan Izin
Usaha Jasa Terkait
Berupa Bongkar
Muat

Barang, Jasa
Pengurusan
Transportasi,
Angkutan Perairan
Pelabuhan,
Penyewaan
Peralatan
Angkutan Laut
atau Peralatan
Jasa Terkait
Dengan Angkutan
Laut, Tally Mandiri,
dan Depo Peti
Kemas

Persentase Izin Usaha Jasa Terkait
Berupa 5 % Bongkar Muat
Barang, Jasa Pengurusan
Transportasi, Angkutan Perairan
Pelabuhan, Penyewaan Peralatan
Angkutan Laut atau Peralatan Jasa
Terkait Dengan Angkutan Laut,
Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas

2.15.03.1.06.02 Koordinasi dan
Sinkronisasi Pengawasan
Pelaksanaan Izin Usaha Jasa
Terkait Berupa Bongkar Muat
Barang, Jasa Pengurusan
Transportasi, Angkutan Perairan
Pelabuhan, Penyewaan Peralatan
Angkutan Laut atau Peralatan
Jasa Terkait dengan Angkutan
Laut, Tally Mandiri, dan Depo
Peti Kemas

Jumlah Laporan Koordinasi dan
Sinkronisasi Pengawasan
Pelaksanaan lIzi Usaha Jasa Terkait
Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa
Pengurusan Transportasi,
Angkutan Perairan Pelabuhan,
Penyewaa Peralatan Angkutan Laut
atau Peralatan Jasa Terkait dengan
Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan
Depo Peti Kemas
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
2.15.03.1.07 Persentase tersedianya ketetapan 2.15.03.1.07.01 Analisis Tarif Jumlah Dokumen Hasil Analisis
Penetapan Tarif tarif 100 % Angkutan Penyeberangan Tarif Angkutan Penyeberangan
Angkutan Penumpang Kelas Ekonomi dan Penumpang Kelas Ekonomi dan
Penyeberangan Kendaraan Beserta Muatannya Kendaraan Beserta Muatannya

Penumpang Kelas
Ekonomi dan
Kendaraan Beserta
Muatannya pada
Lintas
Penyeberangan
antar Daerah
Kabupaten/Kota
dalam Daerah
Provinsi

pada Lintas Penyeberangan
antar Daerah Kabupaten/Kota

pada Lintas Penyeberangan Antar
Daerah Kabupaten/Kota

2.15.03.1.09
Pembangunan,
Penerbitan Izin
Pembangunan
dan
Pengoperasian
Pelabuhan
Pengumpan
Regional

Persentase pemenuhan fasilitas
pelabuhan 70 %
regional

2.15.03.1.09.04 Pengawasan
Pengoperasian Pelabuhan
Pengumpan Regional

Jumlah Laporan pengawasan
Pengoperasian Pelabuhan
Pengumpan Regional

2.15.03.1.10
Pembangunan
dan Penerbitan
Izin Pelabuhan
Sungai dan Danau
yang Melayani

Persentase pemenuhan fasilitas
pokok dan 80 %
penunjang pelabuhan
penyeberangan

2.15.03.1.10.03 Pengoperasian
dan Pemeliharaan Pelabuhan
Sungai dan Danau yang
Melayani Trayek Lintas Daerah

Jumlah Pelabuhan Sungai dan
Danau yan Melayani Trayek Lintas
Daerah Kabupaten/Kota dalam 1
(satu) Daerah Provinsi yang
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program

Indikator Kinerja

Hasil Program Target

Capaian

Kegiatan

Indikator Kinerja

Keluaran Kegiatan Target

Capaian

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja

Keluaran Sub
Kegiatan

Targe

Trayek Lintas
Daerah
Kabupaten/Kota
dalam 1 (satu)
Daerah Provinsi

Kabupaten/Kota dalam 1 (satu)
Daerah Provinsi

dilakukan Pengoperasian d
Pemeliharaan

2.15.05 PROGRAM
PENGELOLAAN
PERKERETAAPIAN

Persentase pemenuhan dokumen
100 %
transportasi Perkeretaapian

2.15.05.1.02
Penerbitan Izin
Usaha, Izin
Pembangunan
dan Izin Operasi
Prasarana
Perkeretaapian
Umum yang
Jaringan Jalurnya
Melintasi Batas
Daerah

Jumlah dokumen Koordinasi dan
1 Dokumen

Sinkronisasi Pengawasan
Pelaksanaan Izin Usaha, Izin
Pembangunan dan Izin Operasi
Prasarana Perkeretaapian Umum
yang Jaringan Jalurnya Melintasi
Batas Daerah

2.15.05.1.02.02 Koordinasi dan
Sinkronisasi Pengawasan
Pelaksanaan Izin Usaha, Izin
Pembangunan dan

Izin Operasi Prasarana
Perkeretaapian Umum yang
Jaringan Jalurnya Melintasi Batas
Daerah

Jumlah Laporan Koordinasi dan
Sinkronisasi Pengawasan
Pelaksanaan lzi Usaha, Izin
Pembangunan dan Izin Operasi
Prasarana Perkeretaapian Umum
yang Jaringan Jalurnya Melintasi
Batas Daerah

2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

2.16.01 PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH PROVINSI

Jumlah jenis pelayanan
administrasi 100 %
perkantoran yang dilaksanakan
(Kominfotik)

2.16.01.1.01
Perencanaan,
Penganggaran,
dan Evaluasi
Kinerja Perangkat
Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan dan
6 Dokumen
Evaluasi Kinerja Daerah

2.16.01.1.01.01 Penyusunan
Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah

2.16.01.1.02
Administrasi
Keuangan
Perangkat Daerah

Pembayaran Jasa Administrasi
Perkantoran 14 Bulan

2.16.01.1.02.01 Penyediaan Gaji
dan
Tunjangan ASN

Jumlah Orang yang Menerima Gaji
1 dan Tunjangan ASN
B
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
2.16.01.1.02.03 Pelaksanaan Jumlah Dokumen Penatausahaan
Penatausahaan dan dan
Pengujian/Verifikasi Keuangan Pengujian/Verifikasi Keuangan
SKPD SKPD
2.16.01.1.02.07 Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan
Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran
Bulanan/ Triwulanan/Semesteran | SKPD dan Laporan Koordinasi
SKPD Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD
2.16.01.1.02.08 Penyusunan Jumlah Dokumen Pelaporan dan
Pelaporan dan Analisis Prognosis | Analisis Prognosis Realisasi
Realisasi Anggaran Anggaran
Jumlah Dokumen Pelaporan dan
Analisis Prognosis Realisasi
Anggaran
2.16.01.1.03 Jumlah Jenis BMD yang dikelola 2.16.01.1.03.06 Penatausahaan Jumlah Laporan Penatausahaan
Administrasi 4 Jenis Barang Milik Daerah pada SKPD | Barang
Barang Milik Milik Daerah pada SKPD

Daerah pada
Perangkat Daerah

2.16.01.1.05
Administrasi
Kepegawaian
Perangkat Daerah

Jumlah Pembinaan Jabatan
Fungsional 8 Kali

2.16.01.1.05.05 Monitoring,
Evaluasi, dan Penilaian Kinerja
Pegawai

Jumlah Dokumen Monitoring,
Evaluasi, dan Penilaian Kinerja
Pegawai
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
2.16.01.1.06 Jumlah Jenis Pelayanan Adminstrasi | 2.16.01.1.06.03 Penyediaan Jumlah Paket Peralatan Rumah
Administrasi Umum 5 Kali Peralatan Tangga ya
Umum Perangkat Daerah Rumah Tangga Disediakan

Perangkat Daerah

2.16.01.1.06.04 Penyediaan
Bahan
Logistik Kantor

Jumlah Paket Bahan Logistik
Kantor yang
Disediakan

2.16.01.1.06.05 Penyediaan
Barang
Cetakan dan Penggandaan

Jumlah Paket Barang Cetakan dan
Penggandaan yang Disediakan

2.16.01.1.06.06 Penyediaan
Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang- Undangan

Jumlah Dokumen Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang-
Undangan yang Disediakan

2.16.01.1.06.09 Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan Konsultasi
SKPD

Jumlah Laporan Penyelenggaraan
Rapat
Koordinasi dan Konsultasi SKPD

2.16.01.1.08
Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintahan
Daerah

Jumlah Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan 3 Jenis
Daerah

2.16.01.1.08.01 Penyediaan Jasa
Surat
Menyurat

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Surat
Menyurat

2.16.01.1.08.02 Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik yang Disediakan
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
2.16.01.1.08.04 Penyediaan Jasa | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor yang
Disediaka

2.16.01.1.09 Jumlah Jenis sarana prasarana 2.16.01.1.09.02 Penyediaan Jasa | Jumlah Kendaraan Dinas

Pemeliharaan perkantoran 3 Jenis yang Pemeliharaan, Biaya Operasional ata Lapangan yang

Barang Milik diadakan/ dibangun/ direhab/ Pemeliharaan, Pajak dan Dipelihara dan Dibayarka Pajak

Daerah Penunjang
Urusan
Pemerintahan

dipelihara

Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan

dan Perizinannya

Daerah
2.16.01.1.09.06 Pemeliharaan Jumlah Peralatan dan Mesin
Peralatan dan Mesin Lainnya Lainnya yan
Dipelihara
2.16.01.1.09.09 Jumlah Gedung Kantor dan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Bangunan
Gedung Lainnya yang
Kantor dan Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
2.16.02 PROGRAM | Persentase Pengelolaan Informasi | 2.16.02.1.01 Jumlah Keterbukaan Informasi dan | 2.16.02.1.01.02 Monitoring Opini | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring
PENGELOLAAN dan 75 % Komunikasi Publik | Pengelolaan 5 Dokumen dan Opini dan Aspirasi Publik
INFORMASI DAN Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Aspirasi Publik
KOMUNIKASI Komunikasi Publik | Daerah
PUBLIK Provinsi Bengkulu
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
Pemerintah

Daerah Provinsi

2.16.02.1.01.05 Pengelolaan
Media
Komunikasi Publik

Jumlah Dokumen Hasil
Pelaksanaan

Pengelolaan Media Komunikasi
Publik

2.16.02.1.01.06 Pelayanan
Informasi
Publik

Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan
Informasi Publik

2.16.02.1.01.07 Layanan
Hubungan
Media

Jumlah Layanan Hubungan Media

2.16.02.1.01.08 Kemitraan
dengan
Pemangku Kepentingan

Jumlah Dokumen Kemitraan
dengan
Pemangku Kepentingan

2.16.02.1.01.11 Penguatan Tata
Kelola
Komisi Informasi di Daerah

Jumlah Dokumen Hasil Penguatan
Tata
Kelola Komisi Informasi di Daerah

2.16.02.1.01.12 Penyelenggaraan
Hubungan Masyarakat, Media
dan Kemitraan Komunitas

Jumlah Dokumen Kemitraan
dengan Masyarakat, Media dan
Komunitas dalam
Mendiseminasikan Informasi
Program atau Kebijakan
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
2.16.02.1.01.13 Jumlah Sarana dan Prasarana
Penyediaan/Pengadaan Sarana Pendukung Informasi dan
dan Prasarana Pendukung Komunikasi Publik Pemerintah
Informasi dan Komunikasi Publik | Daerah Provinsi
Pemerintah Daerah Provinsi
2.16.03 PROGRAM | Persentase aplikasi layanan publik | 2.16.03.1.01 Jumlah Ketersediaan Informasi 2.16.03.1.01.02 Penatalaksanaan | Jumlah Dokumen Penatalaksanaan
PENGELOLAAN 55 Persen terintegrasi Pengelolaan 900 Konten dan Pengawasan Nama Domain | dan Pengawasan Nama Domain
APLIKASI Persentase ketersediaan Nama Domain Pembangunan di Lingkungan dan Sub Domain dalam dan Sub Domain dalam
INFORMATIKA infrastruktur 55 Persen yang Telah Provinsi Penyelenggaraan Pemerintahan Penyelenggaraan Pemerintahan
TIK. ditetapkan oleh Bengkulu Daerah Provinsi Daerah Provinsi

Pemerintah Pusat
dan Sub Domain
di Lingkup
Pemerintah
Daerah Provinsi

Jumlah Ketersediaan Jaringan Intra
di 3 Titik Lingkup Pemerintahan
Provinsi Akses Bengkulu
Internet

2.16.03.1.01.03 Penyelenggaraan
Sistem Jaringan Intra Pemerintah
Daerah

Jumlah Sistem Jaringan Intra
Pemerintah
Daerah

2.16.03.1.02
Pengelolaan E-
government di
Lingkup
Pemerintah
Daerah Provinsi

Nilai Domain Layanan SPBE
2.75 Poin

2.16.03.1.02.01 Penatalaksanaan
dan Pengawasan E-government
dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Provinsi

Jumlah Dokumen Hasil
Penatalaksanaan dan Pengawasan
E-government dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Provinsi

2.16.03.1.02.02 Sinkronisasi
Pengelolaan Rencana Induk dan

Jumlah Dokumen Hasil
Sinkronisasi Pengelolaan Rencana
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
Anggaran Pemerintahan Induk dan Anggaran Pemerintahan
Berbasis Elektronik Berbasis Elektronik
2.16.03.1.02.03 Pengelolaan Jumlah Pusat Data Pemerintahan
Pusat Daerah yang Dikelola
Data Pemerintahan Daerah
2.16.03.1.02.07 Pengembangan Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis
Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
Pemerintahan Berbasis yang Dikembangkan
Elektronik
2.16.03.1.02.10 Pengembangan Jumlah Dokumen Pelaksanaan
dan Pengelolaan Sumber Daya Pengembangan dan Pengelolaan
Teknologi Informasi dan Sumber Daya Teknologi Informasi
Komunikasi Pemerintah Daerah dan Komunikasi Pemerintah
Daerah

2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

2.17.01 PROGRAM | Terlaksananya Penunjang Urusan 2.17.01.1.01 Tersusunnya Dokumen 2.17.01.1.01.01 Penyusunan Jumlah Dokumen Perencanaan

PENUNJANG 100 % Pemerintahan daerah Perencanaan, Perencanaan, 100 % Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

URUSAN Provinsi Penganggaran, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja | Perangkat Daerah

PEMERINTAHAN dan Evaluasi Perangkat

DAERAH PROVINSI Kinerja Perangkat Daerah

Daerah

2.17.01.1.01.06 Koordinasi dan
Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja
dan lkhtisar Realisasi Kinerja SKPD
dan Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan Capaian
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD

2.17.01.1.02 Tersusunnya Administrasi 2.17.01.1.02.01 Penyediaan Gaji Jumlah Orang yang Menerima Gaji

Administrasi Keuangan 1 Tahun dan dan

Keuangan Perangkat Daerah Tunjangan ASN Tunjangan ASN

Perangkat Daerah

2.17.01.1.02.03 Pelaksanaan
Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi Keuangan
SKPD

Jumlah Dokumen Penatausahaan
dan

Pengujian/Verifikasi Keuangan
SKPD

2.17.01.1.02.07 Koordinasi dan
Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/ Triwulanan/Semesteran
SKPD

Jumlah Laporan Keuangan
Bulanan/ Triwulanan/Semesteran
SKPD dan Laporan Koordinasi
Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD

2.17.01.1.03
Administrasi
Barang Milik
Daerah pada
Perangkat Daerah

Tersusunnya Administrasi Barang
Milik 1 Jenis
Daerah pada Perangkat Daerah

2.17.01.1.03.06 Penatausahaan
Barang Milik Daerah pada SKPD

Jumlah Laporan Penatausahaan
Barang
Milik Daerah pada SKPD

2.17.01.1.05
Administrasi
Kepegawaian
Perangkat Daerah

Tersusunnya Administrasi
Kepegawaian
Perangkat Daerah

1 Jenis

2.17.01.1.05.09 Pendidikan dan
Pelatihan Pegawai Berdasarkan
Tugas dan Fungsi

Jumlah Pegawai Berdasarkan
Tugas dan Fungsi yang Mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
2.17.01.1.06 Tersedianya Administrasi Umum 2.17.01.1.06.01 Penyediaan Jumlah Paket Komponen Instalasi
Administrasi Perangkat 8 Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Umum Daerah Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yan Disediakan

Perangkat Daerah

Kantor

2.17.01.1.06.02 Penyediaan
Peralatan dan Perlengkapan
Kantor

Jumlah Paket Peralatan dan
Perlengkapa
Kantor yang Disediakan

2.17.01.1.06.03 Penyediaan
Peralatan
Rumah Tangga

Jumlah Paket Peralatan Rumah
Tangga ya
Disediakan

2.17.01.1.06.04 Penyediaan
Bahan
Logistik Kantor

Jumlah Paket Bahan Logistik
Kantor yang
Disediakan

2.17.01.1.06.05 Penyediaan
Barang
Cetakan dan Penggandaan

Jumlah Paket Barang Cetakan dan
Penggandaan yang Disediakan

2.17.01.1.06.06 Penyediaan
Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang- Undangan

Jumlah Dokumen Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang-
Undangan yang Disediakan

2.17.01.1.06.08 Fasilitasi
Kunjungan
Tamu

Jumlah Laporan Fasilitasi
Kunjungan Tam

2.17.01.1.06.09 Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan Konsultasi
SKPD

Jumlah Laporan Penyelenggaraan
Rapat
Koordinasi dan Konsultasi SKPD
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan

2.17.01.1.07 Tersedianya Pengadaan BMD 2.17.01.1.07.02 Pengadaan Jumlah Unit Kendaraan Dinas

Pengadaan Barang | Penunjang 2 Paket Kendaraan Operasiona atau Lapangan yang

Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah Dinas Operasional atau Disediakan

Penunjang Urusan Lapangan

Pemerintah

Daerah
2.17.01.1.07.06 Pengadaan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin
Peralatan dan Mesin Lainnya Lainnya yang Disediakan

2.17.01.1.08 Tersedianya Penyediaan Jasa 2.17.01.1.08.01 Penyediaan Jasa | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa

Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintahan

Penunjang 3 Jenis
Urusan Pemerintahan Daerah

Surat
Menyurat

Surat
Menyurat

Daerah
2.17.01.1.08.02 Penyediaan Jasa | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air Komunikasi, Sumber Daya Air dan
dan Listrik Listrik yang Disediakan
2.17.01.1.08.04 Penyediaan Jasa | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor yang
Disediaka
2.17.01.1.09 Tersedianya Pemeliharaan BMD 2.17.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Perorangan
Pemeliharaan Penunjang 3 Jenis Pemeliharaan, Biaya Dinas ata Kendaraan Dinas Jabatan
Barang Milik Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan dan Pajak yang Dipelihara dan Dibayarkan

Daerah Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah

Kendaraan Perorangan Dinas
atau Kendaraan Dinas Jabatan

Pajaknya
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
2.17.01.1.09.06 Pemeliharaan Jumlah Peralatan dan Mesin
Peralatan dan Mesin Lainnya Lainnya yan
Dipelihara
2.17.01.1.09.09 Jumlah Gedung Kantor dan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Bangunan
Gedung Lainnya yang
Kantor dan Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
2.17.02 PROGRAM | Persentase Pelayanan Perizinan 2.17.02.1.01 Terlaksananya Penerbitan lIzin 2.17.02.1.01.01 Fasilitasi Izin Jumlah Koperasi Dengan Wilayah

PELAYANAN IZIN
USAHA SIMPAN
PINJAM

USP Binaan 80 % Provinsi

Penerbitan Izin
Usaha Simpan
Pinjam untuk
Koperasi dengan
Wilayah
Keanggotaan
Lintas Daerah
Kabupaten/Kota
dalam 1 (satu)
Daerah Provinsi

Usaha simpan 15 Izin
Pinjam Binaan Provinsi

Usaha Simpan Pinjam untuk
Koperasi Dengan Wilayah
Keanggotaan Lintas Daerah
Kabupaten/Kota dalam 1 (satu)
Daerah Provinsi

Keanggotaan Lintas Daerah
Kabupaten/K Dalam 1(Satu)
Daerah Provinsi yang Memiliki
Usaha Simpan Pinjam

2.17.02.1.02
Penerbitan Izin
Pembukaan
Kantor Cabang,
Cabang Pembantu
dan Kantor Kas
Koperasi

Simpan Pinjam
untuk Koperasi
dengan Wilayah

Terlaksananya Penerbitan Izin
Pembukaan 10 Izin

Kantor Cabang, Cabang Pembantu
dan Kantor Kas Koperasi Simpan
Pinjam Koperasi Binaan Provinsi

2.17.02.1.02.01 Fasilitasi 1zin
Usaha Pembukaan Kantor
Cabang, Cabang Pembantu dan
Kantor Kas Koperasi Simpan
Pinjam untuk Koperasi dengan
Wilayah Keanggotaan Lintas
Daerah Kabupaten/Kota dalam 1
(satu) Daerah Provinsi

Jumlah Kantor Cabang, Cabang
Pembant dan Kantor Kas Koperasi
Simpan Pinjam untuk Koperasi
dengan Wilayah Keanggotaan
Lintas Daerah Kabupaten/K dalam
1 (Satu) Daerah Provinsi
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
Keanggotaan
Lintas Daerah
Kabupaten/Kota

dalam 1 (satu)
Daerah Provinsi

2.17.03 PROGRAM
PENGAWASAN
DAN
PEMERIKSAAN
KOPERASI

Persentase Pengawasan dan
Pemeriksaan 100 % Koperasi
Binaan Provinsi

2.17.03.1.01
Pemeriksaan dan
Pengawasan
Koperasi yang
Wilayah
Keanggotaannya
Lintas Daerah
Kabupaten/Kota
dalam 1 (satu)
Daerah Provinsi

Terlaksananya Koperasi binaan
Provinsi 15 Unit yang diperiksa
dan dibina Usaha

2.17.03.1.01.01 Meningkatkan
Akuntabilitas, Kepercayaan,
Kepatuhan, Kesinambungan, dan
Memberikan Manfaat yang
Sebesar- besarnya ke pada
Anggota dan Masyarakat

Jumlah Dokumen Hasil
Peningkatan Akuntabilitas,
Kepercayaan, Kepatuhan,
Kesinambungan, dan Pemberian
Manfaat ke pada Anggota KUKM
dan Masyarakat

2.17.03.1.01.02 Peningkatan
Kepatuhan Koperasi terhadap
Peraturan Perundang-Undangan
dan Terbentuknya Koperasi yang
Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh,
serta Akuntabel

Jumlah Koperasi Yang Memenuhi
Peratur Perundang-Undangan dan
Tersedianya Koperasi yang Kuat,
Sehat, Mandiri, Tanggubh, serta
Akuntabel
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan

2.17.04 PROGRAM | Persentase Penilaian Kesehatan 2.17.04.1.01 Terlaksananya Penilaian KSP/USP 2.17.04.1.01.01 Penilaian Jumlah Koperasi yang Diberikan
PENILAIAN KSP/USP 100 % Koperasi Binaan | Penilaian binaan 7 Unit Permodalan, Kualitas Aktiva Penilaian Permodalan, Kualitas
KESEHATAN Provinsi Kesehatan Provinsi yang dinilai kesehatannya Produktif, Aktiva Produktif, Manajemen,
KSP/USP Koperasi Simpan Usaha Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri
KOPERASI Pinjam/Unit Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan Koperasi, Pertumbuhan dan

Simpan Pinjam
Koperasi yang
Wilayah
Keanggotaanya
Lintas Daerah
Kabupaten/Kota
dalam 1 (satu)
Daerah Provinsi

dan Kemandirian Koperasi

Kemandirian Koperasi

2.17.04.1.01.02 Mengukur
Tingkat
Kesehatan Koperasi

Jumlah Koperasi Hasil Pengukuran
Tingkat Kesehatan

2.17.05 PROGRAM
PENDIDIKAN DAN
LATIHAN
PERKOPERASIAN

Persentase Koperasi Binaan
Provinsidan 100 % UMKM yang
dididik dan dilatih

2.17.05.1.01
Pendidikan dan
Latihan
Perkoperasian
bagi Koperasi
yang Wilayah
Lintas Daerah
Kabupaten/Kota
dalam 1 (satu)
Daerah Provinsi

Meningkatnya Kapasitas Koperasi
15 Koperasi
Binaan Provinsi melalui Diklat

2.17.05.1.01.01 Peningkatan
Pemahaman dan Pengetahuan
Perkoperasian serta Kapasitas
dan Kompetensi SDM Koperasi

Jumlah SDM yang Memahami
Pengetahuan Perkoperasian
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
2.17.05.1.02 Meningkatnya Kapasitas UKM 2.17.05.1.02.01 Peningkatan Jumlah anggota UKM binaan

Pendidikan dan
Latihan UKM bagi
UKM yang
Wilayah Lintas
Daerah
Kabupaten/Kota
dalam 1 (satu)
Daerah Provinsi

Binaan 50 Unit
Provinsi melalui Diklat
Usaha

Pemahaman dan Pengetahuan
UKM serta Kapasitas dan
Kompetensi SDM UKM

Provinsi yang ditingkatkan
kapasitas SDM nya melalui
Pendidikan dan Pelatihan UKM

2.17.06 PROGRAM
PEMBERDAYAAN
DAN
PERLINDUNGAN
KOPERASI

Persentase Koperasi yang
diberdayakan 100 %
dan dilindungi

2.17.06.1.01
Pemberdayaan
dan Perlindungan
Koperasi yang
Keanggotaannya
Lintas Daerah
Kabupaten/Kota
dalam 1 (satu)
Daerah Provinsi

Terlaksananya Pemberdayaan dan
15 Koperasi

Perlindungan Koperasi binaan
Provinsi

2.17.06.1.01.01 Perluasan Akses
Pasar, Akses Pembiayaan,
Penataan Manajemen,
Standarisasi, dan Restrukturisasi
Usaha

Jumlah Unit Usaha yang
Memenuhi

Standarisasi dan Restrukturisasi
Ysaha

2.17.06.1.01.02 Peningkatan
Produktivitas, Nilai Tambah,
Akses Pasar, Akses Pembiayaan,
Penguatan Kelembagaan,
Penataan Manajemen,
Standarisasi, dan Restrukturisasi
Usaha

Jumlah Unit Usaha yang Produktif,
Bernil Tambah, Memiliki Akses
Pasar, Akses Pembiayaan,
Penguatan Kelembagaan,
Penataan Manajemen, Standarisasi,
dan Restrukturisasi Usaha
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan

2.17.07 PROGRAM | Persentase Pendampingan dan 2.17.07.1.01 Terlaksananya Pendampingan dan 2.17.07.1.01.01 Jumlah Unit Usaha UMKM yang
Pemberdayaan 0,2 % Pemberdayaan Usaha Pemberdayaan 120 Unit Menumbuhkembangkan UMKM | Tangguh dan Mandiri Sehingga
USAHA Menengah, Usaha Usaha Kecil yang Pemberdayaan Usaha Kecil untuk Menjadi Usaha yang dapat Meningkatk Penciptaan
MENENGAH, Kecil dan Usaha Mikro dilakukan Melalui | Usaha Tangguh dan Mandiri Sehingga Lapangan Kerja, Pemerataan
USAHA KECIL, Pendataan, dapat Meningkatkan Penciptaan | Pendapatan, Pertumbuhan
DAN USAHA Kemitraan, Lapangan Kerja, Pemerataan Ekonomi, dan Pengentasan
MIKRO (UMKM) Kemudahan Pendapatan, Pertumbuhan Kemiskinan

Perijinan, Ekonomi, dan Pengentasan

Penguatan Kemiskinan

Kelembagaan dan

Koordinasi

Dengan Para

Pemangku

Kepentingan

2.17.08 PROGRAM
PENGEMBANGAN
UMKM

Persentase Pengembangan
UMKM binaan 15 % Pusat
Layanan Usaha Terpadu

2.17.08.1.01
Pengembangan
Usaha Kecil
dengan Orientasi
Peningkatan Skala
Usaha Menjadi
Usaha

Menengah

Terlaksananya peningkatan skala
usaha 75 Unit kecil menjadi
usaha menengah

Usaha

2.17.08.1.01.01 Produksi dan
Pengolahan, Pemasaran, Sumber
Daya Manusia, serta Desain dan
Teknologi

Jumlah Unit Usaha UMKM yang
Mendapatkan Fasilitas Produksi
dan Pengolahan, Pemasaran,
Sumber Daya Manusia, Serta
Desain dan Teknologi

2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL

2.18.01 PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH PROVINSI

Persentase administrasi yg
dilaksanakan

100 % (DPMPTSP)

2.18.01.1.01
Perencanaan,
Penganggaran,
dan Evaluasi

Jumlah jenis dokumen
perencanaan dan
jumlah pelaporan

7 Jenis

2.18.01.1.01.01 Penyusunan
Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program

Indikator Kinerja

Hasil Program Target

Capaian

Kegiatan

Indikator Kinerja

Keluaran Kegiatan Target

Capaian

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja

Keluaran Sub
Kegiatan

Targe

Kinerja Perangkat
Daerah

2.18.01.1.01.02 Koordinasi dan
Penyusunan Dokumen RKA-
SKPD

Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan
Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

2.18.01.1.01.04 Koordinasi dan
Penyusunan DPA-SKPD

Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan
Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen DPA-SKPD

2.18.01.1.01.06 Koordinasi dan
Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja
dan lkhtisar Realisasi Kinerja SKPD
dan Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD

2.18.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

2.18.01.1.02
Administrasi
Keuangan
Perangkat Daerah

Jumlah jenis kegiatan administrasi
keuanga 3 Jenis daerah yg
dilaksanakan

2.18.01.1.02.01 Penyediaan Gaji
dan
Tunjangan ASN

Jumlah Orang yang Menerima Gaji
dan
Tunjangan ASN

2.18.01.1.02.03 Pelaksanaan
Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi Keuangan
SKPD

Jumlah Dokumen Penatausahaan
dan

Pengujian/Verifikasi Keuangan
SKPD
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan

2.18.01.1.02.08 Penyusunan Jumlah Dokumen Pelaporan dan
Pelaporan dan Analisis Prognosis | Analisis Prognosis Realisasi
Realisasi Anggaran Anggaran

2.18.01.1.03 2.18.01.1.03.06 Penatausahaan Jumlah Laporan Penatausahaan

Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD | Barang

Barang Milik Milik Daerah pada SKPD

Daerah pada

Perangkat Daerah

2.18.01.1.05 Jumlah jenis administrasi 2.18.01.1.05.05 Monitoring, Jumlah Dokumen Monitoring,

Administrasi kepegawaian yg 1 jenis Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Evaluasi, dan Penilaian Kinerja

Kepegawaian
Perangkat Daerah

dilaksanakan

Pegawai

Pegawai

2.18.01.1.05.09 Pendidikan dan
Pelatihan Pegawai Berdasarkan
Tugas dan Fungsi

Jumlah Pegawai Berdasarkan
Tugas dan Fungsi yang Mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan

2.18.01.1.06
Administrasi
Umum

Perangkat Daerah

jumlah jenis administrasi umum
yang 10 jenis disediakan

2.18.01.1.06.01 Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor

Jumlah Paket Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor yan Disediakan

2.18.01.1.06.03 Penyediaan
Peralatan
Rumah Tangga

Jumlah Paket Peralatan Rumah
Tangga ya
Disediakan

2.18.01.1.06.04 Penyediaan
Bahan
Logistik Kantor

Jumlah Paket Bahan Logistik
Kantor yang
Disediakan
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
2.18.01.1.06.05 Penyediaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan
Barang Penggandaan yang Disediakan
Cetakan dan Penggandaan
2.18.01.1.06.06 Penyediaan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan
Bahan Bacaan dan Peraturan dan Peraturan Perundang-
Perundang- Undangan Undangan yang Disediakan
2.18.01.1.06.08 Fasilitasi Jumlah Laporan Fasilitasi
Kunjungan Kunjungan Tam
Tamu
2.18.01.1.06.09 Penyelenggaraan | Jumlah Laporan Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan Konsultasi | Rapat
SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2.18.01.1.06.10 Penatausahaan Jumlah Dokumen Penatausahaan
Arsip Arsip
Dinamis pada SKPD Dinamis pada SKPD
2.18.01.1.07 jumlah jenis administrasi umum 2.18.01.1.07.06 Pengadaan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin
Pengadaan Barang | yang 3 Jenis disediakan Peralatan dan Mesin Lainnya Lainnya yang Disediakan
Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintah
Daerah
2.18.01.1.08 2.18.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa

Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintahan
Daerah

Surat
Menyurat

Surat
Menyurat
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
2.18.01.1.08.02 Penyediaan Jasa | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air Komunikasi, Sumber Daya Air dan
dan Listrik Listrik yang Disediakan
2.18.01.1.08.04 Penyediaan Jasa | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor yang
Disediakan

2.18.01.1.09 Jumlah jenis BMD yang dipelihara 2.18.01.1.09.01 Penyediaan Jasa | Jumlah Kendaraan Perorangan

Pemeliharaan 3 Jenis Pemeliharaan, Biaya Dinas ata Kendaraan Dinas Jabatan

Barang Milik Pemeliharaan dan Pajak yang Dipelihara dan Dibayarkan

Daerah Penunjang
Urusan
Pemerintahan

Kendaraan Perorangan Dinas
atau Kendaraan Dinas Jabatan

Pajaknya

Daerah
2.18.01.1.09.06 Pemeliharaan Jumlah Peralatan dan Mesin
Peralatan dan Mesin Lainnya Lainnya yan
Dipelihara
2.18.01.1.09.09 Jumlah Gedung Kantor dan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Bangunan
Gedung Lainnya yang
Kantor dan Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
2.18.02 PROGRAM | Persentase Cakupan deregulasi 2.18.02.1.01 2.18.02.1.01.01 Penetapan Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi
PENGEMBANGAN | investasi 100 % Penetapan Kebijakan Daerah dalam Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif
IKLIM Pemberian Pemberian Fasilitas/Insentif dan | dan Kemudahan Penanaman
PENANAMAN Fasilitas/Insentif Kemudahan Penanaman Modal Modal
MODAL dibidang

Penanaman Modal
yang Menjadi
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
Kewenangan

Daerah Provinsi

2.18.03 PROGRAM | Jumlah Minat Investor 2.18.03.1.01 Jumlah jenis pelaksanaan promosi 2.18.03.1.01.02 Pelaksanaan Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan
PROMOSI 25 Investor Penyelenggaraan investasi 1 jenis Kegiatan Promosi Penanaman Promosi Penanaman Modal
PENANAMAN Promosi Modal Kewenangan Provinsi Provinsi
MODAL Penanaman Modal

yang Menjadi

Kewenangan

Daerah Provinsi
2.18.04 PROGRAM | Indek Kepuasan Masyarakat 2.18.04.1.01 2.18.04.1.01.01 Penyediaan Jumlah Pelaku Usaha yang
PELAYANAN dalam 92 Indeks pelayanan Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Perizinan Mendapatkan Pelayanan Terpadu
PENANAMAN penanaman modalara yang Ruang dan Non Perizinan Berbasis Perizinan dan Non Perizinan
MODAL elektronik Lingkupnya Lintas Sistem Pelayanan Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan

Daerah
Kabupaten/Kota

Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik

Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik Lintas Daerah
Kabupaten/Kota

2.18.04.1.01.02 Pemantauan
Pemenuhan Komitmen Perizinan
dan Non Perizinan Penanaman
Modal

Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku
Usaha yang Mendapat
Pemantauan Pemenuhan
Komitmen Perizinan Berusaha dan
Non Perizinan Penanaman Modal
Lintas Daerah Kabupaten/Kota
bagi Pelaku Usaha

2.18.04.1.01.03 Penyediaan
Layanan Konsultasi dan
Pengelolaan Pengaduan

Jumlah Orang yang Memperoleh
Layanan Konsultasi dan
Pengaduan Masyarakat Terkait
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
Masyarakat terhadap Pelayanan | Perizinan dan Non Perizinan Lintas
Terpadu Perizinan dan Non Daerah Kabupaten/Kota
Perizinan
2.18.04.1.02 2.18.04.1.02.02 Pemantauan Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku

Penanaman Modal
yang Menurut
Ketentuan
Peraturan
Perundangan-
Undangan
Menjadi
Kewenangan
Daerah Provinsi

Pemenuhan Komitmen Perizinan
dan Non Perizinan Penanaman
Modal

Usaha yang Terfasilitasi
Pemantauan Pemenuhan
Komitmen Perizinan Berusaha dan
Non Perizinan Penanaman Modal
Kewenangan Daerah Provinsi

2.18.05 PROGRAM
PENGENDALIAN
PELAKSANAAN
PENANAMAN
MODAL

Persentase perusahaan yang
100 persen dilakukan
pengendalian

2.18.05.1.01
Pengendalian
Pelaksanaan
Penanaman Modal
yang Menjadi
Kewenangan
Daerah Provinsi

2.18.05.1.01.01 Koordinasi dan
Sinkronisasi Pemantauan
Pelaksanaan Penanaman Modal

Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku
Usaha yang melakukan Koordinasi
dan Sinkronisasi Pemantauan
Pelaksanaan Penanaman Modal

2.18.06 PROGRAM
PENGELOLAAN
DATA DAN SISTEM
INFORMASI
PENANAMAN
MODAL

Cakupan inforamsi penanaman
modal 100 %

2.18.06.1.01
Urusan
Pengelolaan Data
dan Informasi
Perizinan dan Non
Perizinan
Penanaman Modal
yang Terintegrasi

2.18.06.1.01.01 Pengolahan,
Penyajian dan Pemanfaatan Data
dan Informasi Perizinan dan Non
Perizinan Berbasis Sistem
Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi secara Elektronik

Jumlah Data dan Informasi
Perizinan dan Non Perizinan
Berbasis Sistem Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi
secara Elektronik yang Diolah,
Dikaji dan Dimanfaatkan
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Program Kegiatan Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
pada Tingkat
Daerah Provinsi
2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.19.01 PROGRAM | Persentase kegiatan penunjang 2.19.01.1.01 Persentase dokumen perencanaan, | 2.19.01.1.01.01 Penyusunan Jumlah Dokumen Perencanaan
PENUNJANG urusan 100 % Perencanaan, 100 persen penganggaran dan Dokumen Perencanaan 7
URUSAN pemerintah daerah provinsi yang Penganggaran, evaluasi kinerja Perangkat Daerah Perangkat Daerah
PEMERINTAHAN dilaksanakan dan Evaluasi perangkat daerah yang disusun Jumlah Kab/kota/ Kementerian/
DAERAH PROVINSI Kinerja Perangkat 1
Daerah Lembaga yang dikoordinasikan
Jumlah rapat koordinasi,
konsolidasi 1 dan sinkronisasi
yang dilaksanakan
2.19.01.1.01.06 Koordinasi dan Jumlah Laporan Capaian Kinerja
Penyusunan Laporan Capaian dan lkhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi dan Laporan Hasil Koordinasi
Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
2.19.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Jumlah Laporan evaluasi
Perangkat Daerah kewenangan
Perangkat Daerah yang disusun
2.19.01.1.02 Persentase penerima manfaat 2.19.01.1.02.01 Penyediaan Gaji Jumlah Orang yang Menerima Gaji
Administrasi administrasi 100 % dan dan
keuangan perangkat daerah Tunjangan ASN Tunjangan ASN
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
Keuangan

Perangkat Daerah

2.19.01.1.02.03 Pelaksanaan
Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi Keuangan
SKPD

Jumlah Dokumen Penatausahaan
dan

Pengujian/Verifikasi Keuangan
SKPD

2.19.01.1.03
Administrasi
Barang Milik
Daerah pada
Perangkat Daerah

Persentase dokumen administrasi
barang 100 %
milik daerah yang disusun

2.19.01.1.03.06 Penatausahaan
Barang Milik Daerah pada SKPD

Jumlah Laporan Penatausahaan
Barang
Milik Daerah pada SKPD

2.19.01.1.04
Administrasi
Pendapatan
Daerah
Kewenangan
Perangkat Daerah

2.19.01.1.04.07 Pelaporan
Pengelolaan Retribusi Daerah

Jumlah Laporan Pengelolaan
Retribusi
Daerah

2.19.01.1.05
Administrasi
Kepegawaian
Perangkat Daerah

Persentase penerima manfaat
administrasi 100 %

kepegawaian perangkat daerah

2.19.01.1.05.09 Pendidikan dan
Pelatihan Pegawai Berdasarkan
Tugas dan Fungsi

Jumlah Pegawai Berdasarkan
Tugas dan Fungsi yang Mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan

2.19.01.1.06
Administrasi
Umum

Perangkat Daerah

Jumlah sub kegiatan pendukung
yang 6 kegiatan dilaksanakan
Persentase penerima manfaat
adminstrasi 100 %

umum perangkat daerah

2.19.01.1.06.01 Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor

Jumlah Paket Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor yan Disediakan
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program

Indikator Kinerja

Hasil Program Target
Capaian

Kegiatan

Indikator Kinerja

Keluaran Kegiatan Target
Capaian

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja

Keluaran Sub Targe
Kegiatan

2.19.01.1.06.03 Penyediaan
Peralatan
Rumah Tangga

Jumlah Paket Peralatan Rumah
Tangga ya
Disediakan
Jumlah Paket Peralatan Rumah
Tangga ya
Disediakan

2.19.01.1.06.04 Penyediaan
Bahan
Logistik Kantor

Jumlah Paket Bahan Logistik
Kantor yang
Disediakan

2.19.01.1.06.05 Penyediaan
Barang
Cetakan dan Penggandaan

Jumlah Paket Barang Cetakan dan
Penggandaan yang Disediakan

2.19.01.1.06.06 Penyediaan
Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang- Undangan

Jumlah Dokumen Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang-
Undangan yang Disediakan
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang-
Undangan yang Disediakan

2.19.01.1.06.07 Penyediaan
Bahan/Material

Jumlah Paket Bahan/Material yang
Disediakan

2.19.01.1.06.08 Fasilitasi
Kunjungan
Tamu

Jumlah Laporan Fasilitasi
Kunjungan Tam

2.19.01.1.06.09 Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan Konsultasi
SKPD

Jumlah Laporan Penyelenggaraan
Rapat
Koordinasi dan Konsultasi SKPD
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Program Kegiatan Sub Kegiatan
Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
2.19.01.1.07 Persentase pengadaan barang milik | 2.19.01.1.07.02 Pengadaan Jumlah Unit Kendaraan Dinas
Pengadaan Barang | daerah 100 % Kendaraan Operasiona atau Lapangan yang
Milik Daerah yang telah dilaksanakan Dinas Operasional atau Disediakan
Penunjang Urusan Lapangan
Pemerintah
Daerah
2.19.01.1.07.05 Pengadaan Jumlah jenis kursi pejabat, meja
Mebel pejabat lemari arsip yang diadakan
2.19.01.1.07.10 Pengadaan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana
Sarana dan Prasarana Gedung Gedun Kantor atau Bangunan
Kantor atau Bangunan Lainnya Lainnya yang Disediakan
2.19.01.1.08 Persentase pelaksanaan 2.19.01.1.08.01 Penyediaan Jasa | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Penyediaan Jasa penyediaan jasa 100 % Surat Surat
Penunjang Urusan | penunjang Menyurat Menyurat
Pemerintahan
Daerah
2.19.01.1.08.02 Penyediaan Jasa | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air Komunikasi, Sumber Daya Air dan
dan Listrik Listrik yang Disediakan
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik yang Disediakan
2.19.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor yang
Disediaka
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Program Kegiatan Sub Kegiatan
Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum Kantor yang
Disediaka

2.19.01.1.09 persentase pemeliharaan barang 2.19.01.1.09.02 Penyediaan Jasa | Jumlah Kendaraan Dinas

Pemeliharaan milik daerah 100 % Pemeliharaan, Biaya Operasional ata Lapangan yang

Barang Milik yang dilaksanakan Pemeliharaan, Pajak dan

Daerah Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah

Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan

Dipelihara dan Dibayarka Pajak
dan Perizinannya

2.19.01.1.09.06 Pemeliharaan
Peralatan dan Mesin Lainnya

Jumlah jaringan internet yang
dipelihara

Jumlah pc/laptop yang dipelihara
Jumlah Peralatan dan Mesin
Lainnya yan

Dipelihara

Jumlah printer yang dipelihara

2.19.01.1.09.09
Pemeliharaan/Rehabilitasi

Jumlah Gedung Kantor dan
Bangunan
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Program Kegiatan Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
Gedung Lainnya yang
Kantor dan Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
2.19.01.1.09.11 Jumlah Sarana dan Prasarana
Pemeliharaan/Rehabilitasi Pendukung Gedung Kantor atau
Sarana dan Prasarana Bangunan Lainnya yang

Pendukung Gedung Kantor atau | Dipelihara/Direhabilitasi
Bangunan Lainnya

2.19.02 PROGRAM | Persentase kegiatan 2.19.02.1.01 Persentase pelaksanaan 2.19.02.1.01.01 Koordinasi, Jumlah Pemuda Pelopor Provinsi
PENGEMBANGAN | pengembangan 100 % Penyadaran, penyadaran, 100 % Sinkronisasi dan dari Seluruh Kabupaten/Kota yang
KAPASITAS DAYA kapasitas daya saing kepemudaan | Pemberdayaan, pemberdayaan, dan Penyelenggaraan Peningkatan Ditingkatkan Kapasitas Daya
SAING yang dilaksanakan dan pengembangan pemuda dan Kapasitas Daya Saing Pemuda Saingnya
KEPEMUDAAN Pengembangan kepemudaan kewenangan Provinsi | Pelopor Provinsi
Pemuda dan yang dilaksanakan
Kepemudaan
Kewenangan
Provinsi
2.19.02.1.01.02 Koordinasi, Jumlah Wirausaha Muda Provinsi
Sinkronisasi dan dari Seluruh Kabupaten/Kota yang

Penyelenggaraan Peningkatan Ditingkatkan Kapasitas Daya
Kapasitas Daya Saing Wirausaha | Saingnya
Muda Provinsi

2.19.02.1.01.03 Koordinasi, Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari
Sinkronisasi dan Seluruh Kabupaten/Kota yang
Penyelenggaraan Peningkatan Ditingkatkan Kapasitas Daya
Kapasitas Daya Saing Pemuda Saingnya

Kader Provinsi
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan

2.19.02.1.01.04 Penyelenggaraan | Jumlah Paskibra Provinsi yang
Seleksi dan Pelatihan Pasukan terseleksi dan Diberikan Pelatihan
Pengibar Bendera Pasukan Pengiba Bendera
2.19.02.1.01.06 Pemberian Jumlah Dokumen Penghargaan
Penghargaan kepada Pemuda Pemuda Provinsi yang Berprestasi
dan Organisasi Pemuda Provinsi | dan Menerima Penghargaan
yang Berprestasi
2.19.02.1.01.08 Pelaksanaan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi
Koordinasi Strategis Lintas Strategis Lintas Sektor
Sektor Penyelenggaraan Penyelenggaraan Pelayanan
Pelayanan Kepemudaan Melalui | Kepemudaan Melalui
Implementasi Rencana Aksi Implementasi Rencana Aksi
Daerah/RAD Tingkat Provinsi Daerah/RAD Tingkat Provinsi

2.19.02.1.02 Persentase pemuda dan organisasi | 2.19.02.1.02.01 Koordinasi, Jumlah Pemuda Kader yang

Pemberdayaan 100 % Sinkronisasi dan Pelaksanaan Terfasilitasi

dan kepemudaan yang ditingkatkan Pemberdayaan Pemuda atau Kemitraan dengan Dunia Usaha

Pengembangan kapasitasnya Organisasi Kepemudaan Melalui

Organisasi Kemitraan dengan Dunia Usaha

Kepemudaan

Tingkat Daerah
Provinsi

2.19.02.1.02.02 Peningkatan
Kapasitas
Organisasi Kepemudaan Provinsi

Jumlah Dokumen Hasil

Peningkatan Kapasitas Organisasi
Kepemudaan Provinsi
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
2.19.03 PROGRAM | Persentase kegiatan 2.19.03.1.01 Persentase sarana dan prasarana 2.19.03.1.01.03 Koordinasi, Jumlah Sarana dan Prasarana
PENGEMBANGAN | pengembangan daya 100 % Pembinaan dan pembinaan 100 % Sinkronisasi dan Pelaksanaan Olahraga Provinsi yang Tersedia
DAYA SAING saing keolahragaan yang Pengembangan dan pengembangan olahraga yang | Penyediaan Sarana dan dan Termanfaatka (stadion mini)
KEOLAHRAGAAN dilaksanakan Olahraga disediakan Prasarana Olahraga Provinsi Jumlah Sarana dan Prasarana

Pendidikan pada
Jenjang
Pendidikan yang
Menjadi
Kewenangan
Daerah Provinsi

Olahraga y dipelihara

2.19.03.1.02 Persentase keikutsertaan dan 2.19.03.1.02.01 Penyelenggaraan | Jumlah Dokumen
Penyelenggaraan pelaksanaan 100 % Kejuaraan Olahraga Multi Event Penyelenggaraan Kejuaraan Multi
Kejuaraan event olahraga yang sukses dan Single Event Tingkat event dan Single Event Tingkat
Olahraga dilaksanakan Provinsi Provinsi
2.19.03.1.02.02 Penyelenggaraan | Jumlah Dokumen
Kejuaraan Pekan Paralimpik Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan
Provinsi dan Pekan Paralimpik Paralimpik Provinsi dan Pekan
Pelajar Provinsi Paralimpik Pelajar Provinsi
2.19.03.1.02.03 Partisipasi dan Jumlah Peserta yang Berpartisipasi
Keikutsertaan dalam dalam Penyelenggaraan Kejuaraan
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single
dalam Multi Event dan Single Event
Event
2.19.03.1.03 Persentase pembinaan atlet 2.19.03.1.03.02 Pemusatan Jumlah Pemusatan Latihan Daerah
Pembinaan dan olahraga prestasi 100 % Latihan Daerah, llmu yang terintegrasi dengan limu
Pengembangan yang dilaksanakan Pengetahuan dan Teknologi Pengetahuan dan Teknologi

Keolahragaan (Sport Science)

Keolahragaan (Sport Science)
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program

Indikator Kinerja

Hasil Program Target

Capaian

Kegiatan

Indikator Kinerja

Keluaran Kegiatan Target

Capaian

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja

Keluaran Sub
Kegiatan

Targe

Olahraga Prestasi
Tingkat Nasional

2.19.03.1.03.03 Pembinaan dan
Pengembangan Atlet Berprestasi
Provinsi

Jumlah Atlet Berprestasi Provinsi
yang

Dibina dan Diberikan
Pengembangan

2.19.03.1.03.04 Pemberian
Penghargaan Olahraga Provinsi

Jumlah Olahragawan Berprestasi
Provinsi yang Menerima
Penghargaan

2.19.03.1.03.05 Koordinasi dan
Sinkronisasi Penyediaan Data
dan Informasi Sektoral Olahraga

Jumlah Data dan Informasi
Sektoral Olahraga yang Tersedia
dan Termanfaatkan

2.19.03.1.04 Persentase organisasi olahraga 2.19.03.1.04.02 Pengembangan Jumlah Dokumen Hasil
Pembinaan dan yang dibina 100 % Organisasi Keolahragaan Pengembangan
Pengembangan sesuai dengan peraturan Organisasi Keolahragaan
Organisasi perundangan
Olahraga
2.19.03.1.04.03 Peningkatan Jumlah Dokumen Hasil
Kerja Sama Organisasi Peningkatan Kerja Sama Organisasi
Keolahragaan Provinsi dengan Keolahragaan Provinsi dengan
Lembaga Terkait Lembaga Terkait
2.19.04 PROGRAM | Persentase kegiatan pembinaan 2.19.04.1.01 Persentase organisasi kepramukaan | 2.19.04.1.01.02 Peningkatan Jumlah Organisasi Kepramukaan
PENGEMBANGAN | dan 100 % Pembinaan dan yang 100 % dibina sesuai Kapasitas Provinsi yang Meningkat
KAPASITAS pengembangan organisasi Pengembangan dengan peraturan perundang- Organisasi Kepramukaan Kapasitasnya
KEPRAMUKAAN kepramukaan yang dilaksanakan undangan Provinsi
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Program Kegiatan Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
Organisasi
Kepramukaan

2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK

2.20.02 PROGRAM | Persentase Ketersediaan Data 2.20.02.1.01 Persentase ketersediaan data 2.20.02.1.01.01 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Koordinasi dan
PENYELENGGARAA | Statistik 75 % Sektoral Penyelenggaraan statistik 75 Persen sektoral di Sinkronisasi Pengumpulan, Sinkronisasi Pengumpulan,
N STATISTIK Statistik Sektoral OPD lingkungan Pemerintah Pengolahan, Analisis dan Pengolahan, Analisis dan
SEKTORAL di Lingkup Daerah | Provinsi Diseminasi Data Statistik Diseminasi Data Statistik Sektoral
Provinsi Sektoral
2.20.02.1.01.03 Membangun Jumlah Metadata Statistik Sektoral
Metadata Statistik Sektoral yang
Dihimpun

2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN

2.21.02 PROGRAM | Persentase perangkat daerah yang | 2.21.02.1.01 Jumlah Perangkat Daerah yang 2.21.02.1.01.01 Penetapan Jumlah Kebijakan Tata Kelola
PENYELENGGARAA | 39 Persen menggunakan Penyelenggaraan 14 OPD Kebijakan Tata Kelola Keamanan | Keamanan Informasi dan Jaring
N PERSANDIAN persandian untuk Persandian untuk | menggunakan persandian untuk Informasi dan Jaring Komunikasi | Komunikasi Sandi Pemerintah
UNTUK pengamanan informasi Pengamanan pengamanan informasi Sandi Pemerintah Daerah Daerah yang Ditetapkan
PENGAMANAN Informasi Provinsi

INFORMASI Pemerintah

Daerah Provinsi

2.21.02.1.01.03 Pelaksanaan Jumlah Laporan Pelaksanaan
Keamanan Informasi Keamanan Informasi Pemerintahan
Pemerintahan Daerah Provinsi Daerah Provinsi Berbasis Elektronik
Berbasis Elektronik dan Non dan Non Elektronik

Elektronik
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
2.21.02.1.02 2.21.02.1.02.01 Operasionalisasi | Jumlah Perangkat Daerah yang
Penetapan Pola Jaring Komunikasi Sandi 3
Hubungan Pemerintah Daerah Provinsi Terhubung dalam Jaring

Komunikasi Sandi
antar Perangkat
Daerah Provinsi

Komunikasi D Sandi

2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

2.22.02 PROGRAM
PENGEMBANGAN
KEBUDAYAAN

Persentase benda, bangunan,
struktur, 71,73 %

situs, dan kawasan cagar budaya
yang telah ditetapkan terhadap
total registras

2.22.02.1.01
Pengelolaan
Kebudayaan yang
Masyarakat
Pelakunya Lintas
Daerah
Kabupaten/Kota
dalam 1 (satu)
Daerah Provinsi

Persentase Objek Pemajuan

Kebudayaan
dilestarikan

1 Objek yang

2.22.02.1.01.01 Pelindungan,
Pengembangan, Pemanfaatan
Objek Pemajuan Kebudayaan

Jumlah Objek Pemajuan
Kebudayaan yan dilestarikan
Jumlah Objek Pemajuan
Kebudayaan yan Dilindungi,
Dikembangkan dan Dimanfaatkan
Jumlah Objek Pemajuan tradisi
Budaya yang dilestarikan

2.22.02.1.01.02 Pembinaan
Sumber Daya Manusia,
Lembaga, dan Pranata
Kebudayaan

Jumlah Pamong dan Penggiat
Kebudayaa yang dibina

Jumlah Peserta Pembinaan Sumber
Daya Manusia, Lembaga, dan
Pranata Kebudayaan

2.22.02.1.02
Pelestarian
Kesenian
Tradisional yang
Masyarakat
Pelakunya Lintas
Kabupaten/Kota

2.22.02.1.02.01 Pelindungan,
Pengembangan, Pemanfaatan
Objek Pemajuan Tradisi Budaya

Jumlah Objek Pemajuan Tradisi
Budaya yang Dilakukan
Pelindungan, Pengembangan dan
Pemanfaatan

III Prioritas Belanja Daerah - 238



Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program

Indikator Kinerja

Hasil Program Target

Capaian

Kegiatan

Indikator Kinerja

Keluaran Kegiatan Target

Capaian

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja

Keluaran Sub
Kegiatan

Targe

dalam Daerah

Provinsi
2.22.03 PROGRAM | Persentase penduduk yang 2.22.03.1.01 Persentase penduduk yang pernah | 2.22.03.1.01.01 Peningkatan Jumlah Seniman Masuk sekolah
PENGEMBANGAN | pernah terlibat 10 % Pembinaan terlibat 10 % Pendidikan dan Pelatihan 2
KESENIAN sebagai pelaku/pendukung Kesenian yang sebagai pelaku/pendukung Sumber Daya Manusia Kesenian
TRADISIONAL pertunjukkan seni Masyarakat pertunjukkan seni Tradisional

Persentase penduduk yang
pernah terlibat 50 %

Pelakunya Lintas
Daerah

Persentase penduduk yang pernah
terlibat 50 %

sebagai pelaku/pendukung Kabupaten/Kota sebagai pelaku/pendukung
pertunjukkan seni pertunjukkan seni
2.22.03.1.01.02 Standardisasi dan | Jumlah Pergelaran yang
Sertifikasi Sumber Daya Manusia | dilaksanakan, Pemutaran bioskop
Kesenian Tradisional sesuai keliling
dengan Kebutuhan dan Jumlah Sumber Daya Manusia
Tuntutan Kesenian Tradisonal yang
Mengikuti Proses Standarisasi
Jumlah Warisan seni budaya
nusantara dan daerah
2.22.04 PROGRAM | Persentase Sejarah Lokal Provinsi 2.22.04.1.01 Jumlah Dokumen Sejarah Lokal 2.22.04.1.01.01 Pemberdayaan Jumlah Dokumen Sejarah Lokal
PEMBINAAN Bengkulu 10 % Pembinaan Provinsi 1 Dokumen bengkulu Sumber Daya Manusia dan Provinsi
SEJARAH yang dilestarikan Sejarah Lembaga Sejarah Lokal Provinsi Bengkulu

Lokal Provinsi

2.22.05 PROGRAM
PELESTARIAN DAN

Persentase Cagar Budaya yang
13,26 %
dilestarikan

2.22.05.1.02
Pengelolaan Cagar

Jumlah Pelestarian Cagar Budaya
3 Dokumen peringkat Provinsi

2.22.05.1.02.03 Pemanfaatan
Cagar
Budaya

Terwujudnya Kesadaran

Masyarakat terhadap cagar budaya
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Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
PENGELOLAAN Budaya Peringkat

CAGAR BUDAYA

Provinsi

2.22.06 PROGRAM | Jumlah Koleksi Museum yang 2.22.06.1.01 Jumlah Koleksi Museum yang 2.22.06.1.01.02 Pembinaan dan Jumlah Pekerja museum yang
PENGELOLAAN 3160 Koleksi dilestarikan Pengelolaan 3160 Koleksi dilestarikan Peningkatan Mutu dan Kapasitas | ditingkatkan kompetensinya
PERMUSEUMAN Museum Sumber Daya Manusia Jumlah Sumber Daya Manusia
Provinsi Permuseuman Permuseuman yang Ditingkatkan
Mutu dan Kapasitasnya
2.22.06.1.01.04 Penyediaan dan Jumlah Sarana dan Prasarana
Pemeliharaan Sarana dan Museum ya
Prasarana Museum Tersedia
2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
2.23.01 PROGRAM | Terlaksananya Penunjang Urusan 2.23.01.1.01 Jumlah Dokumen Perencanaan 2.23.01.1.01.01 Penyusunan Jumlah Dokumen Perencanaan
PENUNJANG 1 tahun Perencanaan, Kinerja 12 dokumen Dokumen Perencanaan 1
URUSAN Pemerintah Daerah Provinsi Penganggaran, Daerah Perangkat Daerah Perangkat Daerah
PEMERINTAHAN dan Evaluasi

DAERAH PROVINSI

Kinerja Perangkat
Daerah

2.23.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

2.23.01.1.02
Administrasi
Keuangan
Perangkat Daerah

Gaji, Tambahan Penghasilan dan
Jasa 1 tahun

Administrasi Keuangan Perangkat
Daerah

2.23.01.1.02.01 Penyediaan Gaji
dan
Tunjangan ASN

Jumlah Orang yang Menerima Gaji
1 dan Tunjangan ASN
B
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
2.23.01.1.02.02 Penyediaan Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan
Administrasi Pelaksanaan Tugas | 1
ASN Administrasi Pelaksanaan Tugas
ASN

2.23.01.1.03 Jumlah Dokumen Aset dan 2.23.01.1.03.06 Penatausahaan Jumlah Laporan Penatausahaan

Administrasi Inventarisir 6 dokumen Barang Milik Daerah pada SKPD | Barang

Barang Milik Barang Milik Daerah Milik Daerah pada SKPD

Daerah pada
Perangkat Daerah

2.23.01.1.05
Administrasi
Kepegawaian
Perangkat Daerah

Jumlah Laporan Koordinasi dan
2 dokumen

Monitoring Bidang Perpustakaan
dan

Kearsipan

2.23.01.1.05.05 Monitoring,
Evaluasi, dan Penilaian Kinerja
Pegawai

Jumlah Dokumen Monitoring,
Evaluasi, dan Penilaian Kinerja
Pegawai

2.23.01.1.05.09 Pendidikan dan
Pelatihan Pegawai Berdasarkan
Tugas dan Fungsi

Jumlah Pegawai Berdasarkan
Tugas dan Fungsi yang Mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan

2.23.01.1.06
Administrasi
Umum

Perangkat Daerah

Terpenuhinya Kebutuhan
12 bulan
Umum Perangkat Daerah

Administrasi

2.23.01.1.06.02 Penyediaan
Peralatan dan Perlengkapan
Kantor

Jumlah Paket Peralatan dan
Perlengkapa
Kantor yang Disediakan

2.23.01.1.06.04 Penyediaan
Bahan
Logistik Kantor

Jumlah Paket Bahan Logistik
Kantor yang
Disediakan
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Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
2.23.01.1.06.05 Penyediaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan
Barang Penggandaan yang Disediakan
Cetakan dan Penggandaan
2.23.01.1.06.06 Penyediaan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan
Bahan Bacaan dan Peraturan dan 1
Perundang- Undangan Peraturan Perundang-Undangan
yang
Disediakan
2.23.01.1.06.09 Penyelenggaraan | Jumlah Laporan Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan Konsultasi | Rapat
SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2.23.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 2.23.01.1.07.05 Pengadaan Jumlah Paket Mebel yang
Pengadaan Barang | 1 tahun Mebel Disediakan
Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintah
Daerah
2.23.01.1.07.06 Pengadaan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin
Peralatan dan Mesin Lainnya Lainnya yang Disediakan
2.23.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan | 2.23.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa

Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintahan
Daerah

1 tahun
Pemeriantah Daerah

Surat
Menyurat

Surat
Menyurat
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
2.23.01.1.08.02 Penyediaan Jasa | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air Komunikasi, Sumber Daya Air dan
dan Listrik Listrik yang Disediakan
2.23.01.1.08.04 Penyediaan Jasa | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor yang
Disediakan

2.23.01.1.09 Tersedianya Pemeliharaan Barang 2.23.01.1.09.01 Penyediaan Jasa | Jumlah Kendaraan Perorangan

Pemeliharaan Milik 1 tahun Pemeliharaan, Biaya Dinas ata Kendaraan Dinas Jabatan

Barang Milik Daerah Pemeliharaan dan Pajak yang Dipelihara dan Dibayarkan

Daerah Penunjang
Urusan
Pemerintahan

Kendaraan Perorangan Dinas
atau Kendaraan Dinas Jabatan

Pajaknya

Daerah
2.23.01.1.09.06 Pemeliharaan Jumlah Peralatan dan Mesin
Peralatan dan Mesin Lainnya Lainnya yan
Dipelihara

2.23.01.1.09.09 Jumlah Gedung Kantor dan

Pemeliharaan/Rehabilitasi Bangunan

Gedung Lainnya yang

Kantor dan Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
2.23.02 PROGRAM | Terlaksananya Program 2.23.02.1.01 Pengelolaan dan Perpustakaan 2.23.02.1.01.01 Pengembangan Jumlah perpustakaan elektronik
PEMBINAAN Pembinaan 1 tahun Pengelolaan Tingkat 1 tahun dan Pemeliharaan Layanan 1 P yang dipelihara dengan
PERPUSTAKAAN Perpustakaan Perpustakaan Daerah Provinsi Perpustakaan Elektronik Manajemen Layanan TIK Berbasis

Tingkat Daerah
Provinsi

1SO20000
(ITSM : Information Technology
Service
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Program Kegiatan Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan

2.23.02.1.01.02 Pengembangan Jumlah perpustakaan yang
Perpustakaan di Tingkat Daerah 11 P Dikembangkan dalam
Provinsi mewujudkan standar nasional
perpustakaan di

wilayah provinsi sesuai

kewenangannya
2.23.02.1.01.05 Pembinaan Jumlah Perpustakaan khusus yang
Perpustakaan Khusus Tingkat 12 P Dibina sesuai kewenangan
Provinsi provinsi dalam mewujdukan
standar

nasional perpustakaan

2.23.02.1.01.06 Peningkatan Jumlah tenaga perpustakaan yang
Kapasitas Ditingkatkan Kapasitasnya dan
Tenaga Perpustakaan dan Mendapa sertifikasi Tenaga
Pustakawan Tingkat Daerah Perpustakaan dan Pustakawan
Provinsi Tingkat Daerah Provinsi

2.23.02.1.01.07 Pengembangan Jumlah Layanan Perpustakaan
Layanan Perpustakaan Rujukan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
Tingkat Daerah Provinsi yang Dikembangkan Melalui
Peningkatan Koleksi

2.23.02.1.01.09 Pengelolaan dan | Jumlah Bahan Perpustakaan yang
Pengembangan Bahan Pustaka 3000

Dikelola dan Dikembangkan untuk
Mewujudkan Keberagaman Koleksi
Perpustakaan
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Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
2.23.02.1.01.10 Penyusunan Data | Jumlah Data dan Informasi
dan Informasi Perpustakaan, Perpustakaan, Tenaga
Tenaga Perpustakaan dan Perpustakaan dan Pustakawan
Pustakawan Tingkat Daerah Tingkat Daerah Provinsi
Provinsi
2.23.02.1.02 Jumlah Peserta Sosialisasi, 2.23.02.1.02.01 Sosialisasi Jumlah Lokus Pembudayaan
Pembudayaan Pembinaan dan 70 orang Budaya Baca dan Literasi pada Kegemaran Membaca dan Literasi

Gemar Membaca
Tingkat Daerah
Provinsi

Bimtek Perpustakaan

Satuan Pendidikan Tingkat
Menengah dan Pendidikan
Khusus serta Masyarakat

pada Pendidikan Tingkat
Menengah dan Pendidikan Khus

2.23.02.1.02.04 Pengembangan
Literasi Berbasis Inklusi Sosial

Jumlah Layanan Perpustakaan
11 P Berbasis Inklusi Sosial di
Wilayah

Provinsi yang Dikembangkan

2.23.03 PROGRAM
PELESTARIAN
KOLEKSI
NASIONAL DAN
NASKAH KUNO

Terlaksananya Pelestarian Bahan
1 tahun

Perpustakaan

Terlaksananya Pelestarian Koleksi
1 tahun

Nasional dan Naskah Kuno

2.23.03.1.01
Pelestarian Karya
Cetak dan Karya
Rekam Koleksi
Daerah di Daerah
Provinsi

Pelestarian Karya Cetak dan Karya
Rekam 1 tahun

2.23.03.1.01.01 Penghimpunan
dan Pengelolaan Serah Simpan
Karya Cetak dan Karya Rekam

Jumlah Koleksi KCKR yang

304

Dihimpun dan Dikelola Serta
Kepatuhan Serah Simpan KCKR

2.23.03.1.02
Penerbitan
Katalog Induk
Daerah dan
Bibliografi Daerah

Jumlah Katalog Induk Daerah dan
2 dokumen
Bibliografi Daerah

2.23.03.1.02.01 Penerbitan
Katalog
Induk Daerah

Jumlah Dokumen KID dan Literatur
Sekunder Lainnya yang Diterbitkan
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Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan

2.23.03.1.02.02 Penerbitan Jumlah Bibliografi Daerah yang
Bibliografi Diterbitkan
Daerah

2.23.03.1.03 Pengembangan, Pengolahan dan 2.23.03.1.03.02 Pengembangan, | Jumlah Naskah Kunah yang

Pelestarian 1 tahun Pengolahan dan Dilakukan Pengembangan yang

Naskah Kuno Milik
Daerah Provinsi

Pengalihmediaan Naskah Kuno

Pengalihmediaan Naskah Kuno
yang dimiliki oleh Masyarakat
untuk Dilestarikan dan
Didayagunakan

Dimiliki Oleh Masyarakat untuk
Dilestarikan dan Didayagunakan

2.23.03.1.04
Pengembangan
Koleksi Budaya
Etnis Nusantara
yang ditemukan
oleh Pemerintah
Daerah Provinsi

Seleksi dan Pengadaan Koleksi
Budaya Etnis 1 tahun
Nusantara

2.23.03.1.04.01 Seleksi dan
Pengadaan Koleksi Budaya Etnis
Nusantara

Jumlah Koleksi Budaya Etnis
1

Nusantara yang Diseleksi dan
Dilakukan Pengadaan Oleh
Perpustakaan Daerah Tingkat
Provinsi

2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN

2.24.02 PROGRAM
PENGELOLAAN
ARSIP

Terlaksananya Program
Pengelolaan 1 tahun
Arsip

2.24.02.1.01
Pengelolaan Arsip
Dinamis Provinsi

Pengelolaan Arsip Dinamis
1 tahun

2.24.02.1.01.02 Pemeliharaan
dan
Penyusutan Arsip Dinamis

Jumlah Naskah Dinas yang
Dilakukan 1
Pemeliharaan dan Penyusutan

2.24.02.1.01.03 Pengawasan
Arsip
Dinamis Kewenangan Provinsi

Jumlah Laporan Hasil Pengawasan
Arsip
Dinamis Kewenangan Provinsi

2.24.02.1.02
Pengelolaan Arsip

Akuisisi, Pengolahan, Preservasi
dan Akses 1 tahun
Arsip

2.24.02.1.02.02 Akusisi,
Pengolahan, Preservasi dan
Akses Arsip Statis

Jumlah Arsip Statis yang dilakukan
Akusisi, Pengolahan, Preservasi
dan Akses
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program

Indikator Kinerja

Hasil Program Target

Capaian

Kegiatan

Indikator Kinerja

Keluaran Kegiatan Target

Capaian

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja

Keluaran Sub
Kegiatan

Targe

Statis Daerah

Provinsi
2.24.02.1.03 Jumlah Arsip yang diinput ke JIKN 2.24.02.1.03.01 Penyediaan Jumlah Layanan Penyediaan
Pengelolaan dan 1 tahun Informasi, Akses dan Layanan Informasi, Akses dan Layanan

Simpul Jaringan
dalam Sistem
Informasi
Kearsipan
Nasional Tingkat
Provinsi

Arsiparis, ASN yang tertib Arsip

Kearsipan Tingkat Daerah
Provinsi Melalui JIKN

Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi
Melalui JIKN

2.24.02.1.03.02 Pemberdayaan
Kapasitas Unit Kearsipan dan
Lembaga Kearsipan Daerah
Provinsi

Jumlah Laporan Hasil
Pemberdayaan Kapasitas Unit
Kearsipan dan Lembaga Kearsipan
Daerah Provinsi

2.24.03 PROGRAM
PERLINDUNGAN
DAN
PENYELAMATAN
ARSIP

Terlaksanyanya Perlindungan dan
1 tahun
Penyelamatan arsip

2.24.03.1.01
Pemusnahan Arsip
dilingkungan
Pemerintah
Daerah Provinsi
yang Memiliki
Retensi di Bawah
10 Tahun

Jumlah Retensi Arsip (Penilaian dan
1 tahun
Pemusnahan)

2.24.03.1.01.01 Penilaian,
Penetapan dan Pelaksanaan
Pemusnahan Arsip yang
Memiliki Retensi di Bawah 10
(Sepuluh) Tahun

Jumlah Arsip yang dilakukan
Penilaian, Penetapan dan
Pelaksanaan Pemusnahan Arsip
yang Memiliki Retensi di Bawah 10
(Sepuluh) Tahun

2.24.03.1.01.02 Pelaksaan
Pemusnahan Arsip yang
Memiliki Retensi Di Bawah 10
Tahun

Jumlah Arsip yang Memiliki
Retensi di 1

Bawah 10 Tahun yang
Dimusnahkan
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
2.24.03.1.03 Jumlah Arsip yang di data 2.24.03.1.03.01 Pendataan, Jumlah Daftar Arsip yang

Penyelamatan
Arsip Perangkat
Daerah Provinsi
yang digabung
dan/atau
dibubarkan, dan
Pemekaran
Daerah
Kabupaten/Kota

1 tahun

Penyusunan Daftar dan Penilaian
serta Penyerahan Atau
Pemusnahan Arsip bagi
Penggabungan Perangkat
Daerah Provinsi

Dilakukan Pendataan, Penyusunan
dan Penilaian serta Penyerahan
Atau Pemusnahan Arsip bagi
Penggabungan Perangkat Daerah
Provinsi

2.24.04 PROGRAM
PERIZINAN
PENGGUNAAN
ARSIP

Terlaksananya Perizinan dan
Penggunaan 1 tahun
Arsip

2.24.04.1.01
Pelayanan Izin
Penggunaan Arsip
yang Bersifat
Tertutup di
Daerah Provinsi

Jumlah SOP Penggunaan Arsip
1 tahun

2.24.04.1.01.01 Penyusunan dan
Penerapan SOP Penggunaan
Arsip yang Bersifat Tertutup

Jumlah SOP Penggunaan Arsip
yang Bers

Tertutup yang Disusun dan
ditetapkan

3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

3.25.01 PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH PROVINSI

Persentase Dokumen Perencanaan
, 100 % Penganggaran,
Pelaporan dan Evaluasi

yang disusun

Persentase Layanan Administrasi
100 % Perkantoran (DKP)

3.25.01.1.01
Perencanaan,
Penganggaran,
dan Evaluasi
Kinerja Perangkat
Daerah

3.25.01.1.01.01 Penyusunan
Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah

3.25.01.1.01.06 Koordinasi dan
Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD

jumlah pelaksanaan Koordinasi,
Monitori dan Evaluasi
Tersedianya Publikasi dan
Dokumentasi

III Prioritas Belanja Daerah - 248



Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
3.25.01.1.02 3.25.01.1.02.01 Penyediaan Gaji Jumlah Orang yang Menerima Gaji
Administrasi dan dan
Keuangan Tunjangan ASN Tunjangan ASN

Perangkat Daerah

3.25.01.1.02.03 Pelaksanaan
Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi Keuangan
SKPD

Jumalah Aparatur
Pengadministrasian
Keuangan

3.25.01.1.03
Administrasi
Barang Milik
Daerah pada
Perangkat Daerah

3.25.01.1.03.06 Penatausahaan
Barang Milik Daerah pada SKPD

Jumlah Pelayanan Penatausahaan
kearsip dan Inventaris barang milik
Daerah

3.25.01.1.06
Administrasi
Umum

Perangkat Daerah

3.25.01.1.06.02 Penyediaan
Peralatan dan Perlengkapan
Kantor

Jumlah alat tulis kantor yang
disediakan

Jumlah peralatan dan
perlengkapan kant yang
disediakan

3.25.01.1.06.03 Penyediaan
Peralatan
Rumah Tangga

Jumlah Peralatan Kesehatan
(Covid-19 da lain-lain)

3.25.01.1.06.05 Penyediaan
Barang
Cetakan dan Penggandaan

Jumlah barang cetakan dan
penggandaa yang disediakan
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
3.25.01.1.06.06 Penyediaan Jumlah bahan bacaan dan
Bahan Bacaan dan Peraturan peraturan perundang-undangan
Perundang- Undangan yang disediakan
3.25.01.1.06.09 Penyelenggaraan | Jumlah rapat-rapat dan konsultasi
Rapat Koordinasi dan Konsultasi | ke lua daerah dan dalam daerah
SKPD Tersedianya makan dan minum
rapat
3.25.01.1.07 3.25.01.1.07.01 Pengadaan Jumlah Unit Kendaraan
Pengadaan Barang Kendaraan Perorangan Dinas Perorangan Dina atau Kendaraan
Milik Daerah atau Kendaraan Dinas Jabatan Dinas Jabatan yang Disediakan
Penunjang Urusan
Pemerintah
Daerah
3.25.01.1.07.10 Pengadaan Jumlah Peralatan Gedung Kantor
Sarana dan Prasarana Gedung yang diadakan
Kantor atau Bangunan Lainnya
3.25.01.1.08 3.25.01.1.08.02 Penyediaan Jasa | Jumlah jasa komunikasi

Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintahan
Daerah

Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik

sumberdaya air dan listrik yang
dibayarkan

3.25.01.1.08.04 Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum Kantor

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum Kantor yang
Disediaka

Jumlah tenaga administrasi dan
teknis perkantoran yang dibayar
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
3.25.01.1.09 3.25.01.1.09.01 Penyediaan Jasa | Jumlah pemeliharaan rutin/berkala
Pemeliharaan Pemeliharaan, Biaya kendaraan dinas/operasional
Barang Milik Pemeliharaan dan Pajak Terpeliharanya kapal pengawas

Daerah Penunjang
Urusan
Pemerintahan

Kendaraan Perorangan Dinas
atau Kendaraan Dinas Jabatan

Daerah
3.25.01.1.09.09 Jumlah Gedung Kantor dan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Bangunan
Gedung Lainnya yang
Kantor dan Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
3.25.01.1.09.10 Jumlah peralatan Gedung Kantor
Pemeliharaan/Rehabilitasi yang dilakukan Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana Gedung
Kantor atau Bangunan Lainnya
3.25.02 PROGRAM | Luas Vegetasi Pantai yang di 3.25.02.1.01 3.25.02.1.01.02 Pengelolaan Luasan Kawasan Konservasi di
PENGELOLAAN 22.70 % Konservasi Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Wilayah
KELAUTAN, Persentase biota laut yang telah Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang
PESISIR DAN 53.69 Persen dilakukan upaya Laut Sampai Berdasarkan Penetapan dari Terkel
PULAU-PULAU pelestarian Dengan Pemerintah Pusat Tersedianya SAPRAS Konservasi
KECIL 12 Mil di Luar

Minyak dan Gas
Bumi

3.25.02.1.01.03 Rehabilitasi
Wilayah

Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau
Kecil

Jumlah kawasan konservasi

1

Jumlah lokasi pelestarian penyu
2
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan

3.25.02.1.01.04 Mitigasi Bencana | Jumlah Wilayah Pesisir yang
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau | dikelola
Kecil

3.25.02.1.03 3.25.02.1.03.02 Penguatan dan Jumlah Badan Hukum Yang

Pemberdayaan Pengembangan Kelembagaan dikeluarkan

Masyarakat Pesisir
dan Pulau-Pulau
Kecil

Masyarakat Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil

3.25.03 PROGRAM
PENGELOLAAN
PERIKANAN
TANGKAP

Persentase Kapal yang
Mempunyai Alat  85.27 % Bantu
Penangkapan lkan Sesuai Standar
Persentase Kelompok Nelayan

30 % Tradisional yang Mempunyai
Alat

Tangkap

Persentase Pemilik Kapal yang

belum 28 % Mempunyai Izin
Usaha Perikanan
Tangkap

Persentase Peningkatan Jumlah
Nelayan 15 %

yang di Tingkatkan
Keterampilannya

3.25.03.1.01
Pengelolaan
Penangkapan lkan
di Wilayah Laut
Sampai Dengan
12 Mil

3.25.03.1.01.01 Penyediaan Data
dan
Informasi Sumber Daya lkan

Jumlah Penyediaan Data dan
Informasi Sumber Daya lkan (UPTD
PPI Pulau Baai)
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program

Indikator Kinerja

Hasil Program Target

Capaian

Kegiatan

Indikator Kinerja

Keluaran Kegiatan

Target
Capaian

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja

Keluaran Sub
Kegiatan

Targe

3.25.03.1.01.02 Penyediaan
Prasarana
Usaha Perikanan Tangkap

Jumlah GPS dan fish finder, jumlah
nelay pemilik kapal yang
menerima bantuan

Jumlah GPS dan Jumlah Kelompok
Nelay yang mendapat bantuan
mesin kapal, ala tangkapfish finder,
jumlah nelayan pemili kapal yang
menerima bantuan

Jumlah Prasarana Usaha Perikanan
Tangk yang Tersedia di Wilayah
Laut sampai dengan 12 Mil

3.25.03.1.03
Penerbitan Izin
Usaha Perikanan
Tangkap untuk
Kapal

Perikanan
Berukuran di atas
10 GT sampai
dengan 30 GT

3.25.03.1.03.01 Penetapan
Persyaratan dan Prosedur Izin
Usaha Perikanan Tangkap untuk
Kapal Perikanan Berukuran di
Atas 10 GT sampai dengan 30
GT

Jumlah Persyaratan Jumlah
Dokumen Izin Usaha Perikanan
Tangkap untuk Kapal Perikanan
yang Sesuai Standardan Prosedur
Penerbitan Rekomendasi Perizinan
Berusaha Perikanan Tangkap yang
Menjadi Kewenangan Provinsi

3.25.03.1.03.02 Penerbitan
Rekomendasi Izin Usaha
Perikanan Tangkap untuk Kapal
Perikanan Berukuran di Atas 10
GT sampai dengan 30 GT

Jumlah Rekomendasi Izin Usaha
yang diterbitkan
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
3.25.03.1.04 3.25.03.1.04.02 Penerbitan Jumlah Kelompok Perikanan

Penerbitan Izin
Usaha Perikanan
Tangkap untuk
Kapal

Perikanan
Berukuran sampai
dengan 10 GT

Rekomendasi Izin Usaha
Perikanan Tangkap untuk Kapal
Perikanan Berukuran sampai
dengan 10 GT yang Bukan
Dimiliki oleh Nelayan Kecil

Tangkap yang dibentuk badan
Hukumnya

yang Bukan

Dimiliki oleh

Nelayan Kecil

3.25.03.1.06 3.25.03.1.06.01 Penentuan Lokasi | Jumlah Lokasi Pembangunan
Penetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan 1 Pe

Pembangunan Perikanan Pelabuhan Perikanan

serta Pengelolaan Peri

Pelabuhan

Perikanan Provinsi

3.25.03.1.06.02 Penyediaan
Sarana dan Prasarana Pelabuhan
Perikanan

Pembangunan Sapras Tangkap
(PPI, Pabr
Es)

3.25.04 PROGRAM
PENGELOLAAN
PERIKANAN
BUDIDAYA

Persentase Pembudidaya Ikan
yang 35 % Memiliki Izin
Persentase Pembudidaya Ikan
yang 11.3 % Menggunakan
Pakan dan Bibit Ikan

Unggul

Persentase Peningkatan Luas

3.25.04.1.01
Penerbitan Izin
Usaha Perikanan
di Bidang
Pembudidayaan
Ikan yang
Usahanya Lintas
Daerah

3.25.04.1.01.01 Penetapan
Persyaratan dan Prosedur
Penerbitan Izin Usaha Perikanan
Bidang Pembudidayaan Ikan

Jumlah Dokumen Syarat dan

2 D Prosedur

Jumlah Rekomendasi Persyaratan
0 R dan Prosedur Penerbitan Izin
Usaha Perikanan Bidang
Pembudidayaan

Ikan yang Diterbitkan
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Program Kegiatan Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
Lahan 19.2 % Perikanan Kabupaten/Kota
Budidaya dalam 1 (Satu)

Daerah Provinsi

3.25.04.1.01.02 Penerbitan Jumlah Rekomendasi Izin yang
Rekomendasi Izin Usaha diterbitkan (rekomendasi)
Perikanan Bidang
Pembudidayaan lkan

3.25.04.1.05 3.25.04.1.05.01 Penyediaan Data | Jumlah Data dan Informasi yang
Pengelolaan dan Informasi Pembudidayaan tersedia
Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah
Ikan di Laut Kabupaten/Kota
3.25.04.1.05.03 Penyediaan Jumlah Penyediaan Sapras
Prasarana Pembudidayaan lkan Produksi 1

di Air Payau dan Air Tawar yang | lkan di Air Payau,Tawar/ Laut
Penggunaan Sumber Dayanya Jumlah POKDAKAN yang berbadan
Lebih Efisien Apabila Dilakukan 1 hukum di Prov Bengkulu

oleh Daerah Provinsi dan/atau
Manfaat atau Dampak
Negatifnya Lintas Daerah
Kabupaten/Kota

3.25.04.1.05.05 Penyediaan Jumlah Sarana Pembudidaya lkan
Sarana Pembudidayaan lkan di (Unit)

Air Payau dan Air Tawar yang
Penggunaan Sumber Dayanya
Lebih Efisien apabila Dilakukan
oleh Daerah Provinsi dan/atau
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
Manfaat atau Dampak
Negatifnya Lintas Daerah
Kabupaten/Kota
3.25.04.1.05.06 Pengelolaan Jumlah Penanganan Kesehatan
Kesehatan Ikan dan Lingkungan | Ikan dan
Budidaya di Laut dan Lintas Lingkungan
Daerah Kabupaten/Kota
3.25.04.1.05.08 Pengembangan, | Jenis Pengembangan,
Pemanfaatan dan Perlindungan Pemanfaatan dan Perlindungan
Lahan untuk Pembudidayaan Lahan untuk Pembudidaya lkan
Ikan
Lintas Daerah Kabupaten/Kota
dalam
1 (Satu) Daerah Provinsi
3.25.05 PROGRAM | Persentase Pengawasan Sumber 3.25.05.1.01 3.25.05.1.01.01 Pengawasan Jumlah Pengawasan Ruang Laut
PENGAWASAN Daya 46.23 % Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai | yang di

SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

kelautan dan Perikanan

Sumber Daya
Kelautan dan
Perikanan sampai
dengan 12 Mil

dengan 12 Mil

3.25.05.1.01.02 Pengawasan
Usaha

Perikanan Tangkap sampai
dengan 12

Mil

Jumlah Dokumen HJumlah
Dokumen CBMM yang disusunasil
Pengawasan Usaha Perikanan
Tangkap sampai dengan 12 Mil
Jumlah penanganan kasus
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
Perikanan
Tangkap
3.25.05.1.01.03 Pengawasan Jumlah Dokumen Hasil
Usaha Perikanan Bidang Pengawasan Usaha Perikanan
Pembudidayaan lkan di Laut Bidang Pembudidayaan lkan di
sampai dengan 12 Mil Laut sampai dengan 12 Mil
3.25.05.1.01.04 Penumbuhan dan | Jumlah POKMASWAS yang
Pengembangan Kelompok ditumbuh 8 P
Masyarakat Pengawas kembangkan
(POKMASWAS)
3.25.05.1.02 3.25.05.1.02.01 Pengawasan Jumlah Pengawasan Usaha
Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Perikanan Tan di Wilayah Sungai,
Sumber Daya Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Danau, Waduk, Rawa, Genangan
Perikanan di Rawa, dan Genangan Air Lainnya | Air Lainnya yang dapat diusah

Wilayah Sungai,
Danau, Waduk,
Rawa, dan
Genangan Air
Lainnya yang
Dapat Diusahakan
Lintas
Kabupaten/Kota
dalam 1 (Satu)
Daerah Provinsi

yang Dapat Diusahakan Lintas

Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu)
Daerah Provinsi Sesuai dengan
Kewenangannya

Lintas Kabupaten/Kota dalam 1
(satu) Da Provinsi sesuai dengan
kewenangannya
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
3.25.05.1.02.03 Pengawasan Jumlah penanganan kasus
Usaha Pemasaran dan Pengolahan
Pengolahan Hasil Perikanan Hasil Perikanan
Lintas Daerah Kabupaten/Kota Jumlah UPI Kab/Kota yang diawasi
dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan taat aturan
3.25.06 PROGRAM | Jumlah Pengolahan dan 3.25.06.1.01 3.25.06.1.01.01 Penetapan Jumlah Penetapan Persyaratan dan

PENGOLAHAN
DAN PEMASARAN
HASIL PERIKANAN

Pemasaran 25 Kelompok
Hasil Perikanan

Penerbitan Izin
Usaha Pemasaran
dan Pengolahan
Hasil Perikanan
Lintas Daerah
Kabupaten/Kota
dalam 1 (Satu)
Daerah Provinsi

Persyaratan dan Prosedur
Penerbitan Izin Usaha
Pemasaran dan Pengolahan
Hasil Perikanan Lintas Daerah
Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu)
Daerah Provinsi

Prosedur Penerbitan Izin Usaha
Pemasaran dan Pengolahan Hasil
Perikanan Lintas Daerah
Kabupaten/Kota dalam 1 (satu)
Daerah Provinsi

3.25.06.1.01.02 Penerbitan
Rekomendasi Izin Usaha
Pemasaran dan Pengolahan
Hasil Perikanan Lintas Daerah
Kabupaten/Kota dalam

1 (Satu) Daerah Provinsi

Jumlah Kelompok Usaha
pengolahan Hasil Perikanan yang
difasilitasi untuk pemebentukan
badan hukum

3.25.06.1.01.03 Penyediaan Data
dan Informasi Usaha Pemasaran
dan Pengolahan Hasil Perikanan
Lintas Daerah Kabupaten/Kota
dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

Jumlah Data dan Informasi yang
tersedia
(LPPMHP)

III Prioritas Belanja Daerah - 258




Program Kegiatan Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
3.25.06.1.02 3.25.06.1.02.01 Pelaksanaan Jumlah sertifikat kelayakan

Pembinaan Mutu
dan Keamanan
Hasil Perikanan
bagi Usaha
Pengolahan dan
Pemasaran Skala
Menengah dan
Besar

Bimbingan dan Penerapan
Persyaratan atau Standar Pada
Usaha Pengolahan dan
Pemasaran Skala Menengah dan
Besar

pengolahan
(SKP)

3.25.06.1.02.02 Pelaksanaan
Bimbingan, Fasilitasi,
Pemantauan, dan Evaluasi
Terhadap Mutu dan Keamanan
Hasil Perikanan dalam rangka
Menghasilkan Produk yang
Aman untuk Dikonsumsi atau
Digunakan, dan Berdaya Saing

Jumlah Pemantauan dan Evaluasi

3.25.06.1.03
Penyediaan dan
Penyaluran Bahan
Baku Industri
Pengolahan lkan
Lintas Daerah
Kabupaten/Kota
dalam 1 (Satu)
Daerah Provinsi

3.25.06.1.03.02 Pemberian
Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku
Usaha Perikanan Lintas Daerah
Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu)
Daerah Provinsi

Jumlah Kelompok Pelaku Usaha
2

Perikanan yang di fasilitasi
Jumlah Unit Usaha Perikanan
Lintas O

Daerah Kabupaten/Kota dalam 1
(Satu) Daerah Provinsi yang
Diberikan Insentif dan Fasilitasi

3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA

III Prioritas Belanja Daerah - 259




Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
3.26.01 PROGRAM | Persentase ASN Yang ditingkatkan | 3.26.01.1.01 Jumlah Dokumen Perencanaan, 3.26.01.1.01.01 Penyusunan Jumlah Dokumen Perencanaan
PENUNJANG 4 % Kompetensinya (DISPAR) Perencanaan, 10 Dokumen Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
URUSAN Persentase Dokumen Penganggaran, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja | Perangkat Daerah
PEMERINTAHAN Perencanaan, 100 % dan Evaluasi yang disusun

DAERAH PROVINSI

Pengenggaran, Pelaporan dan
Evaluasi

yang disusun (DISPAR)
Persentase Layanan Administrasi
100 % Perkantoran (DISPAR)
Persentase Sarana dan Prasarana
60 % Perkantoran dalam Kondisi
baik (DISPAR)

Kinerja Perangkat
Daerah

3.26.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja

Perangkat Daerah

Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

3.26.01.1.02 Jumlah Dokumen Administrasi 3.26.01.1.02.01 Penyediaan Gaji Jumlah Orang yang Menerima Gaji
Administrasi 4 Dokumen dan dan 1

Keuangan Keuangan Perangkat Daerah yang Tunjangan ASN Tunjangan ASN

Perangkat Daerah | dilaksanakan B

3.26.01.1.02.02 Penyediaan Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan
Administrasi Pelaksanaan Tugas | Administrasi Pelaksanaan Tugas
ASN ASN

3.26.01.1.02.03 Pelaksanaan
Penatausahaan dan dan

Pengujian/Verifikasi Keuangan Pengujian/Verifikasi Keuangan
SKPD SKPD

Jumlah Dokumen Penatausahaan
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
3.26.01.1.02.05 Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Akhir
Penyusunan Laporan Keuangan Tahun SKPD dan Laporan Hasil
Akhir Tahun SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD

3.26.01.1.03 Jumlah Dokumen Administrasi 3.26.01.1.03.01 Penyusunan Jumlah Rencana Kebutuhan

Administrasi Barang 2 Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang | Barang

Barang Milik Milik Daerah Dinas yang Milik Daerah SKPD Milik Daerah SKPD

Daerah pada
Perangkat Daerah

dilaksanakan

3.26.01.1.03.06 Penatausahaan
Barang Milik Daerah pada SKPD

Jumlah Laporan Penatausahaan
Barang
Milik Daerah pada SKPD

3.26.01.1.05
Administrasi
Kepegawaian
Perangkat Daerah

Jumlah Pelayanan Administrasi
ASN 1 Laporan

3.26.01.1.05.09 Pendidikan dan
Pelatihan Pegawai Berdasarkan
Tugas dan Fungsi

Jumlah Pegawai Berdasarkan
Tugas dan Fungsi yang Mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan

3.26.01.1.06
Administrasi
Umum

Perangkat Daerah

Jumlah Administrasi Umum
Perangkat 1 Laporan
Daerah yang dilaksanakan

3.26.01.1.06.01 Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor

Jumlah Paket Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor yan Disediakan

3.26.01.1.06.03 Penyediaan
Peralatan
Rumah Tangga

Jumlah Paket Peralatan Rumah
Tangga ya
Disediakan
Jumlah Paket Peralatan Rumah
Tangga ya
Disediakan
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Program Kegiatan Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
3.26.01.1.06.04 Penyediaan Jumlah Paket Bahan Logistik
Bahan Kantor yang
Logistik Kantor Disediakan

Jumlah Paket Bahan Logistik
Kantor yang

Disediakan
3.26.01.1.06.05 Penyediaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan
Barang Penggandaan yang Disediakan
Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan

Penggandaan yang Disediakan

3.26.01.1.06.06 Penyediaan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan
Bahan Bacaan dan Peraturan dan Peraturan Perundang-
Perundang- Undangan Undangan yang Disediakan
3.26.01.1.06.08 Fasilitasi Jumlah Laporan Fasilitasi
Kunjungan Kunjungan Tam

Tamu

3.26.01.1.06.09 Penyelenggaraan | Jumlah Laporan Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan Konsultasi | Rapat

SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Jumlah Laporan Penyelenggaraan
Rapat

Koordinasi dan Konsultasi SKPD

3.26.01.1.07 Jumlah Dokumen Pengadaan BMD | 3.26.01.1.07.02 Pengadaan Jumlah Unit Kendaraan Dinas
Pengadaan Barang | 1 Dokumen Kendaraan Operasiona atau Lapangan yang
Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Dinas Operasional atau Disediakan

Penunjang Urusan | yang diadakan Lapangan
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan

Pemerintah

Daerah
3.26.01.1.07.05 Pengadaan Jumlah Paket Mebel yang
Mebel Disediakan
3.26.01.1.07.06 Pengadaan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin
Peralatan dan Mesin Lainnya Lainnya yang Disediakan

3.26.01.1.08 Jumlah Dokumen Penunjang 3.26.01.1.08.01 Penyediaan Jasa | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa

Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintahan
Daerah

Urusan 0 Dokumen
Pemerintah yang diadakan
Jumlah Dokumen Penunjang
Urusan 3 Dokumen

Pemerintah yang diadakan

Surat
Menyurat

Surat

Menyurat

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Surat

Menyurat

3.26.01.1.08.02 Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik yang Disediakan

3.26.01.1.08.04 Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum Kantor

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum Kantor yang
Disediaka
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
3.26.01.1.09 Jumlah Barang Milik Daerah yang 3.26.01.1.09.02 Penyediaan Jasa | Jumlah Kendaraan Dinas
Pemeliharaan Terpelihara 3 Unit Pemeliharaan, Biaya Operasional ata Lapangan yang
Barang Milik Pemeliharaan, Pajak dan Dipelihara dan Dibayarka Pajak

Daerah Penunjang
Urusan
Pemerintahan

Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan

dan Perizinannya

Daerah
3.26.01.1.09.06 Pemeliharaan Jumlah Peralatan dan Mesin
Peralatan dan Mesin Lainnya Lainnya yan
Dipelihara
3.26.01.1.09.10 Jumlah Sarana dan Prasarana
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Ka atau Bangunan Lainnya
Sarana dan Prasarana Gedung yang Dipelihara/Direhabilitasi
Kantor atau Bangunan Lainnya
3.26.02 PROGRAM | Persentase Peningkatan Daya 3.26.02.1.01 Jumlah Dokumen Daya Tarik 3.26.02.1.01.03 Pengembangan Jumlah Lokasi Daya Tarik
PENINGKATAN Tarik 20 % Destinasi Pengelolaan Daya | Wisata 1 Dokumen yang Daya Unggulan Provi Sesuai dengan
DAYA TARIK Pariwista Tarik Wisata dikelola Tarik Wisata Unggulan Provinsi Tahapan Pengembangan (Rintisan,
DESTINASI Provinsi Berkembang, Pemantapan,
PARIWISATA Revitalisasi)
3.26.02.1.03 Jumlah Laporan Destinasi 3.26.02.1.03.03 Pengembangan Jumlah Destinasi Pariwisata
Pengelolaan Pariwisata yang 1 Laporan dikelola | Destinasi Pariwisata Provinsi Provinsi yang Dikembangkan

Sesuai dengan Tahapan
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Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
Destinasi Pengembangan (Rintisan,

Pariwisata Provinsi

Berkembang, Pemantapan,
Revitalisasi)

3.26.02.1.03.04

Pengadaan/Pemeliharaan/Rehab
ilitasi Sarana dan Prasarana
dalam Pengelolaan Destinasi

Pariwisata Provinsi

Jumlah Sarana dan Prasarana
Pengelolaa Destinasi Pariwisata
Provinsi yang Tersedi dan
Terpelihara

3.26.02.1.03.06 Pemberdayaan
Masyarakat dalam Pengelolaan
Destinasi Pariwisata Provinsi

Jumlah Laporan Hasil
Pemberdayaan Masyarakat dalam
Pengelolaan Destinasi Pariwisata
Provinsi

3.26.02.1.04
Penetapan Tanda
Daftar Usaha
Pariwisata Lintas
Daerah
Kabupaten/Kota
dalam 1 (Satu)
Daerah Provinsi

Jumlah Dokumen Usaha Pariwisata
Yang 1 dokumen terdata dan
ditetapkan se- Provinsi

Bengkulu

3.26.02.1.04.03 Pengelolaan

Investasi
Pariwisata

Jumlah Laporan Pengelolaan
Investasi
Pariwisata

3.26.03 PROGRAM
PEMASARAN
PARIWISATA

Persentase Media Promosi Wisata
35 % Persentase Peningkatan
Frekuensi Promosi 30 %

Wisata

3.26.03.1.01
Pemasaran
Pariwisata Dalam
dan Luar Negeri
Daya Tarik,
Destinasi dan

Jumlah Dokumen Pemasaran
Pariwisata 5 Dokumen

Dalam dan Luar Negeri, Daya tarik
Destinasi dan Kawasan Strategis
Pariwisata Provinsi

3.26.03.1.01.01 Penguatan
Promosi Melalui Media Cetak,
Elektronik, dan Media Lainnya
Baik Dalam dan Luar Negeri

Jumlah Dokumen Hasil Penguatan
Promosi Melalui Media Cetak,
Elektronik, dan Media Lainnya Baik
Dalam dan Luar Negeri
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program

Indikator Kinerja

Hasil Program Target

Capaian

Kegiatan

Indikator Kinerja

Keluaran Kegiatan Target

Capaian

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja

Keluaran Sub
Kegiatan

Targe

Kawasan Strategis
Pariwisata Provinsi

3.26.03.1.01.02 Fasilitasi Kegiatan
Pemasaran Pariwisata Baik
Dalam dan Luar Negeri

Jumlah Laporan Kegiatan
Pemasaran

Pariwisata Baik Dalam dan Luar
Negeri

3.26.03.1.01.03 Penyediaan Data
dan Penyebaran Informasi
Pariwisata Provinsi, Baik Dalam
dan Luar Negeri

Jumlah Dokumen Hasil
Pelaksanaan Penyediaan Data dan
Penyebaran Informasi Pariwisata
Provinsi, Baik Dalam dan Luar
Negeri

3.26.03.1.01.04 Peningkatan
Kerja Sama dan Kemitraan
Pariwisata Dalam dan Luar
Negeri

Jumlah Dokumen Kerja Sama dan
Kemitraan Pariwisata Dalam dan
Luar Negeri

3.26.04 PROGRAM
PENGEMBANGAN
EKONOMI KREATIF
MELALUI
PEMANFAATAN
DAN
PERLINDUNGAN
HAK KEKAYAAN
INTELEKTUAL

Persentase Ekonomi Kreatif
20 %
Pemanfaatan dan HAKI yang
dikembangkan

melalui

3.26.04.1.01
Penyediaan
Sarana dan
Prasarana Kota
Kreatif

Jumlah Laporan sarana dan
prasarana 1 laporan ekonomi
kreatif yang disediakan

Jumlah sarana dan prasarana
ekonomi 1 kegiatan kreatif yang

disediakan

3.26.04.1.01.03 Koordinasi dan
Sinkronisasi Pengembangan
Ruang Kreasi dan Jaringan
Orang Kreatif

Jumlah Laporan Hasil Koordinasi
dan Sinkronisasi Pengembangan
Ruang Kreas dan Jaringan Orang
Kreatif
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
3.26.04.1.02 Jumlah Dokumen Ekosistem 3.26.04.1.02.04 Penyediaan Jumlah Infrastruktur Ekonomi
Pengembangan Ekonomi 1 Dokumen Infrastruktur Kreatif yan tersedia
Ekosistem Kreatif yang dikembangkan

Ekonomi Kreatif

3.26.04.1.02.07 Fasilitasi
Kekayaan
Intelektual

Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi
Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak
Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan
Industri kepada Pelaku Ekonomi
Kreatif, serta Pemanfaatan
Kekayaan Intelektual kepada
Pelaku Ekonomi Kreatif

3.26.05 PROGRAM
PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA
PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF

Persentase SDM Pariwisata dan
Ekonomi 30 % Kreatif yang
ditingkatkan kompetensinya

3.26.05.1.01
Pelaksanaan
Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Manusia
Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif
Tingkat Lanjutan

Jumlah SDM Pariwisata dan
Ekonomi 50 orang
Kreatif yang ditingkatkan
kompetensinya

3.26.05.1.01.01 Pengembangan
Kompetensi SDM Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan

Jumlah SDM Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan
yang Dikembangkan
Kompetensinya

3.26.05.1.01.08 Fasilitasi Proses
Kreasi, Produksi, Distribusi
Konsumsi, dan Konservasi
Ekonomi Kreatif

Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi
Proses Kreasi, Produksi, Distribusi
Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi
Kreatif

3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
3.27.01 PROGRAM | Persentae ASN yang ditingkatkan | 3.27.01.1.01 3.27.01.1.01.01 Penyusunan Jumlah Dokumen Perencanaan
PENUNJANG 10 persen kompetensinya Perencanaan, Dokumen Perencanaan 2
URUSAN Persentae dokumen perencanaan, | Penganggaran, Perangkat Daerah Perangkat Daerah
PEMERINTAHAN 100 persen penganggaran dan dan Evaluasi Jumlah Dokumen Perencanaan

DAERAH PROVINSI

pelaporan yang

disusun

Persentase ASN yang ditingkatkan
78 Persen kompetensinya
Persentase Dokumen
perencanaan, 100 Persen
penganggaran, dan pelaporan
Keswan yang disusun
Persentase Layanan Administrasi
100 Persen

Perkantoran

Persentase pelakanaan layanan
100 persen administrasi
perkantoran

Persentase sarana dan praarana
100 persen kantor dalam kondisi
baik

Persentase sarana dan prasarana
80 Persen kantor dalam kondisi
baik

Kinerja Perangkat
Daerah

1

Perangkat Daerah

Perencanaan penganggaran
Perangkat 5

Daerah (RKA, DPA, DPPA, LK/KAK,
RUP) Renstra dan Renja Perangkat
Daerah

3.27.01.1.01.06 Koordinasi dan
Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja
dan lkhtisar Realisasi Kinerja SKPD
dan Laporan Hasil Koordinasi

Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Perangkat Daerah Penetapan
Kinerja dan Evaluasi Pelaksanaan
Renja Perangkat Daerah
3.27.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Laporan Evaluasi dan Pengawasan
Perangkat Daerah Realisasi Anggaran (TEPRA)
3.27.01.1.02 3.27.01.1.02.01 Penyediaan Gaji Jumlah Orang yang Menerima Gaji
Administrasi dan dan 3
Keuangan Tunjangan ASN Tunjangan ASN

Perangkat Daerah

B Jumlah Orang yang Menerima
Gaji dan 1

Tunjangan ASN

B

Pembayaran Gaji, tunjangan dan
1 tambahan penghasilan PNS

3.27.01.1.02.02 Penyediaan

Administrasi Pelaksanaan Tugas | Administrasi Pelaksanaan Tugas

Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan

ASN ASN
3.27.01.1.02.03 Pelaksanaan Jumlah Dokumen Penatausahaan
Penatausahaan dan dan
Pengujian/Verifikasi Keuangan Pengujian/Verifikasi Keuangan
SKPD SKPD Jumlah honorarium
pengelola
keuangan, Pengelola Penerimaan,
Pj.
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan

Pengadaan, dan Pj.penyimpan
barang

3.27.01.1.03 3.27.01.1.03.06 Penatausahaan Dokumen Penataan Arsip dan Aset

Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD | Perangkat Daerah

Barang Milik Jumlah Dokumen Administrasi

Daerah pada
Perangkat Daerah

Barang

Milik Daerah yang Tersedia
Jumlah Laporan Penatausahaan
Barang

Milik Daerah pada SKPD

3.27.01.1.05
Administrasi
Kepegawaian
Perangkat Daerah

3.27.01.1.05.09 Pendidikan dan
Pelatihan Pegawai Berdasarkan
Tugas dan Fungsi

Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN
yang dibayarkan

Jumlah Pegawai Berdasarkan
Tugas dan Fungsi yang Mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan

Jumlah PNS yang mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan
Fungsional/Teknis

3.27.01.1.06
Administrasi
Umum

Perangkat Daerah

3.27.01.1.06.02 Penyediaan
Peralatan dan Perlengkapan
Kantor

Jumlah Paket Peralatan dan
Perlengkapa

Kantor yang Disediakan

Jumlah Pengadaan Perlengkapan
dan

Peralatan Gedung Kantor
Jumlah Peralatan dan
Perlengkapan

Gedung Kantor yang disediakan
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Program Kegiatan Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja

Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan

3.27.01.1.06.04 Penyediaan Jumlah Alat tulis Kantor yang
Bahan disediakan Jumlah Alat Tulis
Logistik Kantor Kantor yang tersedia Jumlah Paket
Bahan Logistik Kantor yang
Disediakan

Jumlah penyediaan makan dan
minum rapat

3.27.01.1.06.05 Penyediaan Jumlah Barang Cetakan dan
Barang Penggandaa yang disediakan
Cetakan dan Penggandaan Jumlah Barang Cetak dan

Penggandaan yang tersedia
Jumlah Paket Barang Cetakan dan
Penggandaan yang Disediakan

3.27.01.1.06.06 Penyediaan Jumlah Bahan Bacaan dan
Bahan Bacaan dan Peraturan Peraturan
Perundang- Undangan Perundang-undangan

Jumlah Dokumen Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang-
Undangan yang Disediakan

3.27.01.1.06.09 Penyelenggaraan | Jumlah Laporan Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan Konsultasi | Rapat

SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD
jumlah rapat koordinat/konsultasi
yang dilaksanakan

3.27.01.1.07 3.27.01.1.07.10 Pengadaan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana
Pengadaan Barang Sarana dan Prasarana Gedung Gedun Kantor atau Bangunan
Milik Daerah Kantor atau Bangunan Lainnya Lainnya yang Disediakan

Penunjang Urusan
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
Pemerintah
Daerah
3.27.01.1.08 3.27.01.1.08.01 Penyediaan Jasa | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa

Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintahan

Surat
Menyurat

Surat
Menyurat
|Jumlah surat yang terkirim dengan

Daerah tepat
3.27.01.1.08.02 Penyediaan Jasa | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air 1
dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik yang Disediakan
pembayaran tagihan telp, air dan
3 listrik
Peningkatan/pemasangan daya
listrik, 1 telp, air
3.27.01.1.08.04 Penyediaan Jasa | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor yang
Disediaka
Pembayaran Honor tenaga
kebersihan, satpam/penjaga
malam dan supir
3.27.01.1.09 3.27.01.1.09.01 Penyediaan Jasa | jumlah kendaraan
Pemeliharaan Pemeliharaan, Biaya dinas/operaional yang dilakukan
Barang Milik Pemeliharaan dan Pajak pemeliharaan

Daerah Penunjang
Urusan

Kendaraan Perorangan Dinas
atau Kendaraan Dinas Jabatan
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program

Indikator Kinerja

Hasil Program Target

Capaian

Kegiatan

Indikator Kinerja

Keluaran Kegiatan

Target
Capaian

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja

Keluaran Sub Targe
Kegiatan

Pemerintahan
Daerah

3.27.01.1.09.02 Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan
Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan

Jumlah Kendaraan Dinas
Operasional ata Lapangan yang
Dipelihara dan Dibayarka Pajak
dan Perizinannya

3.27.01.1.09.09
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Gedung

Kantor dan Bangunan Lainnya

Jumlah Gedung Kantor dan
Bangunan

Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi
Jumlah Gedung kantor yang
terpelihara

3.27.01.1.09.10
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana Gedung
Kantor atau Bangunan Lainnya

jumlah peralatan dan
perlengkapan gedu kantor yang
dipelihara

Jumlah Sarana dan Prasarana
Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi
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Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
3.27.02 PROGRAM 3.27.02.1.01 3.27.02.1.01.01 Pengawasan Jumlah Alsintan yang diadakan
PENYEDIAAN DAN Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Jumlah Alsintan yang diawasi
PENGEMBANGAN Peredaran Sarana Alsintan, dan Sarana Pendukung | penyalurannya (unit)
SARANA Pertanian Pertanian Jumlah kelembagaan pelayanan
PERTANIAN alsintan yang dibina
Jumlah Pengawasan Ketersediaan
dan Sebaran Pupuk, Pestisida,
Alsintan, dan Sarana Pendukung
Pertanian
jumlah pupuk bersubidi yang
tersalur laporan rencana aksi
penurunan emisi
gas rumah kaca
3.27.02.1.02 3.27.02.1.02.01 Pengelolaan Jumlah sertifikat benih yang
Pengawasan Penerbitan Sertifikat Benih dikeluarkan

Mutu, Penyediaan
dan Peredaran
Benih Tanaman

3.27.02.1.02.02 Pengawasan
Mutu, Penyediaan dan
Peredaran Benih/Bibit
Hortikultura

Jumlah dokumen pengawasan

1 peredaran benih
hortikultura

Jumlah Pengawasan Mutu,
Penyediaan 0 dan Peredaran
Benih/Bibit Hortikultura

jumlah penyaluranbenih
hortiultura 2 yang diadakan
Juml;ah Produki benih hortikultura

mutu
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
d 2

UPTD BITHP dab PP

3.27.02.1.02.03 Pengawasan
Mutu, Penyediaan dan
Peredaran Benih/Bibit Tanaman
Pangan

Jumlah Benih/Bibit Tanaman
Pangan yang Memenuhi
Persyaratan Mutu, Penyediaan dan
Peredaran

jumlah benih padi dan palawija
yang disalurkan

jumlah dokumen pengawasan
mutu penyediaan benih padi dan
palawija

JUmlah produksi benih sumber
padi dan palawija di UPTD BIPP

3.27.02.1.02.04 Pengawasan
Mutu, Penyediaan dan
Peredaran Benih/Bibit
Perkebunan

jumlah dokumen pengawasan 1
doku mutu peredaran benih opi,
kelapa sawit dan karet

Jumlah Pengawasan Mutu, 0
Lapor

Penyediaan dan Peredaran
Benih/Bibit Perkebunan

Jumlah penyaluran benih

30000 b perkebunan bersertifikat
Jumlah produki benih

1000 ba perkebunan di UPTD
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
BITHPP &
PP
3.27.02.1.03 3.27.02.1.03.03 Pengembangan Jumlah Pelaksanaan Sistem
Pengelolaan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen

Sumber Daya
Genetik (SDG)
Hewan,
Tumbuhan, dan
Mikro Organisme
Kewenangan
Provinsi

Manajemen Mutu SDG Hewan

Mutu SDG Hewan

3.27.02.1.04
Peningkatan
Ketersediaan dan
Mutu Benih/Bibit
Ternak dan
Tanaman Pakan
Ternak, Bahan
Pakan, serta Pakan
Kewenangan
Provinsi

3.27.02.1.04.02 Pengembangan
dan Pelaksanaan Sistem
Manajemen Mutu Benih/Bibit
Ternak dan

Tanaman Pakan Ternak, Bahan
Pakan, serta Pakan Kewenangan
Provinsi

Jumlah Pelaksanaan Sistem
Manajemen Mutu Benih/Bibit
Ternak dan Tanaman Pakan
Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan
Kewenangan Provinsi
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan

3.27.02.1.05 3.27.02.1.05.01 Pengendalian Jumlah ketersediaan Benih/Bibit
Pengendalian dan Penyediaan dan Produksi Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
Pengawasan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan yang Tersedia dan yang Diproduksi
Penyediaan dan Pakan Ternak
Peredaran

Benih/Bibit Ternak
dan Tanaman
Pakan Ternak serta
Pakan

Kewenangan
Provinsi
3.27.02.1.05.02 Penjaminan Jumlah Benih/Bibit Ternak dan
Peredaran Benih/Bibit Ternak HPT, Baha
dan HPT, Bahan Pakan, Pakan Pakan, Pakan yang Beredar
3.27.02.1.07 3.27.02.1.07.01 Pengadaan Jumlah Benih/Bibit Ternak yang
Penyediaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi

Benih/Bibit Ternak
dan Hijauan Pakan
Ternak yang
Sumbernya dari
Daerah Provinsi
Lain

Sumbernya dari Daerah Provinsi
Lain

Lain (Sa dan Kambing)

3.27.02.1.07.02 Pengadaan
Hijauan Pakan Ternak yang
Sumbernya dari Daerah Provinsi
Lain

Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang
Sumb dari Daerah Provinsi Lain
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
3.27.03 PROGRAM | Indeks pertanaman padi 3.27.03.1.01 3.27.03.1.01.02 Pengendalian Jumlah desa Agrowisata yang
PENYEDIAAN DAN | 1.31 Nilai Indeks Pertanaman Padi | Penataan dan Pemanfaatan Prasarana, difasilitasi
PENGEMBANGAN 1,31 Nilai Persentase Prasarana Kawasan dan Komoditas Jumlah intenfikasi tanaman padi
PRASARANA Ketercukupan Prasarana 70 Pertanian Pertanian dan jagung yang dikawal
PERTANIAN Persen Jumlah Pengendalian dan
Pertanian Pemanfaatan Prasarana, Kawasan
Persentase luas lahan sawah yang dan Komoditas Pertanian
42 Persen teraliri aliran irigasi Jumlah Pengendalian dan
Persentase Luas Tanaman Kopi, Pemanfaatan Prasarana, Kawasan
Kelapa 5 % Sawit, dan Karet yang dan Komoditas Pertanian
direhabilitasi/intensifikasi/ekstensi jumlah tanaman Kopi Robusta
fikasi yang diintensifikasikan
Total luas Areal Luas replanting kebun kelapa sawit
10 % rakyat yang didampingi
rehabilitasi/intensifikasi/ekstensifi
kasi Tanaman Kopi, Kelapa Sawit,
dan Karet
3.27.03.1.01.10 Pembangunan, Jumlah pembangunan rehabilitasi
Rehabilitasi dan Pemeliharaan pemeliharaan praarana pendukung
Rutin Gedung UPTD Pertanian UPTD (unit)
serta Sarana Pendukungnya Jumlah Prasarana UPT yang
dibangun, direhap dan dipelihara
3.27.03.1.02 3.27.03.1.02.02 Pengawasan Jumlah Pengawasan Wilayah
Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak Sumber

Wilayah Sumber
Bibit Ternak dan
Rumpun/Galur
Ternak yang
Wilayahnya Lebih

dan Rumpun/Galur Ternak

Bibit Ternak dan Rumpun/Galur
Ternak
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program

Indikator Kinerja

Hasil Program Target

Capaian

Kegiatan

Indikator Kinerja

Keluaran Kegiatan

Target
Capaian

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja

Keluaran Sub
Kegiatan

Targe

Dari 1 (satu)
Daerah
Kabupaten/Kota
dalam 1 (satu)
Daerah Provinsi

3.27.04 PROGRAM
PENGENDALIAN
KESEHATAN
HEWAN DAN
KESEHATAN
MASYARAKAT
VETERINER

Peningkatan Penyediaan Pangan
Asal 3 Jenis

Hewan yang Aman, Sehat, Utuh
dan Halal

(ASUH)

Penurunan Angka Kematian
hewan 20 %

3.27.04.1.01
Penjaminan
Kesehatan Hewan,
Penutupan dan
Pembukaan
Daerah Wabah
Penyakit Hewan
Menular Lintas
Daerah
Kabupaten/Kota
dalam 1 (satu)
Daerah Provinsi

3.27.04.1.01.01 Pengendalian
Risiko dan Penanggulangan
Penyakit Hewan dan Zoonosis

Jumlah Wilayah Pengendalian

Risiko dan Penanggulangan
Penyakit Hewan dan Zoonosis

3.27.04.1.01.02 Pembebasan
Penyakit Hewan Menular Lintas
Daerah Kabupaten/Kota dalam 1
(satu) Daerah Provinsi

Jumlah Wilayah yang Mengalami

Penurunan Kasus Penyakit Hewan
Menul Lintas Daerah
Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu)
Daerah Provinsi

3.27.04.1.03
Penerapan
Persyaratan Teknis
Sertifikasi
Zona/Kompartem
en Bebas Penyakit

3.27.04.1.03.03 Pengujian
Laboratorium Kesehatan Hewan
dan Kesehatan Masyarakat
Veteriner

Jumlah Pengujian Laboratorium

Kesehatan Hewan dan Kesehatan
Masyarakat Veteriner
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program

Indikator Kinerja

Hasil Program Target

Capaian

Kegiatan

Indikator Kinerja

Keluaran Kegiatan Target

Capaian

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja

Keluaran Sub
Kegiatan

Targe

dan Unit Usaha
Produk Hewan

3.27.05 PROGRAM

Persentase kerusakan puso

3.27.05.1.01

3.27.05.1.01.01 Pengendalian

Jumlah Luas pengendalian OPT

PENGENDALIAN tanaman 2 Persen bawang, Pengendalian dan Organisme Pengganggu Bawang, Cabai dan jeru yang
DAN cabai dan jeruk karena OPT Penanggulangan Tumbuhan (OPT) Tanaman difasilitasi
PENANGGULANGA | Persentase luas lahan sawah yang | Bencana Pertanian Pangan, Hortikultura, dan Luas pengendalian OPT padi dan
N BENCANA 5% Provinsi Perkebunan jagung yang difasilitasi
PERTANIAN memiliki asuransi
3.27.05.1.01.03 Pencegahan, jumlah polis asuransi usaha tani
Penanganan Kebakaran Lahan, yang 50 diterbitkan
dan Gangguan Usaha Tanaman as
Pangan, Hortikultura, dan
Perkebunan
3.27.06 PROGRAM | Fasilitasi Usaha Perkebunan besar | 3.27.06.1.01 3.27.06.1.01.03 Pembinaan dan Pembinaan dan pengawasan harga

PERIZINAN USAHA
PERTANIAN

3 Jenis swasta/nasional

Penerbitan Izin
Usaha Pertanian
yang Kegiatan
Usahanya dalam
Daerah
Kabupaten/Kota

Pengawasan Penerapan lzin
Usaha Pertanian

pembelian komoditas unggulan
oleh perusahaan besar/swasta
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan

3.27.07 PROGRAM | Persentase peningkatan klas 3.27.07.1.01 3.27.07.1.01.01 Pengembangan Jumlah Penyuluh Pertanian ASN

PENYULUHAN kelompok 10 Persen tani Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian | yang Telah Mengikuti

PERTANIAN hortikultura Ketenagaan ASN Pengembangan Kompetensi
Persentase Peningkatan Klas Penyuluhan melalui Pendidikan dan Pelatihan
10 % Kelompok Tani Hortikultura Pertanian Penyuluh pertanian yang ikut

Persentase Peningkatan Klas

10 % Kelompok Tani Perkebunan
Persentase peningkatan klas
kelompok 10 Persen tani tanaman
pangan

Persentase Peningkatan Klas

10 % Kelompok Tani Tanaman
Pangan

Persentase peningkatan skor
2.5 Persen kelompok tani
hortikultura

Persentase Peningkatan Skor

3 % Kelompok Tani Hortikultura
Persentase peningkatan skor
2.5 Persen kelompok tani
perkebunan

Persentase Peningkatan Skor

3 % Kelompok Tani Perkebunan
Persentase Peningkatan Skor

3 % Kelompok Tani Tanaman
Pangan

pelatihan tekni pertanian
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
3.27.07.1.02 3.27.07.1.02.01 Diseminasi Jumlah Diseminasi Informasi
Pengembangan Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi | Teknis, 0
Penerapan dan Inovasi Pertanian Sosial, Ekonomi dan Inovasi
Penyuluhan Pertanian persiapan /pelaksanaan
Pertanian pekan 1
nasional/pekan daerah kontak tani
dan
nelayan (PEDA/PENAS TNA)
publikasi
2 hasilkegiatan/inovasipertanian di
media massa
3.27.07.1.02.02 Pelaksanaan Programa dan laporan hasil
Penyuluhan dan Pemberdayaan | pelaksanaan penyuluhan
Petani
3.27.07.1.03 3.27.07.1.03.01 Pembentukan Jumlah Koorporasi Petani yang
Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Dibentuk
Kapasitas Koorporasi Petani Beroperasi

Kelembagaan
Ekonomi Petani
Berbasis Kawasan

3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN

3.28.01 PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH PROVINSI

Jumlah Jenis Pelayanan
Administrasi 8 Jenis
Perkantoran Yang Dilaksanakan
(DLHK)

3.28.01.1.01
Perencanaan,
Penganggaran,
dan Evaluasi
Kinerja Perangkat
Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan,
5 Dokumen
Penganggaran, dan Pelaporan

3.28.01.1.01.01 Penyusunan
Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
3.28.01.1.01.06 Koordinasi dan Jumlah Laporan Capaian Kinerja
Penyusunan Laporan Capaian dan lkhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi dan Laporan Hasil Koordinasi
Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
3.28.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
3.28.01.1.02 Pembayaran Gaji ASN 3.28.01.1.02.01 Penyediaan Gaji Jumlah gaji yang dibayarkan
Administrasi 14 Bulan dan 1
Keuangan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji

Perangkat Daerah

dan 3
Tunjangan ASN
B

3.28.01.1.02.03 Pelaksanaan
Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi Keuangan
SKPD

Jumlah Dokumen Penatausahaan
dan 12

Pengujian/Verifikasi Keuangan
SKPD

3.28.01.1.03
Administrasi
Barang Milik
Daerah pada
Perangkat Daerah

Jumlah dokumen barang milik

daerah 1 Dokumen

3.28.01.1.03.06 Penatausahaan
Barang Milik Daerah pada SKPD

Jumlah Laporan Penatausahaan
Barang
Milik Daerah pada SKPD

3.28.01.1.05
Administrasi

Jumlah Pelayanan Administrasi
1 Dokumen
Kepegawaian yang dilaksanakan

3.28.01.1.05.05 Monitoring,
Evaluasi, dan Penilaian Kinerja
Pegawai

Jumlah Dokumen Monitoring,
Evaluasi, dan Penilaian Kinerja
Pegawai
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program

Indikator Kinerja

Hasil Program Target

Capaian

Kegiatan

Indikator Kinerja

Keluaran Kegiatan Target

Capaian

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja

Keluaran Sub
Kegiatan

Targe

Kepegawaian
Perangkat Daerah

3.28.01.1.06
Administrasi
Umum

Perangkat Daerah

Jumlah Pelayanan Administrasi
Perkantoran 7 Jenis yang
dilaksanakan

3.28.01.1.06.02 Penyediaan
Peralatan dan Perlengkapan
Kantor

Jumlah Paket Peralatan dan
Perlengkapa
Kantor yang Disediakan

3.28.01.1.06.05 Penyediaan
Barang
Cetakan dan Penggandaan

Jumlah Paket Barang Cetakan dan
Penggandaan yang Disediakan

3.28.01.1.06.06 Penyediaan
Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang- Undangan

Jumlah Dokumen Bahan Bacaan
dan 1

Peraturan Perundang-Undangan
yang

Disediakan

3.28.01.1.06.08 Fasilitasi
Kunjungan
Tamu

Jumlah Laporan Fasilitasi
Kunjungan
Tamu

3.28.01.1.06.09 Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan Konsultasi
SKPD

Jumlah Laporan Penyelenggaraan
Rapat
Koordinasi dan Konsultasi SKPD

3.28.01.1.08
Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintahan
Daerah

Jumlah jenis jasa yang disediakan
4 Jenis

3.28.01.1.08.01 Penyediaan Jasa
Surat
Menyurat

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Surat
Menyurat
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
3.28.01.1.08.02 Penyediaan Jasa | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air Komunikasi, Sumber Daya Air dan
dan Listrik Listrik yang Disediakan
3.28.01.1.08.03 Penyediaan Jasa | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Peralatan dan Perlengkapan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor Kantor yang Disediakan
3.28.01.1.08.04 Penyediaan Jasa | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor yang
Disediakan

3.28.01.1.09 Jumlah Barang Milik Daerah yang 3.28.01.1.09.01 Penyediaan Jasa | Jumlah Kendaraan Perorangan

Pemeliharaan di pelihara 3 Jenis Pemeliharaan, Biaya Dinas ata Kendaraan Dinas Jabatan

Barang Milik Pemeliharaan dan Pajak yang Dipelihara dan Dibayarkan

Daerah Penunjang
Urusan
Pemerintahan

Kendaraan Perorangan Dinas
atau Kendaraan Dinas Jabatan

Pajaknya

Daerah
3.28.01.1.09.09 Jumlah Gedung Kantor dan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Bangunan
Gedung Lainnya yang
Kantor dan Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
3.28.03 PROGRAM | Persentasi peningkatan volume 3.28.03.1.01 Jumlah KPH yang tertata 3.28.03.1.01.01 Penyusunan Jumlah Rancang Bangun Tata
PENGELOLAAN Produksi 10 % Pengelolaan 7 unit Rancang Bangun Tata Hutan Hutan Wilayah Kesatuan
HUTAN hasil hutan Rencana Tata Wilayah Kesatuan Pengelolaan Pengelolaan Hutan yang Disusun

Hutan Kesatuan
Pengelolaan
Hutan (KPH)

Hutan

III Prioritas Belanja Daerah - 285




Program Kegiatan Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
Kewenangan
Provinsi

3.28.03.1.01.03 Penyediaan dan Jumlah Sarana Prasarana
Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisas Resor dan Kantor
Operasionalisasi KPH Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan
yang Terbangun

3.28.03.1.01.04 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Koordinasi dan
Sinkronisasi Usulan Perubahan Sinkronisasi Usulan Perubahan
Fungsi dan Peruntukan Hutan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan
Hutan untuk Wilayah Provinsi

3.28.03.1.02 Jumlah dokumen RPHJPd 3.28.03.1.02.01 Penyusunan Jumlah Dokumen Rencana
Rencana 7 Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan
Pengelolaan Pengelolaan Hutan Hutan yang Tersusun

Kesatuan

Pengelolaan

Hutan kecuali
pada Kesatuan

Pengelolaan

Hutan Konservasi

(KPHK)

3.28.03.1.03 Luas hutan produksi dan hutan 3.28.03.1.03.04 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi
Pemanfaatan lindung 41000 Ha yang dikelola | Sinkronisasi Pengendalian Izin Sinkronisasi Pembinaan,

Hutan di Kawasan | oleh unit management Usaha atau Kerjasama Pengendalian, dan Pengawasan
Hutan Produksi Pemanfaatan di Kawasan Hutan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi
dan Hutan Produksi

Lindung
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
3.28.03.1.03.08 Pelaksanaan Laporan pelaksanaan pemanfaatan
Pemanfaatan Hutan di KPH hutan
3.28.03.1.03.09 Pengembangan Jumlah dokumen pengembangan
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, pemanfaatan Hasil Hutan yang
Hasil Hutan Bukan Kayu tersedia
dan/atau Jasa Lingkungan
3.28.03.1.05 Laporan Pelaksanaan Perlindungan | 3.28.03.1.05.01 Pencegahan dan | Luas Hutan yang Dilakukan Patroli

Pelaksanaan
Perlindungan
Hutan

di Hutan Lindung
dan

Hutan Produksi

9 Dokumen

Hutan

Laporan Pelaksanaan Perlindungan
9 Laporan

Hutan

Pembatasan Kerusakan Hutan

Pengamanan Hutan

3.28.03.1.05.04 Koordinasi,
Sinkronisasi dan Pelaksanaan
Perlindungan Hutan

Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat
Koordinasi, Sinkronisasi dan
Pelaksanaan Perlindungan Hutan

3.28.03.1.09
Perbenihan
Tanaman
Hutan

Jumlah lokasi Benih/bibit yang

diawasi 14 Lokasi

3.28.03.1.09.02 Sertifikasi
Sumber
Benih

Jumlah Sertifikat Sumber Benih

yang
Diterbitkan

3.28.03.1.09.05 Pengawasan
Peredaran Benih dan/atau Bibit

Jumlah Data (Asal Usul, Jenis
Mutu) Benih Atau Bibit yang
Beredar
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
3.28.05 PROGRAM | Persentase Luas Kawasan 3.28.05.1.01 Jumlah unit kerja yang 3.28.05.1.01.01 Peningkatan Jumlah Penyuluh Kehutanan yang
PENDIDIKAN DAN | Perhutanan Sosial 2 % Pelaksanaan memperoleh akses 76 unit Kapasitas dan Kompetensi Dilakukan Peningkatan Kapasitas
PELATIHAN, Penyuluhan kelola hutan Penyuluh Kehutanan dan SDM
PENYULUHAN Kehutanan Jumlah Unit kerja yang Bidang Kehutanan
DAN Provinsi dan memperoleh akses 76 unit
PEMBERDAYAAN Pemberdayaan kelola hutan
MASYARAKAT DI Masyarakat di
BIDANG Bidang Kehutanan
KEHUTANAN

3.28.05.1.01.03 Penyiapan dan
Pengembangan Perhutanan
Sosial

Luas Kawasan yang Disiapkan
untuk

Perhutanan 0 Sosial

Luas Kawasan yang Disiapkan
untuk

Perhutanan Sosial

Luas Kawasan yang Disiapkan
untuk

Perhutanan Sosial

3.28.06 PROGRAM
PENGELOLAAN
DAERAH ALIRAN
SUNGAI (DAS)

Persentase tutupan lahan di
wilayah DAS 3,8 %

3.28.06.1.01
Pelaksanaan
Pengelolaan DAS
Lintas Daerah
Kabupaten/Kota
dan dalam Daerah
Kabupaten/Kota
dalam 1 (satu)
Daerah Provinsi

Jumlah DAS Lintas Daerah
Kabupaten/kota 1 DAS

3.28.06.1.01.02 Optimalisasi
Fungsi dan Daya Dukung
Wilayah DAS

Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan
Koordinasi Optimalisasi DAS
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program

Indikator Kinerja

Hasil Program Target

Capaian

Kegiatan

Indikator Kinerja

Keluaran Kegiatan Target

Capaian

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja

Keluaran Sub
Kegiatan

Targe

3.28.06.1.01.06 Peningkatan
Koordinasi dan Sinkronisasi
Pengelolaan DAS

Jumlah laporan pelaksanaan
koordinasi dan pengelolaan DAS

3.29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

3.29.01 PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH PROVINSI

Persentase ASN Yang

80 Persentase

Ditingkatkan Kompentensinya
Persentase Dokumen

65 Persentase

Perencanaan, Penganggaran,
Pelaporan dan Evaluasi Yang
disusun

Persentase Layanan Administrasi
100 Persentase

Perkantoran

Persentase Sarana dan Prasarana
100 Persentase

Perkantoran dalam Kondisi Baik

3.29.01.1.01
Perencanaan,
Penganggaran,
dan Evaluasi
Kinerja Perangkat
Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan dan
27 Dokumen penganggaran yang
dihasilkan

3.29.01.1.01.01 Penyusunan
Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan
2
Perangkat Daerah

3.29.01.1.01.06 Koordinasi dan
Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
dan Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD

3.29.01.1.02
Administrasi

Jumlah gaji dan tunjangan ASN
yang 1 Tahun dibayarkan

3.29.01.1.02.01 Penyediaan Gaji
dan
Tunjangan ASN

Jumlah Orang yang Menerima Gaji
dan
Tunjangan ASN
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
Keuangan

Perangkat Daerah

3.29.01.1.02.03 Pelaksanaan
Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi Keuangan
SKPD

Jumlah Dokumen Penatausahaan
dan 9

Pengujian/Verifikasi Keuangan
SKPD

3.29.01.1.03
Administrasi
Barang Milik
Daerah pada
Perangkat Daerah

Jumlah barang atau dokumen yang
dihasilkan 12 OB

3.29.01.1.03.06 Penatausahaan
Barang Milik Daerah pada SKPD

Jumlah Laporan Penatausahaan
Barang
Milik Daerah pada SKPD

3.29.01.1.04
Administrasi
Pendapatan
Daerah
Kewenangan
Perangkat Daerah

Jumlah PAD sektor ESDM yang
5000000 Rupiah diterima
Jumlah PAD sektor ESDM YAng
5000000 Rupiah diterima

3.29.01.1.04.01 Perencanaan
Pengelolaan Retribusi Daerah

Jumlah Dokumen Rencana
Pengelolaan
Retribusi Daerah

3.29.01.1.04.02 Analisa dan
Pengembangan Retribusi
Daerah, serta Penyusunan
Kebijakan Retribusi Daerah

Jumlah Dokumen Hasil Analisis
serta Pengembangan Retribusi
Daerah dan Kebijakan Retribusi
Daerah

3.29.01.1.05
Administrasi
Kepegawaian
Perangkat Daerah

Jumlah ASN yang ditingkatkan
5 Orang kompetensinya

3.29.01.1.05.09 Pendidikan dan
Pelatihan Pegawai Berdasarkan
Tugas dan Fungsi

Jumlah Pegawai Berdasarkan
Tugas dan Fungsi yang Mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
3.29.01.1.06 Jumlah layanan administrasi yang 3.29.01.1.06.02 Penyediaan Jumlah Paket Peralatan dan
Administrasi 5 Kegiatan dihasilkan Peralatan dan Perlengkapan Perlengkapa
Umum Kantor Kantor yang Disediakan

Perangkat Daerah

3.29.01.1.06.04 Penyediaan
Bahan
Logistik Kantor

Jumlah Paket Bahan Logistik
Kantor yang
Disediakan

3.29.01.1.06.05 Penyediaan
Barang
Cetakan dan Penggandaan

Jumlah Paket Barang Cetakan dan
Penggandaan yang Disediakan

3.29.01.1.06.06 Penyediaan
Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang- Undangan

Jumlah Dokumen Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang-
Undangan yang Disediakan

3.29.01.1.06.09 Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan Konsultasi
SKPD

Jumlah Laporan Penyelenggaraan
Rapat
Koordinasi dan Konsultasi SKPD

3.29.01.1.07
Pengadaan Barang
Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintah
Daerah

Jumlah pengadaan sarana
prasarana gedung 3 Unit kantor

3.29.01.1.07.06 Pengadaan
Peralatan dan Mesin Lainnya

Jumlah Unit Peralatan dan Mesin
Lainnya yang Disediakan

3.29.01.1.07.10 Pengadaan
Sarana dan Prasarana Gedung
Kantor atau Bangunan Lainnya

Jumlah Unit Sarana dan Prasarana
Gedun Kantor atau Bangunan
Lainnya yang Disediakan
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
3.29.01.1.08 Jumlah Pelayanan yang 3.29.01.1.08.01 Penyediaan Jasa | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Penyediaan Jasa dilaksanakan 4 Jenis Surat Surat

Penunjang Urusan
Pemerintahan

Menyurat

Menyurat

Daerah
3.29.01.1.08.02 Penyediaan Jasa | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air Komunikasi, Sumber Daya Air dan
dan Listrik Listrik yang Disediakan
3.29.01.1.08.03 Penyediaan Jasa | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Peralatan dan Perlengkapan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor Kantor yang Disediakan
3.29.01.1.08.04 Penyediaan Jasa | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor yang

Disediaka

3.29.01.1.09 Jumlah PAD Sektor ESDM Yang 3.29.01.1.09.01 Penyediaan Jasa | Jumlah Kendaraan Perorangan

Pemeliharaan 4000000 Rupiah Pemeliharaan, Biaya Dinas ata Kendaraan Dinas Jabatan

Barang Milik Diterima Pemeliharaan dan Pajak yang Dipelihara Dibayarkan

Daerah Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah

Jumlah Pemeliharanaan Sarana dan
7 Unit
Prasarana Kantor

Kendaraan Perorangan Dinas
atau Kendaraan Dinas Jabatan

Pajaknya

3.29.01.1.09.06 Pemeliharaan
Peralatan dan Mesin Lainnya

Jumlah Peralatan dan Mesin
Lainnya yan
Dipelihara
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
3.29.01.1.09.10 Jumlah Sarana dan Prasarana
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Ka atau Bangunan Lainnya
Sarana dan Prasarana Gedung yang Dipelihara/Direhabilitasi
Kantor atau Bangunan Lainnya
3.29.02 PROGRAM | Persentase Kepatuhan Terhadap 3.29.02.1.01 Jumlah Perubahan Zona Konservasi | 3.29.02.1.01.01 Pengumpulan Jumlah Dokumen Terkait Data

PENGELOLAAN
ASPEK
KEGEOLOGIAN

20 Persentase
Regulasi Perizinan Air Tanah

Penetapan Zona
Konservasi Air
Tanah pada
Cekungan Air
Tanah dalam
Daerah Provinsi

50 Persentase
Air Tanah Terbaharu

dan Pengolahan Data Zona
Konservasi Air Tanah pada
Cekungan Air Tanah

Zona Konservasi Air Tanah pada
Cekungan Air Tanah dalam Daerah
Provinsi

3.29.02.1.01.02 Penentuan dan
Penetapan Zona Konservasi Air
Tanah pada Cekungan Air Tanah

Jumlah Zona Konservasi Air Tanah

yang
Ditetapkan dalam Daerah Provinsi

3.29.02.1.03
Penetapan Nilai
Perolehan Air
Tanah dalam
Daerah Provinsi

Jumlah Pengguna Air Tanah Yang

Di awasi 8 izin

3.29.02.1.03.03 Pengendalian
dan

Pengawasan Pemanfaatan Air
Tanah

Jumlah Laporan Hasil
Pengendalian dan Pengawasan
Implementasi Nilai Perolehan Air
Tanah dalam Daerah Provinsi

3.29.03 PROGRAM
PENGELOLAAN
MINERAL DAN
BATUBARA

Jumlah Perusahaan Pertambangan
13 IUP Yang Menerapkan Good
Mining

Practice

Jumlah Produksi Mineral Bukan
525000 M3

Logam Dan Batuan

Persentase Peningkatan Nilai

3.29.03.1.03
Penatausahaan
Izin Usaha
Pertambangan
Mineral Bukan
Logam dan Batuan
dalam rangka
Penanaman Modal
Dalam Negeri

Jumlah Perusahaan Pemegang IUP
Mineral 165 IUP Bukan Logam
dan Batuan yang Berizin

3.29.03.1.03.03 Penyusunan
Rekomendasi Perizinan dan
Informasi Izin Usaha
Pertambangan Mineral Bukan
Logam dan Batuan dalam rangka
Penanaman Modal Dalam
Negeri pada Wilayah Izin Usaha
Pertambangan Daerah yang
Berada dalam 1 (satu) Daerah

Jumlah Dokumen Rekomendasi

1

Perizinan dan Informasi Izin Usaha
Pertambangan Mineral Bukan
Logam dalam Rangka Penanaman
Modal Dalam Negeri pada Wilayah
Izin Usaha Pertambangan Daerah
yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah
Provinsi Termasuk Wilayah Laut
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Program Kegiatan Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
Dana 2,5 Persen pada Wilayah Izin Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan
Bagi Hasil Usaha sampai dengan 12 Mil Laut 12 Mil Laut
Pertambangan
Daerah yang
Berada dalam 1
(satu)
Daerah Provinsi
termasuk Wilayah
Laut sampai
dengan
12 Mil Laut
3.29.03.1.03.04 Pengendalian Jumlah Laporan Hasil Pembinaan
dan Pengawasan Pelaksanaan Pelaksanaan Perizinan Usaha
Perizinan Usaha Pertambangan Pertambangan Mineral Bukan
Mineral Bukan Logam dan Logam dalam Rangka Penanaman
Batuan dalam rangka Modal Dalam Negeri pada Wilayah
Penanaman Modal Dalam Izin Usaha Pertambangan Daerah
Negeri pada Wilayah Izin Usaha | yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah
Pertambangan Daerah yang Provinsi Termasuk Wilayah Laut
Berada dalam 1 (satu) Daerah sampai dengan 12 Mil Laut
Provinsi termasuk Wilayah Laut
sampai dengan 12 Mil Laut
3.29.03.1.06 Jumlah IUP Yang Dibina 3.29.03.1.06.03 Pengendalian Jumlah Laporan Pembinaan dan
Penatausahaan 51UP dan Pengawasan Pelaksanaan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan
Izin Usaha Jasa Perizinan Usaha Jasa Usah Jasa Pertambangan dalam
Pertambangan Pertambangan dalam rangka Rangka Penanaman Modal Dalam
dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya
Penanaman Modal dalam 1 (Satu) Daera Provinsi
dalam Negeri
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program

Indikator Kinerja

Hasil Program Target

Capaian

Kegiatan

Indikator Kinerja

Keluaran Kegiatan Target

Capaian

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja

Keluaran Sub
Kegiatan

Targe

yang Kegiatan
Usahanya dalam 1
(satu) Daerah

Negeri yang Kegiatan Usahanya
dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Provinsi

3.29.03.1.24 Jumlah Pelaku Badan Usaha Yang 3.29.03.1.24.01 Pembinaan Jumlah Laporan Hasil Pembinaan
Pembinaan dan Dibina 9 IUP Pelaksanaan Izin Usaha Pelaksanaan lIzin Usaha
Pengawasan Pertambangan Pertambangan

Pelaksanaan Izin
Usaha

Pertambangan
3.29.06 PROGRAM | Jumlah badan usaha yang patuh 3.29.06.1.01 Jumlah Badan Usaha Yang Berizin 3.29.06.1.01.02 Penyusunan Jumlah surat Rekomendasi
PENGELOLAAN 255 badan terhadap aspek Penatausahaan 255 lzin Rekomendasi Perizinan dan Perizinan dan Informasi Izin Usaha
KETENAGALISTRIK | perizinan usaha Izin Usaha Informasi Izin Usaha Penyediaan | Penyediaan Tenaga Listrik Non
AN Jumlah rumah Tangga Miskin Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha | Badan Usaha Milik Negara dan

Yang 600 RTM
mendapat bantuan sambungan
listrik

Tenaga Listrik Non
Badan Usaha Milik
Negara dan
Penjualan Tenaga
Listrik serta
Penyewaan
Jaringan kepada
Penyedia Tenaga
Listrik dalam
Daerah Provinsi

Milik Negara dan Penjualan
Tenaga Listrik serta Penyewaan
Jaringan kepada

Penyedia Tenaga Listrik dalam
Daerah Provinsi

Penjualan Tenaga Listrik serta
Penyewaan Jaringan kepada
Penyedia Tenaga Listrik dalam
Daerah Provinsi
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan

3.29.06.1.06 Jumlah Rumah Tangga Miskin Yang | 3.29.06.1.06.03 Pengendalian Jumlah Laporan Hasil
Penganggaran 600 RTM Mendapat Bantuan dan Pengawasan Penganggaran | Pengendalian dan Pengawasan
untuk Kelompok Sambungan Listrik untuk Kelompok Masyarakat Penganggaran untuk Kelompok
Masyarakat Tidak Tidak Mampu Masyarakat Tidak Mampu
Mampu,
Pembangunan
Sarana
Penyediaan

Tenaga Listrik
Belum
Berkembang,
Daerah Terpencil
dan Perdesaan

3.29.06.1.06.05 Koordinasi dan
Sinkronisasi Penyediaan Tenaga
Listrik Belum Berkembang,
Daerah Terpencil dan Perdesaan

Jumlah Laporan Hasil Koordinasi
dan Sinkronisasi Penyediaan
Tenaga Listrik Belum Berkembang,
Daerah Terpencil da Perdesaan

3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN

3.30.01 PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH PROVINSI

Persentase Penunjang Urusan

100 Persen

Pemerintahan Daerah Provinsi
yanbidang Perindustrian dan
Perdagangan yangg di laksanakan

3.30.01.1.04
Administrasi
Pendapatan
Daerah
Kewenangan
Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Administrasi

2 Dokumen

Pendapatan Daerah Kewenangan
Perangkat Daerah

3.30.01.1.04.02 Analisa dan
Pengembangan Retribusi
Daerah, serta Penyusunan
Kebijakan Retribusi Daerah

Jumlah Dokumen Hasil Analisis
serta Pengembangan Retribusi
Daerah dan Kebijakan Retribusi
Daerah

3.30.01.1.04.03 Penyuluhan dan
Penyebarluasan Kebijakan
Retribusi Daerah

Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan
dan Penyebarluasan Kebijakan
Retribusi Daerah
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
3.30.01.1.06 Jumlah Jenis Administrasi Umum 3.30.01.1.06.02 Penyediaan Jumlah Paket Peralatan dan
Administrasi Perangkat 4 Jenis Peralatan dan Perlengkapan Perlengkapa
Umum Daerah Kantor Kantor yang Disediakan

Perangkat Daerah

3.30.01.1.06.04 Penyediaan
Bahan
Logistik Kantor

Jumlah Paket Bahan Logistik
Kantor yang
Disediakan

3.30.01.1.06.05 Penyediaan
Barang
Cetakan dan Penggandaan

Jumlah Paket Barang Cetakan dan
Penggandaan yang Disediakan

3.30.01.1.06.09 Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan Konsultasi
SKPD

Jumlah Laporan Penyelenggaraan
Rapat
Koordinasi dan Konsultasi SKPD

3.30.01.1.08
Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintahan

Jumlah jenis pelayanan administrasi
umum 2 Jenis yang disediakan

3.30.01.1.08.01 Penyediaan Jasa
Surat
Menyurat

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Surat
Menyurat

Daerah
3.30.01.1.08.02 Penyediaan Jasa | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air Komunikasi, Sumber Daya Air dan
dan Listrik Listrik yang Disediakan
3.30.01.1.09 Jumlah BMD Penunjang Urusan 3.30.01.1.09.06 Pemeliharaan Jumlah Peralatan dan Mesin
Pemeliharaan Pemerintah 3 Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Lainnya yan
Barang Milik Daerah yang terpelihara Dipelihara

Daerah Penunjang
Urusan

III Prioritas Belanja Daerah - 297




Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program

Indikator Kinerja

Hasil Program Target

Capaian

Kegiatan

Indikator Kinerja

Keluaran Kegiatan Target

Capaian

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja

Keluaran Sub
Kegiatan

Targe

Pemerintahan

Daerah
3.30.03 PROGRAM | Persentase Sarana Distribusi 3.30.03.1.01 Jumlah Pusat Distribusi Provinis 3.30.03.1.01.01 Penyediaan Jumlah Sarana dan Prasarana Pusat
PENINGKATAN 20 Persen Pembangunan yang 1 Unit dibangun dan | Sarana dan Prasarana Pusat Distri
SARANA Perdagangan dan Pengelolaan di Kelola Distribusi Regional dan Pusat Regional dan Pusat Distribusi
DISTRIBUSI Pusat Distribusi Distribusi Provinsi Provinsi
PERDAGANGAN Regional dan

Pusat Distribusi
Provinsi serta
Pasar Lelang

Komoditas
3.30.03.1.01.02 Pembinaan dan Jumlah Laporan Penyelenggaraan
Pengendalian Pusat Distribusi Pusat Distribusi Regional dan
Regional dan Pusat Distribusi Pusat Distribusi Provinsi
Provinsi
3.30.04 PROGRAM | Kooefisien Kestabilan Harga 3.30.04.1.02 Jumlah infomasi harga dan stok 3.30.04.1.02.01 Pemantauan Jumlah Laporan Pemantauan

STABILISASI
HARGA BARANG
Kebutuhan POKOK
DAN BARANG
PENTING

4.00 Persen

Pengendalian
Harga, Informasi
Ketersediaan Stok
Barang Kebutuhan
Pokok dan Barang
Penting pada
Pelaku Usaha
Distribusi Barang
Lintas
Kabupaten/Kota
yang Terintegrasi
dalam Sistem

12 Dokumen
Bapokting

Harga dan Stok Barang
Kebutuhan Pokok dan Barang
Penting pada Pelaku Usaha
Distribusi Barang Lintas
Kabupaten/Kota

Harga dan Stok Barang Kebutuhan
Pokok dan Barang Penting pada
Pelaku Usaha Distribusi Barang
Lintas Kabupaten/Kota
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan

Informasi

Perdagangan
3.30.04.1.02.02 Operasi Pasar Jumlah Laporan Pelaksanaan
dalam rangka Stabilisasi Harga Operasi Pasar dalam Rangka
Pangan Pokok yang Dampaknya | Stabilisasi Harga Pangan Pokok
Beberapa Daerah yang Dampaknya Beberapa Daerah
Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota dalam
Daerah Provinsi 1 (Satu) Daerah Provinsi

3.30.05 PROGRAM | Jumlah Komuditi Ekspor 3.30.05.1.01 Terlaksananya Penyelenggaraan 3.30.05.1.01.01 Pameran Dagang

PENGEMBANGAN
EKSPOR

8 Jumlah

Penyelenggaraan
Promosi Dagang
melalui Pameran
Dagang dan Misi
Dagang bagi
Produk Ekspor
Unggulan yang
terdapat pada
lebih dari 1 (satu)
Daerah
Kabupaten/Kota
dalam Provinsi

1 Dokumen

Promosi Dagang melalui Pameran
Dagang dan Misi Dagang bagi
Produk Ekspor Unggulan yang
terdapat pada lebih dari 1 (satu)
Daerah Kabupaten/Kota dalam
Provinsi

Internasional/Nasional

Jumlah Pelaku Usaha yang
Difasilitasi dalam Pameran Dagang
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
3.30.05.1.01.03 Misi Dagang bagi | Jumlah Pelaku Usaha yang
Produk Ekspor Unggulan Difasilitasi dalam Misi Dagang
Produk Ekspor Unggulan
3.30.05.1.01.04 Peningkatan Citra | Jumlah Produk Unggulan Ekspor
Produk Ekspor Daerah yang Disusun menjadi
Materi Promosi
3.30.05.1.01.05 Pembinaan Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang
Pelaku 10
Usaha Ekspor Dibina
Us
3.30.06 PROGRAM | Indeks Kepuasan Pelanggan atas 3.30.06.1.02 Jumlah Pengujian dan Sertifikasi 3.30.06.1.02.01 Verifikasi Mutu Jumlah Komoditi Potensial yang

STANDARDISASI
DAN
PERLINDUNGAN
KONSUMEN

Pelayanan 85 %

pengujian, sertifikasi produk,
komoditi unggulan dan
Pengawasan Mutu Barang

Pelaksanaan
Pengujian dan
Sertifikasi Mutu
Produk di Seluruh
Daerah
Kabupaten/Kota

Mutu
Produk

5 Produk

Produk

Dipantau

3.30.06.1.02.02 Pengembangan
Layanan Pengujian

Jumlah Dokumen Hasil Pengujian
Mutu
Barang

3.30.06.1.02.03 Pengembangan
Layanan Sertifikasi

Jumlah Sertifikat Produk yang
Diterbitkan

3.30.06.1.02.04 Pengembangan
Layanan Kalibrasi

Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang
Diterbitkan
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
3.30.06.1.03 Produk yang diawasi sesuai dengan | 3.30.06.1.03.01 Peningkatan Jumlah Laporan Hasil Pengawasan
Pelaksanaan 10 Jumlah ketentuan peraturan Kapasitas dan Pelaksanaan Baran Beredar dan Jasa serta
Pengawasan yang berlaku Pengawasan Barang Beredar Kegiatan Perdagangan yang

Barang Beredar
dan/atau Jasa di
Seluruh Daerah

dan/atau Jasa sesuai Parameter
Ketentuan Perlindungan
Konsumen

Diawasi

Kabupaten/Kota
3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
3.31.01 PROGRAM | Persentase Penunjang Urusan 3.31.01.1.01 Jumlah Dokumen Perencanaan, 3.31.01.1.01.01 Penyusunan Jumlah Dokumen Perencanaan
PENUNJANG 100 Persen Perencanaan, 14 Dokumen Dokumen Perencanaan 1
URUSAN Pemerintahan Daerah Provinsi Penganggaran, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja | Perangkat Daerah Perangkat Daerah
PEMERINTAHAN yanbidang Perindustrian dan dan Evaluasi Perangkat Daerah yang di susun

DAERAH PROVINSI

Perdagangan yangg di laksanakan

Kinerja Perangkat
Daerah

3.31.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

3.31.01.1.02
Administrasi
Keuangan
Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Administrasi
14 Dokumen

Keuangan yang dibuat, disusun
dan dilaporkan

3.31.01.1.02.01 Penyediaan Gaji
dan
Tunjangan ASN

Jumlah Orang yang Menerima Gaji
dan
Tunjangan ASN

3.31.01.1.02.03 Pelaksanaan
Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi Keuangan
SKPD

Jumlah Dokumen Penatausahaan
dan 1

Pengujian/Verifikasi Keuangan
SKPD
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
3.31.01.1.03 Jumlah Perencanaan Kebutuhan 3.31.01.1.03.06 Penatausahaan Jumlah Laporan Penatausahaan
Administrasi BMD dan 1 Laporan aset yang Barang Milik Daerah pada SKPD | Barang
Barang Milik dimiliki SKPD Milik Daerah pada SKPD

Daerah pada
Perangkat Daerah

3.31.01.1.05
Administrasi
Kepegawaian
Perangkat Daerah

Jumlah Jenis Adminsitasi
Kepegawaian 1 Jenis

Perangakat Daerah yang dilaksakan

3.31.01.1.05.09 Pendidikan dan
Pelatihan Pegawai Berdasarkan
Tugas dan Fungsi

Jumlah Pegawai Berdasarkan
Tugas dan Fungsi yang Mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan

Jumlah Pegawai Berdasarkan
Tugas dan Fungsi yang Mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan

3.31.01.1.06
Administrasi
Umum

Perangkat Daerah

Jumlah Jenis Administrasi Umum
Perangkat 8 Jenis
Daerah

3.31.01.1.06.01 Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor

Jumlah Paket Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor yan Disediakan

3.31.01.1.06.02 Penyediaan
Peralatan dan Perlengkapan
Kantor

Jumlah Paket Peralatan dan
Perlengkapa

Kantor yang Disediakan
Jumlah Peralatan Kantor yang
disediakan

3.31.01.1.06.03 Penyediaan
Peralatan
Rumah Tangga

Jumlah Paket Peralatan Rumah
Tangga ya

Disediakan

Jumlah Peralatan Rumah Tangga
yang

Disediakan
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
3.31.01.1.06.04 Penyediaan Jumlah Paket Bahan Logistik
Bahan Kantor yang
Logistik Kantor Disediakan
3.31.01.1.06.05 Penyediaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan
Barang Penggandaan yang Disediakan
Cetakan dan Penggandaan
3.31.01.1.06.06 Penyediaan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan
Bahan Bacaan dan Peraturan dan Peraturan Perundang-
Perundang- Undangan Undangan yang Disediakan
3.31.01.1.06.09 Penyelenggaraan | Jumlah Laporan Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan Konsultasi | Rapat
SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD
3.31.01.1.06.11 Dukungan Jumlah Dokumen Dukungan
Pelaksanaan Sistem Pelaksanaan Sistem Pemerintahan
Pemerintahan Berbasis Berbasis Elektronik pada SKPD
Elektronik pada SKPD
3.31.01.1.07 Jumlah Jenis Pengadaan BMD 3.31.01.1.07.01 Pengadaan Jumlah Unit Kendaraan
Pengadaan Barang | Penunjang 4 Jenis Kendaraan Perorangan Dinas Perorangan Dina atau Kendaraan
Milik Daerah Urusan Pemerintah daerah atau Kendaraan Dinas Jabatan Dinas Jabatan yang Disediakan
Penunjang Urusan
Pemerintah
Daerah

3.31.01.1.07.05 Pengadaan
Mebel

Jumlah Paket Mebel yang
Disediakan
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
3.31.01.1.07.06 Pengadaan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin
Peralatan dan Mesin Lainnya Lainnya yang Disediakan
3.31.01.1.07.10 Pengadaan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana
Sarana dan Prasarana Gedung Gedun Kantor atau Bangunan
Kantor atau Bangunan Lainnya Lainnya yang Disediakan
3.31.01.1.08 Jumlah jenis pelayanan administrasi | 3.31.01.1.08.01 Penyediaan Jasa | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa

Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintahan
Daerah

umum 4 Jenis yang disediakan

Surat
Menyurat

Surat
Menyurat

3.31.01.1.08.02 Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik yang Disediakan

3.31.01.1.08.03 Penyediaan Jasa
Peralatan dan Perlengkapan
Kantor

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Peralatan dan Perlengkapan
Kantor yang Disediakan

3.31.01.1.08.04 Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum Kantor

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum Kantor yang
Disediakan
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
3.31.01.1.09 Jumlah BMD Penunjang Urusan 3.31.01.1.09.02 Penyediaan Jasa | Jumlah Kendaraan Dinas
Pemeliharaan Pemerintah 30 Unit Pemeliharaan, Biaya Operasional ata Lapangan yang
Barang Milik Daerah yang terpelihara Pemeliharaan, Pajak dan Dipelihara dan Dibayarka Pajak

Daerah Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah

Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan

dan Perizinannya

3.31.01.1.09.06 Pemeliharaan
Peralatan dan Mesin Lainnya

Jumlah Peralatan dan Mesin
Lainnya yan
Dipelihara

3.31.01.1.09.10
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana Gedung
Kantor atau Bangunan Lainnya

Jumlah Sarana dan Prasarana
Gedung Ka atau Bangunan Lainnya
yang Dipelihara/Direhabilitasi

3.31.02 PROGRAM
Perencanaan DAN
PEMBANGUNAN
INDUSTRI

Persentase Penumbuhan Industri
Kecil 4,5 % Menengah
Persentase Pertumbuhan Unit
Industri 10,2 % Besar

3.31.02.1.01
Penyusunan,
Penerapan, dan
Evaluasi Rencana
Pembangunan
Industri Provinsi

Jumlah Dokumen Penyusunan dan
1 Dokumen

Evaluasi Pembangunan Industri
Provinsi

Jumlah Unit Usaha Baru IKM

100 Unit

3.31.02.1.01.02 Koordinasi,
Sinkronisasi, dan Pelaksanaan
Kebijakan Percepatan
Pengembangan, Penyebaran dan
Perwilayahan Industri

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,
Sinkronisasi dan Pelaksanaan
Kebijakan Percepatan,
Pengembangan, Penyebaran dan
Perwilayahan Industri
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Program Kegiatan Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
3.31.02.1.01.03 Koordinasi, Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,
Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Sinkronisasi, dan Pelaksanaan
Pembangunan Sumber Daya Pembangunan Sumber Daya
Industri Industri

Jumlah Sarana dan Prasarana IKM
yang ditingkatklan jumlahnya
Jumlah SDM IKM yang
ditingkatkan kapasitasnya

3.31.02.1.01.05 Koordinasi, Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,
Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Sinkronisasi, dan Pelaksanaan
Pemberdayaan Industri dan Pemberdayaan Industri dan Peran
Peran Serta Masyarakat Serta Masyarakat
3.31.03 PROGRAM | Nilai Realisasi Investasi 3.31.03.1.01 Jumlah Dokumen Pemenuhan 3.31.03.1.01.02 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi
PENGENDALIAN 105.00 Rupiah Penerbitan Izin 1 Dokumen Sinkronisasi Pengawasan dan Sinkronisasi Pengawasan
IZIN USAHA Industri Usaha Industri Komitmen Perizinaan Usaha dan Perizinan di Bidang Industri Perizinan Di Bidang Industri dalam
INDUSTRI (Milyar) (U, 1zin Pengawasan dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, Lingkup perizinan Usaha Industri,
Perluasan Usaha dan IPKI Kewenangan Provinsi Perizinan Perluasan Usaha Industri,
Industri (IPUI), 1zin Perizinan Kawasan Industri dan
Usaha Kawasan Perizinan Perluasan Kawasan
Industri (IUKI), dan Industri Kewenangan Provinsi

Izin Perluasan
Kawasan Industri
(IPKI) Kewenangan
Provinsi
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan

3.31.04 PROGRAM | Persentase Perusahaan industri 3.31.04.1.01 Tersedianya Dokumen Penyediaan | 3.31.04.1.01.01 Fasilitasi Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi
PENGELOLAAN 26.00 Penyediaan 1 Dokumen Pengumpulan, Pengolahan dan Pengumpulan, Pengolahan dan
SISTEM Dalam Sinas Informasi Industri Informasi Industri untuk 1UI, IPUI, Analisis Data Industri, Data Analisis Data Industri, Data
INFORMASI Persen untuk UI, IPULI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi | Kawasan Industri serta Data Lain | Kawasan Industri serta Data Lain
INDUSTRI IUKI, dan IPKI Berbasis Sistem Informasi Industri Lingkup Provinsi Melalui Sistem Lingkup Provinsi Melalui Sistem
NASIONAL Kewenangan Nasional (SlINas) Informasi Industri Nasional Informasi Industri Nasional (SIINas)

Provinsi Berbasis
Sistem Informasi
Industri Nasional
(SlINas)

(SlINas)

3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI

3.32.03 PROGRAM
PEMBANGUNAN
KAWASAN
TRANSMIGRASI

Jumlah Pembangunan Kawasan
5 Kawasan
Transmigrasi

3.32.03.1.01
Penataan
Persebaran
Penduduk yang
Berasal dari Lintas
Daerah
Kabupaten/Kota
dalam 1 (Satu)
Daerah Provinsi

Jumlah Dokumen Persebaran
Penduduk 5 kawasan yang
Berasal dari Lintas Daerah
Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu)
Daerah

Provinsi

3.32.03.1.01.01 Koordinasi dan
Sinkronisasi Kerjasama
Pembangunan Transmigrasi
Antar Pemerintah

Daerah Kabupaten/kota dalam 1
(Satu) Daerah Provinsi

Jumlah dokumen Kerjasama
Pembangunan Transmigrasi
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi
dan Sinkronisasi Kerjasama
Pembangunan Transmigrasi Antar
Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu)
Daerah Provinsi

3.32.03.1.01.06 Pelatihan
Transmigrasi

Jumlah Calon
Transmigran/Transmigran yang
Mendapatkan Pelatihan

jumlah Warga Transmigrasi yang
mendapatkan Pelatihan
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Program Kegiatan Sub Kegiatan
Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
3.32.03.1.01.13 Pelayanan Jumlah Transmigran yang
Kesehatan Mendapatkan
Transmigran Layanan Kesehatan Transmigran
3.32.03.1.01.18 Monitoring Dan Jumlah Lokasi Transmigrasi yang
Evaluasi Ke Lokasi Transmigrasi Dilaksanakan Monitoring dan
Evaluasi
3.32.04 PROGRAM | Jumlah Kawasan Transmigrasi 3.32.04.1.01 jumlah dokumen pengembangan 3.32.04.1.01.01 Penguatan SDM Jumlah Kepala Keluarga
PENGEMBANGAN | yang 5 Kawasan Pengembangan 5 Dokumen satuan permukiman dalam rangka Pemantapan Transmigran yang Dibina
KAWASAN Dikembangkan Satuan Satuan Pemukiman Jumlah orang yang mengikuti
TRANSMIGRASI Permukiman pada penguatan
Tahap SDM dalam rangka Pemantapan
Pemantapan

3.32.04.1.01.02 Penguatan
Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan
Kelembagaan dalam rangka
Pemantapan Satuan Pemukiman

Jumlah lembaga yang ditingkatkan
6 k dalam rangka Pemantapan
Jumlah Satuan Permukiman yang
1S Dikembangkan dalam Rangka
Per Penguatan Infrastruktur Sosial,
Ekonomi dan Kelembagaan

4.01 SEKRETARIAT DAERAH
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
4.01.01 PROGRAM | jumlah dokumen administrasi 4.01.01.1.01 Jumlah dokumen perencanaan dan | 4.01.01.1.01.01 Penyusunan Jumlah Dokumen Perencanaan
PENUNJANG 12 laporan perencanaan Perencanaan, 7 Dokumen evaluasi kinerja Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
URUSAN pembangunan daerah Penganggaran, Jumlah Dokumen Perencanaan dan | Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan
PEMERINTAHAN Jumlah jenis pelayanan dan Evaluasi 7 Dokumen Perangkat Daerah

DAERAH PROVINSI

administrasi 3 Jenis perkantoran
Persentase layanan administrasi
100 %

perkantoran

Persentase Pelaksanaan Program
100 % Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

Provinsi

Persentase Peningkatan Pelayanan
100 %

dan Administrasi pada urusan
Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat

Kinerja Perangkat
Daerah

Penganggaran yang disusun
jumlah dokumen perencanaan
6 laporan perangkat daerah dan
dokumen standar

belanja
Jumlah Jenis Dokumen
Perencanaan, 6

Anggaran, Pelaporan dan Capaian
dokumen

Kinerja serta Dokumen Administrasi
Keuangan

Persentase tersusunnya dokumen
100 %

perencanaan dan penganggaran
Biro

Organisasi

Jumlah Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah

4.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

4.01.01.1.02
Administrasi
Keuangan
Perangkat Daerah

Jumlah administrasi keuangan
2 Dokumen perangkat daerah

4.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji
dan
Tunjangan ASN

Jumlah Orang yang Menerima Gaji
8 dan Tunjangan ASN
B
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan

4.01.01.1.02.03 Pelaksanaan Jumlah Dokumen Penatausahaan
Penatausahaan dan dan
Pengujian/Verifikasi Keuangan Pengujian/Verifikasi Keuangan
SKPD SKPD

4.01.01.1.03 Jumlah aset Sekretariat Daerah 4.01.01.1.03.01 Penyusunan Jumlah Rencana Kebutuhan

Administrasi yang ditata 3 Jenis Perencanaan Kebutuhan Barang | Barang

Barang Milik Milik Daerah SKPD Milik Daerah SKPD

Daerah pada
Perangkat Daerah

4.01.01.1.03.02 Pengamanan
Barang
Milik Daerah SKPD

Jumlah Dokumen Pengamanan
Barang
Milik Daerah SKPD

4.01.01.1.05
Administrasi
Kepegawaian
Perangkat Daerah

Persentase ASN yang ditingkatkan
100 % Kompetensinya

4.01.01.1.05.09 Pendidikan dan
Pelatihan Pegawai Berdasarkan
Tugas dan Fungsi

Jumlah Pegawai Berdasarkan
Tugas dan Fungsi yang Mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan

4.01.01.1.05.10 Sosialisasi
Peraturan
Perundang-Undangan

Jumlah Orang yang Mengikuti
Sosialisasi
Peraturan Perundang-Undangan

4.01.01.1.05.11 Bimbingan Teknis
Implementasi Peraturan
Perundang- Undangan

Jumlah Orang yang Mengikuti
Bimbinga Teknis Implementasi
Peraturan Perundang-Undangan
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Program Kegiatan Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
4.01.01.1.06 Indikator Sasaran 2 Persentase 4.01.01.1.06.01 Penyediaan Jumlah Paket Komponen Instalasi
Administrasi 100 Persen Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Umum Pelaksanaan dan Pembinaaan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yan Disediakan
Perangkat Daerah | Pelaksanaan Pengadaan Kantor
Barang/Jasa

Jumlah Jenis Jasa dan Barang
Penunjang 1 Jenis

Pelayanan Administarasi Selama
Satu

Tahun

Jumlah Jenis Layanan administrasi
9 Jenis perkantoran

Jumlah Kegiatan Pelayanan
Administrasi 2 Kegiatan
Perkantoran yang dilaksanakan
Persentase kebutuhan dan
ketersediaan 100 %

bahan logistik kantor

Persentase Pelaksanaan
Peningkatan 100 % Layanan
Administrasi Umum

Persentase pemenuhan kebutuhan
Rapat 100 % Koordinasi dan

Konsultasi
4.01.01.1.06.02 Penyediaan Jumlah Paket Peralatan dan
Peralatan dan Perlengkapan Perlengkapa
Kantor Kantor yang Disediakan

Jumlah Paket Peralatan dan
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
Perlengkapa

Kantor yang Disediakan

4.01.01.1.06.03 Penyediaan
Peralatan
Rumah Tangga

Jumlah Paket Peralatan Rumah
Tangga ya
Disediakan

4.01.01.1.06.04 Penyediaan
Bahan
Logistik Kantor

Jumlah Paket Bahan Logistik
Kantor yang

Disediakan

Jumlah Paket Bahan Logistik
Kantor yang

Disediakan

Jumlah Paket Bahan Logistik
Kantor yang

Disediakan

Jumlah Paket Bahan Logistik
Kantor yang

Disediakan

Jumlah Paket Bahan Logistik
Kantor yang

Disediakan

4.01.01.1.06.05 Penyediaan
Barang
Cetakan dan Penggandaan

Jumlah Paket Barang Cetakan dan
Penggandaan yang Disediakan

4.01.01.1.06.06 Penyediaan
Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang- Undangan

Jumlah Dokumen Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang-
Undangan yang Disediakan
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
4.01.01.1.06.08 Fasilitasi Jumlah Laporan Fasilitasi
Kunjungan Kunjungan Tam
Tamu
4.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan | Jumlah Laporan Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan Konsultasi | Rapat
SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Jumlah Laporan Penyelenggaraan
Rapat
Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Jumlah Laporan Penyelenggaraan
Rapat
Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Jumlah Laporan Penyelenggaraan
Rapat
Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4.01.01.1.07 Persentase pengadaan barang 4.01.01.1.07.02 Pengadaan Jumlah Unit Kendaraan Dinas
Pengadaan Barang | 100 % Kendaraan Operasiona atau Lapangan yang
Milik Daerah Dinas Operasional atau Disediakan
Penunjang Urusan Lapangan
Pemerintah
Daerah
4.01.01.1.07.05 Pengadaan Jumlah Paket Mebel yang
Mebel Disediakan
4.01.01.1.08 Jumlah penyediaan jasa penunjang | 4.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa

Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan

urusan 4 Jenis pemerintahan

daerah

Surat
Menyurat

Surat

Menyurat
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program

Indikator Kinerja

Hasil Program Target

Capaian

Kegiatan

Indikator Kinerja

Keluaran Kegiatan Target

Capaian

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja

Keluaran Sub
Kegiatan

Targe

Pemerintahan

Daerah
4.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air Komunikasi, Sumber Daya Air dan
dan Listrik Listrik yang Disediakan
4.01.01.1.08.03 Penyediaan Jasa | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Peralatan dan Perlengkapan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor Kantor yang Disediakan
4.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor yang

Disediaka

4.01.01.1.09 Persentase Barang Milik Daerah 4.01.01.1.09.01 Penyediaan Jasa | Jumlah Kendaraan Perorangan

Pemeliharaan dalam 100 % Pemeliharaan, Biaya Dinas ata Kendaraan Dinas Jabatan

Barang Milik keadaan baik Pemeliharaan dan Pajak yang Dipelihara dan Dibayarkan

Daerah Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah

Kendaraan Perorangan Dinas
atau Kendaraan Dinas Jabatan

Pajaknya

4.01.01.1.09.05 Pemeliharaan
Mebel

Jumlah Mebel yang Dipelihara

4.01.01.1.09.06 Pemeliharaan
Peralatan dan Mesin Lainnya

Jumlah Peralatan dan Mesin
Lainnya yan
Dipelihara

4.01.01.1.09.09
Pemeliharaan/Rehabilitasi

Jumlah Gedung Kantor dan
Bangunan
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Program Kegiatan Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
Gedung Lainnya yang
Kantor dan Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
4.01.01.1.11 Jumlah administrasi keuangan dan | 4.01.01.1.11.01 Penyediaan Gaji Jumlah Orang yang Menerima Gaji
Administrasi 1 Dokumen operasional Kepala dan Tunjangan Kepala Daerah 28 dan Tunjangan Kepala Daerah
Keuangan dan Daerah dan Wakil dan Wakil Kepala Daerah dan
Operasional Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah

Kepala Daerah
dan Wakil Kepala

Daerah
4.01.01.1.11.02 Penyediaan Jumlah Paket Pakaian Dinas dan
Pakaian Dinas dan Atribut Atribut Kelengkapan Kepala
Kelengkapan Kepala Daerah dan | Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Wakil Kepala Daerah yang Disediakan
4.01.01.1.11.03 Pelaksanaan Jumlah Orang yang Mengikuti
Medical Check Up Kepala Medical Check Up Kepala Daerah
Daerah dan Wakil Kepala Daerah | dan Wakil Kepa Daerah
4.01.01.1.12 Persentase kualitas sarana dan 4.01.01.1.12.01 Penyediaan Jumlah Paket Kebutuhan Rumah
Fasilitasi prasarana 100 % Kebutuhan Rumah Tangga Tangga
Kerumahtanggaan | aparatur Kepala Daerah Kepala Daerah yang Disediakan

Sekretariat Daerah

4.01.01.1.12.02 Penyediaan Jumlah Paket Kebutuhan Rumah

Kebutuhan Rumah Tangga Wakil | Tangga

Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah yang
Disediakan
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
4.01.01.1.13 Jumlah Fasilitasi komunikasi yang 4.01.01.1.13.02 Fasilitasi Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi

Fasilitasi Materi 1 Jenis dilaksanakan Komunikasi Komunikasi Pimpinan

dan Komunikasi Pimpinan

Pimpinan

4.01.01.1.14 Jumlah fasilitasi keprotokolan 4.01.01.1.14.01 Fasilitasi dan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan
Fasilitasi 2 Jenis Koordinasi Pelaksanaan Acara Koordinasi Pelaksanaan Acara

Keprotokolan

4.01.01.1.14.02 Fasilitasi
Kunjungan Tamu Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah

Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi
Kunjungan Tamu Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah

4.01.01.1.14.03 Pengelolaan
Hubungan Keprotokolan

Jumlah Laporan Pengelolaan
Hubungan
Keprotokolan

4.01.02 PROGRAM

PENATAAN
ORGANISASI

Persentase kabupaten/kota yang
dibina 100 %

dan difasilitasi

Persentase perangkat daerah yang
dibina 100 %

dan difasilitasi

4.01.02.1.01
Fasilitasi
Kelembagaan dan
Analisis Jabatan

Jumlah Jenis Fasilitasi Analisis
Jabatan 1 Jenis

Jumlah Jenis Fasilitasi Kelembagaan
2 Jenis

Perangkat Daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota

4.01.02.1.01.01 Fasilitasi
Penataan
Kelembagaan Provinsi

Jumlah Dokumen Hasil Penataan
Kelembagaan Provinsi

4.01.02.1.01.02 Fasilitasi
Penataan
Kelembagaan Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi
Penataan Kelembagaan
Kabupaten/Kota

4.01.02.1.01.03 Penataan Analisis
Jabatan

Jumlah Dokumen Hasil
Pelaksanaan Analisis Jabatan,
Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi
Jabatan
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
4.01.02.1.02 Persentase Perangkat daerah yang | 4.01.02.1.02.01 Pembinaan Jumlah Dokumen Hasil
Fasilitasi dibina dan 100 % Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Pelaksanaan
Reformasi difasilitasi terkait ketatalaksanaan Reformasi Birokrasi

Birokrasi dan
Akuntabilitas
Kinerja

Persentase Perangkat Daerah yang
dibina 100 %

terkait budaya kerja

Persentase perangkat daerah yang
100 %

dimonitoring dan dievaluasi
Persentase Pokja Reformasi
Birokrasi yang 100 %

dibina

Persentase UKPP yang dibina dan
dievaluasi 100 %

4.01.02.1.02.02 Monitoring dan
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Jumlah Dokumen Hasil Monitoring
dan
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

4.01.02.1.02.03 Evaluasi
Pelaksanaan
Budaya Kerja

Jumlah Laporan Hasil Evaluasi
Pelaksanaan Budaya Kerja

4.01.02.1.02.04 Pengelolaan
Tatalaksana Pemerintahan

Jumlah Dokumen Hasil
Pengelolaan 3
Tatalaksana Pemerintahan

4.01.02.1.02.05 Fasilitasi
Peningkatan
Pelayanan Publik

Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi
Peningkatan Pelayanan Publik
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
4.01.03 PROGRAM | Persentase pelayanan pada urusan | 4.01.03.1.01 Jumlah Pelaksanaan Tugas 4.01.03.1.01.02 Fasilitasi Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi

PEMERINTAHAN
DAN OTONOMI
DAERAH

100
Pemerintahan dan Otonomi
Daerah %

Pelaksanaan Tugas
Pemerintahan

Pemerintahan yang 1 kali sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi

Pelaksanaan
Pemerintahan Umum

Pelaksanaan Pemerintahan Umum

4.01.03.1.01.03 Fasilitasi

Jumlah Dokumen Fasilitasi

Penataan Penataan
Wilayah Wilayah
4.01.03.1.02 Persentase fasilitasi Kepala Daerah | 4.01.03.1.02.01 Fasilitasi jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi
Pelaksanaan dan DPRD 100 % Administrasi Administrasi Kepala Daerah dan
Otonomi & Persentase dokumen laporan Kepala Daerah dan DPRD DPRD
Daerah penyelenggaraan pemerintahan
daerah
4.01.03.1.02.02 Pengembangan Jumlah Dokumen Hasil
Otonomi dan Penataan Urusan Pengembangan Otonomi dan
Penataan Urusan yang
Dilaksanakan
4.01.03.1.02.03 Evaluasi dan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan
Penyelenggaraan Pemerintahan | Penyelenggaraan Pemerintahan
4.01.03.1.03 Persentase Fasilitasi Kerjasama 4.01.03.1.03.01 Fasilitasi Kerja Jumlah Kerja Sama Antar
Fasilitasi Daerah 100 % Sama Pemerintah yang Difasilitasi
Kerja Sama Antar Pemerintah
Daerah
4.01.04 PROGRAM | Persentase fasilitasi layanan 4.01.04.1.01 Jumlah Fasilitasi Pembinaan Mental | 4.01.04.1.01.01 Pengelolaan Jumlah Sarana dan Prasarana
KESEJAHTERAAN mental dan 100 spiritual Fasilitasi Spiritual 100 % Sarana dan Prasarana Spiritual Spiritual ya
RAKYAT % Pembinaan Mental | yang dilaksanakan Dikelola

Spiritual
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
4.01.04.1.01.02 Fasilitasi Jumlah Lembaga Bina Spiritual
Kelembagaan Bina Spiritual yang 4
Difasilitasi
4.01.04.1.02 Jumlah Fasilitasi dan koordinasi 4.01.04.1.02.01 Fasilitasi, jumlah dokumen hasil
Fasilitasi urusan 100 % Kesejahteraan | Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi | fasilitasi,koordinasi,sinkronisasi
Pengembangan Rakyat Non Pelayanan Dasar dan Capaian Kinerja Kebijakan evaluasi dan capaian kinerja
Kesejahteraan Kesejahteraan Rakyat Bidang kebijakan kesejahteraan rakyat

Rakyat Pelayanan
Dasar

Pendidikan

bidang pendidikan

4.01.04.1.02.03 Fasilitasi,
Koordinasi dan Sinkronisasi,
Evaluasi dan Capaian Kinerja
Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
Bidang Sosial

Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi,
Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi,
dan Capaian Kinerja Kebijakan
Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial

4.01.04.1.03
Fasilitasi
Pengembangan
Kesejahteraan
Rakyat Non
Pelayanan Dasar

Jumlah Fasilitasi dan koordinasi
urusan 15 kali
Kesejahteraan Rakyat Non
Pelayanan

4.01.04.1.03.02 Koordinasi dan
Sinkronisasi Kebijakan
Kesejahteraan Rakyat Bidang
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana,
Administrasi Kependudukan dan
Pencatatan Sipil,
Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa, Transmigrasi dan Tenaga
Kerja

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi
dan Sinkronisasi Kebijakan
Kesejahteraan Rakyat Bidang
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana, Administrasi
Kependudukan dan Pencatatan
Sipil, Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa, Transmigrasi dan
Tenaga Kerja
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
4.01.05 PROGRAM | 0 4.01.05.1.01 Jumlah Peraturan Daerah yang 4.01.05.1.01.01 Fasilitasi Jumlah Produk Hukum Pengaturan
FASILITASI DAN 100 % Persentase Fasilitasi dan Fasilitasi disusun 1 Dokumen Penyusunan 3 yang disusun
KOORDINASI Evaluasi serta 100 % Penyusunan Produk Hukum Pengaturan Jumlah Produk Hukum Pengaturan
HUKUM Harmonisasi dan Dokumentasi Perundang- 0 yang Disusun
Produk Undangan
Hukum Daerah
4.01.05.1.01.02 Fasilitasi Jumlah Produk Hukum Penetapan
Penyusunan 55 yang disusun
Produk Hukum Penetapan Jumlah Produk Hukum Penetapan
0 yang Disusun
4.01.05.1.01.03 Jumlah Produk Hukum yang
Pendokumentasian Produk 58
Hukum dan Naskah Hukum Didokumentasi dan Dikelola
Lainnya Informasi Hukumnya
4.01.05.1.01.04 Fasilitasi dan Jumlah Produk Hukum
Evaluasi 8
Produk Hukum Kabupaten/Kota | Kabupaten/Kota yang Difasilitasi
dan
Dievaluasi
4.01.05.1.02 Jumlah Fasilitasi Penanganan 4.01.05.1.02.01 Fasilitasi Jumlah Masalah Hukum yang
Fasilitasi Permasalahan 3 Jenis Penyelesaian Diselesaika

Bantuan Hukum

Hukum dan Bantuan Hukum yang
diselesaikan serta laporan
RANHAM

Masalah Hukum
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan

4.01.05.1.02.02 Fasilitasi Jumlah Masalah Non Litigasi dan
Penyelesaian HAM
Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan

4.01.06 PROGRAM | Persentase Pemenuhan Rumusan | 4.01.06.1.01 Jumlah rumusan Kebijakan 4.01.06.1.01.01 Fasilitasi Jumlah Dokumen Hasil

PEREKONOMIAN 100 % Kebijakan Ekonomi Makro Pengelolaan Ekonomi 6 Dokumen Pengelolaan Pengelolaan

DAN dan Ekonomi Kebijakan dan Makro dan Jumlah rumusan Kebijakan Ekonomi Makro Kebijakan Ekonomi Makro

PEMBANGUNAN Mikro Koordinasi Kebijakan

Perekonomian

Ekonomi Mikro

4.01.06.1.01.02 Fasilitasi
Pengelolaan
Kebijakan Ekonomi Mikro

Jumlah Dokumen Hasil
Pengelolaan
Kebijakan Ekonomi Mikro

4.01.06.1.02
Pengelolaan
Kebijakan dan
Koordinasi
Sumber Daya
Alam

Jumlah Jenis Rumusan Kebijakan
Sumber 3 Jenis
Daya Alam (SDA)

4.01.06.1.02.01 Koordinasi,
Sinkronisasi dan Evaluasi
Kebijakan Pertanian, Kehutanan,
Kelautan, dan Perikanan

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,
Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan
Pertanian, Kehutanan, Kelautan,
dan Perikanan

4.01.06.1.02.02 Koordinasi,
Sinkronisasi dan Evaluasi
Kebijakan Pertambangan dan
Lingkungan Hidup

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,
Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan
Pertambangan dan Lingkungan
Hidup

4.01.06.1.02.03 Koordinasi,
Sinkronisasi dan Evaluasi
Kebijakan Energi dan Air

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,
Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan
Energi dan Air
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
4.01.06.1.03 Jumlah Jenis Rumusan Kebijakn 4.01.06.1.03.01 Koordinasi, Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,
Pengelolaan BUMD dan 3 Jenis Sinkronisasi, Monitoring, dan Sinkronisasi, Monitoring, dan
Kebijakan dan BLUD yang disusun Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan
Koordinasi BUMD Badan Usaha Milik Daerah Jasa Badan Usaha Milik Daerah Jasa
dan BLUD Keuangan dan Aneka Usaha Keuangan dan Aneka Usaha
4.01.06.1.03.02 Koordinasi, Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,
Sinkronisasi, Monitoring dan Sinkronisasi, Monitoring, dan
Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan
Badan Usaha Milik Daerah Air Badan Usaha Milik Daerah Air
Minum, Limbah dan Sanitasi Minum, Limbah dan Sanitasi
4.01.06.1.03.04 Koordinasi, Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,
Sinkronisasi, Monitoring dan Sinkronisasi, Monitoring, dan
Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan
Badan Layanan Umum Daerah Badan Layanan Umum Daerah
4.01.07 PROGRAM | Jumlah 1,24 4.01.07.1.01 Jumlah dokumen/laporan 4.01.07.1.01.01 Pengelolaan Jumlah Laporan Hasil Strategi
KEBIJAKAN DAN Dokumen,Laporan Pengelolaan 1 Dokumen Strategi Pengadaan
PELAYANAN Dokumen/Laporan Pengadaan Barang | Pengembangan Strategi, Pengadaan Barang dan Jasa Barang dan Jasa
PENGADAAN Pengembangan dan Jasa Pelaksanaan Pengadaan dan
BARANG DAN Strategi,Pelaksanaan Pengadaan Pemantauan serta Evaluasi
JASA dan Pemantauan Serta Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa

Pengadaan Barang/jasa
Pemerintah

Pemerintah

Jumlah dokumen/laporan
24 Laporan

Pengembangan Strategi,
Pelaksanaan Pengadaan dan
Pemantauan serta Evaluasi
Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
Jumlah Laporan Pengelolaan
Pengadaan 2 Dokumen
Barang dan Jasa Pemerintah Dalam
Pelaksanaan Pembangunan Daerah
4.01.07.1.01.02 Pelaksanaan Jumlah layanan pengelolaan
Pengadaan Barang dan Jasa pengadaan barang/jasa
Pemerintah Provinsi Bengkulu
tahun 2023
4.01.07.1.01.03 Pemantauan dan | Jumlah Laporan Hasil Pemantauan
Evaluasi Pengadaan Barang dan | dan
Jasa Evaluasi Pengadaan Barang dan
Jasa
4.01.07.1.02 Jumlah Dokumen /Laporan 4.01.07.1.02.01 Pengelolaan Jumlah layanan pengadaan barang
Pengelolaan Pelaksanaan 8 laporan Sistem dan jasa yang terlaksana secara
Layanan Pengelolaan Dan Pengembangan Pengadaan Secara Elektronik elektronik
Pengadaan Secara | Sistem
Elektronik Pengadaan secara Elektronik
4.01.07.1.02.03 Pengelolaan Jumlah Laporan Pengelolaan
Informasi Informasi
Pengadaan Barang dan Jasa Pengadaan Barang dan Jasa
4.01.07.1.03 Jumlah/Dokumen/Laporan 4.01.07.1.03.02 Pembinaan Jumlah Laporan Pembinaan
Pembinaan dan Pembinaan 1 Dokumen Kelembagaan Pengadaan Barang | kelembagaan pengadaan barang
Advokasi Kelembagaan,Pendampingan,Bimbi | dan Jasa dan jasa

ngan
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program

Indikator Kinerja

Hasil Program Target

Capaian

Kegiatan

Indikator Kinerja

Keluaran Kegiatan Target

Capaian

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja

Keluaran Sub
Kegiatan

Targe

Pengadaan Barang
dan Jasa

Tekhnis Pengadaan Barang dan
Jasa

4.01.07.1.03.03 Pendampingan,
Konsultasi, dan/atau Bimbingan
Teknis Pengadaan Barang dan
Jasa

Jumlah Laporan pendampingan,
konsultasi dan/atau bimbingan
teknis pengadaan barang/jasa

4.01.08 PROGRAM
KEBIJAKAN
ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN

Jumlah Laporan Pelaksanaan
1 Laporan

Monitoring Evaluasi
Pembangunan

Pemerintah

Jumlah Laporan Pelaksanaan
25 Dokumen

Monitoring Evaluasi
Pembangunan

Pemerintah

4.01.08.1.01
Pengendalian
Administrasi
Pelaksanaan
Pembangunan
Daerah

Jumlah dokumen/laporan

pelaksanaan, 12 Laporan
pengendalian dan evaluasi
administrasi pembangunan

pemerintah
Jumlah rekomendasi untuk
Kebijakan 12 Laporan

Pembangunan Daerah

4.01.08.1.01.01 Pengendalian
Administrasi Pelaksanaan
Pembangunan APBD

Jumlah Laporan Hasil
Pengendalian Administrasi
Pelaksanaan Pembangunan APBD

4.01.08.1.01.02 Pengendalian
Administrasi Pelaksanaan
Pembangunan APBN

Jumlah Laporan Hasil
Pengendalian Administrasi
Pelaksanaan Pembangunan APBN

4.01.08.1.01.03 Pengendalian
Administrasi Pelaksanaan
Pembangunan Wilayah

Jumlah Laporan Hasil
Pengendalian Administrasi
Pelaksanaan Pembangunan
Wilayah

4.01.08.1.02
Pelaporan
Pelaksanaan

Jumlah dokumen/laporan capaian,
14 Laporan, pelaksanaan, evaluasi

dan kebijakan Dokumen teknis

4.01.08.1.02.01 Analisis Capaian
Kinerja Pembangunan Daerah

Jumlah Dokumen Hasil Analisis
Capaian Kinerja Pembangunan
Daerah yang Disediakan
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Program Kegiatan Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
Pembangunan administrasi pembangunan
Daerah pemerintah
4.01.08.1.02.02 Pelaporan Jumlah Laporan Pelaksanaan
Pelaksanaan Pembangunan Pembangunan Daerah
Daerah
4.01.08.1.02.03 Fasilitasi Jumlah dokumen kebijakan teknis
Perumusan Kebijakan Teknis pembangunan daerah
Pembangunan Daerah
4.02 SEKRETARIAT DPRD
4.02.01 PROGRAM | Persentase ASN yang ditingkatan | 4.02.01.1.01 Jumlah dokumen perencanaan 4.02.01.1.01.01 Penyusunan Jumlah Dokumen Perencanaan
PENUNJANG 100 Persen kompetensinya Perencanaan, 8 dokumen penganggaran dan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
URUSAN Persentase dokumen Penganggaran, evaluasi kinerja Perangkat Daerah
PEMERINTAHAN perencanaan, 100 Persen dan Evaluasi perangkat daerah

DAERAH PROVINSI

penganggaran, pelaporan dan
evaluasi yang disusun
persentase layanan admistrasi
97 persen perkantoran
Persentase sarana dan prsarana
95 persen perkantoran dalam
kondisi baik

Kinerja Perangkat
Daerah

4.02.01.1.02
Administrasi
Keuangan
Perangkat Daerah

Persentase pembayaran gaji dan
tunjangan 1 tahun

ASN

Tercapaianya pelayanan Adm
keuangan 1 tahun yang
terdata

4.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji

dan
Tunjangan ASN

Jumlah Orang yang Menerima Gaji
dan 1

Tunjangan ASN

B
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
4.02.01.1.02.02 Penyediaan Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan
Administrasi Pelaksanaan Tugas | 1
ASN Administrasi Pelaksanaan Tugas
ASN
4.02.01.1.02.07 Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan
Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran
Bulanan/ Triwulanan/Semesteran | SKPD dan Laporan Koordinasi
SKPD Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD
4.02.01.1.03 Jumlah pealyanan admistrasi 4.02.01.1.03.06 Penatausahaan Jumlah Laporan Penatausahaan
Administrasi barang milik 2 jenis daerah yang Barang Milik Daerah pada SKPD | Barang
Barang Milik optimal dan terdata Milik Daerah pada SKPD

Daerah pada
Perangkat Daerah

Jumlah pelayanan admistrasi
barang milik 2 jenis daerah yang
optimal dan terdata
Terencananya inventarisasi
kearsipan dan 2 laporan aset
daeah yang baik

4.02.01.1.05
Administrasi
Kepegawaian
Perangkat Daerah

Jumlah pelayanan admistrasi

2 pelayanan kepegawaian PDA
yang optimal dan

terdata

Jumlah pelayanan admistrasi

2 pelayanan kepegawaian PD yang
optimal dan

terdata

Peningkatan kemampuan SDM

4.02.01.1.05.02 Pengadaan
Pakaian Dinas Beserta Atribut
Kelengkapannya

Jumlah Paket Pakaian Dinas
Beserta Atrib
Kelengkapan
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Program Kegiatan Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan

ASN 500 orang dan

Masyarakat

4.02.01.1.05.10 Sosialisasi Jumlah Orang yang Mengikuti
Peraturan Sosialisasi
Perundang-Undangan Peraturan Perundang-Undangan
4.02.01.1.05.11 Bimbingan Teknis | Jumlah Orang yang Mengikuti
Implementasi Peraturan Bimbingan Teknis Implementasi
Perundang- Undangan Peraturan Perundang-Undangan

4.02.01.1.06 Jumlah pelayanan admistrasi 4.02.01.1.06.04 Penyediaan Jumlah Paket Bahan Logistik

Administrasi umum PD 1 tahun yang Bahan Kantor yang

Umum optimal dan terdata Logistik Kantor Disediakan

Perangkat Daerah | Tersedianya pelayanan perkantoran

1 tahun
4.02.01.1.06.05 Penyediaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan
Barang Penggandaan yang Disediakan
Cetakan dan Penggandaan
4.02.01.1.06.06 Penyediaan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan
Bahan Bacaan dan Peraturan dan 1
Perundang- Undangan Peraturan Perundang-Undangan
yang
Disediakan
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
4.02.01.1.06.08 Fasilitasi Jumlah Laporan Fasilitasi
Kunjungan Kunjungan Tam
Tamu
4.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan | Jumlah Laporan Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan Konsultasi | 1
SKPD Rapat Koordinasi dan Konsultasi
SKPD
4.02.01.1.07 Jumlah kegiatan pengadaan 4.02.01.1.07.01 Pengadaan Jumlah Unit Kendaraan
Pengadaan Barang | barang milik 9 unit daerah Kendaraan Perorangan Dinas Perorangan Dina atau Kendaraan
Milik Daerah penunjang urusan pemerintah atau Kendaraan Dinas Jabatan Dinas Jabatan yang Disediakan
Penunjang Urusan | daerah
Pemerintah Penambahan sarana dan prasarana
Daerah kantor 2 unit
4.02.01.1.07.02 Pengadaan Jumlah Unit Kendaraan Dinas
Kendaraan Operasiona atau Lapangan yang
Dinas Operasional atau Disediakan
Lapangan
4.02.01.1.07.10 Pengadaan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana
Sarana dan Prasarana Gedung Gedun Kantor atau Bangunan
Kantor atau Bangunan Lainnya Lainnya yang Disediakan
4.02.01.1.08 Adm surat menyurat dan jasa 4.02.01.1.08.01 Penyediaan Jasa | Jumlah administrasi surat

Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintahan
Daerah

12 bulan telekomunikasi,SDA,
Listrik dan kebersihan

kantor

Jumlah kegiatan penyediaan jasa

Surat
Menyurat

menyurat
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
1 tahun penunjang urusuan
pemerintah daerah
4.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air Komunikasi, Sumber Daya Air dan
dan Listrik Listrik yang Disediakan
4.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor yang
Disediaka
4.02.01.1.09 Jumlah kegiatan pemeliharaan 4.02.01.1.09.01 Penyediaan Jasa | Jumlah Kendaraan Perorangan
Pemeliharaan barang milik 1 tahun daerah Pemeliharaan, Biaya Dinas ata Kendaraan Dinas Jabatan
Barang Milik penunjang urusan pemerintah Pemeliharaan dan Pajak yang Dipelihara dan Dibayarkan

Daerah Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah

daerah

Kendaraan dinas/operasional,
rehab sarana 60 unit dan
prasarana gd ktr

Kendaraan Perorangan Dinas
atau Kendaraan Dinas Jabatan

Pajaknya

4.02.01.1.09.09
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Gedung

Kantor dan Bangunan Lainnya

Jumlah Gedung Kantor dan
Bangunan

Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi

4.02.01.1.09.10
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana Gedung
Kantor atau Bangunan Lainnya

Jumlah Sarana dan Prasarana
Gedung Ka atau Bangunan Lainnya
yang Dipelihara/Direhabilitasi

4.02.01.1.09.11
Pemeliharaan/Rehabilitasi

Jumlah Sarana dan Prasarana
Pendukung Gedung Kantor atau
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
Sarana dan Prasarana Bangunan Lainnya y
Pendukung Gedung Kantor atau | Dipelihara/Direhabilitasi
Bangunan Lainnya
4.02.01.1.15 Jaminan pemeliharaan kesehatan 4.02.01.1.15.01 Penyelenggaraan | Jumlah Anggota DPRD yang

Layanan Keuangan
dan Kesejahteraan
DPRD

dan 45 orang pakaian dinas
beserta perlengkapannya

Jumlah pelayanan keuangan dan
1 tahun kesejahteraan DPRD

Administrasi Keuangan DPRD

Menerima
Hak Keuangan DPRD

4.02.01.1.15.02 Penyediaan
Pakaian
Dinas dan Atribut DPRD

Jumlah Paket Pakaian Dinas dan
Atribut
DPRD yang Disediakan

4.02.01.1.15.03 Pelaksanaan
Medical
Check Up DPRD

Jumlah Orang yang Mengikuti
Medical
Check Up DPRD

4.02.01.1.16
Layanan
Administrasi DPRD

Jumlah pelayanan admistrasi DPRD
1 tahun

Rapat-rapat AKD dan Paripurna

75 kali

4.02.01.1.16.03 Fasilitasi Rapat
Koordinasi dan Konsultasi DPRD

Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi
Rapat
Koordinasi dan Konsultasi DPRD

4.02.01.1.16.04 Penyediaan
Kebutuhan Rumah Tangga
DPRD

Jumlah Paket Kebutuhan Rumah
Tangga
DPRD yang Disediakan

4.02.02 PROGRAM
DUKUNGAN
PELAKSANAAN
TUGAS DAN
FUNGSI DPRD

Persentase dukungan pelaksanaan
80 Persen tugas dan fungsi DPRD

4.02.02.1.01
Pembentukan
Perda dan
Peraturan DPRD

Jumlah kegiatan pembentukan
perda dan 5 Perda peraturan
daerah

Pembahasan rancangan peraturan
daerah 5 perda yang lancar

4.02.02.1.01.02 Pembahasan
Rancangan Perda

Jumlah Dokumen Hasil
Pembahasan
Rancangan Perda
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Program Kegiatan Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
4.02.02.1.02 Jumlah kegiatan pembahasan 4.02.02.1.02.01 Pembahasan KUA | Jumlah Dokumen Hasil
Pembahasan kebijakan 5 dokumen anggaran dan Pembahasan
Kebijakan Pembahasan rancangan PPAS KUA dan PPAS
Anggaran APBD/APBD-P 5 dokumen dan

laporan pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD

4.02.02.1.02.02 Pembahasan Jumlah Dokumen Hasil
Perubahan KUA dan Perubahan Pembahasan
PPAS Perubahan KUA dan Perubahan
PPAS
4.02.02.1.02.03 Pembahasan Jumlah Dokumen Hasil
APBD Pembahasan
APBD
4.02.02.1.02.04 Pembahasan Jumlah Dokumen Hasil
Perubahan APBD Pembahasan

Perubahan APBD

4.02.02.1.02.06 Pembahasan Jumlah Dokumen Hasil
Pertanggungjawaban APBD Pembahasan
Pertanggungjawaban APBD
4.02.02.1.04 Jumlah kegiatan peningkatan 4.02.02.1.04.02 Pendalaman Jumlah Dokumen Hasil
Peningkatan kapasitas 1 tahun Tugas Pendalaman 9
Kapasitas DPRD DPRD DPRD Tugas DPRD
Sumber daya manusia yang terlatih
90 orang
4.02.02.1.04.03 Publikasi dan Jumlah Dokumen Penyebarluasan
Dokumentasi Dewan 108
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan

Produk Hukum Daerah, Publikasi
dan Dokumentasi Dewan

4.02.02.1.04.04 Penyediaan Jumlah Orang dalam Kelompok

Kelompok Pakar da

Pakar dan Tim Ahli Tim Ahli

4.02.02.1.04.05 Penyediaan Jumlah Tenaga Ahli Fraksi

Tenaga 8

Ahli Fraksi

4.02.02.1.04.06 Penyelenggaraan | Jumlah Dokumen Hasil

Hubungan Masyarakat Penyelenggaraan Hubungan
Masyarakat

4.02.02.1.05 Jumlah kegiatan penyerapan 4.02.02.1.05.01 Kunjungan Kerja

Penyerapan dan
Penghimpunan
Aspirasi

1 tahun penghimpunan aspirasi
masyarakat
Pertemuan dengan masyarakat

dalam Daerah

Jumlah Laporan Hasil Kunjungan
1
Kerja DPRD

Masyarakat 1623 kali
4.02.02.1.05.02 Penyusunan Jumlah Dokumen Pokok-Pokok
Pokok- Pokok Pikiran DPRD Pikiran
DPRD yang Disusun
4.02.02.1.05.03 Pelaksanaan Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan
Reses Reses
4.02.02.1.06 Jumlah kegiatan pelaksanaan dan 4.02.02.1.06.02 Pengawasan

Pelaksanaan dan
Pengawasan Kode
Etik DPRD

200 laporan pengawasan kode etik
DPRD

Kode Etik
DPRD

Jumlah Laporan Hasil Pengawasan
Kode Etik DPRD
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
4.02.02.1.08 Jumlah kegiatan fasilitasi tugas 4.02.02.1.08.01 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi
Fasilitasi 1620 dokumen Konsultasi Pelaksanaan Tugas 162 dan Konsultasi Pelaksanaan
Tugas DPRD DPRD DPRD Tugas
Koordinasi dan konsultasi DPRD
1620 dokumen terakomodir
5.01 PERENCANAAN
5.01.01 PROGRAM | Persentase Dokumen 5.01.01.1.01 Persentase Dokumen Perencanaan, | 5.01.01.1.01.06 Koordinasi dan Jumlah Laporan Capaian Kinerja
PENUNJANG Perencanaan, 100 % Perencanaan, 100 % Penganggaran, Pelaporan Penyusunan Laporan Capaian dan lkhtisar Realisasi Kinerja SKPD
URUSAN Penganggaran, Pelaporan dan Penganggaran, dan evaluasi yang Kinerja dan Ikhtisar Realisasi dan Laporan Hasil Koordinasi
PEMERINTAHAN evaluasi yang disusun (Bappeda) dan Evaluasi disusun Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Capaian

DAERAH PROVINSI

Persentase indikator kinerja
program 100 Persen dalam PK
yang berorientasi hasil

(Bappeda)

Persentase indikator kinerja tujuan
100 Persen dan sasaran dalam PK
dan IKU yang

berorientasi hasil (Bappeda)
Persentase OPD yang menyusun
100 Persen dokumen PK, IKU,
Rencana Aksi

(Bappeda)

Kinerja Perangkat
Daerah

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja
dan lkhtisar Realisasi Kinerja SKPD
dan Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD

5.01.01.1.02
Administrasi
Keuangan
Perangkat Daerah

Jumlah Jenis Administrasi
Keuangan 2 Jenis
Perangkat Daerah yang
dilaksanakan

5.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji
dan
Tunjangan ASN

Jumlah Orang yang Menerima Gaji
dan 1

Tunjangan ASN

B

III Prioritas Belanja Daerah - 333



Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan

5.01.01.1.02.03 Pelaksanaan Jumlah Dokumen Penatausahaan
Penatausahaan dan dan
Pengujian/Verifikasi Keuangan Pengujian/Verifikasi Keuangan
SKPD SKPD

5.01.01.1.03 Jumlah Jenis Aset Bappeda yang 5.01.01.1.03.06 Penatausahaan Jumlah Laporan Penatausahaan

Administrasi dikelola 2 Jenis Barang Milik Daerah pada SKPD | Barang

Barang Milik Milik Daerah pada SKPD

Daerah pada
Perangkat Daerah

5.01.01.1.05
Administrasi
Kepegawaian
Perangkat Daerah

Persentase ASN yang ditingkatkan
80.36 %
kompetensinya

5.01.01.1.05.02 Pengadaan
Pakaian Dinas Beserta Atribut
Kelengkapannya

Jumlah Paket Pakaian Dinas
Beserta Atrib
Kelengkapan

5.01.01.1.05.09 Pendidikan dan
Pelatihan Pegawai Berdasarkan
Tugas dan Fungsi

Jumlah jabatan fungsional yang
dikordini dan difasilitasi

Jumlah orang yang mengikuti
pendidikan dan pelatihan formal
Jumlah Pegawai Berdasarkan
Tugas dan Fungsi yang Mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan

5.01.01.1.06
Administrasi
Umum

Perangkat Daerah

Jumlah Jenis Layanan Perkantoran

yang 3 Jenis dilaksanakan
Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana
yang 5 Jenis disediakan

5.01.01.1.06.02 Penyediaan
Peralatan dan Perlengkapan
Kantor

Jumlah jenis peralatan dan
perlengkapan gedung kantor
Jumlah Paket Peralatan dan
Perlengkapa

Kantor yang Disediakan
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program

Indikator Kinerja

Hasil Program Target
Capaian

Kegiatan

Indikator Kinerja

Keluaran Kegiatan Target
Capaian

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja

Keluaran Sub Targe
Kegiatan

5.01.01.1.06.03 Penyediaan
Peralatan
Rumah Tangga

Jumlah jenis peralatan rumah
tangga yan disediakan

Jumlah Paket Peralatan Rumah
Tangga ya

Disediakan

5.01.01.1.06.04 Penyediaan
Bahan
Logistik Kantor

Jumlah jenis bahan logistik yang
disediak

Jumlah Paket Bahan Logistik
Kantor yang

Disediakan

5.01.01.1.06.05 Penyediaan
Barang
Cetakan dan Penggandaan

Jumlah jenis barang cetakan dan
penggandaan

Jumlah Paket Barang Cetakan dan
Penggandaan yang Disediakan

5.01.01.1.06.06 Penyediaan
Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang- Undangan

Jumlah Dokumen Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang-
Undangan yang Disediakan

5.01.01.1.06.08 Fasilitasi
Kunjungan
Tamu

Jumlah Laporan Fasilitasi
Kunjungan Tam

5.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan Konsultasi
SKPD

Jumlah Laporan Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan Konsultasi
SKPD Jumlah rakor dan konsultasi
dalam

daerah
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
Jumlah rakor dan konsultasi Luar
daerah
5.01.01.1.06.10 Penatausahaan Jumlah Dokumen Penatausahaan
Arsip Arsip
Dinamis pada SKPD Dinamis pada SKPD
5.01.01.1.07 Jumlah kendaraan dinas yang 5.01.01.1.07.01 Pengadaan Jumlah kendaraan dinas yang
Pengadaan Barang | diadakan 1 unit Kendaraan Perorangan Dinas diadakan
Milik Daerah Jumlah Sarana dan Prasarana atau Kendaraan Dinas Jabatan
Penunjang Urusan | Gedung Kantor 1 Jenis yang
Pemerintah dibangun/ diadakan
Daerah
5.01.01.1.08 Jumlah Jenis Operasional 5.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa

Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintahan
Daerah

Perkantoran yang 3 Jenis
dilaksanakan

Jumlah Sarana dan Prasarana
Gedung Kantor 3 Jenis yang
dibangun/ diadakan

Surat
Menyurat

Surat
Menyurat

5.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik yang Disediakan

5.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum Kantor

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum Kantor yang
Disediaka
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Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
5.01.01.1.09 Jumlah Sarana dan Prasarana 5.01.01.1.09.01 Penyediaan Jasa | Jumlah Kendaraan Perorangan
Pemeliharaan Gedung Kantor 4 Jenis yang Pemeliharaan, Biaya Dinas ata Kendaraan Dinas Jabatan
Barang Milik direhabilitasi/ dipelihara Pemeliharaan dan Pajak yang Dipelihara dan Dibayarkan

Daerah Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah

Kendaraan Perorangan Dinas
atau Kendaraan Dinas Jabatan

Pajaknya

Jumlah kendaraan yang terpelihara
jumlah peralatan dan
perlengkapan gedu

kantor yang dipelihara

5.01.01.1.09.06 Pemeliharaan
Peralatan dan Mesin Lainnya

Jumlah Peralatan dan Mesin
Lainnya yan
Dipelihara

5.01.01.1.09.09
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Gedung

Kantor dan Bangunan Lainnya

Jumlah Gedung Kantor dan
Bangunan

Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi

5.01.01.1.09.10
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana Gedung
Kantor atau Bangunan Lainnya

Jumlah Sarana dan Prasarana
Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan

5.01.02 PROGRAM | Persentase indikator kinerja 5.01.02.1.01 Persentase Dokumen Perencanaan | 5.01.02.1.01.02 Koordinasi Jumlah Telaahan Dokumen
PERENCANAAN program 100 Persen dalam Renja | Penyusunan Daerah 100 % Penelaahan Dokumen Perencanaan
PENGENDALIAN, yang berorientasi hasil Perencanaan dan yang disusun Perencanaan Pembangunan Pembangunan Daerah
DAN EVALUASI Persentase indikator kinerja Pendanaan Daerah dengan Dokumen
PEMBANGUNAN program 100 Persen yang Kebijakan Lainnya
DAERAH mendukung capaian indikator

kinerja sasaran dan tujuan
Persentase indikator kinerja tujuan
100 Persen dan sasaran dalam
Renja yang

berorientasi hasil

Persentase keselarasan program
100 Persen antara RPJMD dengan
RKPD

Persentase Penyelenggaraan

100 Persen

Perencanaan Pembangunan
Daerah berbasis Tl

Persentase target indikator tujuan
100 Persen dan sasaran dalam
RPJMD yang

tercapai

5.01.02.1.01.03 Pelaksanaan
Konsultasi Publik

Jumlah Berita Acara Konsultasi
Publik 1

5.01.02.1.01.05 Pelaksanaan
Musrenbang Provinsi

Jumlah Berita Acara Musrenbang
1

Provinsi

A
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
5.01.02.1.01.06 Koordinasi Jumlah Dokumen Perencanaan
Penyusunan dan Penetapan Pembangunan Daerah Provinsi
Dokumen Perencanaan yang Ditetapkan
Pembangunan Daerah Provinsi (RPJPD/RPJMD/RKPD)
5.01.02.1.02 Persentase Penyelenggaraan Data 5.01.02.1.02.01 Analisis Data dan | Jumlah Dokumen Hasil Analisis
Analisis Data dan dan 100 % Informasi Informasi Perencanaan Data untuk Penyusunan Kebijakan
Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan

Pemerintahan
Daerah Bidang
Perencanaan
Pembangunan
Daerah

Perencanaan Pembangunan
Daerah

Daerah (Semua Perencanaan
Pembangunan Daerah)

5.01.02.1.03
Pengendalian,
Evaluasi dan
Pelaporan Bidang
Perencanaan
Pembangunan
Daerah

Persentase Dokumen Monitoring,
Evaluasi 100 %
dan Pelaporan yang disusun

5.01.02.1.03.01 Koordinasi
Pengendalian Perencanaan dan
Pelaksanaan Pembangunan
Daerah di Provinsi

Jumlah Laporan Hasil
Pengendalian Perencanaan dan
Pelaksanaan Pembangunan

5.01.02.1.03.03 Monitoring,
Evaluasi dan Penyusunan
Laporan Berkala Pelaksanaan
Pembangunan Daerah

Jumlah Laporan Hasil Evaluasi
Kinerja
Pembangunan Daerah

5.01.02.1.03.04 Fasilitasi/Evaluasi
Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah
Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Perencanaan
3
Pembangunan Kabupaten/Kota
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
yang
Difasilitasi/Evaluasi
5.01.02.1.04 Persentase Penyelenggaraan Data 5.01.02.1.04.01 Pengelolaan Data | Jumlah Data dalam Sistem
Implementasi dan 100 % Informasi dalam Sistem Informasi Informasi Pemerintahan Daerah di

Sistem Informasi
Pemerintahan
Daerah di Bidang

Pemerintahan Daerah Bidang
Perencanaan Pembangunan
Daerah

Pemerintahan Daerah di Bidang
Pembangunan Daerah

Bidang Pembangunan Daerah
yang Dikelola

Pembangunan

Daerah
5.01.03 PROGRAM | Persentase target indikator tujuan | 5.01.03.1.01 Persentase target indikator tujuan 5.01.03.1.01.01 Koordinasi Jumlah Dokumen Perencanaan
KOORDINASI DAN | 100 Persen dan sasaran dalam Koordinasi dan 100 % Penyusunan Dokumen Pembangunan Daerah Bidang
SINKRONISASI RPJMD yang Perencanaan sasaran dalam RPJMD Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan yang Dikoordinir
PERENCANAAN tercapai Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Penyusunannya (RPJPD, RPJMD
PEMBANGUNAN Pemerintahan dan | Manusia yang tercapai (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dan RKPD)
DAERAH Pembangunan

Manusia

5.01.03.1.01.05 Koordinasi
Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan
Daerah Bidang Pembangunan
Manusia (RPJPD, RPJMD dan
RKPD)

Jumlah Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah Bidang
Pembangunan Manusia yang
Dikoordinir Penyusunannya
(RPJPD, RPJMD dan RKPD)

5.01.03.1.01.07 Pelaksanaan
Monitoring dan Evaluasi
Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan

Jumlah Perangkat Daerah yang
Mendapatkan Monitoring dan
Evaluasi dalam Penyusunan
Renstra/Renja Bidang
Pembangunan Manusia
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
Perangkat Daerah Bidang
Pembangunan Manusia
5.01.03.1.01.08 Koordinasi Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi
Pelaksanaan Sinergitas dan Renstra/Renja dengan
Harmonisasi Perencanaan RKPD/RPJMD pad Bidang
Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
Pembangunan Manusia
5.01.03.1.02 Persentase target indikator tujuan 5.01.03.1.02.01 Koordinasi Jumlah Dokumen Perencanaan
Koordinasi dan 100 % Penyusunan Dokumen Pembangunan Daerah Bidang
Perencanaan sasaran dalam RPJMD Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian yang Dikoordinir
Bidang Perekonomian dan SDA yang Daerah Bidang Perekonomian Penyusunannya (RPJPD, RPJMD
Perekonomian dan | tercapai (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dan RKPD)
SDA (Sumber
Daya Alam)

5.01.03.1.02.04 Koordinasi
Pelaksanaan Sinergitas dan
Harmonisasi Perencanaan
Pembangunan Daerah Bidang
Perekonomian

Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi
Renstra/Renja dengan
RKPD/RPJMD pad Bidang
Perekonomian

5.01.03.1.02.08 Koordinasi
Pelaksanaan Sinergitas dan
Harmonisasi Perencanaan
Pembangunan Daerah Bidang
SDA

Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi
Renstra/Renja dengan
RKPD/RPJMD pad Bidang SDA
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
5.01.03.1.03 Persentase target indikator tujuan 5.01.03.1.03.01 Koordinasi Jumlah Dokumen Perencanaan
Koordinasi dan 100 % Penyusunan Dokumen Pembangunan Daerah Bidang
Perencanaan sasaran dalam RPJMD Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur yang Dikoordinir
Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang | Daerah Bidang Infrastruktur Penyusunannya (RPJPD, RPJMD
Infrastruktur dan tercapai (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dan RKPD)
Kewilayahan
5.01.03.1.03.04 Koordinasi Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi
Pelaksanaan Sinergitas dan Renstra/Renja dengan
Harmonisasi Perencanaan RKPD/RPJMD pad Bidang
Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
Infrastruktur
5.01.03.1.03.08 Koordinasi Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi
Pelaksanaan Sinergitas dan Renstra/Renja dengan
Harmonisasi Perencanaan RKPD/RPJMD pad Bidang
Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan
Kewilayahan
5.02 KEUANGAN
5.02.01 PROGRAM | Persentase layanan administrasi 5.02.01.1.01 Persentase Dokumen Perencanaan, | 5.02.01.1.01.01 Penyusunan Jumlah Dokumen yang disusun
PENUNJANG 100 Persen perkantoran Perencanaan, 100 Persen Dokumen Perencanaan 10
URUSAN Penganggaran, Penganggaran, Pelaporan dan Perangkat Daerah
PEMERINTAHAN dan Evaluasi Evaluasi yang disusun

DAERAH PROVINSI

Kinerja Perangkat
Daerah

5.02.01.1.01.06 Koordinasi dan
Penyusunan Laporan Capaian

Laporan SAKIP dan LAKIP
2 Do
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD

5.02.01.1.02 Jumlah Jenis Pengelolaan 5.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji Jumlah Orang yang Menerima Gaji

Administrasi Adminsitrasi 5 Jenis dan dan

Keuangan Keuangan Perangkat Daerah Tunjangan ASN Tunjangan ASN

Perangkat Daerah

Tersedianya Gaji dan Tunjangan
ASN

5.02.01.1.02.02 Penyediaan
Administrasi Pelaksanaan Tugas
ASN

Jumlah jenis administrasi
pelaksanaan tu
ASN

5.02.01.1.02.03 Pelaksanaan
Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi Keuangan
SKPD

Jumlah Dokumen Penatausahaan
dan

Pengujian/Verifikasi Keuangan
SKPD

5.02.01.1.02.05 Koordinasi dan
Penyusunan Laporan Keuangan
Akhir Tahun SKPD

Jumlah Laporan Keuangan Akhir
Tahun SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD

5.02.01.1.02.06 Pengelolaan dan
Penyiapan Bahan Tanggapan
Pemeriksaan

Jumlah Jenis Arsip Badan
Pengelolaan
Keuangan Daerah

5.02.01.1.03
Administrasi
Barang Milik
Daerah pada
Perangkat Daerah

Jumlah Jenis Pengelolaan Barang
Milik 1 Jenis
Daerah SKPD

5.02.01.1.03.02 Pengamanan
Barang
Milik Daerah SKPD

Jumlah Dokumen Pengamanan
Barang
Milik Daerah SKPD
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan

5.02.01.1.04 Jumlah Dokumen Kewenangan 5.02.01.1.04.01 Perencanaan Jumlah Dokumen Rencana
Administrasi 3 Dokumen Pengelolaan Retribusi Daerah Pengelolaan
Pendapatan Perangkat Daerah tentang Retribusi Daerah
Daerah Pendapatan
Kewenangan Daerah

Perangkat Daerah

5.02.01.1.04.02 Analisa dan
Pengembangan Retribusi
Daerah, serta Penyusunan
Kebijakan Retribusi Daerah

Jumlah Dokumen Hasil Analisis
serta Pengembangan Retribusi
Daerah dan Kebijakan Retribusi
Daerah

5.02.01.1.04.07 Pelaporan
Pengelolaan Retribusi Daerah

Jumlah Laporan Pengelolaan
Retribusi
Daerah

5.02.01.1.05
Administrasi
Kepegawaian
Perangkat Daerah

Persentase Dokumen Administrasi
100 Persen
Kepegawaian

5.02.01.1.05.02 Pengadaan
Pakaian Dinas Beserta Atribut
Kelengkapannya

Jumlah Paket Pakaian Dinas
Beserta Atrib
Kelengkapan

5.02.01.1.05.03 Pendataan dan
Pengolahan Administrasi
Kepegawaian

Jumlah Dokumen Pendataan dan
Pengolahan Administrasi
Kepegawaian

5.02.01.1.05.09 Pendidikan dan
Pelatihan Pegawai Berdasarkan
Tugas dan Fungsi

Jumlah ASN yang mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan

5.02.01.1.06
Administrasi

Jumlah Jenis Pelayanan
Administrasi
Perkantoran yang dilaksanakan

6 Jenis

5.02.01.1.06.02 Penyediaan
Peralatan dan Perlengkapan
Kantor

Jumlah Paket Peralatan dan
Perlengkapa
Kantor yang Disediakan
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
Umum

Perangkat Daerah

5.02.01.1.06.04 Penyediaan
Bahan
Logistik Kantor

Jumlah Paket Bahan Logistik
Kantor yang
Disediakan

5.02.01.1.06.05 Penyediaan
Barang
Cetakan dan Penggandaan

Jumlah Paket Barang Cetakan dan
Penggandaan yang Disediakan

5.02.01.1.06.06 Penyediaan
Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang- Undangan

Jumlah Dokumen Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang-
Undangan yang Disediakan

5.02.01.1.06.08 Fasilitasi
Kunjungan
Tamu

Jumlah Laporan Fasilitasi
Kunjungan Tam

5.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan Konsultasi
SKPD

Jumlah Laporan Penyelenggaraan
Rapat
Koordinasi dan Konsultasi SKPD

5.02.01.1.07
Pengadaan Barang
Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintah
Daerah

Jumlah Jenis Barang Milik Daerah
Penunjang 4 Jenis
Urusan Pemerintah Daerah

5.02.01.1.07.02 Pengadaan
Kendaraan

Dinas Operasional atau
Lapangan

Jumlah Unit Kendaraan Dinas
Operasiona atau Lapangan yang
Disediakan

5.02.01.1.07.06 Pengadaan
Peralatan dan Mesin Lainnya

Jumlah Unit Peralatan dan Mesin
Lainnya yang Disediakan
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Program Kegiatan Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan

5.02.01.1.07.09 Pengadaan Jumlah Unit Gedung Kantor atau
Gedung Bangun
Kantor atau Bangunan Lainnya Lainnya yang Disediakan
5.02.01.1.07.10 Pengadaan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana
Sarana dan Prasarana Gedung Gedun Kantor atau Bangunan
Kantor atau Bangunan Lainnya Lainnya yang Disediakan

5.02.01.1.08 Jumlah Jenis Pelayanan 5.02.01.1.08.01 Penyediaan Jasa | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa

Penyediaan Jasa Administrasi 4 Jenis Surat Surat

Penunjang Urusan | Perkantoran yang dilaksanakan Menyurat Menyurat

Pemerintahan

Daerah

5.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air Komunikasi, Sumber Daya Air dan
dan Listrik Listrik yang Disediakan

5.02.01.1.08.03 Penyediaan Jasa | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Peralatan dan Perlengkapan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor Kantor yang Disediakan

5.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor yang
Disediakan
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
5.02.01.1.09 Persentase sarana dan prasarana 5.02.01.1.09.02 Penyediaan Jasa | Jumlah Kendaraan Dinas
Pemeliharaan 100 Persen perkantoran dalam Pemeliharaan, Biaya Operasional ata Lapangan yang
Barang Milik kondisi baik Pemeliharaan, Pajak dan Dipelihara dan Dibayarka Pajak

Daerah Penunjang
Urusan
Pemerintahan

Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan

dan Perizinannya
Jumlah Kendaraan Dinas
Operasional ata Lapangan yang

Daerah Dipelihara dan Dibayarka Pajak
dan Perizinannya
Jumlah Kendaraan Dinas
Operasional ata Lapangan yang
Dipelihara dan Dibayarka Pajak
dan Perizinannya
5.02.01.1.09.06 Pemeliharaan Jumlah Peralatan dan Mesin
Peralatan dan Mesin Lainnya Lainnya yan
Dipelihara
5.02.01.1.09.07 Pemeliharaan Jumlah Aset Tetap lainnya yang
Aset dipelihar
Tetap Lainnya
5.02.01.1.09.09 Jumlah Gedung Kantor dan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Bangunan
Gedung Lainnya yang
Kantor dan Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
5.02.02 PROGRAM | Persentase Perangkat Daerah 5.02.02.1.01 Jumlah Jenis Koordinasi dan 5.02.02.1.01.01 Koordinasi dan Jumlah Dokumen KUA dan PPAS
PENGELOLAAN yang 100 Persen menyusun Koordinasi dan Penyusunan 6 Jenis Penyusunan KUA dan PPAS yang
KEUANGAN dan menyampaikan Penyusunan Penganggaran Daerah yang Disusun
DAERAH Laporan Keuangan Tepat Waktu, Rencana ditetapkan Tepat

Peresentase Perangkat Daerah

Anggaran Daerah

Waktu
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program

Indikator Kinerja

Hasil Program Target

Capaian

Kegiatan

Indikator Kinerja

Keluaran Kegiatan

Target
Capaian

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja

Keluaran Sub Targe
Kegiatan

Yang menyusun dan
menyampaikan Laporan
Keuangan Sesuai SAP, Persentase
Dokumen Penganggaran Daerah
yang ditetapkan Tepat Waktu

5.02.02.1.01.02 Koordinasi dan
Penyusunan Perubahan KUA dan
Perubahan PPAS

Jumlah Dokumen Perubahan KUA
dan
Perubahan PPAS yang Disusun

5.02.02.1.01.07 Koordinasi dan
Penyusunan Peraturan Daerah
tentang APBD dan Peraturan
Kepala Daerah tentang
Penjabaran APBD

Dokumen Peraturan Daerah
tentang APBD dan Peraturan
Gubernur tentang Penjabaran
APBD

5.02.02.1.01.08 Koordinasi dan
Penyusunan Peraturan Daerah
tentang Perubahan APBD dan
Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran Perubahan
APBD

Jumlah Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD dan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran
Perubahan APBD

5.02.02.1.01.09 Koordinasi dan
Penyusunan Regulasi serta
Kebijakan Bidang Anggaran

Jumlah Dokumen Regulasi serta
Kebijakan Bidang Anggaran

5.02.02.1.01.13 Pembinaan
Perencanaan Penganggaran
Daerah Pemerintah Provinsi

Jumlah Orang yang Mengikuti
Pembinaa Perencanaan
Penganggaran Daerah Pemerintah
Provinsi
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
5.02.02.1.02 Jumlah Pemerintah 5.02.02.1.02.02 Evaluasi Jumlah Laporan Hasil Evaluasi
Pembinaan Kabupaten/Kota 10 Kab/Kota Rancangan Peraturan Daerah Rancangan Peraturan Daerah
Pengelolaan yang dilakukan Pembinaan tentang APBD Kabupaten/Kota tentang Pajak dan Retribusi
Keuangan Daerah dan Rancangan Peraturan Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota Kepala Daerah tentang
Penjabaran APBD
Kabupaten/Kota
5.02.02.1.02.04 Evaluasi Jumlah Laporan Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Pelaksanaan APBD
Kabupaten/Kota dan Rancangan | Kabupaten/Kota dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah Peraturan Kepala Daerah tentang
tentang Penjabaran Penjabaran Pertanggungjawaban
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
5.02.02.1.02.06 Sosialisasi Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi
Regulasi Regulasi
Bidang Keuangan Daerah Bidang Keuangan
5.02.02.1.03 Persentase Ketersediaan Kas 5.02.02.1.03.01 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi
Koordinasi dan Daerah 100 Persen Pengelolaan Kas Daerah dan
Pengelolaan Pengelolaan Kas Daerah
Perbendaharaan
Daerah
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program

Indikator Kinerja

Hasil Program Target
Capaian

Kegiatan

Indikator Kinerja

Keluaran Kegiatan

Target
Capaian

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja

Keluaran Sub Targe
Kegiatan

5.02.02.1.03.05 Koordinasi,
Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi,
Supervisi, Monitoring, dan
Evaluasi Pengelolaan Dana
Perimbangan dan Dana
Transfer Lainnya

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,
1

Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi,
Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi
Pengelolaan Dana Perimbangan
dan Dana Transfer Lainnya

5.02.02.1.03.07 Koordinasi dan
Penyusunan Laporan Realisasi
Penerimaan dan Pengeluaran
Kas Daerah, Laporan Aliran Kas,
dan Pelaksanaan
Pemungutan/Pemotongan dan
Penyetoran Perhitungan Fihak
Ketiga (PFK)

Jumlah Laporan Realisasi
Penerimaan da Pengeluaran Kas
Daerah, Laporan Aliran Kas, dan
Pelaksanaan
Pemungutan/Pemotongan dan
Penyetoran Perhitungan Fihak
Ketiga

(PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi
dala rangka Penyusunan Laporan
Realisasi Penerimaan dan
Pengeluaran Kas Daerah Laporan
Aliran Kas, dan Pelaksanaan
Pemungutan/Pemotongan dan
Penyetoran Perhitungan Fihak
Ketiga

(PFK)

5.02.02.1.03.09 Rekonsiliasi Data
Penerimaan dan Pengeluaran
Kas serta Pemungutan dan
Pemotongan atas SP2D dengan
Instansi Terkait

Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi
Data Penerimaan dan Pengeluaran
Kas serta Pemungutan dan
Pemotongan atas SP2D dengan
Instansi Terkait
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Program Kegiatan Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
5.02.02.1.03.10 Penyusunan Jumlah Petunjuk Teknis
Petunjuk Teknis Administrasi Administrasi Keuangan yang
Keuangan yang Berkaitan Berkaitan dengan Penerimaan dan
dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta
Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan
Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan
Pertanggungjawaban Sub
Kegiatan
5.02.02.1.04 Jumlah Perangkat Daerah yang 5.02.02.1.04.02 Rekonsiliasi dan Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi
Koordinasi dan menyusun 41 OPD Verifikasi Aset, Kewajiban, dan Verifikasi Aset, Kewajiban,
Pelaksanaan dan menyampaikan Laporan Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Ekuitas, Pendapatan, Belanja,
Akuntansi dan Keuangan Tepat Waktu dan Jumlah | Pembiayaan, Pendapatan-LO, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan
Pelaporan Perangkat Daerah Yang menyusun | dan Beban Beban

Keuangan Daerah | dan menyampaikan Laporan
Keuangan Sesuai SAP

5.02.02.1.04.04 Konsolidasi Jumlah Laporan Keuangan SKPD,
Laporan Keuangan SKPD, BLUD BLUD dan Laporan Keuangan
dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang
Pemerintah Daerah Terkonsolidasi

5.02.02.1.04.05 Koordinasi dan Jumlah Rancangan Peraturan

Penyusunan Rancangan Daerah tentang

Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Pertanggungjawaban APBD Provinsi dan Rancangan
Pelaksanaan APBD Provinsi dan Peraturan Kepala Daerah tentang
Rancangan Peraturan Kepala Penjabaran Pertanggungjawaban
Daerah tentang Penjabaran Pelaksanaan APBD Provinsi
Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD Provinsi
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
5.02.02.1.04.07 Koordinasi, Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,
Sinkronisasi, dan Penyelesaian Sinkronisasi, dan Penyelesaian
Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Perbendaharaan dan
Tuntutan Kerugian Daerah Tuntutan Kerugian Daerah
5.02.02.1.04.09 Penyusunan Jumlah Kebijakan dan Panduan
Kebijakan dan Panduan Teknis Teknis Operasional
Operasional Penyelenggaraan Penyelenggaraan Akuntansi
Akuntansi Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah
5.02.02.1.05 Jumlah Jenis Dokumen Dana 5.02.02.1.05.08 Analisis Jumlah Laporan Hasil Analisis
Penunjang Urusan | Darurat 3 Jenis Perencanaan dan Penyaluran Perencanaan dan Penyaluran
Kewenangan Mendesak, Dana Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan Bantuan Keuangan
Pengelolaan Penyaluran
Keuangan Daerah | Bantuan

5.02.02.1.05.09 Pengelolaan
Dana
Darurat dan Mendesak

Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan
Dana
Darurat dan Mendesak

5.02.02.1.05.10 Pengelolaan
Dana
Bagi Hasil Provinsi

Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan
Dana
Bagi Hasil Provinsi

5.02.02.1.06
Pengelolaan Data
dan Implementasi
Sistem Informasi
Pemerintah
Daerah Lingkup
Keuangan Daerah

Persentase Pembinaan dan
Penerapan 100 Persen
SIPD

5.02.02.1.06.02 Implementasi
dan Pemeliharaan Sistem
Informasi Pemerintah Daerah
Bidang Keuangan Daerah

Jumlah Dokumen Hasil
Implementasi dan Pemeliharaan
Sistem Informasi Pemerintah
Daerah Bidang Keuangan Daerah
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
5.02.02.1.06.03 Pembinaan Jumlah Orang yang Mengikuti
Sistem Informasi Pemerintah Pembinaa Sistem Informasi
Daerah Bidang Keuangan Pemerintah Daerah Bidang
Daerah Pemerintah Provinsi Keuangan Daerah Pemerintah
Provinsi

5.02.03 PROGRAM | Jumlah Aset Daerah yang 5.02.03.1.01 Jumlah Aset Daerah yang 5.02.03.1.01.01 Penyusunan Jumlah Standar Harga yang

PENGELOLAAN diamankan 1954 Unit Pengelolaan diamankan 1954 Unit Jumlah | Standar Disusun 3

BARANG MILIK Jumlah Aset Daerah yang Barang Aset Daerah yang dimanfaatkan Harga

DAERAH 100 Unit dimanfaatkan Milik Daerah 100 Unit Jumlah Aset yang

Jumlah BMD yang ditertibkan
204 Unit

Persentase BMD yang dikelola
100 Persen dengan akuntabel

diamankan, BMD yang 2258 Unit
ditertibkan, Aset Daerah yang
dimanfaatkan

Jumlah BMD yang ditertibkan

204 Unit

5.02.03.1.01.03 Penyusunan
Rencana
Kebutuhan Barang Milik Daerah

Jumlah Rencana Kebutuhan
Barang
Milik Daerah

5.02.03.1.01.04 Penyusunan
Kebijakan

Pengelolaan Barang Milik
Daerah

Jumlah Kebijakan Pengelolaan
Barang
Milik Daerah

5.02.03.1.01.05 Penatausahaan
Barang Milik Daerah

Jumlah Laporan Penatausahaan
Barang
Milik Daerah
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Program Kegiatan Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan

5.02.03.1.01.06 Inventarisasi Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi
Barang (LHI) Barang Milik Daerah
Milik Daerah
5.02.03.1.01.07 Pengamanan Jumlah Laporan Hasil Pengamanan
Barang Barang Milik Daerah
Milik Daerah

5.02.03.1.01.08 Penilaian Barang | Jumlah Laporan Hasil Penilaian

Milik Barang Milik Daerah dan Hasil
Daerah Koordinasi Penilaian Barang Milik
Daerah

5.02.03.1.01.09 Pengawasan dan | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan

Pengendalian Pengelolaan dan Pengendalian Pengelolaan
Barang Milik Daerah Barang Milik Daerah
5.02.03.1.01.10 Optimalisasi Jumlah Dokumen Hasil
Penggunaan, Pemanfaatan, Optimalisasi Penggunaan,
Pemindahtanganan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan,
Pemusnahan, dan Penghapusan | Pemusnahan, dan Penghapusan
Barang Milik Daerah Barang Milik Daerah
5.02.03.1.01.11 Rekonsiliasi Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi
dalam rangka Penyusunan dalam rangka Penyusunan Laporan
Laporan Barang Milik Daerah Barang Milik Daerah
5.02.03.1.01.13 Pembinaan Jumlah Orang yang Mengikuti
Pengelolaan Barang Milik Pembinaa Pengelolaan Barang
Daerah Pemerintah Milik Daerah Pemerintah
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota

III Prioritas Belanja Daerah - 354



Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
5.02.04 PROGRAM | Nilai PAD 933105798651 5.02.04.1.01 Nilai Hali Pengelolaan 5.02.04.1.01.01 Perencanaan Jumlah Dokumen Rencana
PENGELOLAAN Rupiah Kegiatan 17125198290 Rupiah Pengelolaan Pajak Daerah Pengelolaan
PENDAPATAN Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Pajak Daerah
DAERAH Pendapatan Dipisahkan
Daerah Nilai Hasil Pengelolaan

17125198290 Rupiah
Kekayaan Daerah Yang
Dipisahkan

Nilai Lain - Lain Pendapatan
148320328092 Rupiah

Asli Daerah yang Sah

Nilai Lain - Lain Pendapatan
148320328092 Rupiah

Asli Daerah Yang Sah

Nilai Pajak Daerah
763547726408 Rupiah
NilaiPengelolaan Kekayaan
17125198290 Rupiah
Daerah yang dipisahkan
Nilai Retribus Daerah
4112545861 Rupiah

Nilai Retribusi Daerah
4112545861 Rupiah

5.02.04.1.01.02 Analisa dan

Pengembangan Pajak Daerah, Pajak daerah dan Kebijakan Pajak
serta Penyusunan Kebijakan Daerah

Pajak Daerah

Jumlah Laporan Pengembangan
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Program Kegiatan Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan

5.02.04.1.01.03 Penyuluhan dan | Jumlah Laporan Pelaksanaan
Penyebarluasan Kebijakan Pajak | Penyuluhan dan Penyebarluasan

Daerah Kebijakan Pajak Daerah
5.02.04.1.01.04 Penyediaan Jumlah Sarana dan Prasarana
Sarana dan Prasarana Pengelolaa

Pengelolaan Pajak Daerah Pajak Daerah

5.02.04.1.01.05 Pendataan dan Jumlah Laporan Hasil Pendataan
Pendaftaran Objek Pajak Daerah | dan Pendaftaran Objek Pajak
Daerah, Subyek Pajak dan Wajib
Pajak Daerah

5.02.04.1.01.06 Pengolahan, Jumlah Laporan Hasil Pengolahan,
Pemeliharaan, dan Pelaporan Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis
Basis Data Pajak Daerah Data Pajak Daerah

5.02.04.1.01.07 Penetapan Wajib | Jumlah Dokumen Ketetapan
Pajak Daerah 1 Dok

Pajak Daerah

Keteta

5.02.04.1.01.08 Pelayanan dan Jumlah Laporan Permasalahan

Konsultasi Pajak Daerah yang Telah
Ditindaklanjuti dan Belum
Ditindaklanjuti
5.02.04.1.01.09 Penelitian dan Jumlah Dokumen yang Telah
Verifikasi Data Pelaporan Pajak 1
Daerah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi

Data Pelaporan Pajak Daerah
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
5.02.04.1.01.10 Penagihan Pajak | Jumlah Dokumen Tertanggihnya
Daerah WP
yang Memiliki Piutang Pajak.
Jumlah Dokumen Tertanggihnya
WP
yang Memiliki Piutang Pajak.
5.02.04.1.01.11 Penyelesaian Persentase Penyelesaian Keberatan
Keberatan Pajak Daerah Pajak
Daerah
5.02.04.1.01.12 Pengendalian, Jumlah Dokumen Hasil
Pemeriksaan dan Pengawasan 1 Do
Pajak Daerah Pemeriksaan
5.03 KEPEGAWAIAN
5.03.01 PROGRAM | Persentase dokumen 5.03.01.1.01 Jumlah dokumen perencanaan, 5.03.01.1.01.01 Penyusunan Jumlah Dokumen Perencanaan
PENUNJANG perencanaan, 100 % Perencanaan, 12 Dokumen penganggaran, Dokumen Perencanaan 1
URUSAN penganggaran, pelaporan dan Penganggaran, pelaporan dan Perangkat Daerah Perangkat Daerah
PEMERINTAHAN evaluasi yang disusun dan Evaluasi koordinasi, monitoring dan evaluasi

DAERAH PROVINSI

Kinerja Perangkat
Daerah
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan

5.03.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah Perangkat Daerah

5.03.01.1.02 Jumlah dan jenis administrasi 5.03.01.1.02.01 Penyediaan Gaji Jumlah Orang yang Menerima Gaji

Administrasi keuangan 2 Jenis perangkat dan dan

Keuangan daerah yang dilaksanakan Tunjangan ASN Tunjangan ASN

Perangkat Daerah

5.03.01.1.02.03 Pelaksanaan
Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi Keuangan
SKPD

Jumlah Dokumen Penatausahaan
dan

Pengujian/Verifikasi Keuangan
SKPD

5.03.01.1.06
Administrasi
Umum

Perangkat Daerah

Jumlah dan jenis admnistrasi
umum 6 Jenis perangkat
daerah yang dilaksanakan

5.03.01.1.06.01 Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor

Jumlah Paket Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor yan Disediakan

5.03.01.1.06.03 Penyediaan
Peralatan
Rumah Tangga

Jumlah Paket Peralatan Rumah
Tangga yang Disediakan

5.03.01.1.06.04 Penyediaan
Bahan
Logistik Kantor

Jumlah Paket Bahan Logistik
Kantor yang
Disediakan

5.03.01.1.06.05 Penyediaan
Barang
Cetakan dan Penggandaan

Jumlah Paket Barang Cetakan dan
Penggandaan yang Disediakan
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
5.03.01.1.06.06 Penyediaan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan
Bahan Bacaan dan Peraturan dan Peraturan Perundang-
Perundang- Undangan Undangan yang Disediakan
5.03.01.1.06.09 Penyelenggaraan | Jumlah Laporan Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan Konsultasi | Rapat
SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5.03.01.1.07 Jumlah dan jenis pengadaan 5.03.01.1.07.01 Pengadaan Jumlah Unit Kendaraan
Pengadaan Barang | Barang Milik 23 Unit Kendaraan Perorangan Dinas Perorangan Dina atau Kendaraan
Milik Daerah Daerah yang dilaksanakan atau Kendaraan Dinas Jabatan Dinas Jabatan yang Disediakan
Penunjang Urusan
Pemerintah
Daerah
5.03.01.1.07.10 Pengadaan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana
Sarana dan Prasarana Gedung Gedun Kantor atau Bangunan
Kantor atau Bangunan Lainnya Lainnya yang Disediakan
5.03.01.1.08 Jumlah dan jenis penyediaan jasa 5.03.01.1.08.01 Penyediaan Jasa | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa

Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintahan

penunjang 2 Jenis urusan Pemda
yang dilaksanakan

Surat
Menyurat

Surat
Menyurat

Daerah
5.03.01.1.08.04 Penyediaan Jasa | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor yang
Disediaka
5.03.01.1.09 Jumlah dan jenis pemeliharaan 5.03.01.1.09.01 Penyediaan Jasa | Jumlah Kendaraan Perorangan
Pemeliharaan Barang Milik 2 Jenis Pemeliharaan, Biaya Dinas ata Kendaraan Dinas Jabatan
Barang Milik Daerah yang dilaksanakan Pemeliharaan dan Pajak
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program

Indikator Kinerja

Hasil Program Target

Capaian

Kegiatan

Indikator Kinerja

Keluaran Kegiatan Target

Capaian

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja

Keluaran Sub
Kegiatan

Targe

Daerah Penunjang
Urusan
Pemerintahan

Kendaraan Perorangan Dinas
atau Kendaraan Dinas Jabatan

yang Dipelihara dan Dibayarkan
Pajaknya

Daerah
5.03.01.1.09.06 Pemeliharaan Jumlah Peralatan dan Mesin
Peralatan dan Mesin Lainnya Lainnya yan
Dipelihara
5.03.01.1.09.10 Jumlah Sarana dan Prasarana
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Ka atau Bangunan Lainnya
Sarana dan Prasarana Gedung yang Dipelihara/Direhabilitasi
Kantor atau Bangunan Lainnya
5.03.02 PROGRAM | Persentase peningkatan 5.03.02.1.01 Jumlah dokumen pengadaan ASN 5.03.02.1.01.02 Penyusunan Jumlah Dokumen Hasil
KEPEGAWAIAN kompetensi ASN 67,61 % Pengadaan, 4 Dokumen Rencana Kebutuhan, Jenis dan Penyusunan Rencana Kebutuhan,
DAERAH Pemberhentian Jumlah Jabatan untuk Jenis dan Jumlah Jabatan untuk

dan Informasi
Kepegawaian ASN

Pelaksanaan Pengadaan ASN

Pelaksanaan Pengadaan ASN

5.03.02.1.01.05 Perumusan
Bahan
Kebijakan Pemberhentian ASN

Jumlah Dokumen Hasil Perumusan
Bahan Kebijakan Pengadaan ASN

5.03.02.1.01.06 Koordinasi
Pelaksanaan Administrasi
Pemberhentian

Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan
Koordinasi Pelaksanaan
Administrasi Pemberhentian

5.03.02.1.01.08 Fasilitasi
Lembaga
Profesi ASN

Jumlah Lembaga Profesi ASN yang
Difasilitasi
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
5.03.02.1.01.11 Pengelolaan Data | Jumlah Dokumen Hasil
Kepegawaian Pengelolaan
Data Kepegawaian
5.03.02.1.01.12 Evaluasi Data, Jumlah Laporan Hasil Evaluasi
Informasi dan Sistem Informasi Data, Informasi dan Sistem
Kepegawaian Informasi Kepegawaian
5.03.02.1.02 Jumlah ASN yang ditempatkan 5.03.02.1.02.01 Pengelolaan Jumlah Dokumen Hasil
Mutasi dan sesuai 1350 Orang standar Mutasi Pelaksanaan
Promosi ASN kompetensi ASN Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi,
Jabatan Administrasi, Jabatan
Pelaksana dan Mutasi ASN Antar
Daerah
5.03.02.1.02.02 Pengelolaan Jumlah pengelolaan kenaikan
Kenaikan pangkat
Pangkat ASN ASN
5.03.02.1.02.03 Pengelolaan Jumlah Dokumen Hasil
Promosi Pengelolaan
ASN Promosi ASN
5.03.02.1.03 Jumlah ASN yang ditingkatkan 5.03.02.1.03.01 Peningkatan Jumlah ASN yang Meningkat
Pengembangan 503 Orang kompetensi melalui Kapasitas Kapasitasnya

Kompetensi ASN

pelatihan, workshop,
sosialisasi, bimtek, pembinaan dan
sejenisnya

Kinerja ASN

5.03.02.1.03.03 Pengeloaan
Administrasi Diklat dan
Sertifikasi ASN

Jumlah Dokumen Hasil
Pengelolaan
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
Administrasi Diklat dan Sertifikasi
ASN
5.03.02.1.03.04 Pengelolaan Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan
Pendidikan Lanjutan ASN Lanjutan ASN yang Dikelola
5.03.02.1.03.05 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi
Kerja dan
Sama Pelaksanaan Diklat Kerja Sama Pelaksanaan Diklat
5.03.02.1.03.12 Sosialisasi dan Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi
Penyebaran Informasi Jabatan dan Penyebaran Informasi Jabatan
Fungsional ASN Fungsiona ASN
5.03.02.1.03.13 Pembinaan Jumlah Fungsional ASN yang
Jabatan Dibina
Fungsional ASN
5.03.02.1.04 Jumlah jenis ASN mendapatkan 5.03.02.1.04.01 Penyusunan Jumlah Dokumen Hasil

Penilaian dan
Evaluasi Kinerja
Aparatur

penilaian 5 Jenis kinerja baik

Kebijakan
Penilaian dan Evaluasi Kinerja
Aparatur

Penyusunan Kebijakan Penilaian
dan Evaluasi Kinerja Aparatur

5.03.02.1.04.02 Pelaksanaan
Penilaian dan Evaluasi Kinerja
Aparatur

Jumlah Dokumen Hasil
Pelaksanaan

Penilaian dan Evaluasi Kinerja
Aparatur

5.03.02.1.04.03 Evaluasi Hasil
Penilaian dan Evaluasi Kinerja
Aparatur

Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi
Hasil Penilaian12662 dan Evaluasi
Kinerja Aparatur
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan

5.03.02.1.04.04 Pengelolaan Jumlah ASN yang Diberikan
Pemberian Penghargaan bagi Penghargaan
Pegawai
5.03.02.1.04.05 Pengelolaan Jumlah ASN yang Diberikan Tanda
Tanda Jasa
Jasa bagi Pegawai
5.03.02.1.04.07 Pembinaan Jumlah ASN yang Mendapatkan
Disiplin Pembinaan Kedisiplinan
ASN
5.03.02.1.04.08 Pengelolaan Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan
Penyelesaian Pelanggaran Penyelesaian Pelanggaran Disiplin
Disiplin ASN ASN
5.03.02.1.04.09 Pelayanan Proses | Jumlah Dokumen Proses lzin
Izin Perceraian
Perceraian Pegawai Pegawai yang Dilayani

5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

5.04.01 PROGRAM | Persentase Dokumen 5.04.01.1.01 Jumlah Dokumen Perencanaan, 5.04.01.1.01.01 Penyusunan Jumlah Dokumen Perencanaan

PENUNJANG Perencanaan, 100 Persen Perencanaan, 6 Dokumen Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

URUSAN Penganggaran, Pelaporan dan Penganggaran, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja | Perangkat Daerah

PEMERINTAHAN Evaluasi yang disusun dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun

DAERAH PROVINSI

Kinerja Perangkat
Daerah

5.04.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
5.04.01.1.02 Jumlah Pemenuhan Kebutuhan 5.04.01.1.02.01 Penyediaan Gaji Jumlah Orang yang Menerima Gaji
Administrasi Kegiatan 2 Jenis dan dan 1
Keuangan Administrasi Keuangan Tunjangan ASN Tunjangan ASN

Perangkat Daerah

B

5.04.01.1.02.03 Pelaksanaan
Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi Keuangan
SKPD

Jumlah Dokumen Penatausahaan
dan 16

Pengujian/Verifikasi Keuangan
SKPD

5.04.01.1.03
Administrasi
Barang Milik
Daerah pada
Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Barang Milik
Daerah 4 Dokumen yang
dilaksanakan

5.04.01.1.03.06 Penatausahaan
Barang Milik Daerah pada SKPD

Jumlah Laporan Penatausahaan
Barang
Milik Daerah pada SKPD

5.04.01.1.05
Administrasi
Kepegawaian
Perangkat Daerah

Jumlah Peningkatan Kualitas ASN
BPSDM 12 Orang

5.04.01.1.05.09 Pendidikan dan
Pelatihan Pegawai Berdasarkan
Tugas dan Fungsi

Jumlah Pegawai Berdasarkan
Tugas dan Fungsi yang Mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan

5.04.01.1.06
Administrasi
Umum

Perangkat Daerah

Jumlah Pemenuhan Kebutuhan
Kegiatan
Administrasi Umum Perkantoran

6 Jenis

5.04.01.1.06.02 Penyediaan
Peralatan dan Perlengkapan
Kantor

Jumlah Paket Peralatan dan
Perlengkapa
Kantor yang Disediakan

5.04.01.1.06.04 Penyediaan
Bahan
Logistik Kantor

Jumlah Paket Bahan Logistik
Kantor yang
Disediakan
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
5.04.01.1.06.05 Penyediaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan
Barang Penggandaan yang Disediakan
Cetakan dan Penggandaan
5.04.01.1.06.06 Penyediaan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan
Bahan Bacaan dan Peraturan dan 1
Perundang- Undangan Peraturan Perundang-Undangan
yang
Disediakan
5.04.01.1.06.09 Penyelenggaraan | Jumlah Laporan Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan Konsultasi | Rapat
SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5.04.01.1.07 Jumlah Sarana dan Prasarana 5.04.01.1.07.06 Pengadaan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin
Pengadaan Barang | Penunjang 1 Jenis Peralatan dan Mesin Lainnya Lainnya yang Disediakan
Milik Daerah Urusan Perkantoran
Penunjang Urusan
Pemerintah
Daerah
5.04.01.1.07.10 Pengadaan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana
Sarana dan Prasarana Gedung Gedun Kantor atau Bangunan
Kantor atau Bangunan Lainnya Lainnya yang Disediakan
5.04.01.1.08 Jumlah Jenis Jasa Penunjang 5.04.01.1.08.01 Penyediaan Jasa | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa

Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintahan
Daerah

6 Jenis
Pemerintah Daerah

Urusan

Surat
Menyurat

Surat
Menyurat
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
5.04.01.1.08.02 Penyediaan Jasa | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air Komunikasi, Sumber Daya Air dan
dan Listrik Listrik yang Disediakan
5.04.01.1.08.04 Penyediaan Jasa | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor yang
Disediaka

5.04.01.1.09 Jumlah Pemeliharaan Sarana dan 5.04.01.1.09.01 Penyediaan Jasa | Jumlah Kendaraan Perorangan

Pemeliharaan Prasarana 2 Jenis Pemeliharaan, Biaya Dinas ata Kendaraan Dinas Jabatan

Barang Milik Penunjang Urusan Perkantoran Pemeliharaan dan Pajak yang Dipelihara dan Dibayarkan

Daerah Penunjang
Urusan
Pemerintahan

Kendaraan Perorangan Dinas
atau Kendaraan Dinas Jabatan

Pajaknya

Daerah
5.04.01.1.09.09 Jumlah Gedung Kantor dan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Bangunan
Gedung Lainnya yang
Kantor dan Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
5.04.02 PROGRAM | Persentase Program Kediklatan 5.04.02.1.01 Jumlah Pengembangan 5.04.02.1.01.03 Penyelenggaraan | Jumlah ASN yang Mengikuti
PENGEMBANGAN | Yang 100 Persen Pengembangan Kompetensi Teknis 40 Orang Pengembangan Kompetensi Pengembangan Kompetensi
SUMBER DAYA Memenuhi Akreditasi A Kompetensi Teknis Teknis Umum, Inti, dan Pilihan
MANUSIA bagi Jabatan Administrasi

Penyelenggara Urusan
Pemerintahan Konkuren,
Perangkat Daerah Penunjang,
dan Urusan Pemerintahan
Umum

III Prioritas Belanja Daerah - 366




Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
5.04.02.1.02 Jumlah Sertifikasi, Kelembagaan, 5.04.02.1.02.04 Pengelolaan Jumlah Laporan Pengelolaan
Sertifikasi, 14 Jenis Pengembangan Kelembagaan, Tenaga Kelembagaan, Tenaga
Kelembagaan, Kompetensi Manajerial dan Pengembang Kompetensi, dan Pengembang Kompetensi, dan
Pengembangan Fungsional Sumber Belajar Sumber Belajar
Kompetensi
Manajerial dan
Fungsional
5.04.02.1.02.07 Penyelenggaraan | Jumlah ASN yang Mengikuti
Pengembangan Kompetensi Pengembangan Kompetensi bagi
bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Daerah, Jabatan
Pimpinan Tinggi, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan
Fungsional, Kepemimpinan, dan Fungsional, Kepemimpinan, dan
Prajabatan Prajabatan
5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5.05.02 PROGRAM | Persentase OPD dengan kategori 5.05.02.1.01 Persentase Penelitian Daerah yang | 5.05.02.1.01.02 Fasilitasi, Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan
PENELITIAN DAN inovatif 60,98 % Penelitian dan 100 % Pelaksanaan dan Evaluasi Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi
PENGEMBANGAN Pengembangan mendukung pencapaian tujuan dan | Penelitian dan Pengembangan Penelitian dan Pengembangan
DAERAH Bidang Sasaran Kepala Daerah yang Bidang Pemerintahan Umum Bidang Pemerintahan Umum

Penyelenggaraan
Pemerintahan dan
Pengkajian
Peraturan

ditindaklanjutin pada tahun
berikutnya

5.05.02.1.01.12 Pengelolaan Data
Kelitbangan dan Peraturan

Jumlah Dokumen Data
Kelitbangan dan
Peraturan yang Dikelola
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
5.05.02.1.01.14 Fasilitasi dan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan
Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan
Data dan Pengkajian Peraturan Kegiatan Data dan Pengkajian
Peraturan
5.05.02.1.04 Persentase Inovasi Daerah yang 5.05.02.1.04.01 Penelitian, Jumlah Dokumen Hasil Penelitian,
Pengembangan mendukung 100 % Pengembangan, dan Pengembangan, dan Perekayasaan
Inovasi dan pencapaian tujuan dan Sasaran Perekayasaan di Bidang di Bidang Teknologi dan Inovasi
Teknologi Kepala Teknologi dan Inovasi
Daerah yang ditindaklanjuti pada
tahun n+1
5.07 PENGELOLAAN PENGHUBUNG
5.07.01 PROGRAM | Persentase ASN yang ditingkatkan | 5.07.01.1.01 Jumlah Dokumen Perencanaan, 5.07.01.1.01.01 Penyusunan Jumlah Dokumen Perencanaan
PENUNJANG 100 Persen kompetensinya Perencanaan, 5 Dokumen Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
URUSAN Persentase dokumen Penganggaran, Penganggaran dan terlaksananya Perangkat Daerah
PEMERINTAHAN perencanaan, 100 Persen dan Evaluasi Evaluasii Kinerja Badan

DAERAH PROVINSI

penganggaran, pelaporan dan
evaluasi yang disusun
Persentase layanan administrasi
100 Persen perkantoran
Persentase sarana dan prasarana
100 Persen perkantoran dalam
kondisi Baik

Tingkat Kepuasan Anggota DPRD
100 Persen

Terhadap Layanan Badan
Penghubung

Tingkat Kepuasan Kepala Daerah
dan 93 Persen

Kinerja Perangkat
Daerah

Penghubung Provinsi Bengkulu

III Prioritas Belanja Daerah - 368




Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
Wakil Kepala Daerah Terhadap
Layanan Badan Penghubung
Tingkat Kepuasan Pengunjung
93 Persen
Penginapan yang puas terhadap
Layanan Badan Penghubung
5.07.01.1.01.06 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Capaian Kinerja
Penyusunan Laporan Capaian dan lkhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi dan Laporan Hasil Koordinasi
Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
5.07.01.1.02 Penatausahaan Keuangan 5.07.01.1.02.01 Penyediaan Gaji Jumlah Orang yang Menerima Gaji
Administrasi Perangkat Daerah 1 Tahun dan dan
Keuangan Tunjangan ASN Tunjangan ASN

Perangkat Daerah

5.07.01.1.02.03 Pelaksanaan
Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi Keuangan
SKPD

III Prioritas Belanja Daerah - 369




Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
5.07.01.1.03 Penatausahaan Barang Milik 5.07.01.1.03.06 Penatausahaan Jumlah Laporan Penatausahaan
Administrasi Daerah 1 Tahun Barang Milik Daerah pada SKPD | Barang
Barang Milik Milik Daerah pada SKPD

Daerah pada
Perangkat Daerah

5.07.01.1.06
Administrasi
Umum

Perangkat Daerah

Rakor yang diikuti dan Peralatan
yang 1 Tahun disediakan

5.07.01.1.06.02 Penyediaan
Peralatan dan Perlengkapan
Kantor

Jumlah Paket Peralatan dan
Perlengkapa
Kantor yang Disediakan

5.07.01.1.06.03 Penyediaan
Peralatan
Rumah Tangga

Jumlah Paket Peralatan Rumah
Tangga ya
Disediakan

5.07.01.1.06.05 Penyediaan
Barang
Cetakan dan Penggandaan

Jumlah Paket Barang Cetakan dan
Penggandaan yang Disediakan

5.07.01.1.06.06 Penyediaan
Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang- Undangan

Jumlah Dokumen Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang-
Undangan yang Disediakan

5.07.01.1.06.08 Fasilitasi
Kunjungan
Tamu

Jumlah Laporan Fasilitasi
Kunjungan Tam

5.07.01.1.06.09 Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan Konsultasi
SKPD

Jumlah Laporan Penyelenggaraan
Rapat
Koordinasi dan Konsultasi SKPD
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
5.07.01.1.08 Kebutuhan Penunjang Urusan 5.07.01.1.08.01 Penyediaan Jasa | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa

Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintahan

Pemerintahan 1 Tahun
Daerah

Surat
Menyurat

Surat
Menyurat

Daerah
5.07.01.1.08.02 Penyediaan Jasa | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air Komunikasi, Sumber Daya Air dan
dan Listrik Listrik yang Disediakan
5.07.01.1.08.04 Penyediaan Jasa | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor yang
Disediaka
5.07.01.1.09 Jumlah Jenis Barang Milik Daerah 5.07.01.1.09.01 Penyediaan Jasa | Jumlah Kendaraan Perorangan
Pemeliharaan yang 3 Jenis Pemeliharaan, Biaya Dinas ata Kendaraan Dinas Jabatan
Barang Milik Dipelihara Pemeliharaan dan Pajak yang Dipelihara Dibayarkan

Daerah Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah

Kendaraan Perorangan Dinas
atau Kendaraan Dinas Jabatan

Pajaknya

5.07.01.1.09.06 Pemeliharaan
Peralatan dan Mesin Lainnya

Jumlah Peralatan dan Mesin
Lainnya yan
Dipelihara

5.07.01.1.09.10
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana Gedung
Kantor atau Bangunan Lainnya

Jumlah Sarana dan Prasarana
Gedung Ka atau Bangunan Lainnya
yang Dipelihara/Direhabilitasi
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
5.07.01.1.13 Jumlah Layanan Fasilitasi Materi 5.07.01.1.13.02 Fasilitasi Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi

Fasilitasi Materi
dan Komunikasi

dan 1 Jenis
Komunikasi Pimpinan yang

Komunikasi
Pimpinan

Komunikasi Pimpinan

Pimpinan dilaksanakan
5.07.01.1.14 Jumlah fasilitasi Pimpinan Yang di 5.07.01.1.14.03 Pengelolaan Jumlah Laporan Pengelolaan
Fasilitasi Fasilitasi 1 Jenis Hubungan Keprotokolan Hubungan

Keprotokolan

Keprotokolan

5.07.02 PROGRAM

PELAYANAN
PENGHUBUNG

Jumlah pengunjung Anjungan
1932 Orang

Bengkulu

Jumlah pengunjung pameran
319 Orang

Tingkat kepuasan anggota DPRD
93 Persen terhadap layanan Badan
Penghubung

Tingkat kepuasan kepala

93 Persen daerah/wakil kepala
daerah dan

unsur Muspida terhadap layanan
Badan Penghubung

Tingkat kepuasan pengunjung
93 Persen penginapan yang puas
terhadap

layanan Badan Penghubung

5.07.02.1.01
Pelaksanaan
Pelayanan
Penghubung

5.07.02.1.01.02 Pelayanan
Kelembagaan Aparatur dan
Masyarakat

Jumlah Laporan Hasil Pelayanan
Kelembagaan Aparatur dan
Masyarakat

5.07.02.1.01.03 Peningkatan
Fasilitasi Promosi Produk

Unggulan dan Pelestarian Seni

Budaya

Jumlah Laporan Hasil Promosi

Seni Budaya yang Ditingkatkan
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Program Kegiatan Sub Kegiatan
Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
5.07.02.1.01.04 Kegiatan Fasilitasi | Jumlah Laporan Hasil Kegiatan
Pameran Produk Unggulan dan Fasilitasi Pameran Produk
Pelestarian Seni Budaya Unggulan dan Pelestarian Seni
Budaya
5.07.02.1.01.05 Koordinasi dan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi
Sinkronisasi Pelaksanaan dan Sinkronisasi Pelaksanaan
Pelayanan Penghubung Pelayanan Penghubung
6.01 INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01 PROGRAM | Persentase ASN yang ditingkatkan | 6.01.01.1.01 Jumlah dokumen prencanaan, 6.01.01.1.01.01 Penyusunan Jumlah dokumen monitoring dan
PENUNJANG 40 % Perencanaan, 11 Dokumen penanggaran dan Dokumen Perencanaan evaluasi yang disusun
URUSAN kompetensinya Penganggaran, pelaporan yang Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan dan
PEMERINTAHAN Persentase dokumen dan Evaluasi disusun

DAERAH PROVINSI

100 %
penganggaran, pelaporan dan
evaluasi yang disusun
persentase layanan administrasi
100 %

perkantoran

Persentase OPD yang dilakukan
evaluasi 100 %

kinerja

Persentase sarana dan prasarana
100 %

perkantoran dalam kondisi baik

perencanaan,

Kinerja Perangkat
Daerah

Jumlah OPD yang memperoleh
nilai 31 OPD SAKIP minimal BB

penganggaran yang disusun
Jumlah Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah

6.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan

Jumlah OPD yang dilakukan
evaluasi kinerja

6.01.01.1.02 Persentase pembayaran 6.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji Jumlah Orang yang Menerima Gaji

Administrasi administrasi 100 % dan dan

Keuangan keuangan ASN Inspektorat Provinsi | Tunjangan ASN Tunjangan ASN

Perangkat Daerah

Bengkulu

Jumlah pembayaran gaji,
tunjangan, TPP dan uang makan
atas pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi ASN Inspektorat Provin
Bengkulu

6.01.01.1.02.03 Pelaksanaan
Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi Keuangan
SKPD

Jumlah jasa pengelola administrasi
keuangan yang dibayarkan

6.01.01.1.05
Administrasi
Kepegawaian
Perangkat Daerah

Persentase ASN yang mengikuti
diklat 40 %

peningkatan kompetensi
Persentase jabatan fungsional
auditor dan 100 % P2UPD yang
dinilai angka kreditnya

6.01.01.1.05.05 Monitoring,
Evaluasi, dan Penilaian Kinerja
Pegawai

Jumlah penilaian angka kredit
jabatan fungsional auditor dan
P2UPD oleh tim penilai

6.01.01.1.05.09 Pendidikan dan
Pelatihan Pegawai Berdasarkan
Tugas dan Fungsi

Jumlah ASN yang mengikuti
pendidikan dan pelatihan
peningkatan kemampuan/
kompetensi
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Program Kegiatan Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan

6.01.01.1.06 Jumlah jenis pelayanan administrasi | 6.01.01.1.06.01 Penyediaan Jumlah pembelian lampu pijar,

Administrasi umum 7 Jenis perkantoran yang | Komponen Instalasi kabel dan instalasi listrik lainnya

Umum dilaksanakan Listrik/Penerangan Bangunan

Perangkat Daerah Kantor
6.01.01.1.06.03 Penyediaan Jumlah Peralatan Rumah Tangga
Peralatan yang tersedia
Rumah Tangga
6.01.01.1.06.04 Penyediaan Jumlah pembelian ATK dalam
Bahan mendukun pekerjaan

Logistik Kantor

6.01.01.1.06.05 Penyediaan Jumlah barang cetakan, jilid dan
Barang fotocop
Cetakan dan Penggandaan

6.01.01.1.06.06 Penyediaan Jumlah langganan koran RB, koran
Bahan Bacaan dan Peraturan lainny dan peraturan perundang-
Perundang- Undangan undangan

6.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan | Jumlah rapat koordinasi dan
Rapat Koordinasi dan Konsultasi | konsultasi y dilaksanakan

SKPD

6.01.01.1.06.11 Dukungan Jumlah program aplikasi dan
Pelaksanaan Sistem website

Pemerintahan Berbasis Inspektorat yang diselenggarakan

Elektronik pada SKPD
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
6.01.01.1.07 Jumlah jenis pengadaan barang 6.01.01.1.07.06 Pengadaan Jumlah peralatan dan mesin yang
Pengadaan Barang | milik daerah 5 Jenis yang Peralatan dan Mesin Lainnya diadak
Milik Daerah dilaksanakan
Penunjang Urusan
Pemerintah
Daerah
6.01.01.1.07.10 Pengadaan Jumlah sarana dan prasarana
Sarana dan Prasarana Gedung gedung ka yang diadakan
Kantor atau Bangunan Lainnya
6.01.01.1.08 Jumlah jenis jasa penunjang 6.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa | Jasa Pengiriman Surat Tepat Waktu

Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintahan
Daerah

pelaksanaan 3 Jenis pekerjaan
kantor yang dipenuhi

Surat
Menyurat

3
Jumlah Penyediaan Materai
2

6.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik

Jumlah pembayaran tagihan listrik,
intern dan telepon yang tepat
waktu

6.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum Kantor

Jumlah jasa kebersihan dan
pengamanan kantor yang
dibayarkan
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
6.01.01.1.09 Jumlah jenis barang milik daerah 6.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa | Jumlah kendaraan
Pemeliharaan penunjang 4 Jenis urusan kantor Pemeliharaan, Biaya dinas/operasional yan dipelihara
Barang Milik yang dilakukan pemeliharaan Pemeliharaan, Pajak dan dengan baik

Daerah Penunjang
Urusan
Pemerintahan

Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan

Daerah
6.01.01.1.09.06 Pemeliharaan Jumlah pengurus/penyimpan BMD
Peralatan dan Mesin Lainnya yang dibayarkan
Jumlah peralatan dan mesin
lainnya yang dipelihara dengan
baik
6.01.01.1.09.09 Jumlah gedung kantor dan
Pemeliharaan/Rehabilitasi bangunan lai yang dipelihara
Gedung dengan baik
Kantor dan Bangunan Lainnya
6.01.02 PROGRAM | Persentase OPD yang dilakukan 6.01.02.1.01 Jumlah Laporan Evaluasi 6.01.02.1.01.01 Pengawasan Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan
PENYELENGGARAA | 71 Persen pemeriksaan, reviu, Penyelenggaraan 34 % Persentase penanganan Kinerja (LHP)
N PENGAWASAN monitoring, dan Pengawasan pengaduan secara 80 % Pemerintah Daerah
evaluasi Internal elektronik (e-dumas) yang

Persentase pengaduan
81 Persen masyarakat/laporan/
limpahan dari

diselesaikan
Persentase tindak lanjut hasil
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
Pemerintah Pusat yang dilakukan pemeriksaan 68 %
pemeriksaan yang sesuai rekomendasi
6.01.02.1.01.02 Pengawasan Jumlah Laporan Hasil Reviu (LHR)
Keuangan Pemerintah Daerah
6.01.02.1.01.05 Pengawasan Jumlah laporan hasil evaluasi
Umum dan Teknis kinerja penyelenggaraan
Kabupaten/Kota pemerintahan daerah
Jumlah laporan monev dana desa
6.01.02.1.01.06 Kerjasama Jumlah penanganan pengaduan
Pengawasan Internal secara elektronik (e-dumas) yang
diselesaikan
6.01.02.1.01.07 Monitoring dan Persentase tindak lanjut hasil
Evaluasi Tindak Lanjut Hasil pemeriksaa
Pemeriksaan BPK Rl dan Tindak | APIP yang sesuai rekomendasi
Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Persentase tindak lanjut hasil
pemeriksaa
Rl yang sesuai rekomendasi
6.01.02.1.02 Persentase tindak lanjut laporan 6.01.02.1.02.02 Pengawasan Jumlah laporan pemeriksaan
Penyelenggaraan hasil 80 % dengan khusus/investigasi
Pengawasan pemeriksaan khusus/investigasi Tujuan Tertentu
dengan Tujuan
Tertentu
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
6.01.03 PROGRAM | Nilai Monitoring Center of 6.01.03.1.01 Persentase fasilitasi pengawasan 6.01.03.1.01.01 Perumusan Jumlah elemen IACM yang harus
PERUMUSAN Prevention 87 Nilai Perumusan yang 100 % Kebijakan dipenu
KEBIJAKAN, (MCP) Kebijakan Teknis dilaksanakan Teknis di Bidang Pengawasan Jumlah OPD yang nilai maturitas
PENDAMPINGAN Nilai Strategi Nasional di Bidang Persentase OPD yang nilai SPIP
DAN ASISTENSI Pencegahan 67 Nilai Pengawasan dan maturitas SPIP 75 % minimal level 2

Korupsi (Satranas PK)

Tingkat kapabilitas Aparat

3 Level

Pengawasan intern Pemerintah
(APIP)

Tingkat kapatuhan

100 Persen
ASN/Penyelenggara Negara
Tingkat maturitas Sistem

3 Level

Pengendalian Intern Pemerintah
(SPIP)

Fasilitasi
Pengawasan

minimal level 2

Persentase pemenuhan elemen
IACM 100 % (Internal
Audit Capability Model)

6.01.03.1.01.02 Perumusan
Kebijakan Teknis di Bidang
Fasilitasi Pengawasan

Jumlah fasilitasi Pengawasan oleh
BPK RI BPKP, KPK RI dan Itjen
Kemendagri yang dilaksanakan

6.01.03.1.02
Pendampingan
dan

Asistensi

Persentase ASN Eselon 4 yang
mengisi 100 % LHKASN
Persentase ASN Penyelenggara
Negarayang 100 %

mengisi LHKPN

Persentase OPD yang dilakukan
evaluasi 55 % PMPRB
Persentase OPD yang menyusun
Risk Register 60 % Persentase

6.01.03.1.02.01 Pendampingan
dan Asistensi Urusan
Pemerintahan Daerah

Jumlah Dokumen Risk Register
OPD 2

Jumlah Eselon 4 yang mengisi

LHKASN 7

Jumlah Penyelenggara Negara
yang 4 mengisi LHKPN
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
pemenuhan elemen MCP
85 % Persentase pemenuhan
elemen Stranas PK 85 %
6.01.03.1.02.02 Pendampingan, Jumlah elemen area pengawasan
Asistensi, Verifikasi, dan Reformasi Birokrasi yang dipenuhi
Penilaian Reformasi Birokrasi
6.01.03.1.02.03 Koordinasi, Jumlah laporan Korsupgah KPK RI
Monitoring dan Evaluasi serta (Stranas PK dan MCP)
Verifikasi Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi
8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01 PROGRAM | Jumlah Jenis Pelaksanaan 8.01.01.1.01 Jumlah Jenis Pelaksanaan 8.01.01.1.01.01 Penyusunan Jumlah Dokumen Perencanaan
PENUNJANG Perencanaan, 2 Jenis Perencanaan, Perencanaan, 2 Jenis Dokumen Perencanaan 1
URUSAN Penganggaran dan Evaluasi Penganggaran, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja | Perangkat Daerah Perangkat Daerah
PEMERINTAHAN Kinerja dan Evaluasi Perangkat Daerah

DAERAH PROVINSI

Perangkat Daerah

Kinerja Perangkat
Daerah

8.01.01.1.01.04 Koordinasi dan
Penyusunan DPA-SKPD

Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan
1

Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan

Dokumen DPA-SKPD
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
8.01.01.1.02 Jumlah Jenis Administrasi 8.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji Jumlah Orang yang Menerima Gaji
Administrasi Keuangan 3 Jenis dan dan
Keuangan Tunjangan ASN Tunjangan ASN

Perangkat Daerah

8.01.01.1.02.03 Pelaksanaan
Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi Keuangan
SKPD

Jumlah Dokumen Penatausahaan
dan

Pengujian/Verifikasi Keuangan
SKPD Jumlah Tenaga Administrasi
Keuangan

8.01.01.1.02.07 Koordinasi dan
Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/ Triwulanan/Semesteran
SKPD

Jumlah Laporan Keuangan
Bulanan/ Triwulanan/Semesteran
SKPD dan Laporan Koordinasi
Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD

8.01.01.1.03
Administrasi
Barang Milik
Daerah pada
Perangkat Daerah

Jumlah Jenis Kearsipan dan
Inventaris Barang 1 Jenis
Milik Daerah

8.01.01.1.03.06 Penatausahaan
Barang Milik Daerah pada SKPD

Jumlah Laporan Penatausahaan
Barang
Milik Daerah pada SKPD

8.01.01.1.05
Administrasi
Kepegawaian
Perangkat Daerah

Jumlah Pegawai Yang
Diikutsertakan 10 Orang
dalam pendidikan dan Pelatihan

8.01.01.1.05.09 Pendidikan dan
Pelatihan Pegawai Berdasarkan
Tugas dan Fungsi

Jumlah Pegawai Berdasarkan
Tugas dan Fungsi yang Mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
8.01.01.1.06 Jumlah Pelayanan Administrasi 8.01.01.1.06.04 Penyediaan Jumlah Paket Bahan Logistik
Administrasi Umum 12 Bulan Bahan Kantor yang
Umum Perangkat Daerah Logistik Kantor Disediakan

Perangkat Daerah

8.01.01.1.06.05 Penyediaan
Barang
Cetakan dan Penggandaan

Jumlah Paket Barang Cetakan dan
Penggandaan yang Disediakan

8.01.01.1.06.06 Penyediaan
Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang- Undangan

Jumlah Dokumen Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang-
Undangan yang Disediakan

8.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan Konsultasi
SKPD

Jumlah Laporan Penyelenggaraan
Rapat
Koordinasi dan Konsultasi SKPD

8.01.01.1.07 Jumlah Pengadaan Barang Milik 8.01.01.1.07.05 Pengadaan Jumlah Paket Mebel yang
Pengadaan Barang | Daerah 25 Unit Mebel Disediakan
Milik Daerah Yang Mampu Disediakan
Penunjang Urusan
Pemerintah
Daerah
8.01.01.1.07.06 Pengadaan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin
Peralatan dan Mesin Lainnya Lainnya yang Disediakan
8.01.01.1.08 Jumlah Pelaksanaan Jasa 8.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa

Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintahan
Daerah

Penunjang 12 Bulan
Urusan Pemerintah Daerah

Surat
Menyurat

Surat
Menyurat
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Program Kegiatan Sub Kegiatan
Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
8.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Frekuensi Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air Komunikasi, Sumber Daya Air dan
dan Listrik Listrik yang Disediakan
8.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa | Jumlah Tenaga Jasa Pelayanan
Pelayanan Umum Kantor Umum
Kantor yang Disediakan
8.01.01.1.09 Jumlah Pemeliharaan Barang Milik | 8.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa | Jumlah Kendaraan Dinas
Pemeliharaan Daerah 60 Unit Pemeliharaan, Biaya Operasional ata Lapangan yang
Barang Milik Penunjang Urusan Pemerintahan Pemeliharaan, Pajak dan Dipelihara dan Dibayarka Pajak
Daerah Penunjang | Daerah Perizinan Kendaraan Dinas dan Perizinannya
Urusan Operasional atau Lapangan
Pemerintahan
Daerah
8.01.01.1.09.05 Pemeliharaan Jumlah Mebel yang Dipelihara
Mebel
8.01.01.1.09.06 Pemeliharaan Jumlah Peralatan dan Mesin
Peralatan dan Mesin Lainnya Lainnya yan
Dipelihara
8.01.01.1.09.09 Jumlah Gedung Kantor dan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Bangunan
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan

Gedung Lainnya yang

Kantor dan Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
8.01.02 PROGRAM | Jumlah Rumusan Kebijakan teknis | 8.01.02.1.01 Jumlah Rumusan Kebijakan teknis 8.01.02.1.01.03 Pelaksanaan Jumlah Orang yang Mengikuti
PENGUATAN 2 Dokumen dan Pemantapan Perumusan dan 2 Dokumen Kebijakan di Bidang Ideologi Pelaksanaan Kebijakan di Bidang
IDEOLOGI Pelaksanaan Kebijakan Teknis Pemantapan Pelaksanaan Bidang Wawasan Kebangsaan, Bela Ideolog Wawasan Kebangsaan,
PANCASILA DAN Bidang Ideologi Pancasila dan dan Pemantapan Ideologi Pancasila dan Karakter Negara, Karakter Bangsa, Bela Negara, Karakter Bangsa,
KARAKTER Karakter kebangsaan Pelaksanaan kebangsaan Pembauran Kebangsaan, Pembauran Kebangsaan Bhineka
KEBANGSAAN Bidang Ideologi Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah | Tunggal Ika dan Sejarah

Pancasila
dan Karakter
Kebangsaan

Kebangsaan

Kebangsaan

8.01.02.1.01.04 Pelaksanaan
Koordinasi di Bidang Ideologi
Wawasan Kebangsaan, Bela
Negara, Karakter Bangsa,
Pembauran Kebangsaan,
Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah
Kebangsaan

Jumlah Orang yang Mengikuti
Koordinas di Bidang Ideologi
Wawasan Kebangsaan Bela
Negara, Karakter Bangsa,
Pembaura Kebangsaan, Bhineka
Tunggal lka dan Sejarah
Kebangsaan

8.01.02.1.01.05 Pelaksanaan
Monitoring Evaluasi dan
Pelaporan di Bidang Ideologi
Wawasan Kebangsaan, Bela
Negara, Karakter Bangsa,
Pembauran Kebangsaan,
Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah
Kebangsaan

Jumlah Laporan Hasil Monitoring
Evaluas dan Pelaporan di Bidang
Ideologi Wawasan Kebangsaan,
Bela Negara, Karakter Bangsa,
Pembauran Kebangsaan Bhineka
Tunggal lka dan Sejarah
Kebangsaan
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
8.01.03 PROGRAM | Indeks Demokrasi Indonesia 8.01.03.1.01 Indeks Demokrasi Indonesia 8.01.03.1.01.03 Pelaksanaan Jumlah Bantuan Keuangan Partai
PENINGKATAN Provinsi 75 % Bengkulu Perumusan Provinsi Bengkulu 75 % Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik

PERAN PARTAI
POLITIK DAN
LEMBAGA
PENDIDIKAN
MELALUI
PENDIDIKAN
POLITIK DAN
PENGEMBANGAN
ETIKA SERTA
BUDAYA POLITIK

Kebijakan Teknis
dan Pemantapan
Pelaksanaan
Bidang Pendidikan
Politik, Etika
Budaya Politik,
Peningkatan
Demokrasi,
Fasilitasi
Kelembagaan
Pemerintahan,
Perwakilan dan
Partai Politik,
Pemilihan
Umum/Pemilihan
Umum Kepala
Daerah, serta
Pemantauan
Situasi Politik

Politik, Etika Budaya Politik,
Peningkatan Demokrasi,
Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan dan
Partai Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum Kepala
Daerah, serta Pemantauan
Situasi Politik di Daerah

Jumlah Orang yang Mengikuti
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang
Pendidikan Politik, Etika Budaya
Politik, Peningkatan Demokrasi,
Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan dan
Partai Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum Kepala
Daerah, serta Pemantauan Situasi
Politik di Daera

Jumlah Orang yang Mengikuti
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang
Pendidikan Politik, Etika Budaya
Politik, Peningkatan Demokrasi,
Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan dan
Partai Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum Kepala
Daerah, serta Pemantauan Situasi
Politik di Daera

8.01.03.1.01.04 Pelaksanaan
Koordinasi di Bidang Pendidikan
Politik, Etika Budaya Politik,
Peningkatan Demokrasi,
Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan dan
Partai Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum Kepala

Jumlah Orang yang Mengikuti
Koordinas di Bidang Pendidikan
Politik, Etika Buday Politik,
Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi
Kelembagaan Pemerintahan,
Perwakilan dan Partai Politik,
Pemilihan Umum/Pemilihan Umum
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
Daerah, serta Pemantauan Kepala Daerah, serta Pemantauan
Situasi Politik di Daerah Situasi Politik di Daera
8.01.04 PROGRAM | Pemberdayaan dan Pengawasan 8.01.04.1.01 Pemberdayaan dan Pengawasan 8.01.04.1.01.03 Pelaksanaan Jumlah Orang yang Mengikuti
PEMBERDAYAAN 1 Laporan Perumusan Ormas 1 Laporan yang Kebijakan Dibidang Pendaftaran | Pelaksanaan Kebijakan Dibidang
DAN Ormas yang dilakukan Pembinaan | Kebijakan Teknis dilakukan Pembinaan Ormas, Pemberdayaan Ormas, Pendaftaran Ormas,
PENGAWASAN dan Pemantapan Evaluasi dan Mediasi Sengketa Pemberdayaan Ormas, Evaluasi
ORGANISASI Pelaksanaan Ormas, Pengawasan Ormas dan | dan Mediasi Sengketa Ormas,
KEMASYARAKATA Bidang Ormas Asing di Daerah Pengawasan Ormas dan Ormas
N Pemberdayaan Asing di Daerah
dan Pengawasan
Organisasi
Kemasyarakatan
8.01.05 PROGRAM | Jumlah Generasi Muda yang 8.01.05.1.01 Jumlah Generasi Muda yang 8.01.05.1.01.02 Penyusunan Jumlah Kebijakan di Bidang
PEMBINAAN DAN | Mampu 120 Orang Perumusan Mampu 120 Orang Bahan Perumusan Kebijakan di Ketahanan Ekonomi, Sosial,

PENGEMBANGAN
KETAHANAN

EKONOMI, SOSIAL,

DAN BUDAYA

Dibina Dalam Upaya Pencegahan,
Pemberantasan, Penyalahgunaan
dan Peredaran Gelap Narkotika
P4GN dan Pembinaan FKUB

Kebijakan Teknis
dan Pemantapan
Pelaksanaan
Bidang Ketahanan
Ekonomi, Sosial
dan Budaya

Dibina Dalam Upaya Pencegahan,
Pemberantasan, Penyalahgunaan
dan Peredaran Gelap Narkotika
P4AGN dan Pembinaan FKUB

Bidang Ketahanan Ekonomi,
Sosial, Budaya dan Fasilitasi
Pencegahan Penyalagunaan
Narkotika, Fasilitasi Kerukunan
Umat Beragama dan Penghayat
Kepercayaan di Daerah

Budaya dan Fasilitasi Pencegahan
Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi
Kerukunan Umat Beragama dan
Penghayat Kepercayaan di Daerah
yang Disusun
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Program Kegiatan Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan

8.01.05.1.01.03 Pelaksanaan Jumlah Kegiatan Penguatan
Kebijakan di Bidang Ketahanan Gotong Royong Kemasyarakatan
Ekonomi, Sosial, Budaya dan dan Karya Bakti TNI di Laksanakan
Fasilitasi Pencegahan Jumlah Orang yang Mengikuti
Penyalagunaan Narkotika, Pelaksanaan Kebijakan di Bidang
Fasilitasi Kerukunan Umat Ketahanan Ekonomi, Sosial,
Beragama dan Penghayat Budaya dan Fasilitasi Pencegahan
Kepercayaan di Daerah Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi

Kerukunan Umat Beragama dan
Penghayat Kepercayaan di Daerah

8.01.05.1.01.04 Pelaksanaan Jumlah Orang yang Mengikuti
Koordinasi di Bidang Ketahanan | Koordinas di Bidang Ketahanan
Ekonomi, Sosial, Budaya dan Ekonomi, Sosial, Budaya dan
Fasilitasi Pencegahan Fasilitasi Pencegahan
Penyalagunaan Narkotika, Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi
Fasilitasi Kerukunan Umat Kerukunan Umat Beragama dan
Beragama dan Penghayat Penghayat Kepercayaan di Daerah

Kepercayaan di Daerah

8.01.06 PROGRAM | Jumlah Dokumen data 8.01.06.1.01 Jumlah Dokumen data 8.01.06.1.01.03 Pelaksanaan Jumlah orang yang mengikuti
PENINGKATAN Kewaspadaan 3 Dokumen Perumusan Kewaspadaan 3 Dokumen Kebijakan di Bidang Kebijakan di Bidang Kewaspadaan
KEWASPADAAN Dini, Orang Asing dan Kebijakan Teknis Dini, Orang Asing dan Penanganan | Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Dini, Kerjasama Intelijen,
NASIONAL DAN Penanganan dan Pelaksanaan Konflik Sosial Intelijen, Pemantauan Orang Pemantuan Orang Asing, Tenag
PENINGKATAN Konflik Sosial Pemantapan Asing, Tenaga Kerja Asing dan Kerja Asing dan Lembaga Asing,
KUALITAS DAN Kewaspadaan Lembaga Asing, Kewaspadaan Kewaspadaan Perbatasan Antar
FASILITASI Nasional dan Perbatasan Antar Negara, Negara, Fasilitasi Kelembagaan
PENANGANAN Penanganan Fasilitasi Kelembagaan Bidang Bidang Kewaspadaan, serta
KONFLIK SOSIAL Konflik Sosial Kewaspadaan, serta Penanganan | Penanganan Konflik di Daerah
Konflik di Daerah Sistem Informasi Deteksi Dini dan
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Hasil Program Target Keluaran Kegiatan Target Keluaran Sub Targe
Capaian Capaian Kegiatan
Cegah

Dini (Si Deni Ceni)

8.01.06.1.01.04 Pelaksanaan
Koordinasi di Bidang

Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Dini, Kerja Sama Intelijen,
Intelijen, Pemantauan Orang Pemantauan Orang Asing, Tenaga
Asing, Tenaga Kerja Asing dan Kerja Asing dan Lembaga Asing,
Lembaga Asing, Kewaspadaan Kewaspadaan Perbatasan Antar

Perbatasan Antar Negara,
Fasilitasi Kelembagaan Bida

Kewaspadaan, serta Penanganan | Penanganan Konflik di Daerah

Konflik di Daerah

Jumlah Orang yang Mengikuti
Koordinas di Bidang Kewaspadaan

Negara, Fasilitasi Kelembagaan
ng Bidang Kewaspadaan, serta

8.01.06.1.01.05 Pelaksanaan Jumlah Laporan Hasil Monitoring,

Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan di Bidang

Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing,
Intelijen, Pemantauan Orang Tenaga Kerja Asing dan Lembaga
Asing, Tenaga Kerja Asing dan Asing, Kewaspadaan Perbatasan
Lembaga Asing, Kewaspadaan Antar Negara, Fasilitasi

Perbatasan Antar Negara,
Fasilitasi Kelembagaan Bida

Kewaspadaan, serta Penanganan | Konflik di Daerah

Konflik di Daerah

Evaluasi dan Pelaporan di Bidang
Kewaspadaan Dini, Kerja Sama

Kelembagaan Bidang
ng Kewaspadaan, serta Penanganan

Jumlah Laporan Penanganan
Konflik
Sosial (PKS)B3, B6, B9 dan B12
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IV. PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN

lafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah Program,
Kegiatan dan Sub Kegiatan Berisikan plafon anggaran sementara masing-
masing urusan, satuan kerja dan program/kegiatan/sub kegiatan yang

dituangkan secara deskriptif dan dalam bentuk tabulasi.
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V. RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

embiayaan Daerah disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang
perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik
pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran

berikutnya. Adapun pembiayaan daerah tersebut terdiri dari:

a) Penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun
Lalu; Pencaiaran Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan; Penerimaan Pinjaman Daerah; Penerimaan Kembali Pemberian
Pinjaman; Penerimaan Piutang Daerah dan Penerimaan Kembali Penyertaan Modal

(Investasi) Daerah.

b) Pengeluaran Pembiayaan digunakan untuk Pembentukan Dana Cadangan;
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah; Pembayaran Pokok
Utang; Pemberian Pinjaman Daerah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun

Berjalan (SILPA).

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun
pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah meliputi semua
penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima
kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran

berikutnya.

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih
besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Sumber penerimaan pembiayaan
daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA), transfer dari dana
cadangan (DCD), hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan
pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang
daerah. Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah timbul karena ada
surplus/kelebihan anggaran. Pengeluaran pembiayaan daerah diantaranya
diperuntukan bagi pembentukan dana cadangan, investasi (penyertaan modal dan
pembelian surat berharga/saham), pembayaran pokok utang, pemberian pinjaman
daerah, dan sisa lebih perhitungan. Pembiayaan netto digunakan untuk menutup defisit
anggaran. Penerimaan Pembiayaan Tahun 2023 di Provinsi Bengkulu diproyeksikan dari

SILPA sebesar Rp. 80.013.028.628,-

Penerimaan Pembiayaan Provinsi Bengkulu diperoleh dari SILPA, Penerimaan
masih didominasi oleh SiLPA tahun lalu. Pengeluaran pembiayaan untuk tahun 2023
penambahan Penyertaan Modal Daerah ke BUMD tidak dianggarkan dikarenakan
penyertaan modal Pemerintah Provinsi ke BUMD diperkirakan sudah cukup dan

memadai.
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Tabel 5.1
Rincian Plafon Anggaran Sementara Pembiayaan
Tahun Anggaran 2023

Kode Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Target Tahun Anggaran Dasar Hukum
Daerah Berkenaan
6 PEMBIAYAAN
6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 80.013.028.628
6.1.01 [ Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 80.013.028.628
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 80.013.028.628
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 0
Pembiayaan Netto 80.013.028.628
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BAB VI
PENUTUP

Demikianlah Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD
TA 2023 dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam
menyusun Rancangan APBD TA 2023.

Bengkulu, |9 September 2022
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